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Sanggahan

dan Batasan Tanggung Jawab

BPKH merupakan Badan Hukum Publik yang
dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaaan
Keuangan Haji, Presiden Republik
Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan
Pengelolaan Keuangan Haji dan

Pemerintah  Nomor 5 Tahun 2018
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, BPKH

Peraturan

Peraturan
tentang

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada Presiden dan Dewan Pewakilan Rakyat.

Penyusunan Laporan Tahunan ini mengacu pada
ketentuan yang berlaku terkait penyusunan laporan
tahunan, dalam hal ini adalah Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan
Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Kriteria
Annual Report Award sebagai standar penyusunan
Laporan Tahunan di Indonesia dengan beberapa
penyesuaian.

Penyebutan satuan mata uang “Rupiah” dan “Rp”
merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia,
sedangkan “Dollar AS” atau USD merujuk pada
mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi
keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai
dengan Standar Akuntasi Keuangan Indonesia.

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kinerja
keuangan, kegiatan, proyeksi,
kebijakan, serta tujuan BPKH, yang digolongkan
sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan

rencana, strategi,

Perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-
hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan
tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta
dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara
material berbeda dari yang dilaporkan.

Badan Pengelola Keuangan Haji

BPKH
accordance with the mandate of Law Number 34

is a Public Legal Entity established in

of 2014 on Hajj Fund Management, Presidential
Regulation of the Republic of Indonesia Number
110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency
and Government Regulation Number 5 of 2018
on Implementation of Law Number 34 of 2014 on
Hajj Fund Management. In accordance with the
provisions of the Laws, BPKH is required to submit an
accountability report to the President and House of
Representatives.

The preparation of this Annual Report refers to
the provisions applicable in the preparation of
annual reports, in this case the Financial Services
Authority Regulation Number 29/POJK.04/2016 on
Annual Reports of Issuers or Public Companies and
Financial Services Authority Circular Letter Number
16/SEOJK.04/2021 on Form and Contents of Annual
Reports of Issuers or Public Companies as well as
Annual Report Award Criteria as the standards for
preparing Annual Reports in Indonesia with several
adjustments.

The mention of “Rupiah” and “Rp” refers to the official
currency of the Republic of Indonesia, while “US
Dollars” or USD refers to the official currency of the
United States. All financial information is presented in
Rupiah in accordance with the Indonesian Financial
Accounting Standards.

This annual report contains statements of financial
performance, activities, projections, plans, strategies,
policies, and objectives of BPKH, which are classified
as forward-looking statements in the implementation
of applicable laws and regulations, except for
historical matters. These statements have risk
prospects, uncertainties, and may result in actual
developments that are materially different from those

reported.

Laporan Tahunan Annual Report
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Transformasi Digital dan Penguatan
ESG Untuk Mendukung Optimalisasi
Pengelolaan Keuangan Haji

Digital Transformation and ESG Strengthening
to Support Hajj Fund Management Optimization

Digitalisasi telah menjadi bagian penting pada
berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tidak dapat
dipungkiri lagi, setelah pandemi berakhir, digitalisasi
akan terus menjadi salah satu komponen utama
dalam menjalankan dan membangun kehidupan
yang lebih baik di masa depan. Merespons situasi
tersebut, BPKH terus melakukan investasi dan
melakukan berbagai inovasi sesuai kebutuhan
masyarakat akan layanan digital. Didukung strategi
yang tepat serta upaya dari seluruh pemangku
kepentingan, transformasi digital memberikan nilai
tambah kepada jemaah sehingga layanan BPKH
dapat menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat
dijangkau dimana saja. Tidak hanya mendukung
layanan jamaah, digitalisasi juga berdampak positif
pada pencapaian kinerja ESG (Environment, Social,
Governance).

Memahami dan menerapkan digitalisasi dapat
membantu BPKH mengurangi dampak lingkungan,
meningkatkan  tanggung jawab sosial, dan
meningkatkan  Good Governance. Tanggung
Jawab Sosial adalah aspek kunci dari ESG, yang
melibatkan penciptaan ruang kerja yang kreatif dan
dinamis bagi karyawan, jemaah, dan pemangku
kepentingan lainnya. ESG juga mencakup Good
Governance, yang mengacu pada sistem dan proses
yang digunakan BPKH untuk mengelola sumber
dayanya. Dengan memungkinkan transparansi dan
akuntabilitas yang lebih besar, transformasi digital
dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan
Good Governance. BPKH menerapkan Good
Governance, yang terintegrasi dengan kepatuhan,
pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Kami
juga percaya bahwa pengelolaan aspek lingkungan,
sosial dan tata kelola (ESG) yang berkesinambungan
dapat menjaga kelangsungan BPKH.

Badan Pengelola Keuangan Haji

Digitalization has become an important part of
various aspects of people's lives. After the pandemic
is over, digitalization will undeniably continue to
be one of the main components in running and
building a better life in the future. In response to
this situation, BPKH continues to make investments
and create various innovations according to the
community's needs for digital services. Supported
by the right strategy and efforts of all stakeholders,
digital transformation provides added value to the
pilgrims that allows BPKH services to be faster,
transparent, and accessible anywhere. Not only
does digitalization support services to the pilgrims, it
also contributes positively to the achievement of ESG
(Environment, Social, Governance) performance.

Understanding and implementing digitalization can
help BPKH reduce environmental impacts, increase
socialresponsibility,and improve Good Governance.
Social Responsibility is a key aspect of ESG, which
involves creating creative and dynamic workspace
for employees, the pilgrims, and other stakeholders.
ESG also covers Good Governance, which refers
to the systems and processes BPKH uses to
manage its resources. With greater transparency
and accountability, digital transformation can be
a powerful tool to improve good governance.
BPKH implements Good Governance which is
integrated with compliance, risk management, and
internal control. We also believe that continuous
management  of social, and
governance (ESG) aspects can maintain the
continuity of BPKH.

environmental,

Laporan Tahunan Annual Report
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Transformasi Digital dan Penguatan
ESG Untuk Mendukung Optimalisasi
Pengelolaan Keuangan Haji

Digital Transformation and ESG Strengthening to Support Hajj

Fund Management Optimization

Strengthening Governance for Optimization of Hajj Financial Management

BPKH melakukan pembenahan
agar dapat terus meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan haji. Tidak hanya
agar dapat memberikan manfaat dalam
pengembangan dana haiji, tapi juga agar
dapat memberikan pelayanan yang lebih
baik kepada jemaah haji.

terus

Tahun 2021, BPKH melakukan penguatan
tata kelola agar dapat mengoptimalkan
potensi yang dimilikinya agar dapat menjadi
pengelola keuangan haji yang berkelas
dunia. Salah satu langkah yang dilakukan
BPKH adalah melakukan transformasi yang
difokuskan pada tiga bidang utama, yaitu
digital, GRC, dan SDM. Ketiga pilar tersebut
bekerja sama dengan tujuan memastikan
objektif tercapai
optimalisasi dari sisi sumber daya manusia
dalam organisasi, proses, dan teknologi.

organisasi melalui

Annual Report

BPKH continues to make improvements so
that it can continuously increase the quality
of hajj fund management. Not only in order
to provide benefits in the development of
Haijj funds, but also in order to provide better
service to pilgrims.

In 2021, BPKH strengthened its governance
in order to be able to optimize its potential
to be able to become a world-class haijj
fund management agency. One of the
measures taken by BPKH is to carry out
a transformation focused on three main
areas, namely digital, GRC, and HR. These
three pillars work together with the goal
of ensuring organizational objectives are
achieved through optimization of human
resources in the organization, processes,
and technology.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Dengan layanan berbasis online ini nantinya

calon jemaah haji tidak perlu datang
lagi ke Bank secara langsung. Sehingga
akan mempermudah masyarakat dalam
mendaftar haji. BPKH juga memperkuat
penerapan aspek GRC
risk and complience) untuk memastikan
keberlanjutan organisasi serta melakukan
penguatan dari daya
manusia.

(governance,

aspek sumber
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With this online-based service, prospective
pilgrims will no longer need to come
directly to the Bank, making it easier for
people to register for Hajj. BPKH also
strengthens the implementation of GRC
(governance, risk and compliance) aspects
to ensure organizational sustainability while
strengthening human resources.

Synergy and Adaptive Amidst the Challenges

Di usianya yang menginjak ke-3 (tiga) tahun,
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
menghadapi tantangan yang sangat berat.
Merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh
dunia pada tahun 2020 telah membuat
kondisi perekonomian global dan nasional
mengalami kemerosotan. Tidak hanya itu,
pandemi COVID-19 juga telah membuat
pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke
tanah suci harus mengalami pembatalan.

Meskipun demikian, BPKH berkomitmen
untuk melakukan pengelolaan keuangan
haji secara
sehingga dapat meraih kepercayaan umat,
yang pada akhirnya dapat memberikan
manfaat yang besar secara khusus bagi
jemaah haiji, serta umat Islam di tanah air
secara umum.

transparan dan akuntabel

Badan Pengelola Keuangan Haji

Laporan Tahunan

In its 39 (third) year of establishment, Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) faced its
most difficult challenges. The widespread
COVID-19 outbreak accross the world in
2020 led to global and national economic
COVID-19

caused hajj

deterioration. Not only that,

pandemic further travel

cancellation in Indonesia.

BPKH
performing  hajj

is committed to
fund
transparently and accountably in order

Nevertheless,
management

to obtain people’s trust, which ultimately
is able to provide considerable benefit
particularly for hajj pilgrims and Muslims in
Indonesia in general.

Annual Report
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Untuk mewujudkan tujuannya, sepanjang
tahun 2020 BPKH memperkuat
sinerginya dengan berbagai pihak, baik
di dalam maupun luar negeri, untuk dapat
memberikan terbaik  bagi
umat. Selain itu, BPKH juga beradaptasi
dengan tantangan yang dihadapi, salah
satunya adalah dengan mengoptimalkan
pemanfaatan teknologi untuk mendukung
tercapainya visi dan misi BPKH.

pelayanan

Dengan menerapkan strategi tersebut,
di tengah berbagai tantangan yang
dihadapi, tahun 2020 BPKH masih dapat
membukukan kinerja yang positif, baik
dalam perolehan nilai manfaat maupun
peningkatan dana kelolaan. Selain itu, BPKH
juga berhasil mempertahankan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut.

To achieve its objectives, during the course
of 2020 BPKH strenghtened its synergy
with both domestic and foreign parties,
with the aim of providing the best service
for ummah. In addition, BPKH also adapted
with the challenges faced, one of which
was by optimizing technology utilization to
support the achievement of BPKH vision
and mission.

By applying such strategy amidst various
challenges faced, in 2020 BPKH was still
able to book positive perfomance, both in
the achievement of income earned and the
growth of managed fund. Moreover, BPKH
succeeded in maintaining Unqualified
Opinion from the Audit Board of Rl for 3
(three) years consecutively.

Strengthening Governance for Optimization of Hajj Financial Management

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
telah melewati tahun keduanya sejak resmi
beroperasi pada 26 Juli 2017 dengan
tujuan utama adalah meningkatkan kualitas
penyelenggaraan ibadah haji. Peningkatan

Annual Report

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
had passed the second year since its official
operation on July 26, 2017 with its main
objective of improving the quality of haijj
pilgrimage operations. Such improvement

Badan Pengelola Keuangan Haji



tersebut terlaksana dengan mengelola dan
mengembangkan keuangan haji agar dapat
memberikan manfaat besar bagi (calon)
jemaah haji.

BPKH
menjalankan pengelolaan keuangan haji
secara transparan dan akuntabel agar
dapat meraih kepercayaan umat, yang pada
akhirnya dapat memberikan manfaat yang
besar bagi jemaah haji pada khususnya dan
umat Islam di tanah air pada umumnya.

berkomitmen untuk terus

Usaha BPKH dalam “Meningkatkan Kinerja
dan Melayani dapat terlaksana
sebagaihasil dari kerja keras seluruh sumber
daya manusia yang berkomitmen dalam
menciptakan hasil terbaik. “Meningkatkan
Kinerjia dan Melayani Umat” adalah
tema yang dapat mewakili BPKH dalam
menggambarkan tahun 2019. Sepanjang
tahun 2019, BPKH mampu meningkatkan
kinerja sesuai dengan rencana strategis
yang telah ditetapkan pada awal tahun.
Dari segi operasional, BPKH berhasil
menunjukkan komitmen dalam penerapan
tata kelola yang baik, meningkatkan
pengelolaan risiko secara efektif dan
tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan
perundang-undangan. Sedangkan
sisi keuangan, Laporan Keuangan BPKH
tahun 2019 berhasil mencatatkan kinerja
yang sangat baik dengan tercapainya target
yang telah dicanangkan serta memperoleh
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan.

Umat”

dari

Badan Pengelola Keuangan Haji

Laporan Tahunan
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was implemented through hajj fund
management and development in order to
provide enormous benefit for prospective

pilgrims.

BPKH is committed to performing hajj

fund management transparently and

accountably in order to obtain people’s
trust, which ultimately is able to provide

considerable benefit particularly for hajj

pilgrims and Muslims in Indonesia in
general.

Efforts from BPKH in  “Improving
Performance, Serving Ummah” were

made as a result of hard work of the entire

human resources that has committed
to creating the best results. “Improving
Performance, Serving Ummah” is a theme
that can represent BPKH in describing
2019. During the course of 2019, BPKH
was able to increase performance in
accordance with strategic plans that had
been set out early that year. Operational-
wise, BPKH succeeded in demonstrating
its commitment in the implementation of
good governance, improved effective risk
management and level of compliance
with laws and regulations. On the financial
front, financial statements of BPKH in
2019 showed that BPKH managed to
record an excellent performance with the
achievement of the predetermined targets
as well as Unqualified opinion from the

Audit Board of RI.

Annual Report
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Juli 2017
July 2017

Presiden Joko Widodo resmi melantik
dan mengambil sumpah tujuh Anggota
Dewan Pengawas dan tujuh Anggota
Badan BPKH, berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 74 P tahun 2017.

President  Joko  Widodo  officially
inaugurated and administered oath of
seven Members of Supervisory Board and
seven Members of BPKH Board based on
Presidential Decree Number 74 P of 2017.

110  Tahun
Pengelola

2017

[Penerbitan Peraturan Presiden Nomor

tentang Badan
Keuangan Haji.

Issuance of

Dengan

Presidential
Number 110 of 2017 on Hajj Fund
Management Agency. Thus, BPKH has

Regulation

N

Desember

demikian BPKH secara formal sudah
berdiri sebagai sebuah lembaga badan
hukum publik yang mengemban tugas

formally been established as a public
legal entity with a mandate to manage
hajj fund.

2017
December 2017

pengelolaan keuangan haji.

Februari 2018
February 2018

Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 5
tahun 2018, BPKH diberikan kewenangan
secara formalitas untuk melakukan
investasi dan penempatan keuangan haji.

Issuance of Government Regulation No.
5 of 2018. BPKH is formally authorized to
invest and place hajj fund.

Hukum  dan

Kepatuhan  The Legal

and Compliance

N

unit

stipulated a number of regulations to
ensure hajj fund management based on
sharia principles, prudence, benefit, non-
profit, transparency, and accountability.

September
2018

Bidang

menetapkan sejumlah peraturan untuk
memastikan  pengelolaan  keuangan
haji berasaskan prinsip syariah, kehati-
hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan
akuntabel.

September 2018

N

Oktober 2018
October 2018

BPKH meluncurkan Program
Kemaslahatan untuk menyalurkan nilai
manfaat Dana Abadi Umat yang fokus
pada kegiatan sesuai enam Asnaf.

BPKH launched BPKH Trust Fund -
Philanthropic ~ Program  to  disburse
Ummatic Trust Fund return that is focused
on activities according to the six Asnaf
(people entitled to receive zakat).

Untuk menjaga mutu dalam proses
penempatandan investasidanakelolaan
haji, BPKH memperoleh Sertifikasi 1ISO
9001:2015.

To maintain quality in the placement and
investment processes of hajj managed
funds, BPKH obtained ISO 9001:2015
certification.

N

November
2018
November 2018

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Desember
2018
December 2018

Launching website BPKH RI dan lomba
logo baru untuk BPKH.

Launching of the BPKH Rl website and a
contest of making new logo for BPKH.

N/

Penetapan BPIH oleh Kementerian
Agama dan DPR.

N

Determination  of  Hajj  pilgrimage
Operational Cost (BPIH) by the Ministry
of Religious Affairs and House of
Representatives.

Maret 2019
March 2019

"

April 2019
April 2019

Penambahan Kuota 10.000 Jemaah.

Additional Quota of 10,000 Pilgrims.

\_/

BPKH dan  Kementerian  Agama
membiayai penambahan kuota 10.000

jemaah tanpa menggunakan APBN.

N

BPKH and the Ministry of of Religious
Affairs financed the additional quota of
10,000 pilgrims without using the State

Mei 2019
Budget.
May 2019
Launching logo baru BPKH yang  Launching of the new BPKH logo that

bermakna Lembaga yang kuat, dinamis,

Juli 2019 dan dapat dipercaya.

July 2019

communicatesthe idea of strong, dynamic
and trustworthy institution.

\_/

BPKH
certification.

achieved

CPKH meraih sertifikasi ISO 9001: 2015.

ISO 9001

N

2015

Agustus 2019
August 2019

N

Peluncuran SISKEHAT (Sistem Keuangan
Haji Terpadu).

Oktober 2019
October 2019

Launch of SISKEHAT (Integrated Hajj
Financial System).

( Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji
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BPKH meraih sertifikasi ISO 37001:2016
dan ISO 9001:2015.

9001:2015 certifications.

BPKH achieved ISO 37001:2016 and ISO

N

2020

N

2021

Internalisasi nilai-nilai core value IQRA
BPKH

BPKH mendapatkan pengecualikan
pajak dengan UU Cipta Kerja dan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
BPKH menerima hibah saham Bank
Muamalat dari IsDB

BPKH meraih opini “WTP” untuk ketiga
kali secara berturut-turut di tahun 2021
Peluncuran WA contact center BPKH

Peluncuran Theme Song “Pelita Hati"
BPKH

BPKH kembali mendapatkan sertifikat
ISO 37001:2016 Sistem Manajemen
Anti Penyuapan dan ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

Internalization of BPKH's IQRA cor)

values

BPKH obtained tax exemption with
the Job Creation Law and Minister of
Finance Regulation (PMK)

BPKH received a grant of Bank
Muamalat shares from IsDB

BPKH received Unqualified Opinion for
the third time in a row since 2021
Launching of WA contact center of
BPKH

Launching “Pelita Hati” Theme Song of
BPKH

BPKH once again received ISO
37001:2016 on Anti-Bribery
Management  System and  ISO
9001:2015 on Quality Management

System certifications. /

KBPKH luncurkan aplikasi Siskehat

BPKH launched Siskehat GEN 2 apps

N ®

GEN 2

BPKH membangun aliansi strategis
antara Internal Audit, Kepatuhan
dan Manjemen Risiko dalam GRC
terintegrasi di era VUCA

BPKH Raih Opini WTP Empat Tahun

\ Berturut

BPKH built a strategic alliance
between Internal Audit, Compliance
and Risk Management in integrated
GRCinthe VUCAera

BPKH Achieved Unqualified Opinion
for Four Consecutive Years.

2022

/

Badan Pengelola Keuangan Haji

Laporan Tahunan
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ECONOMIC ASPECTS [B.1]

BALANCE
dalam juta rupiah in million rupiah
m 2022 2021 2020 Description
ASET ASSETS
Kas dan setara kas 1.267.187 9.247 17.952 Cash and cash equivalents
S;rgadsg ni(alrr]zgr?:;?an 7191471 0.00 0.00 placemgr?tr :i”BT: nC lf?nudn(;izgii
Penempatan pada bank 38.511.128 45.636.508 45.331.357 Placement in the Banks
Piutang pembiayaan 6.489.259 0,00 0,00 Financing receivables
Pembiayaan bagi hasil 10.004.978 0,00 0,00 Equity financing
E:Puia;f;%ang masih 4.086.311 1725.851 718.547 Accrued income
Investasi surat berharga 140.847.514 110.909.319 98.450.329 Securities investment
paca emtas anak g zees0  z4as o e subadiary
Investasi langsung dan lainnya 1.126.535 964.290 1100.525  Direct and other investments
Aset tetap-bersih 1.5685.601 6.625 79.615 Net fixed assets
Investasi emas 425 0,00 0,00 Gold investment
Aset lainnya 1.679.612 67.450 49127 Other assets
JUMLAH ASET 212.790.022 160.595.940 145.771.760 TOTAL ASSETS
LIABILITAS LIABILITIES
Utang Jemaah Tunda 5.159.935 9.180.651 8.661.589 Payable of Postponed Pilgrims
Utang lainnya 995.769 211.249 126.911 Other payables
Dana simpanan nasabah bank 9.274.339 0,00 0,00 Third party fund
Dana titipan jemaah 142.143.290 133.254.548 125.900.381 Pilgrimage Fund
Ss:gfjﬁztsggﬂm;a”faat 0,00 238.079 238.079 Deferred income
Pinjaman yang diterima 500.000 0,00 0,00 Loan received
JUMLAH LIABILITAS 158.073.332 142.884.526 134.943.567 TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER 33.173.839 0,00 0,00 TEMPORARY

Laporan Tahunan
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dalam juta rupiah

BPKH
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|
memperoleh pengendalian !

atas BMI pada akhir Januari 2022.

T
BPKH acquired control over BMI r"
at the end of January 2022. T%F

in million rupiah

ASET NETO NET ASSETS
Aset neto tanpa pembatasan 1.253.841 488.771 1.077.452 Unrestricted net assets
Aset neto dengan pembatasan 19.890.316 17.222.643 9.750.741 Restricted net assets
Kepentingan entitas .
induk -BPKH 21.144.157 17.711.413 10.828.194 Parent entity interest -BPKH
Kepentingan nonpengendali Non-controlling
atas aset neto entitas 398.694 0,00 0,00 interests of net assets of
anak yang dikonsolidasi consolidated subsidiaries

JUMLAH ASET NETO 21.542.851 17.711.413 10.828.194 TOTAL NET ASSETS

JUMLAH LIABILITAS, DANA TOTAL LIABILITIES,

SYIRKAH TEMPORER, 212.790.022 160.595.940 145.771.760 TEMPORARY SYIRKAH

DAN ASET NETO

FUNDS, AND NET ASSETS

»Entitas Induk (BPKH) saja dan BMI (Entitas Anak) dikonsolidasi pada Tahun 2022

xParent entity (BPKH) and BMI (Subsidiary) was consolidated in 2022

Total Assets

(dalam triliun rupiah / in trillion rupiah)

160,59
145,77
8l [
N/
*
*
1 1
2020* 2021*

Badan Pengelola Keuangan Haji

Total Liabilities

(dalam triliun rupiah / in trillion rupiah)

142,88
134,94
o [
%
2020* 2021*
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Temporary Syirkah Funds

(dalam triliun rupiah /in trillion rupiah)

0,00
2020*

0,00
2021*

«Entitas Induk (BPKH) saja dan BMI (Entitas Anak) dikonsolidasi pada Tahun 2022

*Parent entity (BPKH) and BMI (Subsidiary) was consolidated in 2022

dalam juta rupiah

Total Liabilities, Temporary Syirkah Funds
and Net Assets

(dalam triliun rupiah /in trillion rupiah)

160,59

145,77

™ [

2021*

2020*

STATEMENTS OF OPERATIONS

in million rupiah

m 2022 2021 2020 Description
A. DENGAN PEMBATASAN DARI A. WITH RESTRICTIONS FROM
PEMBERI SUMBER DAYA RESOURCE PROVIDERS
DANA PENYELENGGARAAN HAJJ PILGRIMAGE
IBADAH HAJI (PIH) OPERATIONAL FUND (PIH)
Beban PIH (9.033.246) 0,00 0,00 PIH expenses
Defisit (5.255.379) 0,00 (17.946) Deficits
Pendapatan Nilai Manfaat 0.889.974 0.764.218 7.204.350 Income earned
Pendapatan hibah 2.165 0,00 0,00 Grant revenue
Egﬂgiﬁg%ﬁt:lk (2.064059)  (2500.000)  (2.000.000) Retﬁ?ﬂgfgggjﬁ
Beban operasional (250.172) (234.005) (159.388) Operational expenses
Beban hibah (2.165) (64.957) 0,00 Grant expenses
Surplus Dana PIH 2.320.364 6.965.256 5.044.963 Surplus from PIH Fund
Dana Abadi Umat (DAU) Ummatic Trust Fund (DAU)
Pendapatan nilai manfaat 242.297 237.616 229.224 Income earned
Penyaluran Program (130.319) (189.446) (131.644) Disbursement of BPKH Trust

Kemaslahatan

Laporan Tahunan
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dalam juta rupiah

Surplus Dana DAU 111.978
Akumulasi Surplus 2.432.343
Femias i sobelumnyz 255075
Pendapatan lain-lain - bersih 26.069
sl seoo
Beban Pajak Penghasilan - induk (21.314)
sureLsoevonn
B. TANPA PEMBATASAN DARI

PEMBERI SUMBER DAYA
Pendapatan Hibah 0,00
Pendapatan usaha entitas anak 2.699.894
Sg:?ar]sgsnaaqzaeggtgs anak (Elo R
e
B b,
Beban pajak penghasilan - anak (25.072)
e
SURPLUS TAHUN BERJALAN 2.700.485
Penghasilan komprehensif lain 668.921
SURPLUS KOMPREHENSIF 3.369.406
Surplus Tahun Berjalan yang
Diatribusikan Kepada:

Entitas induk (BPKH) 2.696.097

Kepentingan nonpengendali 4.388

2.700.485

Penghasilan komprehensif lain tahun
berjalan yang diatribusikan kepada:

Entitas induk (BPKH) 668.900

Kepentingan nonpengendali 20
Surplus Komprehensif
Entitas induk (BPKH) 3.364.998
Kepentingan nonpengendali 4408

3.369.406

» BPKH

) Badan Pengelola Keuangan Haji

in million rupiah

2021 2020 Description
48.169 97.580 Surplus from DAU Fund
7.013.425 5.124.596 Accumulated Surplus
0,00 0,00 Use of accumulatgd return
of the previous year
506.558 0,00 Otherincome - net
7.756.918 5.124.596 Surplus Before Income Tax
(52.126) 0,00 Income Tax Expenses - Parent
7.467.857 5.124.596 RESTRICTED SURPLUS
A. WITHOUT RESTRICTIONS FROM
RESOURCE PROVIDERS
236.935 0,00 Grant Revenue
0,00 0,00 Revenues of subsidiaries
0,00 0,00 Trade and opler.anhg
expenses of subsidiaries
0,00 0,00 Other .ex.pe-nses of
subsidiaries - net
236.935 0,00 Surplus Before Income Tax
0,00 0,00 Income taxexpenses-subsidiary
236.935 0,00 UNRESTRICTED SURPLUS
7.704.792 5.124.596 SURPLUS FORTHE YEAR
21.676 665.514 Other comprehensive income
7.726.468 5.780.110 COMPREHENSIVE SURPLUS
Surplus for the Year
Attributable to:
7.704.792 5.124.596 Parent entity (BPKH)
0,00 0,00 Non-controlling interest
7.704.792 5.124.596
Other comprehensive income
for the year attributable to:
21.676 655.514 Parent entity (BPKH)
0,00 0,00 Non-controlling interest
Comprehensive Surplus
7.726.468 5.780.110 Parent entity (BPKH)
0,00 0,00 Non-controlling interest
7.726.468 5.780.110

*Entitas Induk (BPKH) saja dan BMI (Entitas Anak) dikonsolidasi pada Tahun 2022

xParent entity (BPKH) and BMI (Subsidiary) was consolidated in 2022

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Return available for hajj pilgrimage
operations

(dalam triliun rupiah /in trillion rupiah)

6,97
ST T I L
\A(f
J}f
1
B} [ DR |
2020* 2021*

Restricted Surplus

(dalam triliun rupiah / in trillion rupiah)

7,47

LA s

2020* 2021*

Surplus for the Year

(dalam triliun rupiah / in trillion rupiah)

7,70

5,12

A (

i)

2020* 2021*

~Entitas Induk (BPKH) saja dan BMI (Entitas Anak) dikonsolidasi pada Tahun 2022
xParent entity (BPKH) and BMI (Subsidiary) was consolidated in 2022
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Surplus from DAU Fund

(dalam triliun rupiah / in trillion rupiah)

97,58
[ |
\A(
’b 4
48,17
*
] [} [] 1
2020* 2021*

Unrestricted Surplus

(dalam miliar rupiah /in billion rupiah)

0,00
2020*

236,94

2021*

Comprehensive Surplus

(dalam triliun rupiah /in trillion rupiah)

5,78

\A(

*_
R —

2020*

7,73

F

2021*
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dalam juta rupiah

ASET NETO TANPA PEMBATASAN

Saldo awal 1 Januari

Surplus/(deficit) periode
tahun berjalan

Saldo Akhir 31 Desember

Penghasilan Komprehensif Lain
Saldo awal 1 Januari

Koreksi saldo awal

Penghasilan komprehensif
tahun berjalan

Saldo Akhir 31 Desember

JUMLAH ASET NETO
TANPA PEMBATASAN

2022

236.935

0,00

236.935

236.935

(19.301)

705.686

938.221

1.175.156

ASET NETO DENGAN PEMBATASAN

Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PI1H)

Saldo awal 1 Januari

Koreksi aset neto

Pelimpahan asset neto PKOH
Kementerian Agama

Surplus tahun berjalan

Saldo Akhir 31 Desember

Dana Abadi Umat:
Saldo awal 1 Januari

Koreksi aset neto

Surplus periode tahun berjalan

Saldo Akhir 31 Desember

JUMLAH ASET NETO
DENGAN PEMBATASAN

TOTAL ASET NETO

Badan Pengelola Keuangan Haji

13.486.465
7.938

0,00
2.585.279

16.079.681

3.736.178

(156.447)
111.978

3.832.715

19.912.396

21.087.552
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STATEMENTS OF CHANGE

IN NET ASSETS

in million rupiah

2021 2020 Description
UNRESTRICTED NET ASSETS
0,00 0,00 Beginning balance
as of January 1
236.935 0,00 Surplus/(deficit) for the year
Ending Balance as
236.935 0,00 of December 31
Beginning balance
1.077.452 436.608 Beginning balance
as of January 1
(847.293) (14.669) Correction of beginning balance
21676 655.514 Comprehensive Income
for the Year
Ending Balance as
251.835 1.077.452 of December 31
488.771 1.077.452 TOTAL UNRESTRICTED

NET ASSETS

RESTRICTED NET ASSETS

Hajj Pilgrimage Operational Fund (PIH)

Beginning balance

6.069.402 956.415

as of January 1

(5.822) 85.970 Correction of net assets
Transfer of net assets of PKOH of
3.197 0.00 the Ministry of Religious Affairs
7.419.688 5.027.017 Surplus for the year
Ending Balance as
13.486.465 6.069.402 of December 31
Ummatic Trust Fund:
3.681.339 3.583.571 Beginning balance
as of January 1
6.669 188 Correction of net assets
48.169 97.580 Surplus for the year
Ending Balance as
3.736.178 3.681.339 of December 31
TOTAL RESTRICTED
17.222.643 9.750.741 NET ASSETS
17.711.414 10.828.194 TOTAL NET ASSETS
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dalam juta rupiah

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas
Pendanaan

Penurunan Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas
Pada Awal Tahun

Kas dan Setara Kas
Pada Akhir Tahun

2022
4.435.460

(6.632.873)

2.189.484

(7.929)

9.247

1.318

STATEMENTS OF CASH FLOWS

2021 2020
9.245.307 7.589.713
(14.626.207) (20.153.997)
5.372.195 12.673.352
(8.705) 9.068
17.952 8.884
9.247 17.952

LIKUIDITAS

Likuiditas Waijib

Total Investasi () terhadap Total

Dana Kelolaan (D) (RID)
SOLVABILITAS
Rasio Solvabilitas
RENTABILITAS
Nilai Manfaat (Yield)
Penempatan
Investasi

ISBE

ILAL

ILN

EFISIENSI

Rasio Biaya terhadap
Penghasilan (CIR)

Laporan Tahunan
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%
%
%
%
%

%

Annual Report

2,22

70,61

100,76

6,31
3,29
7,24
7,53
8,10
1,09

2,46

FINANCIAL RATIOS

2021 2020
2,97 3,64
71,26 68,72
88,86 92,57
6,88 5,43
3,65 4,00
8,08 6,36
81 6,35
6,06 741
1,47 0,00
2,23 214

in million rupiah

Description

Cash Flows from
Operating Activities

Cash Flows from
Investing Activities

Cash Flows from
Financing Activities

Decrease in Cash and
Cash Equivalents

Cash and Cash Equivalents
at Beginning of Year

Cash and Cash Equivalents
at End of Year

Description
LIQUIDITY
Reserve Requirement
Total Investment () to Total
Managed Funds (D) (RID)
SOLVENCY
Solvency Ratio
RENTABILITY
Return (Yield)
Placements
Investment
ISBE
ILAL
ILN
EFFICIENCY

Cost to Income Ratio (CIR)
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Kuantitas produksi atau Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Production quantity
jasa yang dijual Keuangan Keuangan Keuangan or services sold
setoran awal setoran awal setoran awal
Jemaah Haji Jemaah Haji Jemaah Haji
dan Dana dan Dana dan Dana
Abadi Umat Abadi Umat Abadi Umat
Fund Fund Fund

Management Management Management
of Pilgrim  of Pilgrim initial ~ of Pilgrim initial

initial deposit deposit of deposit of

and Ummatic and Ummatic and Ummatic

Trust Fund Trust Fund Trust Fund
Produk Ramah Lingkungan = - - Eco-Friendly Products
Vendor Lokalx 37 47 55 Local Vendors*

«Vendor melalui penunjukan langsung, pengadaan langsung dan proses tender yang berdomisili di Indonesia.
xVendor through direct appointment, direct procurement, and tender process domiciled in Indonesia.

ENVIRONMENTAL ASPECTS [B.2]

Uraian

Description g2z

A. Pengurangan emisi yang dihasilkan
Decrease of emission generated

Penggunaan BBM/Bensin

: Liter 1.515,16 -
Fuel consumption

Penggunaan listrik

- ) kWh 226.254 194113
Electricity consumption

Penambahan (Pengurangan) Limbah dan Efluen
Increase (Decrease) of Waste and Effluents

Kg BPKH belum memperhitungkan data
terkait limbah dan efluen

BPKH had not yet calculated data

related to waste and effluent

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Uraian Satuan
Description Unit 2022
Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Biodiversity Conservation
Penanaman Pohon Pohon - -
Tree Planting Tree
Dana Penanaman Pohon Juta Rupiah - -
Tree Planting Fund Million Rupiah
SOCIAL ASPECTS (B.3)
Uraian Satuan
Description Unit ghze
Jumlah total pegawai Orang 196 187 171
Total number of employees People
Pengaduan Jemaah melalui email BPKH Orang 13 5 18
Pilgrim Complaints through BPKH email People
Jumlah kecelakaan kerja Kasus Nihil Nihil Nihil
Total number of work accidents Case Nil Nil Nil
Penyaluran Program Kemaslahatan )
) Juta Rupiah
Disbursement of BPKH Trust Fund . : 130.319 189.446 131.644
: : Million Rupiah
- Philanthropic Program
Sur.ve] Kepgasan P.elayana.n Kegangan Haji Persen 84.51% 84,30% .
Hajj Financial Services Satisfaction Survey Percent
Total Number of Employees
(orang / people) Hajj Financial Services Satisfaction Survey
(%)
187
171 84,30%
son o} I
i i [ ]
N
K
x
2020 2021 2020* 2021

) Pada tahun 2020 tidak ada pemberangkatan haji, sehingga tidak ada informasi terkait survei kepuasaan pelayanan keuangan haji.
%) In 2020, there was no hajj departure. Thus, there was no information on hajj financial services satisfaction survey.

Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji
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Deskripsi Penghargaan
Description of Award

BPKH raih penghargaan
Baznas Award 2022
BPKH achieved Baznas
Award 2022

Berkontribusi dalam
pemberdayaan masyarakat
dan kemaslahatan, BPKH

raih penghargaan tokoh
pemberdayaan dan happiness
awards rumah zakat 2022
Contributing to community
empowerment and philanthropy
program, BPKH achieved
empowerment figure award
and happiness awards 2022
held by rumah zakat

Badan Pengelola Keuangan Haji

Tanggal
Perolehan

Date of
Achievement

17 Januari
2022
January
17,2022

24 Februari
2022
February
24,2022

AWARDS

Bidang Penghargaan
Field of Award

Kategori Mitra Penguatan
Ekosistem Zakat Nasional
Category of National
Zakat Ecosystem
Strengthening Partner

Kategori pemberdayaan
masyarakat tokoh
pemberdayaan
Category of community
empowerment -
empowerment figure

Laporan Tahunan

Lembaga (yang
memberikan)

Institution 2';:::
((e]\VilaleRdal=
award)
Badan Amil Zakat Nasional
Nasional (BAZNAS) National
Amil Zakat National
Agency (BAZNAS)
Rumah Zakat Nasional
National

Annual Report
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Deskripsi Penghargaan Perolehan Bidang Penghargaan Institution Skala
Description of Award Date of Field of Award i Scale
Achievement (giving the
award)
3. Bronze Winner 25 Maret 2022  Kategori Lembaga sub PR Indonesia Nasional
March 25, 2022 kategori pengelolaan National
media sosial
Category of Institution
sub-category of social
media management

4. |embaga Mitra Wakaf Nasional 7 Desember Percepatan ekosistem Badan Wagaf Nasional

National Waqf Partner Institution ~ 2022 wagqaf di Indonesia. Indonesia National
December Acceleration of wagf The Indonesian
7,2022 ecosystem in Indonesia.  Waqf Board (BWI)

5. Silver Winner Media 28 Oktober Kategori Kanal Humas Indonesia  Nasional
Sosial Youtube 2022 Digital Media Sosial National
Silver Winner of Youtube October pengelolaan Youtube
Social Media 28,2022 Category of Social

Media Digital Channel -
Youtube management

6. Bronze Winner Media Sosial 28 Oktober Kategori Kanal Humas Indonesia ~ Nasional

Bronze Winner of Social Media 2022 Digital Media Sosial National
October pengelolaan Tik Tok
28,2022 Category of Social Media

Digital Channel - Tik
Tok management

Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji
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CERTIFICATIONS

SNI ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management Systems)

Cerntificate

-— e o

3,
Certificate

D SNIESO 9001:2015

Q\: KAN A TOVRenieed

Badan Pengelola Keuangan Haji

Masa Berlaku
Validity Period

Lingkup
Sertifikasi
Scope of
Certification

Lembaga (yang
memberikan)
Institution (giving
the certification)

Masa Berlaku
Validity Period

Lingkup
Sertifikasi
Scope of
Certification

Lembaga (yang
memberikan)
Institution (giving
the certification)

25 Oktober 2021 - 4 November 2023
October 25, 2021-November 4, 2023

Hajj Fund Management (fund deposits, investments,
deposit placement and corporate social responsibility)
and Supporting Activities for Human Capital, Finance,
Procurement and General Affairs, Legal, Compliance, and
Risk Management

Management
System

ISO 37001:2016
I1SO £001:2015

TOVRbeinland

W U com
0 5000072786

SNI ISO 9001:2015: Quality Management System

16 November 2021 - 15 November 2024
November 16, 2021 - November 15, 2024

Auction for Deposit Placement, Investment in Marketable
Securities, Corporate Social Responsibility Management
(Kemaslahatan), Regular Deposit Refund and Internal
Audit Process

Management
System

1S0 37001:2016
1SO 9001:2015

ERTIFIED W LU O
ID 5000017276

Laporan Tahunan Annual Report
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Ikhtisar Saham

Per 31 Desember 2022, BPKH belum melakukan IPO
atau belum menawarkan kepemilikan saham ke publik
sehingga tidak ada ikhtisar saham yang diuraikan, yaitu:
Jumlah saham yang beredar;
Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa
efek tempat saham dicatatkan;
Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan
berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham
dicatatkan;
Volume perdagangan pada bursa efek tempat
saham dicatatkan.

Aksi Korporasi

Per 31 Desember 2022, BPKH belum melakukan
IPO atau belum menawarkan kepemilikan saham ke
publik. BPKH tidak melakukan aksi korporasi yang
mengakibatkan terjadinya perubahan rasio pemecahan
saham (stock split), penggabungan saham (reverse
stock), pembagian dividen saham dan saham bonus,
penambahan jumlah dan harga saham beredar, serta
perubahan nilai nominal saham BPKH.

Laporan Tahunan Annual Report

As of December 31, 2022, BPKH did not conduct IPO or
has not offered its share ownership to public. Thus, there
are no share highlights to be described here, namely:
Number of outstanding shares;
Market capitalization based on price at the stock
exchange on which shares are listed;
Highest, lowest, and closing share prices based on
price at the stock exchange on which shares are
listed;
Trade volume at the stock exchange on which shares
are listed.

As of December 31, 2022, BPKH had not conducted
an IPO or has not offered share ownership to the
public. BPKH did perform corporate actions that result
in changes to stock split ratio, reverse stock ratio,
distribution of share dividends and bonus shares,
increase in the number and price of outstanding shares,
and changes in the nominal value of BPKH shares.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Informasi Mengenai Penghentian Sementara
Perdagangan Saham (Suspension) dan/atau
Pembatalan Pencatatan Saham (Delisting)

Per 31 Desember 2022, BPKH belum melakukan IPO
atau belum menawarkan kepemilikan saham ke publik
sehingga tidak ada informasi terkait penghentian
sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau
pembatalan pencatatan saham (delisting).

Ikhtisar Obligasi

Per 31 Desember 2022, BPKH belum menerbitkan
obligasi di Bursa Efek manapun sehingga tidak terdapat
informasi mengenai Ikhtisar Obligasi, yaitu:

Jumlah  obligasi/sukuk/obligasi  konversi yang

beredar (outstanding);

Tingkat bunga/imbalan;

Tanggal jatuh tempo; dan

Peringkat obligasi/sukuk.

As of December 31, 2022, BPKH had not conducted IPO
or had not offered share ownership to the public, thus,
there was no information on suspension and/or delisting.

As of December 31, 2022, BPKH did not issue bond in
any Stock Exchange. Thus, there is no information on
Bond Highlights, namely:

Number of outstanding bonds/sukuk/convertible

bonds;

Interest/return rate;

Due date; and

Bond/sukuk rating.

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Januari
January

Press conference - Resmi Miliki BMI: BPKH Tasyakuran sinergi BPKH dan

akan Melakukan Turnaround BMI Menuju Bank Muamalat Indonesia.
Bank Syariah yang Kompetitif, Berkelanjutan Celebration for the synergy of BPKH
(Sustainable) dan Bersinergi (Synergy). and Bank Muamalat Indonesia.

Press conference - Officially Owns BMI:
BPKH will Conduct BMI Turnaround
Towards Competitive, Sustainable,

and Synergized Sharia Bank.

BPKH Raih Penghargaan Baznas
Award 2022 Kategori Mitra Penguatan
Ekosistem Zakat Nasional.
BPKH Achieved Baznas Award 2022 in
the Category of Strengthening Partner

of National Zakat Ecosystem.

Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji
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Februari
February

/’”“ P I“l'_

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) BPKH Penuhi Persyaratan Sebagai Pemegang

dan lkatan Cendekiawan Muslim se- Saham Pengendali Bank Muamalat.
Indonesia (ICMI) menandatangani BPKH Fulfilled Requirements as Controlling

Perjanjian Kerja Sama (PKS). Shareholder of Bank Muamalat.
Hajj Fund Management Agency (BPKH)

and the Indonesian Association of

Muslim Intellectuals (ICMI) signed a

Cooperation Agreement (PKS).

dan happinnes awards rumah zakat 2022. Pengelolaan Kustodian Rp50 Triliun.
BPKH achieved an empowerment BPKH Built Synergy with BSI to Increase Fund

figure award and happiness awards of Rp50 Trillion in Custodian Management.
2022 from rumah zakat.

BPKH raih penghargaan tokoh pemberdayaan BPKH Sinergi dengan BSI Tambahkan

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Februari
February

Pertemuan BPKH dan Isdb Tingkatkan Tingkatkan Imunitas, BPKH gelar
kerjasama ekonomi syariah. vaksinasi tahap 3 booster COVID-19.
BPKH and Isdb held a meeting to foster In order to increase Immunity,
sharia economic cooperation. BPKH held COVID-19 booster
phase 3 vaccination program.

Maret
March

Sarasehan, sosialisasi dan penyerahan Program Kemaslahatan BPKH -

simbolis bantuan ormas islam. Serah terima bantuan tanggap
Gathering, dissemination, and darurat gempa pasaman barat.
symbolic handover of assistance BPKH Trust Fund - Philanthropic Program

for Islamic organizations. - Handover of West Pasaman earthquake
emergency response assistance.

Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji
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Maret
March

TAKMD KAMr-u.n AU |§—rw 3

Perkuat Kerja Sama Industri Keuangan Kunjungan ke Chamber For Commerce

Syariah Dunia, BPKH Gelar GIIF 2022. and Industry Makkah perkuat
Strengthening Global Sharia Finance Industry peluang investasi di Makkah.

Cooperation, BPKH Held GIIF 2022. Visit to the Makkah Chamber For
Commerce and Industry to strengthen

investment opportunities in Makkah.

& - @BPKH  §

L u.m ANSUESTAN '
&ﬁm\”

BPKH raih penghargaan Public Relation
Award 2023 (PR AWARD 2022).

BPKH achieved Public Relations

Award 2023 (PR AWARD 2022).

IQRA SPECIAL DAN TARHIB RAMADAN.
IQRA SPECIAL and TARHIB RAMADAN.

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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April
April

L 4 J LA N |
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" nad

Berantas Buta Aksara Al Quran, BPKH
Bagikan Puluhan Ribu Mushaf Al Qur'an
dan Kado Ramadan dalam program
Mengejar Berkah Nuzulul Quran.
Eradicating the Qur'an Illiteracy, BPKH
Distributed Tens of Thousands of Mushafs of
the Qur'an and Ramadan Gifts in the Chasing
the Blessings of Nuzulul Quran program.

Penetapan Biaya Haji 2022.
@ Determination of Hajj Fees 2022.

Laporan Tahunan

Keterangan Pers Pansel Pemilihan

Calon Anggota dan Dewas Badan
Pengelola Keuangan Haji.

Press Statement of the Selection Committee
of Candidates for Members and Supervisory
Board of Hajj Fund Management Agency.

Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji
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Mei
May

BPKH Gandeng BRI Distribusikan Uang BPKH dan MUI Halal bi Halal

Saku Jamaah Haji Sebesar Rp 542 Miliar. kuatkan sinergi melayani umat.
BPKH cooperated with BRI to BPKH and MUl held Halal bi Halal
Distribute Rp542 Billion of Pocket (celebration of Eid Al-Fitr) to strengthen

Money for Hajj Pilgrims. synergy in serving the society.

BPKH bersama PNM berdayakan masyarakat BPKH bagikan nilai manfaat kepada jemaah
Padalarang perkuat ekonomi syariah. haji khusus melalui virtual account.

BPKH together with PNM empowered BPKH distributed return to pilgrims

the Padalarang community to specially through virtual accounts.

strengthen sharia economy.

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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BPKH Raih Opini WTP empat tahun berturut.
@ BPKH Obtained Unqualified

Opinion for four years in a row.

BPKH Peringati Milad ke-5, Fokus
Sustainabilitas Keuangan Haji.

BPKH Celebrated Its 5" Anniversary, Giving

Focus on Hajj Financial Sustainability.

Laporan Tahunan Annual Report

Kegiatan Penandatanganan Kerja

Sama antara BPKH dan Balai Sertifikasi
Elektronik BSSN dalam mendukung
transformasi digital di BPKH.

Cooperation Signing Activity between BPKH
and BSSN Electronic Certification Center in
supporting digital transformation at BPKH.

BPKH menghadiri kegiatan Pengawasan
Penyerahan Living Cost dan Pelepasan
Jemaah Haji di seluruh Indonesia.

BPKH attended the Monitoring of Handover
of Living Costs Fund and Release Ceremony
of Pilgrims throughout Indonesia.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Juni
June

BPKH hadir dalam ISDB Annual Meeting 2022

sebagai Panelist dalam Sesi Rejuvenating Halal
Industry Creating Economic Opportunities. yang
berlangsung di Mesir, 2-4 Juni 2022.
BPKH attended the ISDB Annual Meeting 2022 as a Panelist
in the Session of Rejuvenating Halal Industry - Creating
Economic Opportunities held in Egypt, June 2-4, 2022.

BPKH Gandeng BSI Tingkatkan Berkah Kurban 1443 H, BPKH Salurkan
@ Efisiensi Keuangan Haji. @ 2.843 Hewan Kurban ke Seluruh Indonesia.

Berkah Kurban 1443 H, BPKH Salurkan Spreading Blessings of Sacrificial Animals

2.843 Hewan Kurban ke Seluruh Indonesia. of 1443 H, BPKH Distributed 2,843
Sacrificial Animals throughout Indonesia.

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Agustus
August

Kemeriahan perayaan HUT RI di BPKH.
Festive celebration of the Indonesian
Independence Day at BPKH.

Fit & Proper test Dewan Pengawas di DPR RI.
Fit & Proper test of the Supervisory Board
at the House of Representatives of RI.

September
September

BPKH serahkan laporan tahunan hibah
@) aset BMH, dan program kemaslahatan

ke kementerian agama.

BPKH submitted an annual report on BMH

asset grants and philanthropic programs

to the Ministry of Religious Affairs.

Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji
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Oktober
October

v mpinan
i (PRI

Pelantikan Dewan Pengawas dan Pisah sambut dan serah terima

Badan Pelaksana Badan Pengelola jabatan pimpinan BPKH.
Keuangan Haji periode 2022 - 2027. Farewell and welcoming ceremony and
Inauguration of the Supervisory Board and handover of BPKH leadership positions.

Executive Board of Hajj Fund Management
Agency for the period 2022 - 2027.

4" INTERNATION)
HAJJ CONFERENC

BPKH Selenggarakan Konferensi Haji BPKH Raih 2 Penghargaan Anugerah Humas
Internasional ke-4 dalam ISEF 2022. Indonesia (AHI) 2022 Kategori Pengelolaan
BPKH Organized the 4" International Kanal Digital Media Sosial Terbaik.
Hajj Conference in ISEF 2022. BPKH Achieved 2 Anugerah Humas Indonesia
(AHI) Awards 2022 in the Category of Best
Social Media Digital Channel Management.

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Oktober
October
BPKH dan Menteri Haji Arab
Saudi Bahas Potensi Kerjasama

Investasi Ekosistem Perhajian.

BPKH and the Minister of Hajj of Saudi

Arabia Discussed Cooperation Potential

of Hajj Ecosystem Investment.
November
November

Tentang
anganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha

Tingkatkan tata kelola keuangan haji, RDP dengan DPR Rl mengenai
@ BPKH gandeng jaksa agung muda @ kinerja keuangna haji dan perkenalan

bidang perdata dan tata usaha negara. Dewan Pengawas dan Badan

Improving hajj fund governance, BPKH Pelaksana BPKH 2022 - 2027.
cooperated with deputy attorney general Hearing with DPR Rl regarding hajj
for civil and state administrative affairs. fund performance and introduction

of Supervisory Board and Executive
Board of BPKH 2022 - 2027.

Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji
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November
November

RDP Komisi VIII DPR Rl dengan Presiden Jokowi Teken Keppres,
@ Dewan Pengawas dan Badan Fadlul Imansyah S.E., M.M,, CIFP,
AAK Resmi Diangkat Jadi Kepala

Pelaksana BPKH mengenai rencana

kerja dan anggaran tahun 2023. BPKH Periode 2022-2027.

Hearing with Commission VIII of DPR Rl with President Jokowi Signed a Presidential
the Supervisory Board and Executive Board of Decree where Fadlul Imansyah S.E., M.M.,,
BPKH regarding work plan and budget 2023. CIFP, AAK was Officially Appointed as

Head of BPKH for the Period 2022-2027.

Pimpinan baru silaturahmi ke Kemenag.
@ The newly-appointed board visited

the Ministry of Religious Affairs.

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Desember
December

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) BPKH Luncurkan Aplikasi Siskehat
@ menggelar kegiatan annual meeting dan GEN 2, Wujud Transformasi Digital
Pelayanan Keuangan Haji.

BPKH Sustainable Banking Award 2022.

Hajj Fund Management Agency (BPKH) BPKH Launched the Siskehat GEN 2
held an annual meeting and BPKH Application, a Digital Transformation
Sustainable Banking Award 2022. of Hajj Financial Services.

sepkH g

A

Soalsbuanl Ant Karup €an Benturen Kepentingsn
a Whiszie Slawing System

BPKH Terima Penghargaan Badan Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan
Wagqaf Indonesia Award 2022. Keuangan Haji, BPKH Gelar
BPKH Received the Indonesian Sosialisasi Anti korupsi.
Wagqgf Agency Award 2022. Maintaining Accountability and
Monitoring of Hajj Fund, BPKH Held
Anti-corruption Dissemination

Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji



Desember
December

Rapat kerja BPKH 2022 - dengan
tema Transformasi BPKH Menuju
Sustainabilitas Keuangan Haji.

BPKH work meeting 2022 - with

the theme of BPKH Transformation
Towards Haijj Financial Sustainability

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Para Pemanghu Kepentingan yang Terhormat,

Dear Valued Stakeholders,

Pertama-tama, perkenankan kami memanjatkan Puiji
syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat
mampu menghadapi berbagai macam tantangan di
tengah pemulihan ekonomi global pasca pandemi
COVID-19 serta tensi geopolitik dan tren inflasi global
yang meningkat. Mewakili Dewan Pengawas, kami akan
menyampaikan laporan pengawasan atas pengelolaan
Badan yang telah dilakukan Badan Pelaksana di
sepanjang tahun 2022.

Hingga akhir 2022, hampir seluruh negara di dunia
masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19.
Dampak pandemi terhadap perekonomian global
masih dirasa cukup besar. Selain itu, terjadinya konflik
geopolitik antara Rusia-Ukraina yang belum mereda
juga semakin memperparah kondisi perekonomian

pasca COVID-19. Ancaman resesi Amerika Serikat,

Laporan Tahunan Annual Report

First of all, allow us to express our gratitude to the
Almighty God for His abundant mercy and grace that
enables us all to overcome various challenges amidst
post-COVID-19 global economic recovery and the
increasing geopolitical tensions and global inflation
trends. On behalf of the Supervisory Board, we are
going to present a supervisory report on the Agency’s
management performed by the Executive Board over
the course of 2022.

ECONOMIC CONDITIONS 2022

Until the end of 2022, almost all countries around the
world were still ighting the COVID-19 outbreak, which
gave a fairly considerable impact on global economy.
In addition, the protracted geopolitical conflict between
Russia and Ukraine also exacerbated post-COVID-19
economic situation. The threat of recession in the United
States, Europe and China, supply chain disruptions,

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Laporan Dewan Pengawas
Supervisory Board Report

6699

Pada akhir tahun
2022, BPKH berhasil
memperoleh nilai
manfaat sebesar
Rp10,13 triliun atau
imbal hasil sebesar
6,31 % dari total
keseluruhan dana
kelolaan haji sebesar
Rp166,54 triliun
pada posisi akhir
Desember 2022.

At the end of 2022, BPKH
managed to obtain return
of Rpl10.13 trillion or a

yield of 6.31% from the
total managed hajj

funds of Rp166.54

trillion at the end of
December 2022

FIRMANSYAH

N. NAZAROEDIN
Ak., M.Sc., CA

Ketua Dewan Pengawas
merangkap Anggota BPKH
Chairman concurrently Member
of Supervisory Board of BPKH
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Eropa dan China, disrupsi rantai pasok, naiknya harga
komoditas pangan dan energi, masih tingginya tingkat
inflasi serta pengetatan kebijakan moneter oleh Bank
sentral negara-negara di dunia masih akan menahan
pemulihan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap
kuat. Pada Triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi
Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01% (yoy), di
tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam
tren melambat. Dengan perkembangan tersebut,
pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun
2022 tercatat 5,31% (yoy), jauh meningkat dari capaian
tahun sebelumnya sebesar 3,70% (yoy). Ke depan,
pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat
pada kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh peningkatan
permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga
maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan
naiknya masyarakat  pasca
COVID-19 serta penghapusan kebijakan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya
prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman
Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian
Proyek Strategis Nasional (PSN).

mobilitas pandemi

Sesuai dengan Pepres No. 110 Tahun 2017 bahwa
tugas Dewan Pengawas memiliki fungsi pengawasan
terhadap pelaksanaan, serta
pertanggungjawaban, pelaporan keuangan
haji. Dalam mengoptimalkan tugas dan tanggung
jawab fungsi pengawasan, salah satu metode yang
dilakukan Dewan Pengawas antara lain dengan
menyelenggarakan rapat bersama dengan Badan
Pelaksana sesuai dengan fokus pengawasan Dewan
Pengawas maupun Rapat Internal Dewan Pengawas
baik secara reguler maupun insidentil.

perencanaan,
dan

Pemberian nasihat kepada Badan Pelaksana dapat pula
melalui rapat komite-komite di bawah Dewan Pengawas,
melakukan kunjungan kerja dalam rangka memperoleh
informasi terkait pengawasan implementasi strategi
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rising food and energy commodity prices, persistently
high inflation rates and monetary policy tightening by
Central banks of countries in the world would continue
to hinder economic recovery.

Data from the Statistics Indonesia (BPS) shows that
Indonesia’s economic growth remains strong. In Q4
2022, Indonesia’s economic growth remained high at
5.01% (yoy) amidst global economic growth slowdown.
Given these developments, Indonesia’s overall growth
in 2022 was recorded at 5.31% (yoy), far exceeded the
previous year's achievement of 3.70% (yoy). Going
forward, economic growth in 2023 is predicted to remain
solid at between 4.5-5.3%, driven by growing domestic
demand, both for household consumption and
investment. This forecast is in line with the increase in
post-COVID-19 pandemic community mobility and the
abolition of the Imposition of Restrictions on Community
Activities (PPKM) policy, improved business prospects,
increased inflows of Foreign Investment (PMA), and
continued completion of National Strategic Projects
(PSN).

FREQUENCY AND METHOD

OF PROVIDING ADVICE TO

THE EXECUTIVE BOARD

In accordance with Presidential Regulation No. 110 of
2017, the Supervisory Board has a supervisory function
over the planning, implementation, accountability and
reporting of hajj fund. In optimizing oversight duties
and responsibilities, one of the methods used by the
Supervisory Board is, among others, to hold joint
meetings with the Executive Board according to the
supervisory focus of the Supervisory Board and also
Internal Meetings of the Supervisory Board, be it regular
orincidental.

The Supervisory Board provides advice to the
Executive Board through meetings of committees
under the Supervisory Board, undertakes work visits
to acquire information related to the monitoring of the

Badan Pengelola Keuangan Haji



BPKH di lapangan. Selama tahun 2022, Dewan
Pengawas telah melaksanakan rapatgabungan bersama
Badan Pelaksana sebanyak 14 (Empat Belas) kali dan
rapat internal sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) kali.

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan
dan penasihatan kepada Badan Pelaksana atas
pengurusan BPKH. Pengawasan dan penasihatan yang
dilakukan Dewan Pengawas dimaksudkan antara lain
agar tercipta kesesuaian dan konsistensi pelaksanaan
kegiatan BPKH dengan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan (RKAT) Tahun 2022 serta implementasi prinsip-
prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada
seluruh unit organisasi. Pengawasan dan penasihatan
dimaksud juga bertujuan untuk mengetahui secara
berkala atas pencapaian kinerja selama tahun 2022
sebagai sarana early warning system dan memastikan
bahwa sistem pengendalian internal telah mendukung
pencapaian kinerja BPKH.

Tahun 2022 merupakan tahun yang sangat
menantang bagi BPKH, namun BPKH tetap melakukan
upaya-upaya dalam rangka mencapai target yang telah
ditetapkan. Dewan Pengawas mengapresiasi berbagai
inisiatif strategis yang diambil oleh Badan Pelaksana,
dengan pencapaian kinerja yang berhasil dicapai oleh
BPKH pada tahun 2022. Dewan Pengawas menilai
bahwa Badan Pelaksana mampu menghadirkan kinerja
yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Beberapa target yang tercapai yang ditunjukan antara

lain:

1. Perolehan Dana Haji per tanggal 31 Desember 2022
mencapaiRp166,01 triliun, meningkatsebesar Rp7,22
triliun atau tumbuh sebesar 4,55% dibandingkan
Dana Haji per 31 Desember 2021 sebesar Rp158,79
triliun, dan telah mencapai 106,26% dari target RKAT
Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp156,23 triliun;

2. Perolehan nilai manfaat pada tahun 2022 mencapai
Rp10,09 triliun, atau 111,22% dari target RKAT
Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp9,07 triliun.
Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021
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implementation of the strategy in the field. During 2022,
the Supervisory Board held 14 (Fourteen) joint meetings
with the Executive Board and 44 (Forty-Four) internal
meetings.

VIEW OF THE SUPERVISORY

BOARD ON THE PERFORMANCE

OF THE EXECUTIVE BOARD

The Supervisory Board is tasked with providing
oversight and advice to the Executive Board on BPKH
management. The supervisory and advisory duties
performed by the Supervisory Board aim to ensure
conformity and consistency of the implementation of
BPKH activities with the Annual Work Plan and Budget
(RKAT) 2022 as well as the implementation of Good
Corporate Governance (GCG) principles across the
organizational units. This supervisory and oversight
function also aims to find out, on a periodical basis,
performance achievements during 2022, in this regard
serving as an early warning system, and to ensure that
the internal control system has supported BPKH's
performance achievements.

2022 was truly a challenging year for BPKH, yet BPKH
still continued its efforts in achieving the predetermined
targets. The Supervisory Board appreciates the various
strategic initiatives taken by the Executive Board, as
indicated by the performance achieved by BPKHin 2022.
The Supervisory Board views that the Executive Board
managed to deliver good performance in accordance
with the applicable regulations.

Among the targets achieved are as follows:

1. Hajj Fund as of December 31, 2022 reached
Rp166.01 trillion, an increase of Rp7.22 trillion or grew
by 4.55% compared to Hajj Fund as of December 31,
2021 of Rp158.79 trillion, and had reached 106.26%
of the Revised Annual Work Plan and Budget 2022
target of Rp156.23 trillion;

2. Return in 2022 reached Rp10.09 trillion, or 111.22%
of the Revised Annual Work Plan and Budget 2022
target of Rp9.07 trillion. Compared to the realization
in 2021 of Rp10.50 trillion, the realization in 2022
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sebesar Rp10,50 triliun, realisasi tahun 2022
mengalami penurunan sebesar Rp0,41 triliun atau
-3,95%. Dari sisi return on investment (ROI), pada
tahun 2022 terdapat penurunan sebesar 8,72%, yaitu
dari 6,88% (ROl tahun 2021) menjadi 6,28%;

3. Pemenuhan rasio likuiditas pada tahun 2022
mencapai 2,22 kali BPIH, yang berarti di atas
persyaratan minimal yang ditetapkan di dalam
peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar 2
(dua) kali BPIH; dan

4. Dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi

masyarakat seiring dengan berakhirmya pandemi

Covid-19 pada tahun 2022, realisasi jumlah calon

jemaah haji berhasil mencapai 320.251 orang atau

106,75% dari target RKAT Perubahan Tahun 2022

sebesar 300.000 orang calon jemaah haji.

Dewan Pengawas senantiasa melakukan fungsi
pengawasan aktif yang berbasis risiko sesuai dengan
tanggung jawab dan kewenangannya. Sepanjang
tahun 2022, Dewan Pengawas memberikan nasihat dan
rekomendasi secara memadai kepada Badan Pelaksana
termasuk terhadap penerapan strategi, implementasi
kebijakan BPKH dan serta memberikan persetujuan

tertentu sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya.

Selama tahun 2022, Dewan Pengawas melakukan
pengawasan aktif terhadap strategi BPKH dengan
berbasis risiko. Dewan Pengawas juga memberikan
arahan dan rekomendasi terhadap aspek penting antara
lain meliputi:

Nomor
Dokumen Dokumen
Document No. EBELXe]illBlelelVlpl=Tals

Tanggal

Nama Dokumen / Perihal
Document Title/Subject

decreased by Rp0.41 trillion or -3.95%. In view of
return on investment (ROI), in 2022 ROl decresed by
8.72%, from 6.88% (2021 ROI) to 6.28%;

3. Liquidity ratio in 2022 reached 2.22 times the BPIH,
meaning it was above the minimum requirements
stipulated in the laws and regulations, which is 2
(two) times the BPIH; and

4. With improving socio-economic conditions of the
people in line with the end of the Covid-19 pandemic
in 2022, the actual number of prospective pilgrims
reached 320,251 people or 106.75% of the Revised
Annual Work Plan and Budget 2022 target of
300,000 prospective pilgrims.

OVERSIGHT OF STRATEGY
FORMULATION AND
IMPLEMENTATION

The Supervisory Board continues to perform an active
risk-based oversight function in accordance with its
responsibilities and authorities. Throughout 2022,
the Supervisory Board properly provided advice and
recommendations to the Executive Board, including on
the implementation of strategy and BPKH policies. The
Supervisory Board also granted certain approvals in
accordance with its provisions and authorities.

During 2022, the Supervisory Board conducted an
active risk-based oversight over BPKH's strategy.
The Supervisory Board also provided direction and
recommendations on key aspects, among others:

Keterangan
Description

1 B.009/
DP/03/2022

2 Maret 2022
March 2, 2022
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Penyampaian Penilaian dan Pertimbangan Dewan

Pengawas atas Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji (LP3KH)
tahunan Tahun 2021 (unaudited)

Submission of Assessment and Consideration of
the Supervisory Board on the annual Hajj Fund
Management Accountability Report (LP3KH) 2021
(unaudited)

Badan Pengelola Keuangan Haji
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https://data.bpkh.go.id/s/3Kz5q6TdXmsnB6R
https://data.bpkh.go.id/s/3Kz5q6TdXmsnB6R

Nomor
Dokumen

Document No. EBEIXe]illBleleiVlaal=lals

2 B.036/
DP/06/2022
3 B.040/
DP/07/2022
4 B.044/
DP/08/2022
5 B.003/
PW.01/11/2022
6 022/
PW.00/12/2022

Tanggal

Dokumen

29 Juni 2022
June 29, 2022

29 Juli 2022
July 29, 2022

26 Agustus 2022
August 26, 2022

29 November 2022
November 29, 2022

24 Desember 2022
December 24, 2022
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Nama Dokumen / Perihal
Document Title/Subject

Penyampaian Penilaian dan Pertimbangan Dewan

Pengawas atas Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji (LP3KH)
tahunan Tahun 2021 (audited) dan Rekomendasi
Dewan Pengawas.

Submission of Assessment and Consideration of
the Supervisory Board on the annual Hajj Fund
Management Accountability Report (LP3KH) 2021
(audited) and Recommendation of the Supervisory
Board

Penyampaian Penilaian dan Pertimbangan Dewan
Pengawas atas Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji (LP3KH)
Semester | Tahun 2022 dan Teguran Dewan
Pengawas Kepada Badan Pelaksana

Submission of Assessment and Consideration of
the Supervisory Board on Hajj Fund Management
Accountability Report (LP3KH) for Semester | 2022
and Reprimand from the Supervisory Board to the
Executive Board

Penyampaian Laporan Pertanggung-jawaban atas
Pelaksanaan Tugas (LPJ) Dewan Pengawas BPKH
(Badan Pengelola Keuangan Haiji), dan Tindak-lanjut
Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI
DPR RI dengan Dewan Pengawas BPKH tanggal 25
Agustus 2022

Submission of the Accountability Report on the
Implementation of Tasks (LPJ) of the Supervisory
Board of BPKH(Hajj Fund Management Agency),
and Follow-up of the Conclusion of the Hearing
Meeting (RDP) of Commission VIII of the House of
Representatives of Rl with BPKH Supervisory Board
on August 25, 2022

Keputusan Dewan Pengawas atas Penambahan
Fungsi Bank Muamalat Indonesia sebagai Pengelola
Nilai Manfaat

Decision of the Supervisory Board on the Additional
Function of Bank Muamalat Indonesia as Return
Manager

Masukan Dewan Pengawas atas Objek dan Skala
Prioritas  Audit Internal pada Perencanaan Audit
Tahunan (PAT) Tahun 2023

Input from the Supervisory Board on Objects and
Priority Scale of Internal Auditin Annual Audit Planning
(PAT) 2023.
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Keterangan
Description

LP3KH

LP3KH

LPJ Dewas ke
Komisi VIII DPRRI
Accountability
Report (LPJ) of
the Supervisory
Board to the
Commission VI
of the House of
Representatives
of RI

BPS BPIH
(Receiving
Bank for Haijj
Pilgrimage
Deposit)

Audit
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Dewan Pengawas memandang bahwa tahun 2023
masih menjadi tahun yang penuh tantangan terutama
iklim ketidakpastian iklim ekonomi. Namun, Dewan
Pengawas berkeyakinan tantangan ini akan mampu
dilalui dengan penuhrasa optimisme. Secara garis besar,
Dewan Pengawas berpandangan bahwa prospek usaha
yang telah disusun oleh Badan Pelaksana sebagaimana
yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan (RKAT) untuk tahun 2023 sudah cukup baik
dan selaras dengan arah serta tujuan BPKH.

Dewan Pengawas menilai prospek usaha yang
disusun Badan Pelaksana, telah mempertimbangkan
asumsi-asumsi dalam makro ekonomi global dan
nasional pada masa mendatang. Dewan Pengawas
berpendapat bahwa target-target dan langkah strategis
yang ditetapkan Badan Pelaksana pada RKAT 2023
merupakan target yang realisitis dan sangat mungkin
untuk direalisasikan. Demikian juga dengan strategi
yang akan dijalankan, telah sejalan dengan rencana
jangka pendek dan panjang.

BPKH berkomitmen untuk senantiasa menerapkan
tata kelola perusahaan/good corporate governance
(GCG) di seluruh level organisasi dengan mengacu
pada berbagai regulasi dan best practice implementasi
tata kelola yang relevan. BPKH menyadari bahwa
komitmen dalam menerapkan GCG yang baik tersebut,
akan berdampak positif terhadap pencapaian kinerja
yang berkelanjutan BPKH dan upaya peningkatan
nilai tambah kepada stakeholders. Untuk itu, Dewan
Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasannya
berupaya memastikan kepengurusan BPKH yang
dilakukan oleh Badan Pelaksana telah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku serta memberikan
nasihat yang dibutuhkan atas setiap tindakan strategis
dalam rangka mencapai tujuan BPKH.
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VIEW ON BUSINESS

PROSPECTS OF BPKH

The Supervisory Board sees that 2023 remains to
be the year full of challenges, particularly regarding
the uncertainties of economic climate. However,
the Supervisory Board believes that we are able to
overcome these challenges with optimism. In general,
the Supervisory Board views that business prospects
prepared by the Executive Board, as set outin the Annual
Work Plan and Budget (RKAT) for 2023 are already good
and in line with the direction and purposes of BPKH.

The Supervisory Board assesses that business prospects
prepared by the Executive Board have considered future
global and national macro economy assumptions. The
Supervisory Board is of the opinion that the targets and
strategic measures set by the Executive Board in the
RKAT 2023 have reflected realistic targets and are very
likely to realize. Likewise, the strategy formulation is
already in line with the short- and long-term plans.

VIEW ON GOOD GOVERNANCE
IMPLEMENTATION

BPKH to constantly
good corporate governance (GCG) at all levels of

is committed implementing
the organization in accordance with various relevant
regulations and best practices of corporate governance
implementation. BPKH realizes that the commitment
to implementing GCG will have a positive impact on
the achievement of BPKH's sustainable performance
and efforts to increase added value to stakeholders.
Therefore, in carrying out its supervisory function,
the Supervisory Board seeks to ensure that BPKH
management by the Executive Board complies with
the prevailing laws and regulations while providing
the necessary advice on every strategic action for the
accomplishment of BPKH's goals.

Badan Pengelola Keuangan Haji



Pada Tahun 2022, BPKH telah melakukan beberapa
penyempurnaan terkait tata kelola yang mencakup
antara lain:

1. Penerapan transformasi digital di lingkungan
BPKH dalam rangka meningkatkan kecepatan
akses informasi dan data, keandalan dan efisiensi
operasional BPKH. Langkah-langkah tersebut
diantaranya pengembangan aplikasi e-office di
lingkungan BPKH, dan Siskehat (Sistem Keuangan
Haji Terpadu) Gen 20 yang diharapkan akan
mengintegrasikan pencatatan transaksi keuangan
antara BPKH dan seluruh Bank Penerima Setoran-
Biaya Perjalanan Ibadah Haiji (BPS-BPIH);

2. Penambahan dan penyempurnaan berbagai
peraturan dan/atau pedoman kerja, diantaranya,
telah diberlakukannya 1 (satu) Peraturan BPKH
(PBPKH) dan 19 (sembilan belas) Peraturan Kepala
Badan Pelaksana BPKH (PKBP) dibandingkan
dengan target penerbitan PBPKH dan PKBP selama
tahun 2022 (dalam RKAT-P2 2022) dengan total 16
peraturan.

Disamping itu, pengawasan terhadap tata kelola
juga tercermin melalui pemberian masukan terhadap
kebijakan antara lain:

1. Melakukan harmonisasi dan simplifikasi atas
peraturan-peraturan yang telah diterbitkan oleh BPKH,
yang disertai dengan peningkatan tingkat kepatuhan
terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan BPKH;

2. Menetapkan pedoman penilaian kinerja
kelembagaan yang terukur;

3. Menyusun Board Manual yang berlaku bagi Badan
Pelaksana dan Dewan Pengawas, mengingat saat ini
Board Manual hanya dimiliki oleh Dewan Pengawas;

4. Melakukan integrasi tata kelola atas seluruh
kebijakan di BPKH, antara lain mengenaitransformasi
digital, Good Corporate Governance, manajemen
risiko, dan kepatuhan;

5. Melakukan digitalisasi atas proses penyusunan
dan  pelaporan  data-data  keuangan  dan
kinerja pengelolaan Keuangan Haji, sehingga
data menjadi lebih valid, terkini, dan dapat

dipertanggungjawabkan;
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In 2022, BPKH made several improvements related to
governance, covering:

1. Implementation of digital transformation in BPKH
in order to increase the speed of access to
information and data, reliability and efficiency of
BPKH operations. These steps include developing
an e-office application within the BPKH environment,
and Siskehat (Integrated Hajj Financial System) Gen
2.0 which is expected to integrate the recording
of financial transactions between BPKH and all
Receiving Bank for Hajj Pilgrimage Deposit (BPS-
BPIH);

2. Addition and improvement of various regulations
and/or work guidelines, among others, 1 (one) BPKH
Regulation (PBPKH) and 19 (nineteen) Regulations
of the Head of BPKH Executive Board (PKBP) had
been enacted. For comparison, in 2022, there was a
target of issuing a total of 16 regulation of PBKH and
PKBP.

In addition, oversight of governance is also reflected on
the provision of input on policies, among others:

1. Harmonized and simplified regulations issued by
BPKH, accompanied by increasing the level of
compliance with regulations applicable in BPKH;

2. Established measurable institutional performance
evaluation guidelines;

3. Prepared Board Manual that applied to the Executive
Board and Supervisory Board, considering that
currently Board Manual is only owned by the
Supervisory Board;

4. Integrated governance of all policies at BPKH,
including those regarding digital transformation,
Good Corporate Governance, risk management and
compliance;

5. Digitized the preparation and reporting processes
of financial data and performance of Hajj Fund
management, so that the data became more valid,
up-to-date and accountable;
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6. Memenuhi kebutuhan organisasi yang telah
direncanakan, baik mengenai kepegawaian,
teknologi informasi, maupun infrastruktur lainnya,
termasuk penyesuaian
organisasi dengan mengakomodir tenaga ahli bagi
Dewan Pengawas yang dapat membantu BPKH
dalam melaksanakan fungsinya sesuai peraturan
yang berlaku;

7. Membentuk komite penilaian kinerja dan remunerasi
untuk mendukung proses penilaian kinerja lembaga
yang profesional dan transparan; dan

melakukan struktur

8. Menyusun kelola
mengenai hubungan antara BPKH dengan anak

perusahaan

pedoman tata terintegrasi

Dalam implementasi komitmen BPKH terhadap
penerapan Tata Kelola yang baik, BPKH telah
menyiapkan media pelaporan yang dikelola dengan
transparan dan adil melalui Whistleblowing System
(WBS). Proses pelaporan pelanggaran melalui WBS
merupakan bagian dari upaya BPKH untuk mencegah
terjadinya pelanggaran dan publikasi negatif terhadap

BPKH.

Pada tahun 2022, Dewan Pengawas telah memberikan
tanggapan
Whistleblowing System BPKH. Dalam pelaksanaannya,
telah diterima 3 (tiga) laporan dan telah ditindaklanjuti
oleh Tim Pengelola WBS BPKH. Hasilnya, ketiga
laporan tersebut tidak terkait indikasi pelanggaran.
Dewan Pengawas memandang bahwa WBS dapat
menciptakan lingkungan kerja yang bersih, berakhlak
dan berintegritas serta menjadi bagian, bagian dari
upaya memelihara budaya kepedulian di lingkungan
kerja dan diperlukan partisipasi aktif dari seluruh jajaran
pekerja dan pemangku kepentingan untuk melaporkan
pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPKH.

dan masukan terhadap efektivitas

Dewan Pengawas senantiasa melakukan pemantauan
dan pengawasan secara periodik untuk memastikan
berjalannya sistem WBS dengan baik,
pelaksanaannya Dewan Pengawas dibantu oleh Komite
Audit dan Audit Internal dalam rangka melakukan

dalam
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6. Fulfilled organizational needs that had been planned
regarding employment, information technology, and
other infrastructure, including making adjustments
to the organizational structure by accommodating
experts for the Supervisory Board who can assist
BPKH in performing its functions according to
applicable regulations;

7. Established a assessment and

remuneration committee to support the agency’s

performance

performance assessment process in a professional
and transparent manner; and
8. Prepared integrated governance  guidelines
regarding the relationship between BPKH and

subsidiaries.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
BPKH's
implementation of good governance, BPKH has put in

In  implementing commitment to the
place a reporting media that is managed in a transparent
and fair manner through Whistleblowing System (WBS).
The process of reporting violations through the WBS
is part of BPKH's attempts to prevent violations and
negative publicity against BPKH.

In 2022, the Supervisory Board provided feedbacks and
input on the effectiveness of the BPKH Whistleblowing
System. In its implementation, BPKH received 3 (three)
reports which had been followed up by the WBS
Management Team of BPKH. As for the results, these
three reports showed no indication of violation. The
Supervisory Board views that WBS is able to create a
clean, ethical and integrity work environment and is part
of efforts to maintain a culture of care at workplace. It
thus requires active participation from employees at all
levels and stakeholders to report violations that occur in
BPKH's environment.

The Supervisory Board continues to periodically
conduct monitoring and supervision to ensure proper
implementation of the WBS system. In practice, the
Supervisory Board is assisted by the Audit Committee

and Internal Audit in order to evaluate and follow
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evaluasi dan tindak lanjut atas laporan yang diterima.
WBS BPKH dikelola secara mandiri oleh BPKH yang
terdiri dari Unit Penanganan Pengaduan dan Unit
Penyelesaian Pengaduan serta Tim Pemeriksa.
Dewan Pengawas berpendapat bahwa secara umum
penerapan dan atas tindak lanjut WBS selama tahun
2022 di BPKH berjalan dengan baik. Hal ini tercermin
dari Kerjasama BPKH dengan Komisi Pemberantasan
Korupsi dengan mengimplementasikan hasil sosialisasi
anti korupsi sebagai bentuk komitmen bersama dalam
memberantas tindak pidana korupsi. Dewan Pengawas
senantiasa memberikan arahan kepada Badan
Pelaksana untuk terus melakukan sosialisasi penerapan
WBS dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang
bersih, profesional dan berintegritas.

Tahun 2022 dipenuhi dengan tantangan pemulihan
ekonomi global yang diikuti dengan peningkatan
kompleksitas risiko terutama pada kegiatan BPKH.
Dewan Pengawas menyadari bahwa penerapan
manajemen risiko yang efektif menjadi salah satu faktor
krusial yang perlu dijaga agar terciptanya pertumbuhan
BPKH yang sehat dan berkesinambungan. BPKH telah
mengaplikasikan GRC manajemen risiko dan kepatuhan
sesuai ISO 31000, ISO 37000, dan ISO 19600 bagi tata
kelola yang lebih baik sesuai panduan Komite Nasional
Kebijakan Governansi (KNKG) dan standar tata kelola
internasional. Dewan Pengawas berpendapat bahwa
penerapan sistem manajemen risiko BPKH telah
diterapkan dengan baik dan dilakukan secara proaktif
dengan tetap menjaga tingkat profil risiko selama tahun
2022.

Dewan Pengawas juga menilai selama tahun 2022
Badan Pelaksana telah melakukan upaya peningkatan
pengelolaan risiko, antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan Governance, Risk and Compliance
(GRC) di BPKH, dengan ouput penetapan
Framework GRC, Model GRC dan Timeline
Penerapan GRC dan finalisasi pedoman GRC BPKH;
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up on reports received. BPKH's WBS is managed
independently by BPKH which consists of Complaint
Handling Unit and Complaint Resolution Unit as well
as Verification Team. The Supervisory Board views
that the overall implementation and follow-up of the
WBS during 2022 at BPKH run well. This was reflected
on the cooperation between BPKH and the Corruption
Eradication Commission with the implementation of the
anti-corruption dissemination result as a form of joint
commitment in eradicating corruption. The Supervisory
Board always gives directions to the Executive Board
to continue disseminating WBS implementation in
order to create a clean, professional and integrity work
environment.

RISK MANAGEMENT
IMPLEMENTATION

2022 was brimmed with global economic recovery
challenges followed by an increase in the complexity
of risks, particularly in BPKH activities. The Supervisory
Board realizes that the implementation of effective
risk management is one of the crucial factors that
needs to be maintained in order to pursue healthy and
sustainable BPKH growth. BPKH has applied GRC on
risk management and compliance according to 1SO
31000, ISO 37000 and ISO 19600 for better governance
according to the guidelines of the National Committee
on Governance Policy (KNKG) and international
governance standards. The Supervisory Board is of
the view that BPKH has implemented risk management
system properly and proactively while maintaining the
level of risk profile during 2022.

The Supervisory Board also assesses that during 2022
the Executive Board took risk managementimprovement
efforts as follows:

1. Implementation of Governance, Risk and
Compliance (GRC) at BPKH, with the output of
establishing the GRC Framework, GRC Model and
GRC Implementation Timeline and finalization of
GRC guidelines of BPKH;

Laporan Tahunan Annual Report
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Penerapan Business Continuity Management
(BCM) BPKH berupa pembaharuan Business Impact
Analysis (BIA), Threat & Risk Assessment (RA),
penyusunan Business Continuity Strategy (BCS),
Disaster Recovery Center (DRC), pembaharuan
Business Continuity Plan (BCP), penyusunan
Emergency Response Plan (ERP), Disaster Recovery
Plan (DRP), penyusunan Post Incident Plan (PIP)
dan melakukan pemutakhiran prosedur BCM dan
telah dibentuk Crisis Management Team melalui SK
Kepala BPKH No 352/BPKH.00/09/2022;

Secara continue menerapkan Risk Register dan Risk
Control System untuk seluruh bidang, termasuk
penetapan 10 (sepuluh) profil risiko atas setiap
kegiatan investasi, penempatan dan pengelolaan
keuangan haj;

Penyusunan dan penerapan pedoman Batas
Maksimum Penempatan dan Investasi (BMPI),
termasuk pedoman tata kelola portofolio investasi
langsung dan investasi lainnya berbasis pembiayaan;

Pengaturan kriteria penerimaan risiko RAC untuk
BPS-BPIH;

Pengukuran efektifivitas penerapan manajemen
risiko di BPKH melalui pengukuran risk maturity
secara mandiri;

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
untuk memitigasi risiko dan memanfaatkan peluang
dalam meningkatkan layanan keuangan haji dengan
peningkatan survelliance dari lima lingkup menjadi 8
lingkup;

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO
37001:2015 untuk memitigasi risiko penyuapan
dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan
yang baik;

Pembuatan Internal Credit Risk Rating (ILMI), dimana
pada tahun 2022 sudah dilakukan penyusunan SOP
dan backtesting inplementasi ILMI;

Penyusunan peraturan yaitu Amandemen atas PKBP
No.7 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen
Risiko dan Penyusunan Pedoman Penggunaan
Aplikasi RAC BPS BPIH (Aplikasi HASANAH);
Pembuatan laporan performa BPS BPIH sesuai RAC
yang dijadikan acuan Bank peserta lelang oleh
Bidang Penempatan.
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Implementation of Business Continuity Management
(BCM) of BPKH in the form of renewal of Business
Impact Analysis (BIA), Threat & Risk Assessment (RA),
preparation of Business Continuity Strategy (BCS),
Disaster Recovery Center (DRC), renewal of Business
Continuity Plan (BCP), preparation of an Emergency
Response Plan (ERP), Disaster Recovery Plan (DRP),
preparation of a Post Incident Plan (PIP) and updating
of BCM procedures and a Crisis Management Team
had been formed by virtue of a Decision Letter of the
Head of BPKH No 352/BPKH.00/09/2022;
Continuous implementation of Risk Register and
Risk Control System across all fields, including
the determination of 10 (ten) risk profiles for each
investment, placement and management of hajj fund
activities;

Formulation and implementation of guidelines of
Maximum Placement and Investment Limit (BMPI),
including guidelines of portfolio management
of direct investment and other financing-based
investments;

Determination of RAC risk acceptance criteria for
BPS-BPIH;
Measurement  of effectiveness of  risk
BPKH through
independent measurement of risk maturity;

ISO 9001:2015 on Quality
Management System to mitigate risks and capitalize

the
management implementation at
Implementation  of

on opportunities in improving Hajj financial services
by increasing surveillance from five scopes to 8
scopes;

Implementation of 1ISO 37001:2015 on Anti-Bribery
Management System to mitigate risk of bribery
for the purpose of good corporate governance
implementation;

Preparation of the Internal Credit Risk Rating (ILMI),
where in 2022 SOPs and back testing of ILMI
implementation had been carried out;

Formulation of regulations namely Amendments to
PKBP No.7 of 2019 on Risk Management Guidelines
and Preparation of Use of the RAC BPS BPIH
Application (HASANAH Application) Guidelines;
Preparation of BPS BPIH performance reports
in accordance with the referred RAC by Banks
participating in the auction by the Placement Field.
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Dalam rangka meningkatkan peran aktif Dewan
Pengawas pada saat menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya, Dewan Pengawas telah membentuk 3 (tiga)
komite, yaitu:
1. Komite Audit
Komite Audit bertugas untuk memantau serta
mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan
audit serta memantau tindak lanjut hasil audit guna
mendapatkan kecukupan pengendalian internal,
termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2. Komite Investasi dan Penempatan

Komite Investasi dan Penempatan dibentuk oleh
Dewan Pengawas untuk membantu menjalankan
tugas dan fungsi pengawasan dalam hal pemberian
pertimbangan/pendapat kepada Badan Pelaksana
agar memenuhi prinsip dan asas pengelolaan
keuangan haji dalam investasi yang meliputi:
prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan keamanan,
likuiditas dan manfaat.

3. Komite Manajemen Risiko dan Syariah

Komite Manajemen Risiko dan Syariah dibentuk
Dewan Pengawas untuk dapat membantu
pelaksanaan  tugas dan tanggung jawab
pengawasan terkait penerapan manajemen risiko
dan prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan
Syariah Nasional (DSN), sehingga kegiatan BPKH
sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Dewan Pengawas menilai bahwa selama tahun 2022
Komite di bawah Dewan Pengawas telah melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif serta
memberikan apresiasi atas pencapaian program
maupun rencana kerja. Dewan Pengawas berharap
kinerja Komite dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga
mampu memberikan kontribusi yang lebih, dalam
membantu Dewan Pengawas melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya.
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PERFORMANCE ASSESSMENT

OF COMMITTEES UNDER THE

SUPERVISORY BOARD

In order to enhance active role of the Supervisory Board

when carrying out its duties and responsibilities, the

Supervisory Board has established 3 (three) committees,

namely:

1. Audit Committee
The Audit Committee is responsible for monitoring
and evaluating audit planning and implementation
as well as monitoring the follow-up of audit finding
in order to obtain adequacy of internal control,
including the adequacy of the financial reporting
process.

2. Investment and Placement Committee

The Investment and Placement Committee is formed
by the Supervisory Board to assist in carrying out
its supervisory duties and functions in terms of
providing consideration/opinion to the Executive
Board to ensure that hajj fund management
principles in investment are met. The principles are
sharia principles, prudence principles and security,
liquidity and benefits.

3. Risk Management and Sharia Committee

The Risk Management and Sharia Committee is
formed by the Supervisory Board to be able to assist
in the implementation of supervisory duties and
responsibilities related to the implementation of risk
management and sharia principles as mandated
by the National Sharia Council (DSN) so that
BPKH activities comply with sharia provisions and
principles.

The Supervisory Board assesses that during 2022 the
Committees under the Supervisory Board had carried
out their duties and responsibilities effectively, and
thus the Board gave appreciation for the achievements
of work programs and plans. The Supervisory Board
hopes that the Committee’s performance can be further
improved so as to able to provide more contribution in
assisting the Supervisory Board in performing its duties
and responsibilities.
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Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kali perubahan
komposisi Alasan perubahan
komposisi Dewan Pengawas karena telah berakhirnya

Dewan Pengawas.

masa jabatan.

January 1,2022-October 17,2022

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

October 17,2022-December 31, 2022

Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota
Chairman concurrently Member
of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board
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CHANGES IN THE SUPERVISORY
BOARD COMPOSITION

In 2022, the composition of the Supervisory Board
changed once because of expiry of term of office of the
Supervisory Board.

Dr. Yuslam Fauzi, S.E., M.B.A.

Khasan Faozi, S.E., Ak., M.Si.

Moh. Hatta, Ak., M.B.A.

Dr. K.H. Marsudi Syuhud

Ir. Suhaiji Lestiadi, M.E.

Muhammad Akhyar Adnan, PhD., MBA., CA., CRP,
Ak.

Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, M.A.

Firmansyah N. Nazaroedin Ak., M.Sc., CA

Heru Muara Sidik, Ak, CMA, CA, MM, QIA.

Dr. Deni Suardini, SE, AKT, M.M, CFRA, CA, QIA

H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., M.H.

Dr. H. Rojikin, S.H., M.Si,, QIA.

Dr. Mulyadi, SE, Akt, MM, MSi, CPMA, SAS, CA.

Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.
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Pada kesempatan ini, Dewan Pengawas mengucapkan
terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Agama dan
Kementerian Keuangan serta pemangku kepentingan
lainnya. Dewan Pengawas menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada Badan Pelaksa yang telah
mampu menjalankan kepengurusan BPKH dengan baik
di tahun 2022. Dewan Pengawas juga menyampaikan
apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai atas
dukungan dan kontribusi yang diberikan secara optimal.
Dewan Pengawas sangat berharap, bahwa seluruh
jajaran BPKH dapat terus merumuskan strategi jangka
pendek maupun jangka panjang yang tepat dan mampu
membawa BPKH menuju pertumbuhan yang lebih baik.
Atas nama Dewan Pengawas, tidak lupa kami ucapkan
terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh
mitra kerja BPKH dengan harapan dapat meningkatkan
dan menijalin kerjasama yang lebih baik di tahun-tahun
berikutnya.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa
memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita
semua dalam mewujudkan harapan yang dicita-citakan.
Amin.
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APPRECIATION

On this occasion, the Supervisory Board would like to
express our gratitude for the trust given by the House
of Representatives, the Ministry of Religious Affairs, and
the Ministry of Finance as well as other stakeholders.
The Supervisory Board wishes to express our highest
appreciation to the Executive Board who managed
to carry out BPKH management well in 2022. The
Supervisory Board also appreciates and thanks all
employees for their optimal support and contribution.
The Supervisory Board truly hopes that all BPKH
employees can continue to formulate appropriate short-
term and long-term strategies and be able to bring BPKH
towards better growth. On behalf of the Supervisory
Board, we do not forget to extend our highest gratitude
to all BPKH partners so that we can improve and foster
better cooperation in the following years.

May Allah Subhanahu Wa Ta'ala always provide
convenience and blessings for all of us in realizing our
pursued aspirations. Amen.
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Para Pemanghu Kepentingan yang Terhormat,

Dear Valued Stakeholders,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya
kepada kita semua sehingga BPKH dapat melalui tahun
2022 yang penuh tantangan dengan memberikan
pelayanan yang lebih baik bagi calon jamaah haji.

Badan Pelaksana, beserta seluruh jajaran manajemen
dan insan BPKH serta dukungan Dewan Pengawas,
telah melakukan upaya terbaik melalui program kerja
dan penerapan strategi yang sesuai dengan kondisi,
agar dapat merealisasikan kinerja yang sesuai dengan
harapan.

Tahun 2022 seharusnya menjadi momentum untuk
bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Optimisme
akan hal tersebut dibangun dengan berlandaskan pada
pencapaian pertumbuhan ekonomi global tahun 2021
yang telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik.

Laporan Tahunan Annual Report

All praise and thanks are due to the Almighty God for
His manifold blessings and overflowing grace bestowed
upon us all so that BPKH was able to pass the challenging
year of 2022 by delivering better services to prospective
pilgrims.

The Executive Board, along with the management
at all levels and employees of BPKH, and with the
support of the Supervisory Board, have exerted our best
efforts through work programs and implementation of
strategies suited to the conditions to realize performance
that meets the expectations.

ECONOMIC CONDITIONS AND SHARIA
FINANCIAL INDUSTRY IN 2022

2022 should have been a momentum to rise from the
COVID-19 pandemic impacts. This optimism to rise
came from global economic performance in 2021 that
showed a fairly good growth. However, the situation
changed again when the COVID-19 Omicron variant
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Perolehan nilai
manfaat pada

tahun 2022 apabila
dibandingkan dengan
target sebesar Rp9,07
triliun, tercapai
sebesar 111,77%
apabila dibandingkan
dengan target RKAT.

Compared to the target of
Rp9.07 trillion, the return in
2022 was achieved at 111.77%
out of the RKAT target.

FADLUL IMANSYAH
S.E., M.M,, CIFP, AAK
Kepala Badan Pelaksana BPKH
Head of Executive Board of BPKH
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Namun, kondisi kembali berubah ketika timbulnya varian
Omicron pada COVID-19 yang kembali mengguncang
dunia, diikuti dengan konflik geopolitik di beberapa
kawasan yang puncaknya ditandai dengan invasi yang
dilakukan Rusia terhadap Ukraina.

Perang Rusia - Ukraina memberikan dampak yang
sangat besar terhadap perekonomian global. Salah satu
dampak utama dari perang tersebut adalah menurunnya
pasokan komoditas energi, khususnya minyak bumi dan
gas, sehingga harga komoditas energi secara umum
mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dampak dari
kelangkaan komoditas energi tersebut menjadi sangat
besar karena terjadi disaat sebagian besar negara di
dunia tengah gencar meningkatkan produksi setelah
sebelumnya terkendala oleh pandemi COVID-19.

Dana Moneter Internasional (International Monetary
Fund/IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi
April 2023 mencatat pertumbuhan ekonomi dunia pada
tahun 2022 hanya sebesar 3,4% atau menurun signifikan
dari pertumbuhan tahun 2021 yang tercatat sebesar
6,0% (year on year). Dengan demikian, dunia kembali
menginjak fase pertumbuhan ekonomi terlemah di luar
krisis keuangan global dan fase akut pandemi COVID-19.

Merespon kondisi tersebut, Bank Sentral Amerika Serikat
(The Fed) mengambil kebijakan untuk meningkatkan
suku bunga acuannya sebesar 0,56% untuk bulan
Desember 2022 sehingga suku bunga acuan antara
4.25% hingga 4.5%. Peningkatan suku bunga kebijakan
The Fed di tengah ketidakpastian kondisi global
mengakibatkan apresiasi US Dolar terhadap berbagai
mata uang, tidak terkecuali rupiah. Kurs tengah mata
uang US Dolarterhadap rupiah pada tahun 2022 sebesar
Rp15.731 per US Dolar, mengalami pelemahan sekitar
10,26% dibanding kurs tengah tahun 2021 sebesar
Rp14.269 per US Dolar.

Sektor Jasa Keuangan Syariah Indonesia terdiri atas
3 (tiga) subsektor yaitu Perbankan Syariah, Industri
Keuangan Syariah, dan Industri Keuangan Non Bank
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emerged and stroked the world, followed by geopolitical
conflicts in several regions which culminated in Russia’s
invasion of Ukraine.

The Russia-Ukraine war had a profound impact on
global economy. One of the major impacts of the war
was the declining supply of energy commodities,
particularly oil and gas, which caused a quite significant
upsurge of energy commaodity prices in general. This
energy commaodity shortages gave a huge impact, since
it happened at a time when most countries around the
world were boosting production after previously being
disrupted by the COVID-19 outbreak.

The International Monetary Fund (IMF) in the April 2023
edition of the World Economic Outlook report recorded
that global economic growth in 2022 was only 3.4% or
decreased significantly compared to growth in 2021
at 6.0% (year on year). Against this backdrop, the world
was again entering its weakest economic growth phase
outside of the global financial crisis and the acute phase
of the COVID-19 pandemic.

In response to this condition, the United States Central
Bank (The Fed) adopted a policy to raise its benchmark
interest rates by 0.5% in December 2022, thus recording
benchmark interest rates at between 4.25%-4.5%. The
Fed's policy interest rate hike amidst global economic
uncertainties caused appreciation of the US Dollar
against various currencies, including rupiah. The US
Dollar mid exchange rate against the rupiah in 2022 was
Ip15,731 per US Dollar, a decrease of around 10.25%
compared to the mid rate in 2021 at Rp14,269 per US
Dollar

SHARIA FINANCIAL INDUSTRY
CONDITION IN 2022

The
consists of 3 (three) sub-sectors, namely Sharia Banking,

Indonesian Islamic Financial Services Sector

Sharia Financial Industry, and Sharia Non-Bank Financial

Badan Pengelola Keuangan Haji



(IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, perusahaan
Pembiayaan, Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya), dan
Pasar Modal Syariah (Sukuk Negara, Sukuk Korporasi,
dan Reksadana Syairah).

Otoritas ~ Jasa Keuangan (OJK) dalam Laporan
Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)
Tahun 2022 menyebutkan bahwa total aset keuangan
syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah)
mencapai Rp2.375,84 triliun atau US$151,03 miliar (Kurs
Tengah Bl per 30 Desember 2022 = Rp15.731/US$).
Total aset tersebut meningkat sebesar 15,87% (yoy) dari
tahun sebelumnya sebesar Rp2.050,44 triliun.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pasar Modal Syariah yang
menmiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (60,08%)
mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor
lainnya dengan laju 15,51% (yoy). Perbankan syariah
memiliki pangsa pasar sebesar 33,77% dari keuangan
syariah atau tumbuh sebesar 15,63% (yoy). Sementara
itu, IKNB Syariah memiliki porsi sebesar 6,15% dari total
aset keangan syariah, tumbuh sebesar 20,88% (yoy).

Seiring dengan perbaikan perekonomian Indonesia,
sektor unggulan ekonomi syariah domestik juga terus
tumbuh membaik mencapai 5,5% (yoy) pada triwulan
I 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan
triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,73% (yoy).
Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja sektor
pertanian dan pariwisata ramah muslim (PRM) sejalan
dengan semakin longgarnya pembatasan kegiatan
masyarakat di tengah kasus COVID-19 yang mereda.
Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan
ekonomi syariah seiring dengan ekonomi nasional 2022
diprakirakan bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank
Indonesia pada 4,5-5,3%, yang selanjutnya pada 2023
diprakirakan tetap kuat meskipun sedikit melambat ke
titik tengah kisaran 4,5-5,3%. Pertumbuhan ini didorong
kinerja sektor unggulan ekonomi syariah, khususnya
sektor pertanian dan PRM dengan telah dicabutnya
pemberlakuan  PPKM, serta dengan dukungan
pembiayaan syariah. Namun, sejumlah risiko akan
kemungkinan gejolak dunia dengan segala dampak
rambatan negatifnya.
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Industry (IKNB) (consisting of Insurance, Financing
companies, Other Sharia Non-Bank Institutions), and
Sharia Capital Markets ( Government Sukuk, Corporate
Sukuk, and Sharia Mutual Funds).

The Financial Services Authority (OJK) in the Indonesian
Sharia Financial Development Report (LPKSI) 2022
stated that Indonesia's total sharia financial assets
(excluding Sharia Shares) reached Rp2,375.84 trillion or
US$151.03 billion (Bl Mid Rate as of December 30, 2022
= Rp15,731/US$). The total assets increased by 15.87%
(yoy) from the previous year of Rp2,050.44 trillion.

It was further explained that the Sharia Capital Market,
which has the largest portion of sharia financial assets
(60.08%), experienced the highest growth compared
to the other sectors with a rate of 15.51% (yoy). Sharia
banking had a market share of 33.77% of sharia finance
or grew by 15.63% (yoy). Meanwhile, Sharia IKNB
contributed 6.156% of total sharia financial assets, growing
by 20.88% (yoy).

In line with Indonesia’s economic recovery, the leading
sector of the domestic sharia economy also continued to
grow to improve, reaching 5.5% (yoy) in the third quarter
of 2022, higher than the previous quarter's growth
which was recorded at 4.73% (yoy). This increase was
mainly driven by the performance of the agriculture and
Muslim-friendly tourism and (PRM) sectors in line with
the loosening of restrictions on community activities
amid the declining cases of COVID-19. With these
developments, the growth of sharia economy in line with
the national economy in 2022 was predicted to have an
upward bias within therange of Bank Indonesia's forecast
of 4.5-5.3%, which is further predicted to remain strong
in 2023 although slightly slowing to the midpoint of the
4.5-5.3%. This growth was driven by the performance
of the leading sectors of the sharia economy, especially
the agricultural and PRM sectors, with the revocation of
the implementation of PPKM, as well as with the sharia
financing support. However, there were a number of risks
that might occur resulting from the global turbulence
along with its negative spillover effects.
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Strategi dan kebijakan strategis BPKH tahun 2022
sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian
yang berkembang sepanjang tahun 2022. RKAT 2022
disusun dengan optimisme momentum pemulihan
ekonomi akan terus berlanjut. Namun kondisi seketika
berubah setelah terjadinya perang Rusia-Ukraina.
BPKH termasuk yang terkena dampak cukup besar dari
kejadian tersebut, dimana terjadi harga tiket pesawat dari
kenaikan harga minyak mentah. Menghadapi kondisi
tersebut, BPKH melakukan review terhadap RKAT 2022
dengan melakukan sejumlah penyesuaian. Strategi
utama yang dijalankan BPKH dalam menyikapi kondisi
tahun 2022 adalah dengan melakukan optimalisasi
penambahan Rp59 juta per jemaah yang diambil dari
nilai manfaat hasil pengelolaan setoran awal Jemaah
dan penguatan internal melalui program inovasi digital
dan pengembangan sumber daya manusia. BPKH
meyakini strategi ini dapat mengantarkan BPKH untuk
selalu siap menghadapi berbagai tantangan.

Badan Pelaksana memiliki peranan penting dalam
menentukan strategi yang akan dijalankan oleh BPKH
serta mewujudkan visi dan misi BPKH kedepannya.
Badan Pelaksana berperan dalam merumuskan tujuan
jangka panjang dan jangka pendek, membuat kerangka
rencana dan kebijakan, sumber daya
organisasi, serta merumuskan strategi khusus untuk
mencapai target yang ditetapkan.

mengatur

Selain itu, Badan Pelaksana juga melaksanakan agenda
rapat bersama unit terkait untuk melakukan monitoring
implementasi strategi BPKH. Kegiatan tersebut dilakukan
secara berkala itu untuk mengevaluasi pencapaian
target dan kendala yang dihadapi serta strategi lanjutan
dalam mengatasi kendala tersebut.

Secara keseluruhan, pencapaian atas kinerja BPKH
tahun 2022 sangat baik, dan telah melebihi target yang
dicanangkan. Kinerja tersebut antara lain dapat tercermin
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STRATEGY AND STRATEGIC POLICY
Strategy and strategic policies of BPKH in 2022 were
largely affected by economic dynamics over the course
of 2022. Annual Work Plan and Budget (RKAT) 2022
was prepared with optimism that economic recovery
momentum would continue. However, the situations
unexpectedly changed after the occurrence of Russia-
Ukraine war, which brought quite a considerable impact,
including on BPKH, where airline ticket prices soared as
a result of crude oil price hike. Facing these conditions,
BPKH reviewed its RKAT 2022 by making a number of
adjustments. The main strategy implemented by BPKH
in responding to the conditions in 2022 was to conduct
optimization of the increase of fund totaling Rp59
million per pilgrim, which was collected from the return
of managed initial deposits, and to perform internal
consolidation through digital innovation programs and
human resource development. BPKH believed that this
strategy was able to guide BPKH to always be ready in
tackling various challenges.

ROLE OF THE EXECUTIVE BOARD

IN STRATEGY FORMULATION AND
POLICY IMPLEMENTATION

The Executive Board has a key role in determining
the strategy to be applied by BPKH and realizing the
vision and mission of BPKH in the future. The Executive
Board is tasked with setting both long-term and short-
term targets, formulating plans and policies, managing
organizational resources, and devising special strategies
to achieve the predetermined targets.

Furthermore, the Executive Board also holds meetings
with related unit to monitor the implementation of
the BPKH strategy. These activities are carried out
periodically
obstacles encountered as well as follow-up strategies to
overcome these obstacles.

to evaluate target achievement and

BPKH PERFORMANCE IN 2022

In general, the achievement of BPKH's performance in
2022 was excellent and exceeded the target set. This
performance, among others, was reflected on the return

Badan Pengelola Keuangan Haji



dari nilai manfaat per 31 Desember 2022 adalah sebesar
Rp10,13 triliun, nilai manfaat tersebut menurun sebesar
3,25% atau sebesar Rp0,37 triliun jika dibandingkan
periode yang sama pada tahun sebelumnya. Apabila
dibandingkan dengan target Renstra dan target RKAT
pada tahun 2022, pencapaian realisasi target nilai
manfaat tahun 2022 adalah sebesar 111,77%.

Jumlah aset neto tahun 2022 sebesar Rp21,54 triliun
meningkat 21,63% atau Rp3,83 triliun jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1771 triliun.
Apabila dibandingkan dengan target Renstra dan target
RKAT pada tahun 2022.

Rasio likuiditas tetap terjaga di atas 2 kali likuiditas wajib,
yaitu pada tahun 2022 mencapai 2,22 kali. Alokasi dana
haji sebesar 29,39 % pada portofolio penempatan dana
di BPS-BPIH atau sebesar Rp48,95 triliun dan sebesar
70,61% pada portofolio investasi atau sebesar Rp117,59
triliun di tahun 2022.

Tingkat rentabilitas keuangan haji dapat diukur dengan
melihat kinerja tingkat pengembalian (% imbal hasil)
atau nilai manfaat (dalam rupiah) dari portofolio seluruh
dana kelolaan keuangan haji. Pada akhir tahun 2022,
BPKH berhasil memperoleh nilai manfaat sebesar
Rp10,13 triliun atau imbal hasil sebesar 6,31 % dari total
keseluruhan dana kelolaan haji sebesar Rp166,54 triliun
pada posisi akhir Desember 2022. Nilai manfaat sebesar
Rp10,13 triliun tersebut terdiri dari nilai manfaat investasi
sebesar Rp8,58 triliun dan nilai manfaat penempatan
sebesar Rp1,55 triliun. Perolehan nilai manfaat pada
tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target
sebesar Rp9,07 triliun, tercapai sebesar 111,77% apabila
dibandingkan dengan target RKAT.

Evaluasi terhadap pencapaian target kinerja operasional
merupakan salah satu bentuk upaya Badan untuk
menentukan strategi di masa yang akan datang terkait
dengan pengelolaan nilai manfaat dan investasi,
sehingga pencapaian target yang akan datang dapat
lebih maksimal.
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booked as of December 31, 2022 at Rp10.13 trillion,
which decreased by 3.25% or Rp0.37 trillion compared
to that of the same period last year. In comparison with
both the Strategic Plan and RKAT targets of 2022, the
achievement of the return target of 2022 was realized at
111.77%.

Total net assets in 2022 reached Rp21.54 trillion, an
increase of 21.63% or Rp3.83 trillion compared to the
previous year of Rp17.71 trillion. This is in comparison
with both the Strategic Plan and RKAT targets of 2022.

The liquidity ratio was maintained at above 2 times the
required liquidity, which reached 2.22 times in 2022.
Hajj funds of 29.39% or amounting to Rp48.95 trillion
were allocated in placement portfolio at Receiving Bank
for Hajj Pilgrimage Deposit (BPS-BPIH), and of 70.61%
or equal to Rp117.59 trillion was allocated in in the
investment portfolio in 2022.

Rentability ratio of hajj fund can be measured by looking
atthe performance of return (% yield) or return (in rupiah)
from the entire portfolio of managed hajj funds. At the
end of 2022, BPKH managed to obtain return of Rp10.13
trillion or a yield of 6.31% from the total managed haijj
funds of Rp166.54 trillion at the end of December 2022.
The return of Rp10.13 trillion consisted of Rp8.58 trillion
of return from investment and Rp1.55 trillion of return
from the placement. Compared to the target of Rp9.07
trillion, the return in 2022 was achieved at 111.77% out of

the RKAT target.

COMPARISON BETWEEN
PERFORMANCE RESULTS

AND TARGETS

Evaluation of the achievement of operational
performance targets is a form of the Agency’s efforts
to determine future strategies on the management of
return and investment so that the Agency can achieve
the target more optimally.
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Uraian Realisasi Realisasi Pencapaian
Demeio CYONPLYP Il Realization Realization Achievg’mem
& 2022 2021
Total Dana Haji yang Dikelola (Rp triliun)
Total Managed Hajj Fund (Rp trillion) 1523 166,547 10829 10860
Penempatan di BPS-BPIH (Rp triliun)
Placement in Receiving Bank for Hajj 38,72 48,95 45,64 126,41
Pilgrimage Deposit (Rp trillion)
Investgg Surat Berharga (Rp tlr|l|un) 103,67 112,965 110,91 108,97
Securities Investment (Rp trillion)
Investasi Langsung dan Lainnya (Rp miliar)
Direct and Other Investments (Rp billion) 8,56 445 208 51,98
Nilai Manfaat. (_Rp triliun) 9,07 1013 1050 m77
Return (Rp trillion)
Penyaluran Virtual Account (Rp miliar)
Return Allocated to Virtual Account (Rp 2,06 2,06 2,60 100%
billion)
Kemaslahatan (Rp juta)
BPKH Trust Fund - Philanthropic 230 130,32 180,39 56,66
Program (Rp million)
Beban lOperaS|onal (Rp mlpalr) 398,36 236,90 210,57 50,47
Operating Expenses (Rp billion)
Rasio Likuiditas (x) 9 222 297 or

Liquidity Ratio (x)

Pada akhir tahun 2022, realisasi nilai investasi surat
berharga tercatat sebesar Rp140,85 triliun, meningkat
26,99% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar
Rp110,91triliun. Peningkatan nilaiinvestasi suratberharga
tersebut sebagai dampak peningkatan investasi Entitas
Anak.

Necara keuangan Badan Pengelola Keuangan Ibadah
Haji (BPKH) pada periode efektif 1 Januari 2022 disajikan
dengan menggunakan metode tidak dikelompokkan
menurut lancar dan tidak lancar (unclassified basis),
akibatnya pos-pos tertentu telah diubah di neraca dan
catatan atas laporan keuangan terkait.

Pada tahun 2022, BPKH menghadapi kendala sebagai
dampak dari dinamika ekonomi di global maupun
domestik. Proses pemulihan ekonomi global pasca
pandemi COVID-19 memiliki tantangan tersendiri imbas
dari perang antara Rusia dan Ukraina.
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At the end of 2022, securities investments were
realized at Rp140.85 trillion, an increase of 26.99%
compared to 2021 of Rp110.91 trillion. The increase in
securities investments was attributable to the increase in

investment of Subsidiary.

The financial balance of the Hajj Fund Management
Agency (BPKH) for the effective period of January 1, 2022
is presented using the unclassified basis method. As a
result, certain items have been changed in the balance
sheet and notes to the related financial statements.

OBSTACLES AND CHALLENGES
In 2022, BPKH faced obstacles arising from economic
dynamics at a global and national level. The COVID-19
global economic recovery process posed its own
challenges brought by the Russia-Ukraine war.

Badan Pengelola Keuangan Haji



Lonjakan inflasi akibat tekanan kondisi geopolitik global
itu membuat terjadinya perubahan pada kebijakan
moneter di beberapa negara. Di Indonesia misalnya,
sebagai respons terhadap situasi yang berkembang,
Bank Indonesia menetapkan kebijakan menaikkan
suku bunga acuan untuk pertama kalinya di Agustus
2022, yaitu sebesar 25 bps, sehingga menjadi 3,75%.
Keputusan ini dianggap sebagai langkah preemptive
serta forward looking untuk memitigasi risiko
peningkatan inflasi dan ekspansi inflasi. Kenaikan suku
bunga acuan ini terus berlanjut hingga Desember 2022
menjadi 5,50%.

Kondisi ini meningkatkan risiko di BPKH, terutama
terhadap pilihan alternatif investasi cukup terbatas, risk
appetite dan risk tolerance BPKH masih konservatif
atau terlalu takut menanggung risiko, maka akan sulit
mengoptimalkan nilai manfaat yang bisa diperoleh
jangka panjang. Kedua, terdapat klausul tanggung
renteng untuk Anggota Badan Pelaksana dan Dewan
Pengawas BPKH jika terjadi kerugian pada investasi
yang dipilih. Perlu dilakukan perubahan regulasi untuk
mendukung kinerja investasi BPKH. Pasalnya, jika nilai
manfaat dikelola dengan profesional, cukup agresif
dengan risiko yang bisa dikelola, maka nilai manfaat
yang diperoleh dapat lebih optimal. Apalagi, dana
instrumen investasi syariah secara umum tidak terdapat
banyak pilihan. Akibatnya, BPKH yang memiliki profil
kewaijiban jangka panjang masih sangat terbatas dalam
opsi investasinya.

Pada tahun 2023, indikator makroekonomi diprediksi
cukup menantang dengan adanya potensi resesi
global yang memicu kenaikan suku bunga. Potensi
adanya resesi tersebut, antara lain disampaikan oleh
Dana Moneter Internasional (International Monetary
Fund/IMF) serta Nota Keuangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Potensi
krisis tersebut merupakan tantangan bagi BPKH untuk
tetap tumbuh positif dan mampu memberikan usaha

terbaiknya dalam pengelolaan keuangan haji.
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The surge in inflation on the back of global geopolitical
pressure spurred changes in monetary policy of several
countries. In Indonesia, for example, as a response to
the developing situation, Bank Indonesia determined
a policy of raising benchmark interest rate for the first
time in August 2022, which was by 25 bps, bringing it
to 3.75%. This decision was considered as a preemptive
and forward-looking measure to mitigate the risk of rising
inflation and inflation expansion. The benchmark interest
rate hike still continued until December 2022 to 5.50%.

This condition escalated risks at BPKH, particularly
regarding alternative investment options which were
quite limited. BPKH's risk appetite and risk tolerance are
still conservative, meaning BPKH is too afraid to take
risks. Thus, it will be difficult to optimize return that BPKH
may acquire in the long term. Second, Members of the
Executive Board and the Supervisory Board of BPKH are
jointly and severally liable for any loss arising out of the
investment option picked. Regulatory changes needed
to be made to support BPKH's investment performance.
As a matter of fact, if return is managed professionally,
quite aggressively with risks that can be managed, then
the return acquired can be more optimal. All the more,
there are not many sharia investment instrument fund
options available. As a result, BPKH still has a very limited
investment options despite its long-term liability profile.

BPKH PROSPECTS

In 2023, macroeconomic indicators are projected to be
quite challenging with the impending global recession
which can trigger an increase in interest rates. This
looming recession was reported by the International
Monetary Fund (IMF) and the Financial Notes of the
State Budget2023. Such potential crisis is a challenge
for BPKH to continue to grow positively and be able to
exert its best efforts in managing haijj fund.

Laporan Tahunan Annual Report
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Berkaca pada kondisi tahun 2021 dan 2022, di tahun
2023 BPKH akan menajamkan fungsi manajemen
risiko. Selain melakukan perkuatan pada organisasi
manajemen risiko, BPKH juga akan menempatkan
manajemen risiko sebagai yang terdepan dalam
investasi. Hal ini dimaksudkan agar BPKH dapat
melakukan mitigasi dini terhadap setiap potensi risiko
yang dihadapi BPKH. Menghadapi kondisi ke depan,
BPKH memanfaatkan teknologi yang tepat guna, efektif,
dan ramah lingkungan sehingga dapat meminimalisir
dampak sosial yang mungkin ditimbulkan. Hal tersebut
dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan BPKH.

BPKH berkomitmen untuk meningkatkan kualitas
penerapan GCG, BPKH secara berkala melakukan
review terhadap struktur, organ dan mekanisme tata
kelola yang diterapkan BPKH. BPKH menerapkan ISO
9001:2015 untuk sertifikasi manajemen mutu, SO
37001:2016 untuk sertifikasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) dilengkapi Whistle Blowing System
(WBS) hingga pelaporan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) secara kontinyu.
Kesadaran atas Governance, Risk and Compliance
(GRC), profil risiko dan mitigasi atas pasal 53 UU No.
34/2014 tentang tanggung renteng kerugian, maka
hampir sebagian besar surat berharga ditempatkan pada
aset berkualitas dengan tingkat bebas risiko (risk-free)
yaitu SBSN yang aman, likuid, dan dijamin oleh negara
sesuai UU No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga
Syariah Negara.

BPKH menggelar sosialiasi antikorupsi dan benturan
kepentingan dengan implementasi Whistle Blowing
System dalam rangka memitigasi praktik tindak Korupsi,
Kolusi, Nepotisme (KKN) di lingkungan kerja. Dalam
kegiatan ini, BPKH melibatkan keterlibatan sejumlah
stakeholder baik internal maupun eksternal, dari mitra
kemaslahatan hingga Bank Penerima Setoran (BPS)
BPIH. Selain itu, BPKH juga melaksanakan Kegiatan
Benchmarking GRC dengan tema "Membangun Aliansi
Strategis antara Internal Audit, Kepatuhan dan Manjemen
Risiko dalam GRC terintegrasi di era VUCA” bertempat di
Aston Sentul Lake.
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Reflecting on conditions in 2021 and 2022, in 2023
BPKH will sharpen risk management function. Besides
strengthening the risk management organization, BPKH
will also prioritize risk management in investment. This
is done to support BPKH in performing early mitigation
of any potential risks faced. Responding to the situations
ahead, BPKH is utilizing an appropriate, effective and
environmentally friendly technology so as to minimize
social impacts that may arise in hopes of ultimately
improving BPKH growth.

GOVERNANCE IMPLEMENTATION
BPKH
GCG
the governance structure, organs, and mechanism
implemented by BPKH. BPKH adopts ISO 9001:2015 for
quality management certification, ISO 37001:2016 for
Anti-Bribery Management System (SMAP) certification
equipped with a Whistleblowing System (WBS), and
Report of State Officials Wealth (LHKPN). Aware of
Governance, Risk and Compliance (GRC), risk profile

is committed to improving the quality of

implementation. BPKH periodically reviews

and mitigation of article 53 of Law no. 34/2014 on joint
and several liability for loss, BPKH places most securities
in risk-free quality assets, namely Government Islamic
Securities which are safe, liquid, and guaranteed by
the state in accordance with Law No. 19 of 2008 on
Government Islamic Securities.

BPKH held dissemination on anti-corruption and conflict
of interest with the implementation of the Whistleblowing
System in order to mitigate the practice of acts of
Corruption, Collusion, Nepotism (KKN) in the work
environment. In this activity, BPKH engages a number
of internal and external stakeholders, from BPKH Trust
Fund - Philanthropic Program partners to Receiving
Bank for Haijj Pilgrimage Deposit (BPS) BPIH. In addition,
BPKH also carried out GRC Benchmarking Activities with
the theme “Building Strategic Alliances between Internal
Audit, Compliance and Risk Management in integrated
GRC in the VUCA era” in Aston Sentul Lake.
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BPKH terus berupaya untuk mewujudkan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable
Development Goals (SDGs), yakni pembangunan
yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan
yang menjaga keberlanjutan  kehidupan sosial
masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas
lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin
keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu
menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi
ke generasi berikutnya. BPKH memiliki komitmen untuk
turut berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan
melalui program kemaslahatan sebagaimana diatur PP
No 5 tahun 2018 Tentang pelaksanaan Undang-Undang
No 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan
haji, PBPKH No 7 tahun 2018 dan PBPKH No 2 tahun
2019 Tentang Prioritas Kegiatan Kemaslahatan salah
satunya dalam bidang Sosial dan Keagamaan. Terdapat
6 plus 1 asnaf atau ruang lingkup kegiatan Kemaslahatan
yaitu Pelayanan Ibadah Haiji, Pendidikan dan Dakwah,
Kesehatan, Sosial Keagamaan, Pemberdayaan Ekonomi
Ummat, dan Sarana-prasarana lbadah serta Tanggap
bencana.

Dalam pelaksanaan Program Kemaslahatan Tahun
2022, BPKH telah mengalokasikan anggaran kegiatan
kemaslahatan sebesar Rp230 miliar dengan realisasi
sebesar Rp130,32 miliar. Dari jumlah tersebut,
penyerapan terbesar adalah pada bidang Pendidikan
& Dakwah, yaitu Rp43,84 miliar atau 33,64%, Sarana
Prasarana Peribadatan, yaitu Rp31,32 miliar atau 24,03%
dan bidang Sosial Keagamanaan vyaitu mencapai
Rp31,08 miliar atau sebesar 23,85%. Pelayanan
Haji Rp2,33 miliar, Kesehatan Rp15,66 miliar dan
Pemberdayaan ekonomi umat Rp6,08 miliar Bantuan
disalurkan secara langsung dan tidak langsung (bekerja
sama dengan mitra kemaslahatan) sesuai asas prinsip
syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan
akuntabel.
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BPKH TRUST FUND -
PHILANTHROPIC PROGRAM

BPKH continuously strives to realize Sustainable
Development Goals (SDGs), namely the development
that maintains a continued increase in the economic
welfare of the society, development that maintains
the sustainability of social life of the community,
development that maintains environmental quality,
and development that guarantees justice and the
implementation of governance that is able to maintain an
increase in the quality of life from one generation to the
next. BPKH is committed to participating in sustainable
development through BPKH Trust Fund - Philanthropic
Program as stipulated in Government Regulation No. 5
of 2018 on the implementation of Law No. 34 of 2014
on the management of hajj fund, PBPKH No. 7 of 2018
and PBPKH No. 2 of 2019 on Priority of BPKH Trust Fund
- Philanthropic Program, one of them in the Social and
Religious field. There are 6 plus 1 asnaf (people entitled
to receive zakat) or the scope of BPKH Trust Fund -
Philanthropic Program activities, namely Hajj Services,
Education and Da'wah, Health, Social Religious Activity,
Community Economic Empowerment, and Praying
Facilities as well as Disaster Response.

In implementing BPKH Trust Fund - Philanthropic
Program 2022, BPKH had allocated a budget of Rp230
billion with a realization of Rp130.32 billion. Of this
amount, the largest absorption was in the Education
& Da'wah field, namely Rp43.84 billion or 33.64%, the
Praying Facilities field at Rp31.32 billion or 24.03%, and
the Socio-Religious Matters field at Rp31.08 billion or
23.85%. Hajj Services were recorded at Rp2.33 billion,
Health at Rp15.66 billion, and People's Economy
Empowerment at Rp6.08 billion. The aid was distributed
directly and indirectly (in cooperation with BPKH Trust
Fund - Philanthropic Program partners) according
to sharia principles, prudence, benefit, non-profit,
transparency, and accountability.
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Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kali perubahan
komposisi Badan Pelaksana berdasarkan Keputusan
Presiden RINomor 101/P Tahun 2022. Alasan perubahan
komposisi Badan Pelaksana karena telah berakhirnya
masa jabatan.

January 1, 2022-October 17,2022

Kepala Badan Pelaksana
Head of Executive Board

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Anggota Badan Pelaksana

Executive Board Member

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

October 17, 2022-December 31, 2022

Kepala Badan Pelaksana
Head of Executive Board

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

CHANGES IN THE COMPOSITION

OF THE EXECUTIVE BOARD

In 2022, the composition of the Executive Board
changed once in accordance with the Presidential
Decree Number 101/P of 2022. Such change was due to
expiry of term of office.

Dr. Anggito Abimayu, M.Sc.

Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.

Dr. Beny Witjaksono, S.P, M.M.

A. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M.

Dr. Hurriyah El Islamy, LL.B. (Hons), M.C.L., Ph.D.

Dr. Rahmat Hidayat, S.E.,, MT.

Ir. Ajar Susanto Broto, M.M.

Fadlul Imansyah S.E., M.M., CIFP, AAK

Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.

Prof. Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.

Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.

Amri Yusuf, S.E., Ak, CA.,, M.M.

Dr.(C) Sulistyowati M.E., WMI.CFP

Dr.Indra Gunawan S.E., S.IP, M.Sc., ClArb, CSA., CIP,
CPM
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Tahun 2022 yang penuh tantangan telah berhasil dilalui
BPKH dengan cukup baik. Atas nama Badan Pelaksana,
kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
insan BPKH yang telah bekerja dengan penuh dedikasi
tinggi. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada
Dewan Pengawas yang telah memberikan arahan
dan nasihat yang sangat berharga dan senantiasa
membimbing langkah kami dalam menjalankan amanat
pengelolaan keuangan haji. Ucapan terima kasih
juga kami ucapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik
Indonesia, serta Kementerian Keuangan Republik
Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengelolaan
keuangan haji.

Dengan penuh optimisme, mari kita terus berkarya dan
berinovasi untuk meningkatkan kemampuan, sehingga
BPKH senantiasa berdiri kokoh dan terus berkembang
memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan
kemaslahatan umat.
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CLOSING AND APPRECIATION

BPKH has passed the tough year 2022 pretty well. On
behalf of the Executive Board, we wish to give our highest
appreciation to BPKH employees who have worked with
full dedication. We also thank the Supervisory Board
who has provided invaluable directions and advice
and who have always guided our steps in carrying out
the mandate of hajj fund management. We also extend
our thanks to so the House of Representatives of the
Republic of Indonesia, the Ministry of Religious Affairs of
the Republic of Indonesia, and the Ministry of Finance
of the Republic of Indonesia as strategic partners in hajj
fund management.

Let us continue working and innovating with full
optimism to improve our capabilities so that BPKH can
always stand firm and continue to develop to deliver
optimal value for the pilgrims and prosperity for the
people.
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Hajj Fund Management Agency

BPKH

12 Desember 2017
December 12, 2017

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun
2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haiji.

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

- Law of the Republic of Indonesia Number 34
of 2014 on Hajj Fund Management.
Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number
110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency.

- Government Regulation Number 5 of 2018 on Implementation
of Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management.

Melakukan Pengelolaan Keuangan Haji
Performing Hajj Fund Management

196 Orang
196 People

Muamalat Tower,

JL. Prof. Dr. Satrio Kav. 18,

Jakarta 12940, Indonesia.

Telp/Phone :021-83793001 (Hunting): +62 821 9090 6002
Fax./Facs 102183793019

E-mail . info@bpkh.go.id

Website :www.bpkh.go.id
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Pengelolaan dana haji di
Indonesia  telah  mengalami
perkembangan hingga akhimya
dikelola oleh BPKH. Pada awalnya
dana haji yang terkumpul
dikelola secara langsung oleh
Kementerian Agama berdasarkan
UU No. 17 Tahun 1999. Namun,
hal  tersebut  menimbulkan
tantangan  berupa  cakupan
tanggung jawab yang terlalu luas
dan kemampuan pengelolaan
yang belum mumpuni. Dengan
adanya berbagai tantangan
tersebut pihak pengelola Dana
Abadi Umat (DAU) diubah dari
Kementerian Agama menjadi
BP DAU.
terakhir, pengelolaan dana haji
dikelola berdasarkan UU No. 34
tahun 2014 yang memberikan

Perkembangan

wewenang yang lebih luas
dalam investasi oleh BPKH
melalui produk  perbankan,
surat berharga, emas, investasi
langsung, dan investasi lainnya.

BPKH memiliki struktur organisasi
yang terdiri  dari Dewan
Pengawas dan Badan Pelaksana.
Kedua posisi ini bekerja sama
dalam pengelolaan dana haji

Badan Pengelola Keuangan Haji

Sekilas BPKH

Hajj fund management in
Indonesia experienced some
developments until it was finally
managed by BPKH. Initially, the
generated hajj fund was directly
managed by the Ministry of
Religious Affairs in accordance
with  Law No. 17 of 1999.
However, this created challenges,
namely overly broad scope
of responsibilities and lack of
management skills. Given these
obstacles, the party managing
Ummatic Trust Fund (DAU) was
changed, from the Ministry of
Religious Affairs to BP DAU (DAU
Management Agency). Recently,
haj fund management is
implemented in accordance with
Law No. 34 of 2014, which allows
BPKH to have more extensive
authorities in investment through
banking products, securities,
gold, direct investment, and other
investments.

Organizational  structure  of
BPKH consists of Supervisory
Board and Executive Board.
Both of these organs cooperate
in managing hajj fund as in
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BPKH berupaya
untuk memberikan
kontribusi positif
kepada seluruh
pemangku

kepentingan
dengan
menjalankan
pengembangan
dan pengelolaan
keuangan haji.
BPKH strives to provide
positive contribution
to all stakeholders by
implementing hajj
fund development
and management.
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sebagaimana Komisaris dan Direksi dalam sebuah
perusahaan. Namun, berbeda dengan Komisaris pada
umumnya, Dewan Pengawas BPKH memiliki wewenang
untuk memberikan persetujuan terkait penempatan dan
investasi BPKH. Pengelolaan dana haji diwajibkan untuk
menyediakan cadangan dana yang setara dengan
dua kali biaya penyelenggaraan ibadah haji, artinya
dana yang diinvestasikan dalam tahun berjalan akan
ter-cover dengan dana cadangan tersebut sehingga
penyelenggaraan dana haji akan tetap terlaksana
apabila dalam kondisi kritis dana yang diinvestasikan
mengalami kerugian.

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan
Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan
kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang
terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta
semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari
jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak
mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada
prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba,
transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji
bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan
ibadah haiji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan manfaat bagi
kemaslahatan umat Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Haiji, Badan Pengelola
Keuangan Haji merupakan badan hukum publik yang
bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada
Presiden melalui Menteri. BPKH mempunyai tugas
dan fungsi dalam mengelola Keuangan Haji mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
pengawasan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan  penerimaan, pengembangan, dan
pengeluaran Keuangan Haji. BPKH dibentuk dengan
tujuan:
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
2. Meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan
biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
3. Meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat
Islam dalam rangka mencapai tujuannya.

Laporan Tahunan Annual Report

Commissioners and Directors in a company. However,
unlike any Commissioners in general, BPKH Supervisory
Board is authorized to give approval on BPKH placement
and investments. Hajj fund management is required
to provide reserve funds that equal to twice the hajj
pilgrimage operational cost, meaning that the funds
invested in the current year will be covered by the
reserve funds so that the operation of hajj fund can still
run even if during critical situations the invested funds
experience oss.

BPKH is an agency managing Hajj Fund. Hajj Fund shall
mean all rights and obligations of the government which
can be valued by money in connection with the hajj
pilgrimage operations and all assets in the form of money
and goods which can be valued by money as a result of
the implementation of such rights and obligations, either
from pilgrims or other legal and non-binding sources.
Hajj Fund is managed based on sharia and prudence
benefit,
accountability. Hajj Fund management aims atimproving

principles, non-profit,  transparency, and
the quality of hajj pilgrimage operations, rationality and
efficiency of use of Hajj Pilgrimage Operational Cost

(BPIH) as well as benefit for the welfare of Muslims.

Pursuant to Law No. 34 of 2014 on Hajj Fund
Management, Hajj Fund Management Agency is a public
legal institution that is independent and responsible to
the President through the Minister. BPKH has duties and
functions in managing Hajj Fund, from the planning,
implementation, control and supervision, as well as
reporting and accountability of implementation of
receipt, development, and expenditure of Hajj Fund.
BPKH is established with the following purposes:

Improving the quality of hajj pilgrimage operations.
2. Improving the rationality and efficiency of use of haijj
pilgrimage operational Cost (BPIH).
3. Improving benefit for the welfare of Muslims in
reaching their objectives.

Badan Pengelola Keuangan Haji



BPKH merumuskan grand strategy dan langkah strategis
ke dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1.
2.

Tahap menyiapkan fondasi kelembagaan.

Tahap membangun kepercayaan dan kredibilitas
kelembagaan BPKH.

Tahap mengembangkan peran strategis dan
tanggung jawab BPKH untuk kemaslahatan umat.
Tahap
pelayanan haji terpadu.

mengembangkan  pengelolaan  dan

Sesuai dengan uraian riwayat singkat, BPKH tidak

pernah melakukan perubahan nama sejak pertama kali
berdiri hingga saat ini.

Tugas, Fungsi, Wewenang,

» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

BPKH formulates grand strategy and strategic measures

in 4 (four) stages, namely:

1.
2.

Stage of preparing institutional foundation.

Stage of building trust and credibility of BPKH
institution.

Stage of developing strategic role and responsibility
of BPKH for the welfare of the people.

Stage of developing an integrated hajj management
and services.

Perubahan Nama

As explained in the description of BPKH brief history

above, BPKH has never changed its name from its first

establishment up to today.

Hak, dan Kewajiban BPKH

Sebagaimana  diatur
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan

dalam Undang-Undang

Keuangan Haji, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Hak, dan Kewajiban BPKH adalah

sebagai berikut:

Tugas BPKH

BPKH  bertugas Keuangan Haji
yang meliputi pengembangan,
pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan
Haji.

mengelola
penerimaan,

Badan Pengelola Keuangan Haji

As regulated in Law of the Republic of Indonesia

No. 34 of 2014 on Hajj Fund Management, Duties,

Functions, Authorities, Rights, and Obligations of
BPKH are described below:

BPKH Duties
BPKH is tasked with managing Hajj Fund, which

includes receipt, development, expenditure, and

accountability of Hajj Fund.

Laporan Tahunan Annual Report
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Fungsi BPKH
1. Perencanaan penerimaan, pengembangan, dan
pengeluaran Keuangan Haji.

2. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan
pengeluaran Keuangan Haji.
3. Pengendalian dan pengawasan penerimaan,

pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran
Keuangan Haiji.

Kewenangan BPKH

1. Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan
Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian,
keamanan, dan nilai manfaat.

2. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam
rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Hak BPKH

BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk
penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji
yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Kewajiban BPKH

1. Mengelola Keuangan Haji secara transparan dan
akuntabel
jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam.

2. Memberikan informasi melalui media mengenai
kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan, dan hasil
pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam)
bulan.

3. Memberikan informasi kepada jemaah haji mengenai
nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui
rekening virtual setiap jemaah haji.

4. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku.

5. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan
Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada
Menteri dan DPR.

6. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH
Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap
jemaah haji.

7. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH
Khusus tahun berjalan kepada jemaah haji.

untuk sebesar-besarnya kepentingan

Laporan Tahunan Annual Report

BPKH Functions

1. Planning of receipt, development, and expenditure
of Hajj Fund.

2. Implementation of receipt, development, and
expenditure of Hajj Fund.

3. Control and monitoring of receipt, development, and
expenditure of Hajj Fund.

4. Reporting and accountability of implementation of

receipt, development, and expenditure of Hajj Fund.

BPKH Authorities

1. Conducting placement and investment of Hajj Fund
according to sharia principles, prudence, security,
and return.

2. Fostering cooperation with other institutions on Haijj
Fund management.

BPKH Rights

BPKH has the right to acquire operational funds to
implement Hajj Fund management program originating
from Hajj Fund return.

BPKH Obligations

1. Managing Hajj Fund transparently and accountably
for the largest extent of interests of pilgrims and
welfare of Muslims.

2. Providing information through the media on its
performance, financial condition, and assets, as well
as its development results periodically every 6 (six)
months.

3. Providing information to pilgrims on BPIH and/or
Special BPIH return through virtual account of every
pilgrim.

4. Performing bookkeeping according to the prevailing
accounting standard.

5. Reporting the Fund

management periodically every 6 (six) months to the

implementation of Hajj

Minister and House of Representatives.
6. Paying return of BPIH and/or Special BPIH deposit
periodically to virtual account of every pilgrim.

7. Returning difference of deposit balance of BPIH and/
or Special BPIH from the stipulation of BPIH and/or
Special BPIH of current year to pilgrims.

Badan Pengelola Keuangan Haji



Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Haiji. Pengelolaan Keuangan Haji meliputi perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan
pengawasan atas Keuangan Haji.

Perencanaan

a. Perumusan kebijakan.

b. Penyiapan rencana strategis.

c. Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pelaksanaan
a. Penerimaan.

b. Pengeluaran.

c. Kekayaan.

Pengawasan

a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
Keuangan Haji.

b. Pemberian  persetujuan  rumusan  kebijakan,
rancangan rencana strategis, rancangan rencana
kerja, dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan
Haii.

c. Pemberian penilaian dan pertimbangan terhadap
laporan pertanggungjawaban
pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH

yang disusun oleh Badan Pelaksana.

pelaksanaan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan
a. Menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan
secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.

b. Menyusun laporan

pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

pertanggungjawaban

Sasaran Strategis

a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji.
b. Efisiensi dan rasionalisasi pelayanan haji.

c. Peningkatan hubungan dengan stakeholders.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Asregulated in the Government Regulation No. 5 of 2018
on the Implementation of Law No. 34 of 2014 on Haijj
Fund Management. Hajj Fund management includes
planning, implementation, accountability, reporting, and

supervision of Hajj Fund.

Planning

a. Policy formulation.

b. Strategic plan preparation.

c. Annual work plan and budget preparation.

Implementation
a. Receipt.

b. Expenditure.

Cc. Asset.

Supervision

a. Supervisionand evaluation of HajjFund management
implementation.

b. Granting of approval of policy formulation, strategic
plan draft, work plan draft, and annual budget of Hajj
Fund management.

c. Provision of assessment and consideration of Haijj
Fund Management Accountability Report and BPKH

management prepared by the Executive Board.

Accountability and Reporting

a. Preparing performance and financial reports on a
monthly, quarterly, semester, and annual basis.

b. Preparing Hajj Fund Management Accountability
Report.

Strategic Targets

a. Quality improvement of hajj operations.

b. Efficiency and rationalization of hajj services.
c. Improvement of relationship with stakeholders.

Laporan Tahunan Annual Report
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F} Logo BPKH

T

melambangkan lembaga yang tegas, kuat,

-

Tawaf Ka’'bah

Huruf BPKH didesain dengan dasar font yang tebal

dan

dinamis.

2. Warna

Warna biru menggambarkan BPKH sebagai
lembaga profesional yang dapat dipercaya
(trustworthy) yang sesuai dengan asas BPKH
yang mengedepankan prinsip syariah, kehati-
hatian, transparan, akuntabel, dan keamanan.

Warna emas memiliki arti bernilai tinggi, yang
selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya
yang sesuai dengan tujuan BPKH
yang memberikan nilai manfaat optimal dan

bernilai

memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan
kesejahteraan umat.

Laporan Tahunan Annual Report

Growth

Huruf

BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

Warna
Biru

1. Letters
BPKH letters are designed with a thick base font that
symbolizes a firm, strong and dynamic institution.

2. Colors

Blue color symbolizes BPKH as a trustworthy
professional agency in accordance with BPKH
values which put forward sharia, prudence,
transparency, and
principles.

Gold color has the meaning of high value, which

accountability, security

is always associated with valuable matters that
is in line with BPKH objectives which provide
optimum benefit value and welfare to increase
ummah prosperity.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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CMYK: 100/85/40/35

Warna Utama Warna Pendukung
Primary Color Supporting Color

Pantone: P 20-15C
CMYK: 0/0/0/82
RGB: 219/139/45

Pantone: 2965 C

RGB: 0/48/86

3. Percaya

Logo ini terinspirasi dari bentuk yang berasal dari
jabat tangan yang melambangkan kepercayaan.
Kepercayaan dalam menangani pengelolaan dana
ibadah haji di Indonesia. Jabat tangan yang erat
melambangkan keyakinan dan kerja sama dalam
membentuk lembaga keuangan yang terpercaya
dan amanah.

Elemen growth atau tumbuh, terdapat di dalam
keseluruhan logo. Hal ini  melambangkan
pertumbuhan bisnis pada lembaga ini untuk terus
berkembang dan menjadi lembaga Keuangan
Haji yang terus bertumbuh dalam nilai dan terus
memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan
kesejahteraan umat.

Ikon siluet garis yang tergambarkan pada logo ka'bah
merepresentasikan sebuah lembaga Keuangan Haji.
Bentuk ini diambil karena mengedepankan konsep
minimalis dalam logo untuk menggambarkan satu
tujuan menuju tanah suci.

6. Tawaf

Bentuk bulat tersebut melambangkan tawaf, sebagai
salah satu rangkaian ibadah haji, yang dilakukan
manusia dan juga rangkaian alam semesta (bumi
mengelilingi matahari), sehingga mampu mewakili
salah satu bentuk logo untuk BPKH yang akan terus

menerus menjadi lembaga yang melayani.

Badan Pengelola Keuangan Haji

Pantone: 179-13 C
CMYK: 0/0/0/82
RGB: 255/198/62

Warna Pendukung Warna Pendukung
Supporting Color Supporting Color

Pantone: 179-9 C
CMYK: 0/0/0/60
RGB: 128/130/133

Pantone: P 179-13 C
CMYK: 0/0/0/90
RGB: 67/67/69

3. Trust

This logo is inspired by a form derived from hand
shake, symbolizing trust. Trust in handling the
management of hajj pilgrimage fund in Indonesia.
Tight hand shake symbolizes confidence and
cooperation in establishing a trusted and trustworthy
agency.

Growth elementlays across the logo. This symbolizes
business growth in this agency to continuously
develop and become Hajj Fund agency that
continues to grow in value and continuously provide
welfare to increase the prosperity of ummabh.

Line shilloutte icon depicted on the Kaaba logo
represents a Hajj Fund agency. This shape is used
since it puts forward minimalist concept in logo to
convey one purpose towards the holy land.

6. Tawaf

The circular shape symbolizes tawaf as one of the
series of hajj pilgrimage performed by people,
and also a series of events in the universe (the
moon evolves around the earth), hence it is able to
represent one of logo shapes for BPKH which will
continuously become a serving institution.

Laporan Tahunan Annual Report
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Vision

Menjadi lembaga pengelola keuangan terpercaya
yang memberikan nilai manfaat optimal bagi
jemaah haji dan kemaslahatan umat.

To become the trusted financial management agency that provides
optimum benefit value for hajj pilgrims and welfare of ummah.

1. Membangun kepercayaan
melalui pengelolaan sistem
keuangan yang transparan
dan modern.

2. Meningkatkan efisiensi dan
rasionalitas BPIH melalui
kerjasama strategis.

3. Melakukan investasi pada
imbal hasil yang optimal
dengan prinsip syariah dan
mempertimbangkan aspek
keamanan, kehati-hatian
dan profesionalitas.

4. Menciptakan tata
kelola dan sistem kerja
yang komprehensif
dan akuntabel dengan
mengembangkan SDM
yang berintergritas dan
professional.

5. Memberikan kemaslahatan
untuk meningkatkan
kesejahteraan umat

Laporan Tahunan
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transparent and modern
financial system
management.

. Toincrease efficiency and

rationality of BPIH through
strategic cooperation.

. Toinvest in optimum return of

profits with sharia principles
and by considering security,
prudence, and professionality
aspects.

. To create a comprehensive

and accountable governance
and working system

by developing Human
Resources that possess
integrity and professionalism.

. To provide welfare to

increase the prosperity of
ummah.

Badan Pengelola Keuangan Haji

MISI

. To build trust through



Sebagai lembaga yang menjunjung
tinggi transparansi dan akuntabilitas
BPKH melakukan Internalisasi Core
Value yakni:

I

Integrity

Quality

Budaya BPKH
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Visi dan Misi BPKH F‘
L

As an agency that upholds
transparency and accountability, *
BPKH conducts Internalization of

Core Value which is

&

Respect

Accountability

Bidang Usaha dan Layanan

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2018, bidang usaha dan layanan yang diberikan
BPKH untuk mewujudkan sasaran strategisnya adalah
sebagai berikut:

Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 investasi Keuangan Haji
dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Surat berharga.
2. Emas.
3. Investasilangsung dan investasi lainnya.

Badan Pengelola Keuangan Haji

In accordance with Government Regulation of the
Republic of Indonesia Number 5 of 2018, line of business
and services provided by BPKH to achieve its strategic
targets are as follows:

INVESTMENT

Pursuant to Article 26 of Government Regulation of
the Republic of Indonesia Number 5 of 2018, Hajj
Fund Investment may be performed in the forms of the
following:

1. Securities.

2. Gold.

3. Direct investment and other investments.

Laporan Tahunan Annual Report
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Semua jenis investasi dilakukan sesuai prinsip syariah
dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-
hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain memenuhi
aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan
likuiditas, investasi Keuangan Haji wajib dilakukan
dengan mengoptimalkan pengelolaan risiko.

1. Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat berharga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan oleh
Pemerintah Pusat.

2. Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank
Indonesia.

3. Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan.

Efek Syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan meliputi:

Saham Syariah yang dicatatkan di bursa efek.
Sukuk.

Reksa Dana Syariah.

Efek Beragun Aset Syariah.

Dana Investasi Real Estat Syariah.

O e o

Efek Syariah lainnya.

Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hanya dapat
dilakukan dalam bentuk emas batangan bersertifikat
yang diproduksi dan/atau dijual di dalam negeri dan/
atau dalam bentuk rekening emas yang dikelola oleh
lembaga keuangan syariah yang diatur dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. langsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan

Investasi

dengan cara:

1. Memiliki usaha sendiri.

2. Penyertaan modal.

3. Kerja sama investasi.

4. Investasi langsung lainnya.

Investasi langsung dapat dilakukan dalam bentuk kerja
sama antara BPKH dengan badan usaha dan/atau
lembaga di dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Tahunan Annual Report

All types of investments are performed in accordance
with sharia principles by considering security, prudence,
return, and liquidity aspects. Aside from complying with
security, prudence, return, and liquidity aspects, Hajj
Fund investment must be conducted by optimizing risk
management.

1. Hajj Fund Investment in the form of securities as
in Article 26

Islamic Securities issued by Central Government.

mentioned includes: Government

2. Government Islamic Securities issued by Bank
Indonesia.

3. Sharia securities regulated and supervised by
Financial Services Authority.

Sharia securities regulated and supervised by Financial
Services Authority include:

Sharia Shares listed in stock exchange.

Sukuk.

Sharia Mutual Funds.

Sharia Asset-Backed Securities.

Sharia Real Estate Investment Fund.

O ok w2

Other Sharia Securities.

Hajj Fund Investment in the form of gold as mentioned in
Article 26 can only be performed in the form of certified
bar gold produced and/or sold domestically and/or in
the form of gold account managed by sharia financial
institution that is regulated and supervised by Financial
Services Authority. Direct investment as mentioned in
Article 26 is performed by way of the following:

Owning a business.
Capital participation.
Investment cooperation.

SIS .

Other direct investments.

Direct investment can be made in the form of
cooperation between BPKH and business entity and/or
domestic and/or foreign institution in accordance with

the provisions of laws and regulations.

Badan Pengelola Keuangan Haji



Untuk mencapai target portofolio sebesar 50% dari total
dana haji dan juga mengoptimalkan nilai manfaat fokus
pada Dana Haiji yang tidak dapat diperjualbelikan. BPKH
juga secara bertahap melakukan penempatan investasi
pada beberapa instrumen di antaranya, investasi
pada instrumen Sukuk Negara seri Project Based
Sukuk (PBS), investasi pada Sukuk Negara SBSN USD,
transaksi Reverse Repo Syariah dengan Bank Muamalat
Indonesia, investasi pada Sukuk Korporasi, dan investasi
pada Reksa Dana Pasar Uang Syariah.

Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji dapat
dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah.

Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam
pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU. Kegiatan
Kemaslahatan BPKH dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran
nilai manfaat DAU ditetapkan berdasarkan proporsi
DAU terhadap Keuangan Haji. Nilai manfaat DAU yang
dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam paling
banyak sama dengan total nilai manfaat DAU dari tahun
sebelumnya.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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OTHER INVESTMENTS

STIPULATED BY BPKH

Toachieve a portfolio target of 50% from the total hajj fund
and to optimize return that is focused on Hajj Fund that
cannot be traded, BPKH also gradually placesinvestment
in several instruments, among others, investment in
the Government Sukuk of Project Based Sukuk (PBS)
series, investment in Government Sukuk of Government
Islamic Securities (SBSN) in USD, Sharia Reverse Repo
transaction with Bank Muamalat Indonesia, investment
in Corporate Sukuk, and investment in Sharia Money
Market Fund.

PLACEMENT
Expenditure for Hajj Fund placement can be made throu
gh sharia banking products.

BPKH TRUST FUND

-PHILANTHROPIC PROGRAMS

The fund for the expenditure of philanthropic programs
for Muslims ummah comes from DAU return. BPKH Trust
Fund -Philanthropic Programs are carried out according
to laws and regulations. The amount of the DAU return
is determined based on the proportion of DAU to Haijj
Fund. The amount of DAU return that may be used for
the welfare of Muslims shall at most equal to the total

value of DAU return of the previous year.

Laporan Tahunan Annual Report
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Aceh
Aceh

Sumatera Utara
North Sumatera

Sumatera Barat
West Sumatera
Riau

Riau

Jambi

Jambi
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Masa Tunggu
Waiting
Period

34  tahun
year

21 tahun
year

24 tahun
year

26 tahun
year

32 tahun
year

Daftar Masa Tunggu Haji
Reguler Indonesia 2022

Sumatera Selatan
South Sumatera

Lampung
Lampung

DKl Jakarta
DKl Jakarta

Jawa Tengah
Central Java

D.l. Yogyakarta
D.I. Yogyakarta

Annual Report

Masa Tunggu

Waiting
Period
23  tahun
year
23  tahun
year
28 tahun
year
32 tahun
year
33 tahun
year

Jawa Timur
East Java

Bali
Bali

Nusa Tenggara Barat
West Nusa Tenggara

Nusa Tenggara Timur
East Nusa Tenggara

Kalimantan Tengah
Central Kalimantan
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Masa Tunggu

Waiting
Period
34 tahun
year
28 tahun
year
36 tahun
year
23 tahun
year
27  tahun
year
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Daftar Masa Tunggu Haji Reguler Indonesia 2022 t:‘

v

Masa Tunggu Masa Tunggu Masa Tunggu

Waiting Waiting Waiting

Period Period Period
Kalimantan Selatan 38 tahun Bangka Belitung 28 tahun Kab. Bengkulu Utara 21 tahun
South Kalimantan year Bangka Belitung year North Bengkulu Regency year
Sulawesi Utara 17 tahun Banten 27  tahun Kab. Bengkulu Selatan 23 tahun
North Sulawesi year Banten year South Bengkulu Regency year
Sulawesi Tengah 23 tahun Gorontalo 17  tahun Kab. Rejang Lebong 23  tahun
Central Sulawesi year Gorontalo year Rejang Lebong Regency year
Sulawesi Tenggara 27  tahun Kepulauan Riau 23 tahun Kab. Mukomuko 23  tahun
Southeast Sulawesi year Riau Islands year Mukomuko Regency year
Papua 25  tahun Kota Bengkulu 34 tahun
Papua year Bengutu C'\ty year Sumber: Kementerian Agama

Sources: Ministry of Religious Affairs

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Masa Tunggu Masa Tunggu Masa Tunggu
Waiting Waiting Waiting
Period Period Period
Kab. Seluma 18 tahun Kota Tasikmalaya 24 tahun Kab. Penajam Paser Utara 33  tahun
Seluma Regency year Tasikmalay City year North Penajam year
P
Kab. Kaur 15 tahun Kota Cimahi 25 tahun gsenfiegericy
Kaur Regency year Cimahi City year Kab. Mahakam Ulu 15 tahun
Mahakam Ulu R
Kab. Kepahiang 23  tahun Kota Banjar 18  tahun ahakam VU hegency year
Kepahiang Regency year Banjar City year Kota Makassar 41 tahun
Mak i
Kab. Lebong 18 tahun Kab. Bandung Barat 21 tahun akassar City year
Lebong Regency year West Bandung Regency year Kota Pare-Pare 43 tahun
Pare-Pare Cit
Kab. Bengkulu Tengah 21 tahun Kab. Pangandaran 20 tahun are-rare Uity year
Central Bengkulu year Pangandaran Regency year Kab. Pinrang 44 tahun
Pi
Regency Kota Pontianak 24 tahun inrang Regency year
Kota Bandung 24 tahun Pontianak City year Kab. Gowa 38 tahun
Band Cit G
andung City year Kab. Sambas 22 tahun owa Regency year
Kota Bogor 23 tahun Sambas Regency year Kab. Wajo 41 tahun
B Cit Wajo R
ogor City year Kab. Sanggau 21 tahun ajo Regency year
Kota Sukabumi 20 tahun Sanggau Regency year Kab. Bone 38 tahun
Sukabumi Cit B R
ukabumi City year Kab. Sintang 19 tahun one Regency year
Kota Cirebon 24 tahun Sintang Regency year Kab. Tana Toraja 25 tahun
Cirebon City year Kab. Mempawah 19 tahun Tana Toraja Regency year
Kab. Bogor 24 tahun Mempawah Regency year Kab. Maros 38 tahun
B R M R
ogor Regency year Kab. Kapuas Hulu 24 tahun aros Regency year
Kab. Sukabumi 17 tahun Kapuas Hulu Regency year Kab. Luwu 23 tahun
ki iR
Sukabumi Regency year Kab. Ketapang 22 tahun Luwu Regency year
Kab. Cianjur 18  tahun Ketapang Regency year Kab. Sinjai 27 tahun
. Sinai R
Cianjur Regency year Kab. Landak 14 tahun injai Regency year
Kab. Bekasi 29 tahun Landak Regency year Kab. Bulukumba 35 tahun
Bekasi R Buluk R
ekasi Regency year Kab. Bengkayang 18 tahun ulukumba Regency year
Kab. Karawang 22 tahun Bengkayang Regency year Kab. Bantaeng 47 tahun
K R
arawang Regency year Kota Singkawang 26 tahun Bantaeng Regency year
Kab. Subang 18  tahun Singkawang City year Kab. Jeneponto 40  tahun
toR
Subang Regency year Kab. Melawi 17 tahun Jeneponto Regency year
Kab. Purwakarta 23  tahun Melawi Regency year Kab. Selayar 27  tahun
P karta R
urwakarta Regency year Kab. Sekadau 18 tahun Selayar Regency year
Kab. Bandung 22 tahun Sekadau Regency year Kab. Takalar 35 tahun
Band R Takalar R
andung Regency year Kab. Kayong Utara 16 tahun akalar Regency year
Kab. Sumedang 18  tahun North Kayong Regency year Kab. Barru 29 tahun
S d R B R
umedang Regency year Kab. Kubu Raya 23 tahun arru Regency year
Kab. Garut 19  tahun Kubu Raya Regency year Kab. Sidrap 46 tahun
R Si
Garut Regency year Kota Balikpapan 34 tahun idrap Regency year
Kab. Tasikmalaya 18  tahun Balikpapan City year Kab. Pangkep 34  tahun
i P kep R
Tasikmalaya Regency year Kota Samarinda 35 tahun angkep Regency year
Kab. Ciamis 19  tahun Samarinda City year Kab. Sopeng 38 tahun
isR S
Ciamis Regency year Kab. Kutai Kartanegara 31 tahun openg Regency year
Kab. Cirebon 24 tahun Kutai Kartanegara year Kab. Enrekang 24 tahun
Cirebon Regency year Regency Enrekang Regency year
Kab. Kuningan 19  tahun Kab. Tanah Pasir 33  tahun Kab. Luwu Utara 26 tahun
Kuningan Regency year Tanah Pasir Regency year North Luwu Regency year
Kab. Indramayu 22 tahun Kab. Berau 34 tahun Kab. Palopo 26 tahun
Indramayu Regency year Berau Regency year Palopo Regency year
Kab. Majalengka 20 tahun Kab. Kutai Barat 22 tahun Kab. Luwu Timur 32 tahun
Majalengka Regency year West Kutai Regency year East Luwu Regency year
Kota Bekasi 25 tahun Kab. Kutai Timur 35 tahun Kab. Tana Toraja Utara 29 tahun
Bekasi City year East Kutai Regency year North Tana Toraja year
R
Kota Depok 28 tahun Kota Bontang 43  tahun egency
Depok City year Bontang City year

Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji
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Masa Tunggu Masa Tunggu Masa Tunggu
Waiting Waiting Waiting
Period Period Period
Kota Ambon 15 tahun Kab. Halmahera Utara 21 tahun Kab. Teluk Bintuni 18 tahun
Ambon City year North Halmahera year Teluk Bintuni Regency year
R
Kab. Maluku Tengah 18 tahun egency Kab. Fak-Fak 17 tahun
Central Maluku Regency year Kota Tidore Kepulauan 23 tahun Fak-Fak Regency year
Tidore Islands Cit
Kab. Maluku Tenggara 14 tahun dore [slands Uity year Kab. Kaimana 19  tahun
Southeast Maluku year Kab. Halmahera Timur 17 tahun Kaimana Regency year
R East Halmah R
egency ast Halmahera Regency year Kab. Sorong 17 tahun
Kab. Seram Bagian Barat 14 tahun Kab. Kepulauan Sula 14 tahun Sorong Regency year
East Seram Regenc ea Sula Islands Regenc ea
rer gency year . gency year Kab. Sorong Selatan 20 tahun
Kab. Seram Bagian Timur 14 tahun Kab. Mamuju 30 tahun South Serang Regency year
East S R M juR
ast Seram Regency year amuju Regency year Kab. Raja Ampat 20 tahun
Kab. Kepulauan Aru 18  tahun Kab. Halmahera Selatan 17 tahun Raja Ampat Regency year
Aru Islands Regenc ear South Halmahera ear
. gency Y Re;ency v Kota Sorong 20 tahun
Kab. Maluku 13 tahun Sorong City year
Ten Bar: Kab. P! M i 24 hun
enggara Barat year ab glau arotai tahu Kab. Tambrauw 15 tahun
West Southeast Marotai Island Regency year
Tambrauw Regency year
Maluku Regency :
Kab. Pulau Taliabu 22 tahun Kab. Mavbrat 12 tah
Kab. Buru 17 tahun Taliabu Island Regency year ab. Maybra anhun
. Maybrat Regency year
Buru Regency year
Kab. Pasangkayu 29 tahun
Kab. Bulungan 25  tahun
Kota Tual 16 tahun Pasangkayu Regency year
) Bulungan Regency year
Tual City year )
Kab. Polewali Mandar 26 tahun Kota Tarak 35 tah
Kab. Buru Selatan 14 tahun Polewali Mandar year Ota fara ‘an anhun
Tarakan City year
South Buru Regency year Regency
Kab. Maluku Barat Daya 11 tahun Kab. Majene 19  tahun Eab. l:l(unuRkan 40 tahun
Southwest Maluku year Majene Regency year unukan Regency year
R )
egency Kab. Mamasa 22 tahun :\<Aatl) Mall;au 17 tahun
Kab. Halmahera Barat 21 tahun Mamasa Regency year alinau Regency year
West Halmahera ear i
Regencyl : Y Kab. Mamuju Tengah 39 tahun 1823 ;lgu;\g 26 tahL:n
Central Mamuju Regency year ana tidung yea
Kab. Halmahera Tengah 20 tahun )
Central Halmahera year Kab. Manokwari 17 tahun Sumber: Kementerian Agama
Manokwari Regeﬂcy year Sources: Ministry of Religious Affairs
Regency
Kota Ternate 25  tahun Sibhgvi?d;ma N 12 tahlﬁn
Ternate City year ondama Regency yea

Keanggotaan dalam Asosiasi

Pada tahun 2022, BPKH tidak tergabung dalam asosiasi  In 2022, BPKH did not join any associations. Thus, there
manapun, sehingga tidak terdapat informasi terkait is no information on association membership of the
keanggotaan asosiasi Perusahaan/Badan. Company/Agency.

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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v

Struktur organisasi dan tata kerja BPKH berdasarkan
Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola
Keuangan Haji 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana
BPKH Nomor 26 Tahun 2020, tentang Struktur
Organisasi dan Tata kerja BPKH.

Nomor

BPKH organizational structure and working procedure
are based on Regulation of Head of Executive Board
of Hajj Fund Management Agency No. 10 of 2021 on
Amendment to Regulation of Head of Executive Board of
BPKH No. 26 of 2020 on BPKH Organizational Structure
and Working Procedures.

FADLUL

IMANSYAHS.E.,
M.M., CIFP, AAK

Anggota Badan
Pelaksana Bidang
Hukumdan
Kepatuhan
Executive Board
Member for Legal
and Compliance

“ DrHADIYATI ®
MUNAWAROH,
S.E., M.AK, Ak.,

CA.,CRGP.

Kepala Divisi
Hukum
Legal Division
Head

(_Iﬁ

Deputi Hukum
dan Kepatuhan
e

Dr.Ir. ACEP RIANA

JAYAPRAWIRA,
M.Si.

Anggota Badan
Pelaksana Bidang
Keuangan dan
Manajemen Risiko
Executive Board

Member for
Finance and Risk
Management Unit
JUNI
SUPRIYANTO,
S.Kom, M.Si,
Ak, M.Ak,

CMA, SAS, CSRS, Deputi
CertDA, CIBA, Manajemen
GRCP, CERM,

CRGP, CBRS

Kepala Divisi
Pengembangan
Development
) Head

Kepala Divisi
Management
Risiko Bisnis

Kepala Divisi
Manajemen
Risiko Korporat

Dr.INDRA GUNAWAN

S.E., S.IP.,, M.Sc., ClArb,
CSA., CIP,CPM

Anggota Badan Pelaksana
Bidang Investasi Surat
Berharga dan Emas,
Transformasidan
Teknologi Informasi
Executive Board Member
for Securities and Gold
Investment, Transformation and
Information Technology Unit

f_lﬁ

SULISTYO BUDI,
S.T., M.Kom

MIFTAHUDIN

Deputi Investasi

Surat Berharga, Deputi Transformasi,

dan Teknologi
Informasi
y of

and Informa
Techno

Kepala Divisi
Transformasi
ansformation
ion Head

Kepala Divisi
Teknologi
Informasi

Kepala Divisi
Pengendalian
Mutu dan
Pengembangan

Laporan Tahunan

Kepala
Divisi
Teknis
Audit
Audit
Technical

Kepala Divisi
Tresuridan
Pengendalian
Keuangan

Kepala Divisi
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
A anting
d Financial

rting
ion Head

Annual Report

Kepala Divisi
Administrasi
Keuangan

Finan
Administration
Division Head

Kepala Divisi
Investasi Surat
Berharga (SBSN
dan Korporasi)
Securities
Investment (SBSN
and Corporate)
Division Head

Kepala Divisi
Investasi Emas
dan Surat
Berharga Lainnya
Gold and Other

on Head

Badan Pengelola Keuangan Haji

Kepala Divisi
Pengadaan
dan Umum
Procure
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FADLUL IMANSYAH
S.E., M.M., CIFP, AAK

Kepala Badan Pelaksana BPKH
Head of BPKH

Executive Board

HARRY ALEXANDER,
S.H., M.H.,LL.M.

Anggota Badan Pelak-
sana Bidang Penghim-
punan, Penempatan,
Investasi Langsung,
dan Investasi Lainnya
Executive Board
Member for Field of
Collection, Placement,
Direct Investment, and
Other Investments

SULISTYO BUDI,
S.T., M.Kom

Deputi Perhimpunan,
Penempatan, Investasi
Langsung, dan
Investasi Lainnya
Deputy of Collections,
nents, Direct In:

Other In

Prof.Dr. M. ARIEF
MUFRAINI,
Lc., M.Si

Anggota Badan
Pelaksana Bidang
Investasi dan Kerja

AMRIYUSUF, S.E.,
Ak.,CA.,M.M

Anggota Badan
Pelaksana Bidang
Kesekretariatan

Dr.(C)

SULISTYOWATI
M.E., WMI.CFP

Anggota Badan
Pelaksana Bidang
SDM, Pengadaan

sama Luar Negeri Badan dan Barang dan Jasa,
Executive Board Kemaslahatan Perencanaan,
Member for Foreign Executive Board dan Pengkajian
Investment and Member for Corporate Executive Board
International Relations Secretariat and Social Member for HR,
Department Responsibility Compliance, Planning,
and Research
HARI
E':_.'r'_‘ mgﬁ'ﬂ_‘g‘:" AHMAD ZAKY, PRASETYA,
VACANT 4 . Kelompok M.B.A S.E.,M.B.A.

Deputi
Kesekretariatan
Badandan
Kemaslahatan

Deputi Investasi
dan Kerja Sama
Luar Negeri

Kepala Divisi
Investasi
Luar Negeri
Foreign

Kepala Divisi
Kerja Sama
Luar Negeri

Kepala Divisi
Advisory
& Support

Luar Negeri

Kelompok
Fungsional
Staf Ahli Madya
(Eselon 11)

rt Abroac
sion Head

Fungsional
Staf Ahli Utama
(Eselon )

Deputi SDM Deputi
dan Pengadaan Perencanaan
Barang dan Jasa dan Pengkajian

Deputy of HR Deputy of
and Procurement Planning and

of Goods and Research

Services

Kepala Kepala Divisi

Divisi SDM Kepatuhan
Complian

Division He

Kepala Divisi
Penghim-
punan

>ction
n Head

Kepala Divisi
Penempatan

Kepala Divisi
Investasi Langsung
dan Investasi
Lainnya

Kepala Divisi
Administrasi
dan Kantor

Kepala Divisi
Komunikasi
dan Humas

Administration Communication
and Office

and Public
vision Head

Badan Pengelola Keuangan Haji

Laporan Tahunan

Kepala Divisi
Perencanaan

Kepala Divisi
Kemasla-

hatan Planning

sial
Responsibility
Division Head
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Fadlul Imansyah S.E., M.M., CIFP, AAK

Usia
Age

Kewarganegaraan
Citizenship
Domisili

Domicile

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Laporan Tahunan

Periode 17 Oktober 2022 - 17 Oktober 2027
Period October 17, 2022 - October 17, 2027

Kepala Badan Pelaksana
Head of Executive Board

47 Tahun
47 Years Old

Indonesia

Jakarta

- Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1995-2000)
- Master's degree, Financial Management Universitas Indonesia (2001-2003)
- Doctor of Philosophy - PhD, Public Health University of Indonesia (2018 - 2021)

- Bachelor's degree in Economics, University of Indonesia (1995-2000)
- Master's degree, Financial Management, University of Indonesia (2001-2003)
- Doctor of Philosophy - PhD, Public Health, University of Indonesia (2018 - 2021)

- Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (1998-sekarang)

- Chief Investment Officer di Avrist Asset Management (Juli 2022-Oktober 2022)

- Direktur di Principal Asset Management Indonesia (November 2019 -Juli 2022)

- Head of Fixed Income di Principal Asset Management Indonesia (Juli 2019 -
Oktober 2019)

- Lecturer in the Faculty of Economics at University of Indonesia (1998-present)
- Chief Investment Officer at Avrist Asset Management (July 2022-October 2022)
- Director at Principal Asset Management Indonesia (November 2019 -July 2022)
- Head of Fixed Income at Principal Asset Management

Indonesia (July 2019 October 2019)

Keputusan Presiden RI Nomor 101/P Tahun 2022 dan 117/P Tahun 2022 tanggal 28
November 2022

Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022 and 117/P of 2022 dated November 28,
2022

Tidak Ada
None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.
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» BPKH

Y

Profil Badan Pelaksana r‘

Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Usia - 60 Tahun
Age 60 Years Old
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship
Domisili
Jakarta
Domicile o

-+ S1 Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1986)
- S2 Administrasi Kebijakan Bisnis Universitas Indonesia (2002)

- S3 Teknologi Industri Pertanian Bogor (2010)
Riwayat Pendidikan

Educational Background [ Bachelor's degree in Industrial Engineering,

Bandung Institute of Technology (1986)
- Master’s degree in Business Policy Administration, University of Indonesia (2002)
- Doctoral degree in Technology, Bogor Agricultural University (2010)

- Direktur Risiko dan Kepatuhan, PT Bank BNI Syariah (2012-2016)
- Komisaris Independen PT Bank BNI Syariah (2010-2012)
- Komisaris Independen PT Persada Ventura Syariah (2008-2010)
- Presiden Direktur, PT Score Consulting Indonesia (2007)
- Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Teknologi Informasi
dan Risiko, PT Jamsostek Persero (2005-2007)
- Direktur Keuangan, PT Permodalan Nasional Madani VVC (2000-2005)
- Kepala Divisi Kredit Program; Direktur Administrasi dan Treasury,
PT Permodalan Nasional Madani Persero (1999)
- Kepala Kantor Pusat Operasional Jakarta, Kepala Divisi Supervisi

Riwayat Pekerjaan Pembiayaan, PT Bank Muamalat Indonesia (1994)

Wl NCHCRICI . Risk and Compliance Director, PT Bank BNI Syariah (2012-2016)

- Independent Commissioner of PT Bank BNI Syariah (2010-2012)

- Independent Commissioner of PT Persada Ventura Syariah (2008-2010)

- President Director, PT Score Consulting Indonesia (2007)

- Director of Planning and Development, Information Technology
and Risk, PT Jamsostek Persero (2005-2007)

- Finance Director, PT Permodalan Nasional Madani VC (2000-2005)

- Head of Program Credit Division; Director of Administration and
Treasury, PT Permodalan Nasional Madani Persero (1999)

- Head of Jakarta Operational Head Office, Head of Financing
Supervision Division,, PT Bank Muamalat Indonesia (1994)

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

Dasar Hukum

Pengangkatan Keputusan Presiden RI Nomor 101/P Tahun 2022
[RSEIN=EEERIl Fresidential Decree of RI No. 101/P of 2022
Appointment

PENVLETSREEIEL M Tidak Ada
Concurrent Position None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
COTLELW-NGIIES M Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

INRlIEISIeIal [\ O affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Dr. Indra Gunawan S.E., S.IP., M.Sc.,
CIArb, CSA., CIP., CPM

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Usia = 45 Tahun
Age 45 Years Old
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship
Domisili
Depok
Domicile o P

- $1 Hubungan Internasional, Universitas Pasundan (2000)

- S1 Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Padjadjaran (2001)
- S2 Law & Economics, Utrecht University (2003)

- S8 Doktor Manajemen Bisnis (DMB) Universitas IPB (2020)

Riwayat Pendidikan

Educational Background [ Bachelor's degree in International Relations, Pasundan University (2000)
- Bachelor's degree in Development Economics
Study, Padjadjaran University (2001)
- Master's degree in Law & Economics, Utrecht University (2003)
- Doctoral Degree in Business Management (DMB), IPB University (2020)

Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji
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Badan Pengelola Keuangan Haji

- Deputi Investasi BPKH (2018-2022)

- Kepala Pengelola Investasi, PT Insight Investments Management (2014-2018)
- Kepala Group Investasi, Tenaga Ahli/Spesialis, PT CIMB Sunlife (2011-2014)

- Kepala Pengelola Investasi, PT AJ Tugu Mandiri (2011)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- BPKH Investment Deputy (2018-2022)
- Head of Investment Management, PT Insight
Investments Management (2014-2018)
- Head of Investment Group, Expert/Specialist, PT CIMB Sunlife (2011-2014)
- Head of Investment Management, PT AJ Tugu Mandiri (2011)

Dasar Hukum
PEVENTCIE M Keputusan Presiden RI Nomor 101/P Tahun 2022
[RCEIN=ESERIl Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022

Appointment

PENIETSREEIEL M Tidak Ada
Concurrent Position None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
COTOLELW-NGIIESM Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

INRlIEISIeIal [\ O affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Usia () 43Tahun
Age 43 Years Old
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship
Domisili
Bogor
Domicile o 9

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

- S1 Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2001)

- S2 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006)
- S2 Master of Law, Northwestern School of Law of Lewis

Riwayat Pendidikan & Clark College, Portland, OR, USA (2008)

SeVIeCIIeIaCIN=EISNCI{eIVIgIel . Bachelor's degree in Law, Faculty of Law, University of Indonesia (2001)
- Master's degree in Law, Faculty of Law, University of Indonesia (2006)
- Master's degree in Law, Northwestern School of Law of

Lewis & Clark College, Portland, OR, USA (2008)

- Deputi Hukum dan Kepatuhan (2019 - 2022)

- Kepala Divisi Manajemen Risiko, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) di Kementerian Keuangan -Penugasan LPS (2019)

- Kepala Divisi Peraturan dan Divisi Pengembangan Kebijakan,
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2014-2019)

- Advisor on Regulatory dan Public Private Transactions, International

Riwayat Pekerjaan Finance Corporation -World Bank Group (2010-2014)

MALSIENISNEUEIACE . Deputy of Legal and Compliance (2019 - 2022)

- Head of Risk Management Division, Secretariat of the Financial System Stability
Committee (KSSK) at the Ministry of Finance -LPS Assignment (2019)

- Head of Regulation Division and Policy Development Division,
Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) (2014-2019)

- Advisor on Regulatory and Public Private Transactions, International
Finance Corporation -World Bank Group (2010-2014)

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Keputusan Presiden Rl Nomor 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022

PETTCICISRE-EIET M Tidak Ada
Concurrent Position None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
EILT-ELW-GIESM  Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

INaillEXSlelam '\O affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.
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» BPKH

Y

Prof. Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Usia 46 Tahun

AGE

Age 46 Years Old

Kewarganegaraan 4

. . Indonesia
Citizenship

Domisili o Tangerang Selatan
Domicile South Tangerang

- Sarjana double degree Syariah dan Hukum Universitas Al Azhar Kairo (2000)

- Master Ekonomi dan Keuangan Islam di Universitas Indonesia (2003)

- PhD Manajemen; Perbankan dan Keuangan di Universitas Padjajaran dan Kentucky
University-Lexington, Amerika Serikat (Sandwich Program, 2012)

BIVEVEIRLLCICILELIN . Bachelor's double degree in Islamic Jurisprudence and Law from Al Azhar
Educational Background University, Cairo (2000)
- Master’s degree in Economics and Islamic Finance from University of Indonesia
(2003)
- PhDin Management; Banking and Finance from Padjajaran University and Kentucky
University-Lexington, United States (Sandwich Program, 2012)

- Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015-2019)
- Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Dana Haji Kementerian
Agama Republik Indonesia (2013-2015)
-+ Kepala Program Studi ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2012-2013)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Professor in Islamic Economics, Faculty of Economics and
Business, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022)

- Dean of the Faculty of Economics and Business, UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta (2015-2019)

- Head of Sub-Directorate of Hajj Fund Management, Ministry of
Religious Affairs of the Republic of Indonesia (2013-2015)

- Head of Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics
and Business, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2012-2013)
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Badan Pengelola Keuangan Haji

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Usia
Age
Kewarganegaraan
Citizenship
Domisili

Domicile o

Riwayat Pendidikan

Educational Background

Laporan Tahunan

Keputusan Presiden Rl Nomor 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022

Tidak Ada
None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

56 Tahun
56 Years Old

Indonesia

Jakarta Selatan
South Jakarta

- S1- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Medan - Akuntansi (1992)
- S2 - Sekolah Tinggi llmu Ekonomi di Jakarta - Manajemen Keuangan (2000)
- S2- Universitas Indonesia - Pendidikan Profesi Akuntansi (2007)

- Bachelor's degree - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi in Medan - Accounting (1992)

- Master's degree - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi in Jakarta - Financial Management
(2000)

- Master's degree - University of Indonesia - Accounting Professional Education
(2007)
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Badan Pengelola Keuangan Haji

- Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2020-2022)

- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Investama (2019-2020)

- Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2017-2019)

- Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Ketenagakerjaan (2014-2016)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- President Director of PT Jasa Armada Indonesia Tbk (2020-2022)
- President Director of PT Pelabuhan Indonesia Investama (2019-2020)
- President Director of PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (2017-2019)
- Director of Human Resources and General Affairs
of BPJS Employment (2014-2016)

Dasar Hukum
PEVTSET T lGIE LW Keputusan Presiden Rl Nomor 101/P Tahun 2022
RCEIN=EHERll Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022
Appointment

PELET-REEIEL M Tidak Ada
Concurrent Position None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
UL ELW-GIESM Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

INaillENSIelaM I\ O affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Dr.(C) Sulistyowati M.E., WMI.CFP

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Usia (. 57Tahun
Age 57 Years Old
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship

Domisili o Jakarta Selatan
Domicile South Jakarta

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Badan Pengelola Keuangan Haji

-+ S1 Fakultas Ekonomi - Manajemen, Universitas Gadjah Mada

- S2 Fakultas Ekonomi & Bisnis, Jurusan Ekonomi Islam (Islamic Economic &
Finance), Universitas Trisakti

- S3 Fakultas Ekonomi & Bisnis, Jurusan Ekonomi Islam (Islamic Economic &
Finance), Universitas Trisakti

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Bachelor's degree from Faculty of Economics - Management, Gadjah Mada
University

- Master's degree from Faculty of Economics & Business, Department of Islamic
Economics (Islamic Economics & Finance), Trisakti University

- Doctoral degree from Faculty of Economics & Business, Department of Islamic
Economics (Islamic Economics & Finance), Trisakti University

- Bank Muamalat Indonesia
. Direktur Utama DPLK Syariah Muamalat (2017-2022)
. Corporate Funding Division Head (2014-2017)
. NBFIland Haijj Division Head (2012-2014)
. Funding Policy and Service Division Head (2009-2012)
Business Manager Funding - Kantor Pusat Operasional (2008-2009)
Pimpinan Cabang Cipulir; Cabang Depok dan
beberapa Kantor KAS (2004-2007)
7. Koordinator Funding Kantor Pusat (2000-2003)
8. Account Manager di Cabang Fatmawati, Cipulir, Kantor Pusat (1994-2000)
- Bank Duta
Account Manager (1990-1992)
- BNICabang UGM

Riwayat Pekerjaan Staff (1986-1989)
Work Experience

oA ®N o

- Bank Muamalat Indonesia
President Director of DPLK Syariah Muamalat (2017-2022)
Corporate Funding Division Head (2014-2017)
NBFI and Hajj Division Head (2012-2014)
Funding Policy and Service Division Head (2009-2012)
Business Manager Funding - Operational Head Office (2008-2009)
Manager of Cipulir Branch ; Depok Branch, and several cash offices (2004-2007)
Funding Coordinator of Head Office (2000-2003)
. Account Manager at Fatmawati Branch, Cipulir, Head Office (1994-2000)
- Bank Duta
Account Manager (1990-1992)
- UGM Branch of BNI
Staff (1986-1989)

©ONO T A ON 2

Dasar Hukum
PEVGTENTCIEW  Keputusan Presiden RI Nomor 101/P Tahun 2022
[RCEIN=EEENIll Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022
Appointment

PENTCLETSREEIET M Tidak Ada
Concurrent Position None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
COTLELW-NGlIES M Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

INRlIEISIeIal [\ O affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.
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Profil Badan Pelaksana f‘

'
[mamm]

Periode 7 Juni 2017-17 Oktober 2022 ]& ZE

Period June 7, 2017-October 17, 2022

Dr. Anggito Abimayu, M.Sc

Kepala Badan Pelaksana
Head of Executive Board

Usia - 59 Tahun
Age 59 Years Old
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship
Domisili
Jakarta
Domicile o

- Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1985)
- Master of Science, University of Pennsylvania Philadelphia, Amerika Serikat (1990)

- Ph.D, University of Pennsylvania Philadelphia, Amerika Serikat (1993)
Riwayat Pendidikan

Educational Background [ Bachelor’s degree in Economics, Faculty of Economics,

Gadjah Mada University (1985)
- Master of Science, University of Pennsylvania Philadelphia, USA (1990)
- Ph.D, University of Pennsylvania Philadelphia, USA (1993)

- Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Departemen Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (1987-sekarang)
- Komisaris BRI Syariah (2015 - 2017)
- Chief Economist BRI (2014 - 2017)
- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Kementerian Agama (2012 - 2014)
- Kepala Badan Kebijakan Fiskal/Staf Ahli Menteri Keuangan (2000 - 2010)
- Komisaris di PT Telkom Indonesia (2004-2008)
- Komisaris Lippo Bank (2001-2003)

Riwayat Pekerjaan [ Komisaris Bank Internasional Indonesia (2000-2001)

NALSILGSNCEUEIIeCIN . | octurer at the Faculty of Economics and Business/Department of
Economics and Business, Gadjah Mada University (1987-present)
- Commissioner of BRI Syariah (2015 - 2017)
- Chief Economist of BRI (2014 - 2017)
- Director General of Hajj and Umrah Pilgrimage Operation,
Ministry of Religious Affairs (2012 - 2014)
- Head of Fiscal Policy Agency/Assistant of the Minister of Finance (2000 - 2010)
- Commissioner of PT Telkom Indonesia (2004-2008)
- Commissioner of Lippo Bank (2001-2003)
- Commissioner of Bank Internasional Indonesia (2000-2001)
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» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

Dasar Hukum
Pengangkatan

Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017 dan 127/P Tahun 2018 tanggal 6
Agustus 2018

LegaIABa5|s of Presidential Decree of RI No. 74/P of 2017 and 127/P of 2018 dated August 6, 2018
Appointment

PENVLCISREEIEL M Tidak Ada
Concurrent Position None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
COTLELW-NGIIES M Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

INiillEIStelal [\ O affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Profil beliau dapat dilihat di Bab Profil BPKH periode 17 His profile can be seen in Profile Chapter of BPKH period
Oktober 2022 - 17 Oktober 2027. October 17, 2022 - Oktober 17, 2027.
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Dr. Beny Witjaksono, S.P., M.M.

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Usia (. 58Tahun
Age 58 Years Old
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship
Domisili
Jakarta
Domicile o

- S1 Sarjana Pertanian, Fakultas Pertanian - Universitas Jember (1987)
- S2 Magister Management, IPWI Jakarta, konsentrasi di Marketing (1995)
Riwayat Pendidikan [ S3 Islamic Economic Finance - Universitas Trisakti, Jakarta (2016)

SeVeCiilelaCIN=EISINe(eIVIgIel . Rachelor's degree in Agriculture, Faculty of Agriculture - Jember University (1987)
- Master's degree in Management, IPWI Jakarta, majoring in Marketing (1995)
- Doctoral degree in Islamic Economic Finance - Trisakti University, Jakarta (2016)

- Ketua LSP Keuangan Syariah (2015-2017)

- Direktur Eksekutif Asbisindo (2015-2017)

- Direktur Utama Bank Mega Syariah (2007-2015)
Riwayat Pekerjaan [IREELENCENEISVE LRIV (1997-2007)

ML SNEUCCCI - Chairman of LSP Islamic Finance (2015-2017)

- Executive Director of Asbisindo (2015-2017)

- President Director of Bank Mega Syariah (2007-2015)
- Director of PT Bank Mega Tbk. (1997-2007)

Dasar Hukum
PELTCEN T IGIC LW Keputusan Presiden Rl Nomor 74/P Tahun 2017
[RCEIN=EENeIl Fresidential Decree of RI No. 74/P of 2017
Appointment

PENTCTSREEIE M Tidak Ada
Concurrent Position None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
UL ELWAGIESM Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

INRilIENSIeIal [\ O affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.
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A. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M

0
®
v
Usia
Age
Kewarganegaraan
Citizenship

Domisili
Domicile Q

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Laporan Tahunan

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

59 Tahun
59 Years Old

Indonesia

Jakarta

- S1 Ekonomi, Universitas Sebelas Maret
- S2 Magister Manajemen, Universitas Sebelas Maret

- Bachelor’s degree in Economics, Sebelas Maret University
- Master's Degree in Management, Sebelas Maret University

- Direktur Utama di PT Bali Investasi Global (2013-2017)
- Dewan Eksekutif di PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah) (2012-2017)
- Direktur Keuangan di PT Balai Pustaka (Persero) (2007-2013)

- President Director of PT Bali Investasi Global (2013-2017)
- Executive Board of PKES (Communication Center of Sharia Economics) (2012-2017)
- Finance Director of PT Balai Pustaka (Persero) (2007-2013)

Keputusan Presiden Rl Nomor 74/P Tahun 2017
Presidential Decree of Rl No. 74/P of 2017

Tidak Ada
None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.
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- =
Dr. Hurriyah El Islamy, LL.B. (Hons), M.C.L., Ph.D. QF—

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Usia .\ 46Tahun
Age 46 Years Old
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship
Domisili
Jakarta
Domicile o

- LLB (Law and Shari‘ah), International Islamic University, Malaysia (1998)
- Master of Comparative Laws, International Islamic University, Malaysia (1999)
Riwayat Pendidikan [ PhD in Law, University of Strathclyde, United Kingdom (2007)

Se[VIeClilelaCIN=EISINe[(eIVIgIel . | | B (Law and Shari‘ah), International Islamic University, Malaysia (1998)
- Master of Comparative Laws, International Islamic University, Malaysia (1999)
- PhDin Law, University of Strathclyde, United Kingdom (2007)

- APIF Supervisory Committee, IsDB (2020)
- Anggota Pleno, DSN MUI (2020)
- Islamic Finance Advisory Board Member, Astana
International Financial Centre (2018-2020)
- IMF Expert in Islamic Financial and Capital Markets (2016-2020)
- Group Director, CIMB Group, Islamic Legal and Capital
Markets & Shariah Governance (2014-2015)
- Chairman, Legal and Internal Audit, Bahrain Association of Bankers (2010-2013)
- Director/Head, Capinnova Investment Bank/Kuwait
Finance House (Bahrain) (2007-2013)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- APIF Supervisory Committee, IsDB (2020)
- Plenary Board Member, DSN MUI (National Shariah Board of
the Indonesian Council of Religious Scholars) (2020)
- Islamic Finance Advisory Board Member, Astana
International Financial Centre (2018-2020)
- IMF Expert in Islamic Financial and Capital Markets (2016-2020)
- Group Director, CIMB Group, Islamic Legal and Capital
Markets & Shariah Governance (2014-2015)
- Chairman, Legal and Internal Audit, Bahrain Association of Bankers (2010-2013)
- Director/Head, Capinnova Investment Bank/Kuwait
Finance House (Bahrain) (2007-2013)

Dasar Hukum
Pengangkatan Keputusan Presiden Rl Nomor 74/P Tahun 2017
[RYEIR=EERIl Presidential Decree of Rl No. 74/P of 2017
Appointment
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Badan Pengelola Keuangan Haji

PERVCLETSREEIEL M Tidak Ada
Concurrent Position None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
OO CELW-GIIES I  Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

INaillENtelal '\ o affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Dr. Rahmat Hidayat, S.E., M.T

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Usia 58 Tahun
Age 58 Years Old

Kewarganegaraan 4

. . Indonesia
Citizenship
Domisili
Jakarta
Domicile o

- S1 Ekonomi, Universitas Jember (1990)
- S2 Institut Teknologi Bandung (ITB), (2002)
Riwayat Pendidikan [ S3 Ekonomi Islam, Universitas Kebangsaan Malaysia (2010)

SelV[eclISEIN=EISINC[(Vglel . Bachelor's degree in Economics, Jember University (1990)
- Master’s degree from Bandung Institute of Technology (ITB), (2002)
- Doctoral Degree in Islamic Economics, The National University of Malaysia (2010)

- Bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2006-2017)
- Bekerja di Bappenas (1994-2006)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- Worked at the Ministry of Public Works and Public Housing (2006-2017)
- Worked at the Ministry of National Development Planning/National Development
Planning Agency (1994-2006)

Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji



Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Usia
Age

Kewarganegaraan
Citizenship

Domisili
Domicile o

Riwayat Pendidikan

Educational Background

» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

Keputusan Presiden Rl Nomor 74/P Tahun 2017
Presidential Decree of Rl No. 74/P of 2017

Tidak Ada
None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Ir. Ajar Susanto Broto, M.M.

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

50 Tahun
50 Years Old

Indonesia

Jakarta

-+ S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang (1996)
- S2 Magister Management, IPWI Jakarta, konsentrasi di Marketing (2009)

- Bachelor's Degree in Civil Engineering, Faculty of Engineering,
Diponegoro University, Semarang (1996)
- Master's degree in in Management, IPWI Jakarta, majoring in Marketing (2009)
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» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

- Corporate Planning & Strategy Group Head Bank BRI Syariah (2012-2017)

- Risk Management & Compliance Group Head (Senior Vice President) Bank BRI
Syariah (2009-2012)

- Risk Management Division Head (Vice President) Bank Bukopin (2007-2009)

- Market Risk Department Head (Assistant Vice President) Bank Bukopin (2001-2007)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- Corporate Planning & Strategy Group Head of Bank BRI Syariah (2012-2017)
- Risk Management & Compliance Group Head (Senior
Vice President) of Bank BRI Syariah (2009-2012)
- Risk Management Division Head (Vice President) of Bank Bukopin (2007-2009)
- Market Risk Department Head (Assistant Vice
President) of Bank Bukopin (2001-2007)

Dasar Hukum

CENTERT LG Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
[EYeEIR=EEENIl Fresidential Decree of RI No. 74/P of 2017
Appointment

PENVLETSREEIEL M Tidak Ada
Concurrent Position None

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
SO ELW-VIIE I Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

INiilIEIStelal [\ O affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

CHANGES IN COMPOSITION
OF EXECUTIVE BOARD

Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kali perubahan In 2022, the composition of the Executive Board
komposisi Badan Pelaksana. Alasan perubahan changed once due to expiry of term of office.
komposisi Badan Pelaksana karena telah berakhirnya

January 1, 2022-October 17,2022

Kepala Badan Pelaksana

Head of Executive Board : Dr. Anggito Abimayu, M.Sc,

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

3 Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.
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Badan Pengelola Keuangan Haji

» BPKH

\ 4
Anggota Badan Pelaksana s
Dr.B Witjak P, M.M.
Executive Board Member r. BEhy, itjaksono, S R
Anggota AR CIEL LR A. Iskandar Zulkarnain, S.E., M.M.
Executive Board Member
T e o e g Dr. Hurriyah El Islamy, LL.B. (Hons), M.C.L., Ph.D.
Executive Board Member
Anggota Badan Pelaksana )
Executive Board Member Dr. Rahmat Hidayat, S.E. M.T.
Anggota R el 3 Ir. Ajar Susanto Broto, M.M.
Executive Board Member
October 17, 2022-December 31,2022
Kepala Badan Pelaksana
: Fadlul Imansyah S.E., M.M., CIFP. AAK
Head of Executive Board adlullmansyah S C
Anggota Badan Pelaksana X } ) )
Executive Board Member : Dr. Ir. Acep Riana Jayaprawira, M.Si.
Anggota Badan Pelaksana Dr. |ndra Gunawan SE, SlP, M.SC., ClArb, CSA, Clp,

Executive Board Member : CPM

Anggota Badan Pelaksana

Executive Board Member R Harry Alexander, S.H., M.H., LL.M.

Anggota Badan Pelaksana

: Prof. Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si.
Executive Board Member

Anggota Badan Pelaksana

: Amri Yusuf, S.E., Ak, CA.,, M.M.
Executive Board Member

Anggota Badan Pelaksana
Executive Board Member

Dr.(C) Sulistyowati M.E., WMI.CFP
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» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

Ifl Profil Dewan Pengawas

Wi

17 Oktober 2022 - 17 Oktober 2027
Period October 17, 2022 - October 17, 2027

Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota
Chairman concurrently Member of Supervisory Board

Usia
Age

Kewarganegaraan 4

Citizenship

Domisili
Domicile o

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Laporan Tahunan

H. Firmansyah N. Nazaroedin,

58 Tahun
58 Years Old

Ak. MSc., CA, Asean CPA.

Indonesia

Jakarta

- Akuntan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991)
- Master of Science in Information Management, School of Engineering

and Applied Science dari The George Washington University (1994)

- Accountant, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1991)
- Master of Science in Information Management, School of Engineering

and Applied Science from The George Washington University (1994)

- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi

Tengah (2011-2012)

- Inspektur VI Inspektorat Jenderal (2012-2015)

- Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (2015-2019)

- Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (2019-2022)

- Ketua Komite Profesi Akuntan Publik (2019-2022)

- Sekretaris Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2016-sekarang)

- Anggota Consultative Advisory Board International Public Sector Accounting

Standards (2016-sekarang)

- Anggota Dewan Pengawas Perum BULOG (2016-2021)
- Komisaris Utama PT Tuban Petrochemical industries (2021-2022)

- Head of Regional Office of the Directorate General of Treasury of Central Sulawesi

Province (2011-2012)

- Inspector VI of Inspectorate General (2012-2015)

- Director of Accounting and Financial Reporting (2015-2019)

- Head of Finance Professions Supervisory Center (2019-2022)

- Chairman of the Public Accountant Profession Committee (2019-2022)

- Secretary of the Working Committee of the Government Accounting Standards

Committee (2016-Present)

- Member of the Consultative Advisory Board of the International Public Sector

Accounting Standards (2016-Present)

- Member of the Supervisory Board of Perum BULOG (2016-2021)
- President Commissioner of PT Tuban Petrochemical industries (2021-2022)
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Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Unsur Keanggotaan
Element of Membership

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Heru Muara Sidik, Ak, CMA, CA, MM, QIA.

Usia
Age

Kewarganegaraan 4
Citizenship

Domisili
Domicile o

Riwayat Pendidikan

Educational Background

» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

Keputusan Presiden Rl Nomor 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022

Tidak Ada
None

Pemerintah
Government

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

59 Tahun
59 Years Old

Indonesia

Jakarta Selatan
South Jakarta

- D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1983-1986)
- D4 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1989-1992)
- Master’s Degree, Financial Management, Telkom University (2014-2016)

- Associate degree in Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1983-1986)
- Bachelor's degree in Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1989-1992)
- Master's Degree, Financial Management, Telkom University (2014-2016)
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Badan Pengelola Keuangan Haji

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Unsur Keanggotaan
Element of Membership

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Laporan Tahunan

- Advisory Board Member, Forum Komunikasi Satuan
Pengawasan Internal (Juli 2019-sekarang)

- Executive Director, The Center of Internal Audit
Resources (Juni 2022 - Oktober 2022)

- Ketua Komite Pengujian dan Kelulusan Dewan Sertifikasi QIA, Dewan
Sertifikasi Qualified Internal Audit (November 2021 -Oktober 2022)

- Advisory Board Member, Internal Audit Communication Forum (July 2019-present)
- Executive Director, The Center of Internal Audit
Resources (June 2022 - October 2022)
- Chairman of the Testing and Passing Committee of the Certification Board of QIA,
Certification Board of Qualified Internal Audit (November 2021-October 2022)

Keputusan Presiden RI Nomor 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of Rl No. 101/P of 2022

Tidak Ada
None

Masyarakat
Public

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.
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Badan Pengelola Keuangan Haji

» BPKH

@)

P
v

Dr. Deni Suardini, SE, AKT, M.M, CFRA, CA, QIA

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Usia (. 57Tahun
Age 57 Years Old
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship
Domisili
Bandun
Domicile o 9

- D3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta (1988)
- S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi llmu Ekonomi YAI Jakarta (1994)
+ S2 Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta (1999)

Riwayat Pendidikan [ S3 Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran Bandung (2019)

SeVeCIi[elaCIR=EISe[{eIVIgIel . Associate Degree in Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta (1988)
- Bachelor's Degree in Accounting, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Jakarta (1994)
- Master’s degree in Management, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta (1999)
- Doctoral degree in Government Studies, Padjajaran University, Bandung (2019)

- Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya, Deputi
Bidang Pengawasan BUMN/BUMD BPKP (1990 - 1993)
- Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda, Depulti
Bidang Pengawasan BUMN/BUMD BPKP (1993 - 1995)
- Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya, Deputi
Bidang Pengawasan BUMN/BUMD BPKP (1995 - 1996)
- Auditor Trampil Pratama, Deputi Bidang Pengawasan
BUMN/BUMD BPKP (1996 - 1999)
+ Auditor Trampil Muda, Deputi Bidang Pengawasan
BUMN/BUMD BPKP (1999 - 1999)
- Pj. Kepala Seksi Evaluasi Tata Kerja Bidang Perencanaan, Analisa
dan Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Riau (1999 - 2001)
+ Auditor Ahli Muda Perwakilan BPKP Provinsi Riau (2001 - 2002)
PUWEVETREUCEELI - Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan
Work Experience BPKP Provinsi Kalimantan Barat (2002 - 2005)
- Kepala Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan (2005 - 2009)
- Kepala Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP
Provinsi DK Jakarta (2009 - 2011)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (2011 - 2013)
- Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat,
Deputi Bidang Pengawasan |.P Bidang POLSOSKAM BPKP (2013 - 2014)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (2014 - 2016)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (2016 - 2017)
- Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Perhubungan, Parawisata, Kawasan
Industri dan Jasa Lainnya, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP (2017 - 2019)
- Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Parawisata, Kawasan Industri
dan Perumahan, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP (2019 - 2020)
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» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

- Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (2020 - 2021)
- Tenaga Ahli Menteri Agama Republik Indonesia Bidang Pengawasan
dan Pengendalian Aparatur Sipil Negara (2021 - 2022)

- Mid-Level Assistant of Finance and Development Supervisor, Deputy of
Supervision of SOE/Regional-Owned Enterprise of BPKP (1990 - 1993)
- Junior Adjunct Supervisor of Finance and Development, Deputy of
Supervision of SOE/Regional-Owned Enterprise of BPKP (1993 - 1995)
- Mid-Level Adjunct Supervisor of Finance and Development, Deputy of
Supervision of SOE/Regional-Owned Enterprise of BPKP (1995 - 1996)
- First-Class Auditor, Deputy of Supervision of SOE/Regional-
Owned Enterprise of BPKP (1996 - 1999)
- Junior Auditor, Deputy of Supervision of SOE/Regional-
Owned Enterprise of BPKP (1999 - 1999)
- Acting Section Head of Working System Evaluation for Planning, Analysis
and Evaluation of BPKP Riau Province Representative (1999 - 2001)
- Junior Expert Auditor of BPKP Riau Province Representative (2001 - 2002)
- Division Head of Regional Government Accountability of BPKP
West Kalimantan Province Representative (2002 - 2005)
- Division Head of State Accountant of BPKP South Sumatra
Province Representative (2005 - 2009)
- Division Head of State Accountant of BPKP DKI Jakarta
Province Representative (2009 - 2011)
- Head of BPKP Lampung Province Representative (2011 - 2013)
- Director of Supervision of Government Institutions for People's Welfare,
Deputy of Supervision of Government Institution (I.P) of Politics,
Social, and Security (POLSOSKAM) of BPKP (2013 - 2014)
- Head of BPKP South Sulawesi Province Representative (2014 - 2016)
Head of BPKP West Java Province Representative (2016 - 2017)
- Director of Supervision of Companies engaged in
Transportation, Tourism, Industrial Estates and Other Services,
Deputy of BPKP State Accountants (2017 - 2019)
- Director of Supervision of Companies engaged in Connectivity, Tourism, Industrial
Estates and Housing, Deputy of BPKP State Accountants (2019 - 2020)
- Inspector General of the Ministry of Religious Affairs
of the Republic of Indonesia (2020 - 2021)
- Assistant of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia
in Supervision and Control of State Civil Apparatus (2021 - 2022)

Dasar Hukum
PENENTCIE W Keputusan Presiden RI Nomor 101/P Tahun 2022
[RCEIN=EEENIll Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022
Appointment

PERVLETSREEIEL M Tidak Ada
Concurrent Position None

Unsur Keanggotaan [VUESYEIEIEN
Element of Membership [idslfe

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
IO ELW-VGIIE  Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

Affiliation No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.
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Usia
Age

Kewarganegaraan
Citizenship

Domisili
Domicile o

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Unsur Keanggotaan
Element of Membership

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Badan Pengelola Keuangan Haji

H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., M.H.

Badan Pengelola Keuangan Haji

» BPKH

(

@

v

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

46 Tahun
46 Years Old

Indonesia

Depok

Jurusan Jinayah Siyasah (JS), Fakultas Syari‘ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996)
Jinayah Siyasah (JS) Studies, Faculty of Sharia, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996)

- Komisaris PT. Krakatau Daya Listrik (2019-2021)
- Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia (2020-Sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas BPKH (2022-Sekarang)

- Commissioner of PT. Krakatau Daya Listrik (2019-2021)

- Special Staff of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia
(2020-Present)

- Supervisory Board Member of BPKH (2022-Present)

Keputusan Presiden Rl Nomor 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022

Tidak Ada
None

Pemerintah
Government

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.
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Badan Pengelola Keuangan Haji

» BPKH
|
|

Usia
Age

AGE

Kewarganegaraan 4
Citizenship

Domisili
Domicile o

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Unsur Keanggotaan
Element of Membership

Laporan Tahunan

Dr. H. Rojikin, S.H., M.Si., QIA.

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

58 Tahun
58 Years Old

Indonesia

Ciputat Timur
East Ciputat

- S1, Hukum Perdata, UGM Yogyakarta (1992)
- S2, Pengkajian Ketahanan Nasional (PKN), Ul (1999)
- S3, Pengkajian Islam, UIN Syarif Hidayatullah (2015)

- Bachelor's Degree, Civil Law, UGM Yogyakarta (1992)
- Master's Degree, National Resilience Assessment (PKN), Ul (1999)
- Doctoral Degree, Islamic Studies, UIN Syarif Hidayatullah (2015)

- Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, UIN Syahid Jakarta (2020 - 2022)
- Inspektur Investigasi, Inspektorat Jendral Kementrian Agama (2016 - 2020)
- Inspektur Wilayah IV, Inspektorat Jendral Kementrian Agama (2015 - 2016)

- Auditor Madya, Inspektorat Jendral Kementrian Agama (2008 - 2015)

- Auditor Muda, Insperktorat Jendral Kementrian Agama (2001 - 2008)

- Auditor Pertama, Insperktorat Jendral Kementrian Agama (2000 - 2001)

- Head of Planning and Finance Bureau, UIN Syahid Jakarta (2020 - 2022)

- Investigation Inspector, Inspector General of the Ministry of Religious Affairs (2016
- 2020)

- Region IV Inspector, Inspector General of the Ministry of Religious Affairs (2015 -
2016

- Mid-Level Auditor, Inspector General of the Ministry of Religious Affairs (2008 -
2015)

- Junior Auditor, Inspector General of the Ministry of Religious Affairs (2001 - 2008)

- Senior Auditor, Inspector General of the Ministry of Religious Affairs (2000 - 2001)

Keputusan Presiden RI Nomor 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022

Tidak Ada
None

Masyarakat
Public
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Badan Pengelola Keuangan Haji

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
COTLELW-VGIIE M Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

INiillEIStela [\ O affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Dr. Mulyadi, SE, MM, MSi, Akt, CA, CPMA, SAS.

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Usia (\ 50Tahun
Age 50 Years Old
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship
Domisili .
Cilegon
Domicile o 9

- Sarjana Ekonomi (SE), Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (1996)
- Magister Manajemen (MM), Universitas Trisakti Jakarta (2005)
- Magister Sain (MSi), Universitas Trisakti Jakarta (2007)

- Doktor Ilmu Ekonomi (Dr), Universitas Trisakti Jakarta (2017)
Riwayat Pendidikan

Educational Background [N Bachelor’s degree in Economics (SE), Sebelas Maret

University (UNS) Surakarta (1996)
- Master's degree in Management (MM), Trisakti University Jakarta (2005)
- Master's degree in Science (MSi), Trisakti University, Jakarta (2007)
- Doctoral degree in Economics (Dr), Trisakti University Jakarta (2017)

- General Manager PT Krakatau Bandar Samudera (PT Krakatau Steel, (Persero) Tbk)
- BUMN (2010-2016)

- Komisaris PT Marga Sarana Jabar (PT Jasa Marga, (Persero) Tbk) - BUMN (2016-

Riwayat Pekerjaan 2018)
WSS ate=l  Direktur Utama PT Jasa Sarana - Holding Company BUMD Provinsi (2016-2018)

- Kadiv PT HK Realtindo (PT Hutama Karya (Persero)) - BUMN (2021-2022)

- Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
(2019-sekarang)

- GeneralManager of PT Krakatau Bandar Samudera (PT Krakatau Steel, (Persero) Tbk)
- SOE (2010-2016)

- Commissioner of PT Marga Sarana Jabar (PT Jasa Marga, (Persero) Thk) - SOE
(2016-2018)
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Badan Pengelola Keuangan Haji

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Unsur Keanggotaan

Element of Membership

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.

Usia
Age

Kewarganegaraan
Citizenship

Domisili
Domicile

Riwayat Pendidikan

Educational Background

Laporan Tahunan

President Director of PT Jasa Sarana - Holding Company of Provincial Regional-
Owned Enterprise (2016-2018)

Division Head of PT HK Realtindo (PT Hutama Karya (Persero)) - SOE (2021-2022)
Lecturer at the Faculty of Economics and Business - Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya (2019-present)

Keputusan Presiden Rl Nomor 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022

Tidak Ada
None

Masyarakat
Public

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

52 Tahun
52 Years Old

Indonesia

Tangerang Selatan
South Tangerang

2011 -2016 Program Doctor Bidang Ekonomi Islam, Sekolah Pascasarjana
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2002 - 2005  Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta

2000 Certified Public Accountant dari IAPI

1995 - 1998 Diploma IV Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

1992 -1996  S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi UT

1989 - 1992 Diploma Ill Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
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Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

2022 - present
2020 - present
2020 - present
2018 - present
2017 - present
2015 - present

» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

2011 - 2016 Doctoral Program in Islamic Economics, Postgraduate Study in
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2002 - 2005 Master’s Degree in Accounting, Universitas Muhammadiyah Jakarta

. ... 2000 2000 Certified Public Accountant from IAPI
leayat P 1995 - 1998 Bachelor's Degree in Accounting from Sekolah Tinggi Akuntansi
Educational Background Negara (STAN)

1992 - 1996 Bachelor's Degree in Management from Faculty of Economics of UT

1989 - 1992 Associate Degree in Accounting from Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara (STAN)

2022 - saatini Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

2020 - saat ini  Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI

2020 - saatini  Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS)

2018 - saatini  Komite Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia

2017 - saatini  Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI

2015 - saatini  Wakil Rektor 2 Institut Ilmu al-Quran (11Q) Jakarta

2012 - 2015 Ketua Program Studi Perbankan Syariah STAINU

2011 - 2015 Trainer Pusdiklat Keuangan Umum, Kementerian Keuangan Rl -
dalam bidang IFRS and Sharia Accounting

2009 - 2011 Finance and Accounting Manager PT One System Solution

2007 - 2014 Trainer Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) - Bidang Sharia
Accounting

2004 - 2015 Freelance Consultant untuk beberapa Kantor Akuntan Publik

2002 - 2012 Manajer PT Arthaindo Utama (Consulting)

Supervisory Board of the Hajj Fund Management Agency (BPKH)
Deputy Treasurer of the National Sharia Board (DSN) - MUI
Member of the Sharia Accounting Standards Board (DSAS)
Financial Accounting Policy Committee of Bank Indonesia
Assessor of Professional Certification Institute (LSP) of MUI

Vice Rector 2 of Institut Ilmu al-Qur'an (1IQ) Jakarta

2012 - 2015 Head of Sharia Banking Study Program of STAINU

2011 - 2015 Trainer at the General Finance Education and Training Center,
Ministry of Finance of the Republic of Indonesia - in the field of IFRS
and Sharia Accounting

2009 - 2011 Finance and Accounting Manager of PT One System Solution

2007 - 2014  Trainer at the Sharia Economic Communication Center (PKES) -
Sharia Accounting Field

2004 - 2015  Freelance Consultant for several Public Accounting Firms

2002 - 2012 Manager of PT Arthalndo Utama (Consulting)

Keputusan Presiden RI Nomor 101/P Tahun 2022
Presidential Decree of RI No. 101/P of 2022

ueeyesniad [1304d

RENCCTREEIET M Tidak Ada
Concurrent Position None

Unsur Keanggotaan [VESEIEIEH
Element of Membership [Igsllle

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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:1 Profil Dewan Pengawas

'
[

3& /E Periode 7 Juni 2017-17 Oktober 2022

Period June 7, 2017-October 17, 2022

Usia
Age

Kewarganegaraan
Citizenship
Domisili

Domicile o

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Unsur Keanggotaan
Element of Membership

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Laporan Tahunan

Dr. Yuslam Fauzi, S.E., M.B.A

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

63 Tahun
63 Years Old

Indonesia

Jakarta

- S1 Ekonomi, Universitas Indonesia (1986)
- S2 Finance & Invesment Banking, Arizona State University USA (1992)
- S8 Strategic Management, Universitas Indonesia (2017)

- Bachelor's degree in Economics, University of Indonesia (1986)
- Master’s degree in Finance & Investment Banking,
Arizona State University USA (1992)
- Doctoral degree in Strategic Management, University of Indonesia (2017)

- Konsultan Direksi LPPI (2016-2017)
- Dekan untuk Syariah Finance Academy, Mandiri University (2014-2015)
- CEO (Direktur Utama) PT Bank Syariah Mandiri (2005-2014)

- Consultant to the Board of Directors of LPPI (2016-2017)
- Dean of Sharia Finance Academy, Mandiri University (2014-2015)
- CEO (President Director) of PT Bank Syariah Mandiri (2005-2014)

Keputusan Presiden Rl Nomor 74/P Tahun 2017
Presidential Decree of Rl No. 74/P of 2017

Tidak Ada
None

Masyarakat
Public

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji



Usia
Age

Kewarganegaraan
Citizenship

Domisili
Domicile o

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Badan Pengelola Keuangan Haji

» BPKH

)
®)
A\

Khasan Faozi, S.E., Ak., M.Si.

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

63 Tahun
63 Years Old

Indonesia

Jakarta

- S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang (1996)
- S2 Ekonomi Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang (2003)

- Bachelor’s degree in Accounting Economics,
Diponegoro University Semarang (1996)

- Master's degree in Accounting Economics,
Diponegoro University Semarang (2003)

- Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh
Kementerian Agama Republik Indonesia (2012-2017)

- Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama
Republik Indonesia (2012-2013)

- Akuntan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1996-2012)

- Ajun Akuntan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1986-1996)

- Secretary of the Directorate General of Hajj and Umrah Pilgrimage Operation,
Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia (2012-2017)

- Head of Sub-Division of Hajj Pilgrimage Operation (BPIH) of the Ministry of Religious
Affairs of the Republic of Indonesia (2012-2013)

- Accountant at Finance and Development Supervisory Agency (1996-2012)

- Junior Accountant at Finance and Development Supervisory Agency (1986-1996)

Keputusan Presiden Rl Nomor 74/P Tahun 2017
Presidential Decree of RI No. 74/P of 2017

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Badan Pengelola Keuangan Haji

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Unsur Keanggotaan
Element of Membership

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Usia
Age
Kewarganegaraan
Citizenship
Domisili

Domicile o

Riwayat Pendidikan

Educational Background

Laporan Tahunan

Tidak Ada
None

Pemerintah
Government

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Moh. Hatta, Ak., M.B.A.

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

64 Tahun
64 Years Old

Indonesia

Tangerang

- Diploma Ill Keuangan Spesialisasi Akuntansi, Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara (1980)
- Diploma IV Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Ak.) (1987)
- Master of Finance, Accounting, and Business Administration (MBA)
University of New Brunswick Fredericton, Canada (1993)

- Associate Degree in Finance with a Major in Accounting,

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1980)
- Bachelor’s degree in Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (Ak.) (1987)
- Master's degree in Finance, Accounting, and Business Administration

(MBA), University of New Brunswick Fredericton, Canada (1993)

Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji



Riwayat Pekerjaan

» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

- Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan (2015-2017)

- Kepala Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan (2011-2015)

- Tenaga Pengkaji Bidang Pengelola Kekayaan Negara (2009-2011)

- Kepala Bagian Pengadaan Biro Perlengkapan Sekretariat
Jenderal Kementrian Keuangan (2008-2009)

MSIGQDNCICIISCl . cad of Planning and Finance Bureau, Secretariat

General of the Ministry of Finance (2015-2017)

- Head of Center of Electronic Procurement Services, Secretariat
General of the Ministry of Finance (2011-2015)

- Reviewer for State Asset Management (2009-2011)

- Head of Procurement Division of Equipment Bureau, Secretariat
General of the Ministry of Finance (2008-2009)

Dasar Hukum

FENTCEREIEL M Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
Legal Basis of Presidential Decree of RI No. 74/P of 2017

Appointment

PENET-REEIE M Tidak Ada
Concurrent Position NGl

(VL VI I GETTe[[I T M Pemerintah
Element of Membership [RECNEIIMERL

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan

IO ELW-GIIES  Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.
Affiliation No affiliation with any member of the Executive Board

Usia

Age
Kewarganegaraan
Citizenship
Domisili

Domicile

and other members of the Supervisory Board.

Dr. K.H. Marsudi Syuhud

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

58 Tahun
58 Years Old

Indonesia

o Jakarta

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Badan Pengelola Keuangan Haji

- S1 English Department Indraprasta PGRI University, Jakarta (1995)
- S2 Marketing Management Tarumanagara University (UNTAR), Jakarta (2006)
- S8 Islamic Economics & Finance Trisakti University, Jakarta (2014)

COVEVELRLLCICILELIN - Bachelor's degree from English Department,
Educational Background Indraprasta PGRI University, Jakarta (1995)
- Master's degree in Marketing Management, Tarumanagara
University (UNTAR), Jakarta (2006)
- Doctoral degree in Islamic Economics & Finance, Trisakti University, Jakarta (2014)

- Wakil Ketua Umum Maijelis Ulama Indonesia (2020 - 2025)
- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (2015 - 2020)

Riwayat Pekerjaan [ Sekretaris Jenderal Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) (2011-2015)

MLl CCUCIICI . Dcputy Chairman of the Indonesian Council of Religious Scholars (2020 - 2025)
- Chairman of the Nahdlatul Ulama Executive Board (2015 - 2020)
- Secretary General of the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) (2011-2015)

Dasar Hukum
CPEGTELRLGIE I Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
[RCEIN=EEENeIl Presidential Decree of RI No. 74/P of 2017

Appointment

RENCETSREEIE M Tidak Ada
Concurrent Position None

Unsur Keanggotaan [YUESEIEIEH
Element of Membership [Igslle

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
IO EL W-VlIETI  Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

INiillEIStelal [\ O affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Ir. Suhaji Lestiadi, M.E.

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Usia ( 57Tahun
Age 57 Years Old
Kewarganegaraan Indonesia
Citizenship
Domisili
Jakarta
Domicile o

Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji



Riwayat Pendidikan
Educational Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Unsur Keanggotaan
Element of Membership

Hubungan Afiliasi
Affiliation

» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

- S1 Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor (1990)
- S2 Manajemen Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta (2010)
- Kandidat Doktor S3 - Ilmu Ekonomi Akuntansi Syariah,

Universitas Trisakti, Jakarta (2017-sekarang)

- Bachelor's degree in Agriculture, Faculty of Agriculture,

Bogor Agricultural University (IPB), Bogor (1990)
- Master's degree in Economics Management, Trisakti University, Jakarta (2010)
- Doctoral Candidate - Sharia Accounting Economics

Studies, Trisakti University, Jakarta (2017-present)

- Direktur Utama PT Tatar Sunda Sejahtera (2010-2017)

- Direktur PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk (2006-2007)

- Direktur Utama PT Bank Persyarikatan Indonesia (2004-2015)
- Direktur PT Bank Muamalat Indonesia (1999-2004)

- President Director of PT Tatar Sunda Sejahtera (2010-2017)

- Director of PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk (2006-2007)

- President Director of PT Bank Persyarikatan Indonesia (2004-2015)
- Director of PT Bank Muamalat Indonesia (1999-2004)

Keputusan Presiden Rl Nomor 74/P Tahun 2017
Presidential Decree of Rl No. 74/P of 2017

Tidak Ada
None

Masyarakat
Public

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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» BPKH
|
|

Muhammad Akhyar Adnan, PhD., MBA., CA., CRP., Ak.

Usia
Age

Kewarganegaraan
Citizenship

Domisili
Domicile o

Riwayat Pendidikan
Educational Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Laporan Tahunan

64 Tahun
64 Years Old

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

Indonesia

Jakarta

- S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (1985)
- S2 The Department of Management, The University of

Wollonggong, New South Wales, Australia (1991)

- S3 The Department of Accounting and Finance, The University

of Wollonggong, New South Wales, Australia (1996)

- Bachelor's degree from Faculty of Economics, Gadjah Mada University (1985)
- Master's degree from The Department of Management, The

University of Wollonggong, New South Wales, Australia (1991)

- Doctoral degree from The Department of Accounting and Finance, The

University of Wollonggong, New South Wales, Australia (1996)

- Kepala Pusat Studi Pembangunan Ekonomi Islam dan Filantropi,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2016-2018)

- Associate Professor, Departemen Akuntansi, International

Islamic University Malaysia (IIlUM) (2006-2011)

- Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia (Ull) (2002-2006)
- Dosen Luar Biasa di Program Pascasarjana di Institut

Pertanian Bogor (IPB) (2012-2018)

- Dosen Luar Biasa di Program Pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga (2015-2016)
- Dosen Luar Biasa di Program Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2013-2015)
- Dosen Luar Biasa di Program Universitas Muhammadiyah Surakarta (2011-2013)

- Head of Center of Islamic Economic Development and Philanthropy

Studies, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016-2018)

- Associate Professor, Department of Accounting, International

Islamic University Malaysia (IIlUM) (2006-2011)

- Vice Rector of Universitas Islam Indonesia (Ull) (2002-2006)
- Adjunct Professor in the Postgraduate Program at Bogor

Agricultural University (IPB) (2012-2018)

- Adjunct Professor in the Postgraduate Program at UIN Sunan Kalijaga (2015-2016)
- Adjunct Professor in the Postgraduate Program at Institut

Agama Islam Negeri Surakarta (2013-2015)

- Adjunct Professor in the Postgraduate Program at Universitas

Muhammadiyah Surakarta (2011-2013)

Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji



Dasar Hukum
Pengangkatan
Legal Basis of
Appointment

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Unsur Keanggotaan
Element of Membership

Hubungan Afiliasi
Affiliation

Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, M.A.

Usia
Age

Kewarganegaraan
Citizenship

Domisili o
Domicile

Riwayat Pendidikan

Educational Background

» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

Keputusan Presiden Rl Nomor 74/P Tahun 2017
Presidential Decree of Rl No. 74/P of 2017

Tidak Ada
None

Masyarakat
Public

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

No affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

Anggota Dewan Pengawas
Supervisory Board Member

63 Tahun
63 Years Old

Indonesia

Jakarta

- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1983)
- S2 School of Economics University of Philippines (1992)
- S3 Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2010)

- Bachelor's degree from Faculty of Economics, Hasanuddin University (1983)
- Master’s degree from School of Economics University of Philippines (1992)
- Doctoral degree from the Postgraduate program of Hasanuddin University (2010)

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Badan Pengelola Keuangan Haji

- Tim Ahli Ekonomi Menteri Keuangan Rl (2014-2017)

- Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi
Fiskal, Kementerian Keuangan Rl (2007-2014)

- Anggota Badan Pengawas PDAM Kota Makassar (2007-2011)

- Consultant (STC)/ Economist in Decentralization Support
Facility (DSF) World Bank, Jakarta (2010-2011)

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

- Economic Expert Team of the Minister of Finance of
the Republic of Indonesia (2014-2017)

- Assistance Team of the Minister of Finance for Fiscal Decentralization,
Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2007-2014)

- Supervisory Board Member of Makassar City PDAM (2007-2011)

- Consultant (STC)/ Economist in Decentralization Support
Facility (DSF), World Bank, Jakarta (2010-2011)

Dasar Hukum

PEGTELLGI I Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2017
[ReEIN=EEENeIl Presidential Decree of RI No. 74/P of 2017
Appointment

RENCETSREEIET M Tidak Ada
Concurrent Position None

Unsur Keanggotaan [YESEIEIEH
Element of Membership [dslfe

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Badan
CISUTEL W-VIEI  Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

INiilIEIStelal@ [\ O affiliation with any member of the Executive Board
and other members of the Supervisory Board.

CHANGES IN COMPOSITION
OF SUPERVISORY BOARD

Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kali perubahan In 2022, the composition of the Supervisory Board
komposisi Dewan Pengawas. Alasan perubahan changed once due to expiry of term of office.
komposisi Dewan Pengawas karena telah berakhirnya

masa jabatan.

Laporan Tahunan Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji
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January 1, 2022-October 17,2022

Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

Dr. Yuslam Fauzi, S.E., M.B.A.

Anggota Dewan Pengawas

. Khasan Faozi, S.E., Ak, M.Si.
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas

Moh. Hatta, Ak., M.B.A.
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas

: Dr. K.H. Marsudi Syuhud
Member of Supervisory Board ualsyunu

Anggota Dewan Pengawas

; Ir. Suhaji Lestiadi, M.E.
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas Muhammad Akhyar Adnan, PhD., MBA., CA,, CRP,
Member of Supervisory Board Ak.

Anggota Dewan Pengawas

. 3 Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, M.A.
Member of Supervisory Board

October 17,2022-December 31, 2022

Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota H. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak. MSc., CA, Asean
Chairman concurrently Member 3 CPA

of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas

Member of Supervisory Board : Heru Muara Sidik, Ak, CMA, CA, MM, QIA.

Anggota Dewan Pengawas Dr. Deni Suardini, S.E., Ak, M.M., CFrA,, CA, QIA,
Member of Supervisory Board : CGCA

Anggota Dewan Pengawas

3 H. Ishfah Abidal Aziz, SHI., M.H.
Member of Supervisory Board shfah Aoidal Aziz, S

Anggota Dewan Pengawas

Member of Supervisory Board Dr. H. Rojikin, S.H. M.Si., QIA.

Anggota Dewan Pengawas

. Dr. Mulyadi, SE, MM, MSi, Akt, CA, CPMA, SAS.
Member of Supervisory Board

Anggota Dewan Pengawas
Member of Supervisory Board

Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA.

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report

ueeyesniad [1304d




) Badan Pengelola Keuangan Haji

|
5 BPKH

Dasar Penunjukan
Basis of Appointment

Riwayat Pendidikan
Educational
Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Laporan Tahunan

Emir Rio Krishna, S.T., M.B.A., M.Sc.

Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan
Deputy of Corporate Secretariat and Welfare

> Usia . 47 Tahun
Age " 47 YearsOld

o Domisili ~ Tebet, Jakarta Selatan
Domicile " Tebet, South Jakarta

Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji

Nomor 001/BPKH.00/1X/2019 tentang Penetapan Jabatan Pegawai Tetap dengan Jabatan
Sekretaris Badan.

Decision of the Head of Executive Board of Hajj Fund Management Agency Number 001/
BPKH.00/1X/2019 on Appointment for Permanent Employee Position for Secretary of the
Agency Position

- S1 Teknik Elektro, Universitas Trisakti (1999)
- S2 Business Administration, University of Hertfordshire (2000)
- S2 Information Systems, University of Leeds (2001)

Bachelor's degree in Electrical Engineering, Trisakti University (1999)
Master's degree in Business Administration, University of Hertfordshire (2000)
Master’s degree in Information Systems, University of Leeds (2001)

- Direktur Operasional Kemitraan (2017-2018)
- Manajer Program, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam (2017)
- Senior Program Officer, Japan ASEAN Integration Fund Management Team (2013-2017)

- Operations Director, Partnership (2017-2018)
Program Manager, European Union delegation to Indonesia and Brunei Darussalam
- Senior Program Officer, Japan ASEAN Integration Fund Management Team (2013-2017)

Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji



Dasar Penunjukan
Basis of Appointment

Riwayat Pendidikan
Educational
Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

) Badan Pengelola Keuangan Haji

"5 BPKH

A

Pejabat Senior If‘

v

Juni Supriyanto, S.Kom, M.Si, Ak, M.Ak, CMA, SAS,
CSRS, CertDA, CIBA, GRCP, CERM, CRGP, CBRS

Deputi Keuangan
Deputy of Finance

7 Usia ~ 44 Tahun
Age " 44 Years Old

o Domisili . Tebet, Jakarta Selatan
Domicile © Tebet, South Jakarta

Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
Nomor 001/BPKH.00/1X/2019 tentang Penetapan Jabatan Pegawai Tetap.

Decision Letter of Head of the Executive Board of Hajj Fund Management Agency No. 001/
BPKH.00/1X/2019 on Appointment for Permanent Employee Position

- Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Trisakti (2021)

- Magister Science, Kajian Ketahanan Nasional, Program Pasca Sarjana Universitas
Indonesia (2009)

- Sarjana Teknik Informatika, STMIK PERBANAS (2004)

Master's degree in Accounting, Faculty of Economics & Business, Trisakti University
(2021)

Master's degree in Science, National Resilience Studies, Postgraduate Program,
University of Indonesia (2009)

Bachelor's degree in Informatics Engineering, STMIK PERBANAS (2004)

- Kepala Grup Keuangan & Pelaporan, PT Bank Panin Syariah (2013-2017)
- Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah, lkatan Akuntan Indonesia (2015-2021)

- Head of Finance & Reporting Group, PT Bank Panin Syariah (2013-2017)
+ Member of Sharia Accounting Standard Board, Institute
of Indonesia Chartered Accountants (2015-2021)

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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) Badan Pengelola Keuangan Haji

"7".\
Dasar Penunjukan
Basis of Appointment

Riwayat Pendidikan
Educational
Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Dasar Penunjukan
Basis of Appointment

Riwayat Pendidikan
Educational
Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Laporan Tahunan

Sulistyo Budi, S.T., M.Kom.

Deputi Penghimpunan, Penempatan, Investasi Langsung dan Investasi Lainnya
Deputy of Collections, Placements, Direct Investments and Other Investments

> Usia 57 Tahun
Age " 57 YearsOld

o Domisili ~Jakarta Timur
Domicile " East Jakarta

Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji

Nomor 83/BPKH.00/08/2020 tentang Mutasi Pejabat Deputi dan Setingkat Eselon |.
Decision Letter of Head of the Executive Board of Hajj Fund Management Agency No. 83/
BPKH.00/08/2020 on Job Transfer of Deputy Officers and Officers equal to Echelon |

- S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (1990)
- S2 Teknologi Informasi, Universitas Indonesia (1999)

Bachelor's Degree in Electrical Engineering, Bandung Institute of Technology (1990)
Master’s degree in Information Technology, University of Indonesia (1999)

- Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen, PT Bursa Efek Indonesia (2015-2018)
- Direktur, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2000-2015)

Director of Information Technology and Management,
PT Bursa Efek Indonesia (2015-2018)
Director, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2000-2015)

Miftahudin

Deputi Transformasi dan Teknologi Informasi
Deputy of Transformation and Information Technology

7 Usia .~ 48Tahun
Age " 48 Years Old

Q Domisili - Bodor
Domicile ’ 9

Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji

Nomor SK 112/BPKH.00/04/2021 tentang Mutasi Pejabat setingkat Deputi, Kepala Divisi,
Manajer dan Asisten Manajer.

Decision Letter of Head of the Executive Board of Hajj Fund Management Agency No. SK
112/BPKH.00/04/2021 on Job Transfer of Officers at Deputy, Division Head, Manager, and
Assistant Manager levels

S1 Institut Pertanian Bogor (1997)
Bachelor's degree from Bogor Agricultural University (1997)

- HR Division/HR Plant Operation Department Head, Toyota, (2018-2019)
- HR Division/Government Relations & Suppliers Support (2014-2017)
- HR Division/Employee Relations Department Head (2013)

HR Division/HR Plant Operation Department Head, Toyota, (2018-2019)
HR Division/Government Relations & Suppliers Support (2014-2017)
HR Division/Employee Relations Department Head (2013)

Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji



Dasar Penunjukan

Basis of Appointment

Riwayat Pendidikan
Educational
Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Dasar Penunjukan
Basis of Appointment

Riwayat Pendidikan
Educational
Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

"5 BPKH

) Badan Pengelola Keuangan Haji

Dr Hadiyati Munawaroh, S.E., M.Ak, Ak., CA., CRGP.

Deputi Audit Internal
Deputy of Internal Audit

7 Usia 47 Tahun
Age " 47 YearsOld

o Dom!sm . Jakarta
Domicile

Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji

Nomor SK 83/BPKH.00/08/2020 tentang Mutasi Pejabat Deputi dan Setingkat Eselon .
Decision Letter of Head of the Executive Board of Hajj Fund Management Agency No. 83/

BPKH.00/08/2020 on Job Transfer of Deputy Officers and Officers equal to Echelon |

- D3 Akuntansi, STAN (1996)

- S1 Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1999)

- $2 Akuntansi, Universitas Indonesia (2004)

- S3 Administrasi Publik, Universitas Diponegoro (2014)

- Associate Degree in Accounting, STAN (1996)

- Bachelor's degree in Accounting, Padjadjaran University (1999)

- Master’s degree in Accounting, University of Indonesia (2004)

- Doctoral degree in Public Administration, Diponegoro University (2014)

- Auditor, Badan Pemeriksa Keuangan (1996-2018)
- Deputi Audit Internal, Badan Pengelola Keuangan Haji (2019-sekarang)

- Auditor, The Audit Board of the Republic of Indonesia (1996-2018)
- Internal Audit Deputy, Hajj Fund Management Agency (2019-present)

Ahmad Zaky, M.B.A.

Deputi SDM dan Pengadaan Barang dan Jasa
Deputy of HR and Procurement of Goods and Services

7 Usia ~ 46 Tahun
Age " 46 YearsOld

o Domisili . Tangerang Selatan
Domicile " South Tangerang

Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji

Nomor SK 112/BPKH.00/04/2021 tentang Mutasi Pejabat setingkat Deputi, Kepala Divisi,

Manajer dan Asisten Manajer.

Decision Letter of Head of the Executive Board of Hajj Fund Management Agency No.
112/BPKH.00/04/2021 on Job Transfer of Officers at Deputy, Division Head, Manager, and

Assistant Manager levels

- S1 Syariah, UIN Sunan Kalijaga (2001)
- S2 Business Administration in Human Resources Management and
International Business, Rochester Institute of Technology (2007)

- Bachelor's degree in Sharia studies, UIN Sunan Kalijaga (2001)
- Master’s degree in Business Administration majoring in Human Resources
Management and International Business, Rochester Institute of Technology (2007)

- Pendiri/Direktur, PT Tosora Konsultindo (2012-2018)
- Direktur, Alphabet Publishing House (2008-2012)

- Founder/Director, PT Tosora Konsultindo (2012-2018)
- Director, Alphabet Publishing House (2008-2012)

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report

ueeyesniad |130id




5 BPKH

) Badan Pengelola Keuangan Haji

Dasar Penunjukan
Basis of Appointment

Riwayat Pendidikan
Educational
Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Dasar Penunjukan
Basis of Appointment

Riwayat Pendidikan
Educational
Background

Riwayat Pekerjaan
Work Experience

Laporan Tahunan

Hari Prasetya, S.E., M.B.A.

Deputi Perencanaan dan Pengkajian
Deputy of Planning and Assessment

- Usia ~ 51 Tahun
Age " 51 Years Old

o Domisili ~Jakarta Timur
Domicile " East Jakarta

Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji

Nomor 154/BPKH.00/04/2020 tentang Mutasi Pegawai.

Decision Letter of Head of the Executive Board of Hajj Fund Management Agency No. 154/
BPKH.00/04/2020 on Employee Job Transfer

- S1 Akuntansi, Universitas Brawijaya (1994)
- $2 Business Administration, University of Hartford, CT-USA (2002)

- Bachelor's degree in Accounting, Brawijaya University (1994)
- Master's degree in Business Administration, University of Hartford, CT-USA (2002)

- Direktur Group Pengendalian Operasional, Lembaga Penjamin Simpanan (2015-2018)
- Direktur Group Manajemen Risiko, Lembaga Penjamin Simpanan (2013-2015)

- Director of Operational Control Group, Indonesia Deposit Insurance Corporation (2015-
2018)

- Director of Risk Management Group, Indonesia Deposit Insurance Corporation (2013-
2015)

Deputi/Sekretaris Dewan Pengawas
Deputy/Secretary of the Supervisory Board

7\ Usia ~ 49 Tahun
Age " 49 YearsOld

o Domisili . Tangerang Selatan
Domicile " South Tangerang

Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji

Nomor 641/BPKH.00/12/2021, tentang Penetapan Hasil Lelang Jabatan dan Mutasi
Pegawai

Decision Letter of Head of the Executive Board of Hajj Fund Management Agency No.641/
BPKH.00/12/2021, on Determination of Job Bidding Results and Employee Job Transfer

- S1 Akuntansi Universitas Bung Hatta (1999)

- S2 Marketing Manajemen Universitas Mercubuana (2017)

- Bachelor's degree in Accounting from Bung Hatta University (1999)
- Master’s degree in Marketing Management from Mercubuana University (2017)

- Sekretaris Dewas Pengawas BPKH (2021 s.d. sekarang)

- Anggota Komite Audit (2018-2020)

- Kepala Cabang Medan PT Panin Dubai Syariah Bank Tbk (2012-2018)
- Senior Auditor PT Bank Bukopin Tbk (2004-2012)

- Kasie Internal Audit PT Patal Putera Sejati Spinning Mills (2002-2003)

- Secretary of Supervisory Board of BPKH (2021 - present)

- Audit Committee Member (2018-2020)

- Medan Branch Manager of PT Panin Dubai Syariah Bank Thk (2012-2018)

- Senior Auditor of PT Bank Bukopin Tbk (2004-2012)

- Head of Internal Audit Section of PT Patal Putera Sejati Spinning Mills (2002-2003)

Annual Report Badan Pengelola Keuangan Haji
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Number of Employees by Gender

2022
Jenis Kelamin
Gender Jumlah % Jumlah
Total ° Total
Laki-Laki 140 71,43% 161 86,10%
Male
Perempuan 56 2857% 26 13.90%
Female
Total 196 100,00% 187 100,00%

Jumlah karyawan tahun 2022 adalah 196 karyawan  Total number of employeesin 2022 reached 196 people
atau mengalami peningkatan sebesar 4,81% dibanding  or an increase of 4.81% from that of 2021. As for ratio of
tahun 2021. Persentase berdasarkan komposisi Jenis  employees based on their Gender, data shows that the
Kelamin di dapat bahwa persentase paling tinggi yaitu  highest figure belongs to the Male group, which took up
Pria sebesar 71,43% dan persentase paling rendah yaitu  to 71.43%, while the lowest one belongs to the Female
perempuan 28,57%. group at 28.57%.

Number of Employees by Position Level

2022
Level Jabatan
Position Level Jumlah % Jumlah
Total Total

Deputi 8 4,08% M 6,43%
Deputy
Kepala Divisi 40 20,41% 40 20,47%
Division Head
Manajer 53 27,04% 56 26,90%
Manager
Asisten Manajer 52 26,53% 54 28,65%
Assistant Manager
Staf 18 9,18% 14 9,36%
Staff
Pengemudi/Supir 25 12,76% 12 8,19%
Driver
Total 196 100,00% 187 100,00%

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Jenjang jabatan di BPKH relatif pendek yang terdiri
dari jabatan manajerial dan fungsional (di luar pegawai
dengan perjanjian kerja). Jabatan manajerial BPKH
dibedakan atas dasar kewenangan memimpin pada
satuan unit organisasi di BPKH yang terdiri atas Deputi
Bidang/Pejabat Setara sebanyak 8 orang dan Kepala
Divisi/Pejabat Setara sebanyak 40 orang. Selain
itu jabatan manajerial juga dibedakan atas dasar
kepangkatan di dalam unit terkecil yang posisinya di
bawah Kepala Divisi, tidak menyelia jabatan lain dan
bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab
jabatannya sendiri yaitu terdiri atas Manajer sebanyak 53

orang dan Asisten Manajer sebanyak 52 orang.

In terms of position level, BPKH has a relatively short
hierarchy, consisting of managerial and functional
positions (outside employees hired by contract).
BPKH managerial position is differentiated by power to
supervise at a unit level in BPKH organization, consisting
of Deputy of Division/Equivalent Officer which reached
8 people, and Head of Division/Equivalent Officer which
reached 80 people. In addition, managerial position is
also differentiated by ranks in the smallest unit that shall
be below Head of Division, not supervise other positions,
and be in charge of its own duties and responsibilities.
This category belongs to Manager which amounted to
53 people and Assistant Manager at 52 people.

Number of Employees by Age

Age Jumlah

Total

<21 tahun/years old 0

21 -30tahun/years old 53

31-40tahun/years old 79

41 - 50 tahun / years old 57

51 -55tahun/yearsold 7

Total 196

Persentase berdasarkan komposisi usia yaitu usia 21-30
tahun sebesar 27,04%, usia 31-40 tahun sebesar 40,31%,
usia 41-50 tahun sebesar 29,08% dan persentase paling
rendah yaitu usia > 51 tahun sebesar 3,57%.

2022
« [

0,00% 0 0,00%
27,04% 56 29,95%
40,31% 71 37.97%
29,08% 54 28,88%

3,57% 6 3,21%
100,00% 187 100,00%

In terms of percentage of employees by age, 21-30
years old group reached 27.04%, 31-40 years old group
reached 40.31%, 41-50 years old group reached 29.08%,
and >51 years old group had the lowest percentage of
3.57%.

Number of Employees by Employment Status

Status Ketenagakerjaan

Employment Status Jumlah
Total

Pegawai tetap

153
Permanent employees
Pegawai Kontrak

43
Contract employees
Total 196

Laporan Tahunan Annual Report

2022
Jumlah
0,
% Total
78,06% 161 80,12%
21,94% 26 19,88%
100,00% 187 100,00%

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Number of Employees by Education Level

Tingkat Pendidikan

Education Level Jumlah

Total

Doktor 9

Doctoral degree

Pascasarjana e

Master's degree

Sarjana

Bachelor's degree 120

Diploma 1

Associate Degree

SMU atau sederajat o5

High School Diploma or equivalent

Total 196

Persentase paling tinggi berdasarkan komposisi
tingkat pendidikan adalah Sarjana sebesar 61,22%,
Pascasarjana 24,49%, SMU atau sederajat 12,76%,
Doktor 1,02%, serta persentase paling rendah yaitu
Diploma sebanyak 0,51%.

Teknologi Informasi

Perkembangan kebutuhan operasional dan organisasi,
serta inovasi teknologi informasi di era digital ini,
mengharuskan BPKH untuk menata dan menyiapkan
teknologi yang dibutuhkan dalam mendukung
pengembangan, serta memberikan pelayanan dan
solusi yang terbaik kepada calon jamaah melalui
layanan berbasis teknologi informasi yang handal dan
memberikan solusi dan nilai tambah bagi BPKH. Dalam
era globalisasi dan digital ini, keandalan teknologi
informasi merupakan salah satu unsur penting yang
mendukung proses bisnis dan layanan yang prima.
Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan
BPKH melakukan efisiensi, mengukur dan menelusuri
kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan
manajemen yang tepat untuk kelangsungan usaha.

Badan Pengelola Keuangan Haji

2022 2021
% Total %
1,02% 4 3,561%
24,49% 55 25,15%
61,22% 115 59,65%
0,51% 1 3,51%
12,76% 12 819%
100,00% 187 100,00%

Based on employee’s education level, the group having
the highest composition percentage was Bachelor's
degree group of 61.22%, followed by Master's degree
group at 24.49%, High School Diploma group at 12.76%,
Doctoral degree group at 1.02%, and Associate Degree
group at 0.51% having the lowest percentage.

Developments in operational and organizational needs,
as well as information technology innovation in this
digital era, require BPKH to organize and prepare the
required technology to support the development and
provide the best services and solutions to prospective
pilgrims through information technology-based services
that are reliable and provide solutions and added
value for BPKH. In this globalization and digital era, the
reliability of information technology is an important
element that supports excellent business processes
and services. Technology is the main key that enables
BPKH to perform efficiency, measure and track business
performance, and make the right management decisions
for business continuity.

Laporan Tahunan Annual Report
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Mengingat pentingnya arti TI dalam operasional, BPKH
telah membentuk divisi khusus yang bertanggung
jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan TI
di lingkungan BPKH, yaitu Deputi Transformasi dan
Teknologi Informasi yang berada di bawah pengawasan
anggota Badan Pelaksana Bidang
Berharga, Emas, Transformasi,
Informasi, Pengadaan Barang dan Jasa.

Investasi  Surat

Investasi Teknologi

Sepanjang 2022, Bidang TDTI telah melakukan
pengembangan sistem informasi, aplikasi,
dan infrastruktur TIK. Total pembangunan dan
pengembangan ada 16 aplikasi. Adapun daftar aplikasi
yang telah dikembangkan dan dibangun sebagai
berikut:

1. Aplikasi Pembatalan Haji-SILINDA (Baru);

2. Aplikasi electronic Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan (eRKAT);

Aplikasi TIBCO;

Aplikasi SISKEHAT GEN 2;

Aplikasi Notifikasi (Baru);

Aplikasi e-Office Mobile;

Aplikasi Forex Auction System (FAST);

Aplikasi Integrasi Keuangan Haji Sistem Aplikasi
Nyata (IKHSAN) Mobile;

9. Aplikasi Pencairan Non Operasional;

10. Aplikasi Sistem Informasi Layanan Hukum-SILAKUM

© N O O AW

(Baru);
11. Aplikasi Manajemen Risiko-SIMANIS (Baru);
12. Aplikasi  Enterprise  Service Bus (ESB) dan

Interkoneksi Data;

13. Aplikasi BPKH Virtual Account Mobile (Baru);

14. Aplikasi Mecca (Baru);

15. Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan

16. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) Audit
(Baru).

Pada tahun 2022 Divisi Teknologi Informasi juga
melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan

infrastruktur TIK sebagai berikut:

Laporan Tahunan Annual Report

INFORMATION TECHNOLOGY
MANAGEMENT

Given the importance of IT in operations, BPKH has
established a special division responsible for the
management and development of IT within BPKH,
namely Deputy of Transformation and Information
Technology who is under the supervision of member of
the Executive Board overseeing Securities Investment,
Gold Information
Technology, Procurement of Goods and Services.

Investment, Transformation,

IT ACTIVITIES IN 2022

Throughout 2022, the TDTI Division has developed
information systems, applications and ICT infrastructure.
There were 16 applications in total that were created
and developed. The list of such applications is detailed
below:

Hajj-SILINDA Cancellation Application (New);

Electronic Application of the Annual Work Plan and

Budget (eRKAT);

TIBCO Application;

SISKEHAT GEN 2 Application;

Notification Application (New);

e-Office Mobile Application;

Forex Auction System (FAST) Application;

Integrasi  Keuangan Haji Sistem Aplikasi

(IKHSAN) Mobile Application;

Non-Operational Disbursement Application;

10. Sistem Hukum-SILAKUM
Application (New);

11. Risk Management-SIMANIS Application (New);

12. Enterprise Service Bus (ESB) Application and Data

© N OO AW

Nyata

©

Informasi  Layanan

Interconnection;
13. BPKH Virtual Account Mobile Application (New);
14. Mecca Application (New);
15. Goods and Services Procurement Application; and
16. Audit Management Information System Application
(New).

In 2022, the Information Technology Division also
undertook maintenance and development of ICT
infrastructure as follows:

Badan Pengelola Keuangan Haji



1. Uji coba perpindahan Data Center (DC) - Disaster
Recovery Center (DRC) dan Upgrade perangkat
lunak DRC;

Pemeliharaan link DC - DRC;

Pemeliharaan Infrastruktur DC dan DRC;
Perpanjangan lisensi DC;

Sewa leased line dan colocation DC;

Assessment keamanan infrastuktur TIK.

o ok W

Dalam Renstra 2020-2024, BPKH telah menetapkan
target pengelolaan keuangan haiji, yakni dana kelolaan
dan nilai manfaat yang optimal serta alokasi nilai
manfaat yang efisien. Pengelolaan keuangan haji yang
optimal dan efisien diperlukan untuk dapat dialokasikan
untuk dukungan bagi penyelenggaraan ibadah haji,
alokasi Jemaah tunggu, kegiatan kemaslahatan dan
operasional BPKH.

Target keuangan tersebut dapat dicapai apabila BPKH
mulai melaksanakan digitalisasi proses bisnis di semua
lini secara terencana. Dampak Covid-19 pada keuangan
haji dan BPKH telah mengakselerasi proses transformasi
tersebut. Proses transformasi digital di BPKH dilakukan
ditiga bidang utama, yaitu:

a. Transformasi digital pada proses bisnis BPKH;
Penyediaan sarana teknologi informasi yang
memadai; dan

c. Peningkatan kualitas SDM dalam melakukan
adaptasi pada budaya transformasi.

Transformasi digital akan mengkonsolidasikan cetak
biru transformasi Tl sesuai dengan proses bisnis di
BPKH. Proses bisnis tersebut antara lain meliputi di
bidang admin, meliputi, e-office, e-SDM, bidang support,
meliputi e-Budgeting, e-Planning, sinergi siskehat, wbs,
e-pengawasan, e-audit, dan e-treasuri, serta di bidang
bisnis BPKH, meliputi, e-investasi, e-penempatan,
e-pendaftaran, dan e- kemaslahatan.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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1. Data Center (DC) - Disaster Recovery Center (DRC)
migration trial and DRC software upgrade;

DC - DRC link maintenance;

DC and DRC Infrastructure Maintenance;
DC license extension

DC leased line and colocation;

o ok wN

ICT infrastructure security assessment.

IT DIGITAL TRANSFORMATION

In the Strategic Plan 2020-2024, BPKH has set hajj fund
management target, namely optimum managed funds
and return as well as efficient return allocation. Optimal
and efficient hajj fund management is necessary so that
the fund can be allocated to support the implementation
of pilgrimage, allocation of hajj pilgrims waiting list,
BPKH Trust Fund - Philanthropic Program, and BPKH
operations.

This financial target can be achieved if BPKH starts
implementing digitization of business processes on
all business lines in a planned manner. The impact of
Covid-19 on haijj fund and BPKH has accelerated this
transformation process. The digital transformation
process at BPKH is performed in three main areas,
namely:
a. Digital transformation of BPKH business processes;
b. Provision of adequate information technology
facilities; and
c. Improvement of the quality of human resources in
adapting to the culture of transformation.

The digital transformation will consolidate the IT
transformation blueprint according business process of
BPKH. This business process includes admin field that
covers e-office, e-HR, support, comprising e-Budgeting,
e-Planning, health synergy, WBS, e-supervision, e-audit,
and e-treasury, as well as BPKH business sector that
covers e-investment, e-placement, e-registration, and e-
BPKH Trust Fund - Philanthropic Program.

Laporan Tahunan Annual Report
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Untuk terus meningkatkan aspek Tata Kelola Tl yang
lebih baik, bidang TDTI memprakarsai dikeluarkannya
Peraturan Kepala Badan Pelaksana (PKBP) No. 3 Tahun
2022 yang mengatur tentang Tata Kelola TIK di BPKH
dan ditindaklanjuti dengan 4 kebijakan IT (IT Policy),
yaitu: 1) Pengendalian Akses Informasi, 2) Manajemen
Ketersediaan Layanan TI, 3) Pengelolaan Keuangan
Operasional TIK, dan 4) Layanan IT Helpdesk. Dari
masing-masing IT Policy tersebut juga disusun Standar
(SOP) dan standar formulir

Operasional Prosedur

turunannya.

Pembangunan aplikasi sepanjang 2022 sebagian besar
dilakukan oleh pihak ketiga, dimana investasi terbesar
aplikasi ada pada pengembangan aplikasi core BPKH
sebesar Rp6 Milyar dan investasi pada infrastruktur
TIK pada perpanjangan lisensi dan pemeliharaan
Data Center (DC) serta Disaster Recover Center (DRC)
sebesar Rp2,1 Milyar.

Pengembangan aplikasi dan infrastruktur  TIK
pendukung, seperti Aplikasi  Manajemen Risiko,
eReporting, pengembangan aplikasi eRKAT,

pengembangan aplikasi SISKEHAT GEN 2, sedangkan
rencana kegiatan infrastruktur Tl adalah pengembangan
infrastruktur aplikasi
jaringan komunikasi serta perpanjangan lisensi.

utama, sewa colocation dan

Pada Kelola TI, dilakukan
Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK), Implementasi 1ISO 27001 (Sistem
Manajemen
Roadmap Transformasi Digital, /T Quality Assurance, dan
User Requirement Analysis. Selain itu pengembangan
Platform Digital akan menjadi rencana pengembangan
Tl ditahun 2023 dan seterusnya.

aspek Tata akan

Keamanan Informasi),  Penyusunan

Laporan Tahunan Annual Report

IT GOVERNANCE

To continuously improve better IT Governance, the TDTI
division initiated the issuance of the Head of Executive
Board Regulation (PKBP) No. 3 of 2022 which regulates
ICT Governance at BPKH, which is followed up with 4
IT policies, namely: 1) Information Access Control, 2) IT
Services Availability Management, 3) ICT Operational
Financial Management, and 4) IT Helpdesk Services.
From each IT Policy, Standard Operating Procedures
(SOP) and its standard form derivatives are also prepared.

IT INVESTMENTS IN 2022

Most of the application development throughout 2022
was carried out by third parties, where the largest
investment in applications was in the development
of BPKH core applications that took Rp6 billion and
investment in ICT infrastructure in license extension and
maintenance of Data Center (DC) and Disaster Recovery
Centers (DRC) that reached Rp2.1 Billion.

FUTURE IT DEVELOPMENT PLANS

Development of applications and supporting ICT
infrastructure includes Risk Management Applications,
eReporting, eRKAT application development, SISKEHAT
GEN 2 application development, while IT infrastructure
activity plans include development of main application
infrastructure, colocation and communication network
lease and license extension.

In the IT Governance aspect, BPKH will conduct
Information and Communication Technology (ICT)
Governance Development,
27001
Preparation of Digital Transformation Roadmap, IT

Implementation of 1SO
(Information Security Management System),

Quality Assurance, and User Requirement Analysis.
In addition, the development of Digital Platform will
be included in the IT development plan in 2023 and
beyond.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Nama Pemegang Saham dan
Persentase Kepemilikan Pada
Awal dan Akhir Tahun Buku

BPKH merupakan lembaga Pemerintah yang BPKH is a government agency responsible to the
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri  President through the Minister of Religious Affairs.
Agama.

Anggota Badan Pelaksana dan
Anggota Dewan Pengawas yang
Memiliki Saham BPKH

Seluruh Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan  All members of both the Executive Board and
Pengawas tidak memiliki saham di BPKH. BPKH adalah  Supervisory Board do not own shares of BPKH. BPKH is
lembaga yang tidak menerbitkan saham. an institution that does not issue shares.

Informasi Mengenai Pemegang Saham
Utama dan Pengendali BPKH

BPKH merupakan lembaga Pemerintah yang BPKH is a government agency responsible to the
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri  President through the Minister of Religious Affairs
Agama.

Badan Pengelola Keuangan Haji Laporan Tahunan Annual Report
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Nama Anak Usaha, Perusahaan Asosiasi,
Perusahaan Ventura Bersama

Status
Operasi

Total Aset
(dalam ribuan)

Total Assets
(in thousand)

Bidang Usaha
Line of
VS IIESS

Alamat

Address Operating

Status

Persentase
Kepemilikan
Saham
Percentage
of Share
Ownership
Anak Usaha
Subsidiaries
PT Bank 82,65%
Muamalat
Indonesia Tbk
Entitas Asosiasi
Associates
PT Al ljarah 47,86%
Indonesia
Finance
PT Syarikat 5,91%
Takaful
Indonesia

Informasi tentang Pencatatan Saham

BPKH hingga 31 Desember 2022 tidak melakukan
Penawaran Umum Saham di bursa manapun sehingga

tidak
pencatatan saham.

memiliki  informasi

Laporan Tahunan

mengenai
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Muamalat Tower

JI. Raya Prof Dr
Satrio, Kav. 18
Kelurahan Karet
Kuningan, Kecamatan
Setiabudi

Kota Administrasi
Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos 12940

Menara Palma Lt. 25,
JI. HR. Rasuna Said

Blok X2 Kav. 6, Kuningan,

Jakarta 12950

Graha Takaful Indonesia
JI. Mampang Prapatan
Raya No. 100

Jakarta 12790

kronologis

Perbankan
Syariah
Sharia Banking

Finance

Asuransi
Insurance

61.363.5684.209

401.616.000

6.095.237

information on share listing chronology.

Badan Pengelola Keuangan Haji

Beroperasi
Operating

Beroperasi
Operating

Beroperasi
Operating

As of December 31, 2022, BPKH did not conduct Public
Offering of Shares on any exchange. Thus, there is no
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Kronologis Penerbitan dan
Pencatatan Efek Lainnya

Sampai dengan tahun 2022, BPKH belum mencatatkan
efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak ada informasi
terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi,
perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat

Up until 2022, BPKH had never listed other securities at
the Stock Exchange. Thus, there is no information on
listing chronology, type of corporate action, changes
in number of securities, name of exchange, and other

efek lainnya.

securities rating.

Lembaga dan Profesi
Penunjanag Pasar Modal
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Periode
Alamat Penugasan Jasa yang diberikan Biaya
Address Period of Services Provided Fee
Services
Badan Pemeriksa JI. Jenderal Gatot Subroto 2022 Audit atas Laporan Keuangan BPKH  Tidak Ada
Keuangan R Kav. 31 Jakarta Pusat 10210 Tahun 2022. Biaya
The Audit Board of Rl Indonesia BPKH Financial Statements 2002 No Charge
Audit

Bloomberg 23 Church Street, 12th 2022 Jasa Bloomberg Terminal. Ada Biaya

Floor, Capital Square Bloomberg Terminal Services. Charged

SINGAPORE 049481
Bank Kustodi: Graha Niaga Lt 7 Jl. 2022 Jasa safe keeping surat berharga. Ada Biaya
PT Bank CIMB Jend Sudirman Kav 568 Safekeeping of securities services. Charged
Niaga Tbk Jakarta Selatan 12190
Bank Kustodi: Gedung The Tower, JL. 2022 Jasa safe keeping surat berharga. Ada Biaya
PT Bank Syariah Gatot Subroto No. 27 Safekeeping of securities services. Charged
Indonesia Tbk Jakarta Pusat, 12930
Bank Kustodi: Gedung Sentral Senayan 3, 2022 Jasa safe keeping surat berharga. Ada Biaya
PT Bank Maybank Lantai 22 Safekeeping of securities services. Charged
Indonesia Tbk Jl. Asia Afrika No.8, Gelora

Bung Karno, Senayan,

DKl Jakarta 10270
PT Penilai Harga Gedung Bursa Efek 2022 Jasa informasi: Ada Biaya
Efek Indonesia Indonesia, Tower 2 Lt. GF, 1. Harga pasar wajar dan imbal hasil. Charged

JI. Jend. Sudirman Kauv.

52-53, RT.5/RW.3, Senayan,

Kebayoran Baru, Kota
Jakarta Selatan, 12190

Badan Pengelola Keuangan Haji

2. Laporan riset.
3. Indeks.
4. SOBFI.
Information provisoin services:
1. Reasonable market
price and return.
2. Research report.
3. Index.
4. SOBFI.

Laporan Tahunan

Annual Report
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Periode
Alamat Penugasan Jasa yang diberikan Biaya
Address Period of Services Provided Fee
Services
PT Pemeringkat Equity Tower, 30" Floor 2022 1. Jasa informasi peringkat efek Ada Biaya
Efek Indonesia SCBD, Lot. 9, Jl.. Jend. (Emiten dan Instrumen). Charged
udirman kav 52-53, 2. Jasa Economic Research.
RT.5/RW.3, Senayan, 1. Information provision
Kec. Kby. Baru, Kota services on securities rating
Jakarta Selatan 12190 (Issuers and Instruments).
2. Economic Research.
PT Infovesta Utama  Gedung TOTAL, Lantai 2022 Jasa informasi reksadana, Ada Biaya
10, Jalan Letnan Jenderal obligasi, saham, indeks, riset Charged

S. Parman Kav. 106A,
RT.12/RW.3, Tomang,
Grogol petamburan, Kota
Jakarta Barat 11440

investasi, aplikasi investasi.
Information provision services
on mutual funds, bonds, shares,
index, investment research,
investment application.

Manajer Investasi Mitra BPKH

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan
Pengelola Keuangan Haji SK No. 267/BPKH.00/12/2020,
pada tahun 2020, BPKH telah menetapkan sejumlah

Manajer Investasi sebagai mitra BPKH, yaitu:

PT BNI ASSET MANAGEMENT

Centennial Tower, Lantai 19/ 19" Floor

JIn. Gatot Subroto Kav 24 & 25 Jakarta 12930
Telp / Phone. +62-21 2996 9646 (Hotline)
Fax/Facs. +62-21 2996 9647

E-mail. customerservices@bni-am.co.id

PT BAHANA TCW INVESTMENT
MANAGEMENT

Graha CIMB Niaga, Lantai 21/ 21" Floor,

JI. Jend. Sudirman, Kav 58, Jakarta 12190 - Indonesia

Telp / Phone. (021) 2505277

PT BATAVIA PROSPERINDO
ASET MANAJEMEN

Gedung Chase Plaza Lantai 12/ 12" Floor
JI. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920
Telp / Phone. (62-21) 520 8390

Customer Service. (62-21) 520 8377
E-mail. customer@bpam.co.id

Laporan Tahunan Annual Report

Based on Decision Letter of Head of the Executive
Board of Hajj Fund Management Agency No. 267/
BPKH.00/12/2020, in 2020, BPKH appointed a number
of Investment Managers as its partners, namely:

PT SCHRODER INVESTMENT
MANAGEMENT INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia,

Tower 1, Lantai 30/ 30" Floor

JI. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 1219
Telp/ Phone. +6221 - 2965 5100

E-mail. privacy@schroders.comt

PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI

Menara Mandiri 2 Lantai 15/ 15" Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190, Indonesia
Telp/ Phone. (021) 526 3505

E-mail. info@mandiri-investasi.co.id

PT MANULIFE ASET
MANAJEMEN INDONESIA

Sampoerna Strategic Square South Tower
Lantai 31/ 317" Floor

JI. Jend. Sudirman Kav.45-46, Jakarta 12930
Telp/ Phone. (021) 2555 22 55

E-mail. hai@manulifeam.com

Badan Pengelola Keuangan Haji
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PT RHB ASSET MANAGEMENT INDONESIA

Revenue Tower 11" Floor District 8, SCBD Lot 13

JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Telp/ Phone. +6221 5093 9889

Fax/Facs. +6221 5093 9898

PT Indo Premier Investment
Management (IPIM)

Pacific Century Place Lantai 15/ 75th Floor, Suite 1509
SCBD Lot 10

JI. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Pusat 12190 -
Indonesia

Telp / Phone. +62 21 5098 1168

E-mail. investindonesia@ipc.co.id

PNM INVESTMENT MANAGEMENT

PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha Lantai 19/ 79" Floor
JI. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telp/ Phone.. +62-21 2924 8030

Fax/ Facs. +62-21 2924 8040

E-mail. cs_tram@trimegah.com
www.trimegah-am.com

PT SAMUEL ASET MANAJEMEN

Menara Imperium Ground Floor

JI. HR Rasuna Said Kav.1 Jakarta Indonesia 12980
Telp / Phone. +62-21 2854 8800 (Hotline)

+62-21 2854 8824

Fax/ Facs. +62-21 8370 3278

E-mail. marketing@sam.co.id

PT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Menara TASPEN Lantai 8 / 8" Floor

JI. Jendral Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220 - Indonesia
Telp / Phone. (+62 21) 25611395

Fax/Facs. (+62 21) 2511385, (+62 21) 2511382
E-mail. reksadana@pnmim.com

Sequis Tower Lantai 29/ 29" Floor

JI. Jend. Sudirman Kav. 71 SCBD

Lot 11B Jakarta 12190, Indonesiaa

E-mail. sales.service@bnpparibas-am.co.id

PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT

Plaza BP Jamsostek Lantai 11/ 171" Floor

JL. H.R. Rasuna Said Kav. 112

Blok B Jakarta Selatan, 12910

Telp / Phone. 1-5600-688 (tekan 2 untuk DIM)

Fax /Facs. (62-21) 256198 003

E-mail. ClientServiceDIM@danareksainvestment.co.id

PT SYAILENDRA CAPITAL

PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT (CIMB)

Revenue Tower, District 8, Lantai 5/ 5" Floor

JI. Jend. Sudirman No.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia
Telp / Phone. +(62 21) 5088 9988

E-mail. customer.services@principal.co.id

PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA

District 8 Treasury Tower, Lantai 39/ 39" Floor
Fl Unit 39A, SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-563

Jakarta - Indonesia 12190

Telp/ Phone. +6221 27939900

Fax/Facs. +6221 29721199

E-mail. marketing@syailendracapital.com

Setelah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang
pengecualian pajak BPKH resmi ditetapkan, BPKH
telah mempersiapkan tata kelola pengalihan Instrumen
Reksa Dana Terproteksi Syariah (RDTS) dan Reksadana
Pasar Uang Syariah (RDPUS) secara mandiri (swakelola).
Investasi BPKH bersama Manajer Investasi akan
fokus mempertimbangkan alternative investment di
pasar modal sebagai nilai tambah, inklusi, literasi dan
penganekaragaman investasi Syariah BPKH.

Badan Pengelola Keuangan Haji

Prudential Tower Lantai 23/ 23" Floor

JI. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Telp / Phone. +62 21 2924 5555
Fax/Facs. +62 21 2924 5566

After the promulgation of the Ministry of Finance
Regulation on BPKH tax exemption, BPKH has prepared
governance for the transfer of Sharia Capital Protected
Fund Instruments (RDTS) and Sharia Money Market Fund
(RDPUS) independently (self-managed). Investments
of BPKH together with the Investment Manager will
focus on considering investments alternative in the
capital market as added value, inclusion, literacy and
diversification of BPKH Sharia investments.

Laporan Tahunan Annual Report
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A TENTANG AM = PUBLBAS! =

Assalamualaikum Haji Muda!
Perkenalkan yuk keluarga baru BPKH
anak perusahaan BPKH, yaitu

BPKXH
LIMITED

O® en

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi
yang sekaligus juga sebagai sarana edukasi publik,
BPKH menyediakan situs resmi yang dapat diakses
dengan mudah oleh masyarakat luas yang beralamat
pada: https://www.bpkh.go.id. Situs tersebut menyajikan
berbagai informasi terkait Badan Pengelola Keuangan
Haji Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bahasa

Inggris antara lain:
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As part of the implementation of transparency principles
which also serves as a means of education to the public,
BPKH provides an official website that can be accessed
easily by the wider community at: https://www.bpkh.
go.id. The website provides various information related
to Indonesia Hajj Fund Management Agency presented
in Indonesian and English, among others:
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Website BPKH :‘
v

Kemaslahatan
WElES

Home

Tentang Kami

About Us

Siapa Kami

Who Are We

Visi Misi

Vision and Mission

Tugas dan Fungsi
Duties and Functions

Dewan Pengawas & Badan Pelaksana
Supervisory Board & Executive Board

Publikasi

Publication

Kabar Haji
Hajj News

Siaran Pers
Press Release

Weekly Market Update
Artikel dan Riset
Articles and Research

Laporan Keuangan
Financial Statements

Sustainabilitas Keuangan Haiji
Hajj Financial Sustainability

Regulasi
Regulation

Galeri
Gallery

E-book

FAQs

Seluruh informasi  yang disediakan  senantiasa
diperbaharui oleh Badan secara periodik dengan tujuan
agar masyarakat mendapatkan informasi yang paling
terkini.
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Berita Kemaslahatan
Welfare News

Program Kemaslahatan
BPKH Trust Fund - Philanthropic Program

Karir
Career

Investasi

Investment

Investasi Surat Berharga
(SURGA) dan Emas
Gold and Securities Investment

Investasi Luar Negeri
Foreign Investment

Info Pengadaan

Procurement Info

C—
= /& PPID

/. s Badan Pengelola
LY A Keuangan Haji

Hubungi Kami

Contact Us

All information provided is regularly updated by
the Agency in order to provide the most up-to-date
information to the public.
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Pada tahun 2022,
BPKH membagi
laporan operasional
konsolidasiannya
menjadi 2 (dua)

bagian besar yaitu
Laporan Operasional
dengan Pembatasan
dari Pemberi Sumber
Dana dan Laporan
Operasional dengan
Pembatasan dari
Pemberi Sumber Dana
yang masing-masing
memberikan surplus
sebesar Rp2.68 triliun
dan Rp25,31 miliar

In 2022, BPKH divides its
consolidated statements

of operations into 2 (two)
major sections, namely
Statements of Operations
with Restrictions from
Provider of Funding
Sources and Statements of
Operations with Restrictions
from Provider of Funding
Sources, each of which
provided a surplus of Rp2.68
trillion and Rp25.31 billion.

152 Laporan Tahunan 2022 A\SIaINEIR=ETeteles

Perekonomian Global

Pada tahun 2022, Idonesia
menghadapi tantangan  bagi
upaya mempercepat pemulihan
ekonominya, setelah pandemi
Covid-19 yang
terkendali, di tengah risiko
perekonomian  global  yang
kembali meningkat. Risiko global
tersebut dipicu oleh perang
Rusia dan Ukraina yang kembali
meningkatkan fragmentasi politik

semakin

dan ekonomi dunia.

International ~ Monetary — Fund
("IMF") memproyeksikan
pertumbuhan ekonomi global
sekitar 3,4% pada tahun 2022
menjadi 2,8% pada tahun 2023
dan kemudian meningkat
memjadi 3,0% pada tahun 2024.
Kenaikan suku bunga bank
sentral untuk melawan inflasi dan
perang Rusia di Ukraina terus
membebani aktivitas ekonomi.
Penyebaran  COVID-19  yang
cepat di Tiongkok menghambat
pertumbuhan pada tahun 2022,

In 2022, Indonesia faced
challenges in its efforts to
accelerate economic recovery,
after the Covid-19 pandemic
which is getting under control
and amidst the re-intensifying
global economic risks. The
global risk was triggered by the
war between Russia and Ukraine
which once again increased the
world's political and economic
fragmentation.

The International Monetary Fund
(“IMF") projects global economic
growth from around 3.4 percent
in 2022 to 2.8 percentin 2023 and
then increases to 3.0 percent in
2024. Theincreasein central bank
interest rates to fight inflation and
Russia’s war in Ukraine continued
to weighed on economic activity.
The rapid spread of COVID-19
in China disrupted growth in
2022, but recent developments
have paved the way for a faster-
than-expected recovery. Global

Badan Pengelola Keuangan Haji



namun perkembangan baru-baru ini telah membuka
jalan bagi pemulihan yang lebih cepat dari perkiraan.
Inflasi global diperkirakan turun dari 8,7 persen pada
2022 menjadi 7,0 persen pada 2023 dan 4,9 persen
pada 2024, masih di atas tingkat sebelum pandemi
(2017-2019) sekitar 3,5 persen.

Berikut adalah gambaran kondisi finansial global pada
beberapa wilayah di dunia

) Badan Pengelola Keuangan Haji
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inflation is expected to fall from 8.7 percent in 2022 to 7.0
percent in 2023 and 4.9 percent in 2024, still above the
pre-pandemic (2017-2019) rates of around 3.5 percent.

The following is an overview of global financial
conditions in several regions in the world.

(Standard deviations from mean)

== United States October
= Euro area 2022
China GFSR

Other AEs
Other EMs

2006 08 10 12

14 16 18 20 22

Sources: Bloomberg Finance L.P.; Haver Analitics; national data sources; and IMF satff calculations.
Nore: AEs=advances economies; EMs=emerging markets. GFSR=Global Financial Stability Report.

Badan Pengelola Keuangan Haji

Laporan Tahunan Annual Report

uswafeuepn ueseyequiad uep sisijeuy




5 BPKH

) Badan Pengelola Keuangan Haji

Lebih lanjut IMF menyampaikan bahwa di sebagian
besar perekonomian, di tengah krisis biaya hidup,
prioritasnya tetap pada upaya mencapai disinflasi
berkelanjutan. Dengan kondisi moneter yang lebih ketat
dan pertumbuhan yang lebih rendah yang berpotensi
memengaruhi stabilitas keuangan dan utang, diperlukan
perangkat makroprudensial dan memperkuat kerangka
restrukturisasi utang. Mempercepat vaksinasi COVID-19
di China akan melindungi pemulihan, dengan limpahan
lintas batas yang positif. Dukungan fiskal harus lebih
baik, dan ditargetkan pada mereka yang paling terkena
dampak kenaikan harga pangan dan energy. Kerja
sama multilateral yang lebih kuat sangat penting untuk
mempertahankan keuntungan dari sistem multilateral
berbasis aturan dan untuk memitigasi perubahan iklim
dengan membatasi emisi dan meningkatkan investasi
hijau.

Bank Indonesia di dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan
Syariah ("KEKS") Tahun 2022 menyampaikan bahwa
Perkembangan ekonomi dunia juga berdampak pada
negara OKI mitra dagang produk halal Indonesia, meski
nilai transaksi di sektor unggulan ekonomi syariah global
tetap tumbuh meningkat. Di tengah berbagai tekanan
global dan dampak rambatannya ke domestik, ekonomi
syariah yang diwakili oleh sektor unggulan halal value
chain, berhasil terus tumbuh meningkat mendukung
pemulihan ekonomi nasional. Pada sektor eksternal,
kinerja ekspor bahan makanan halal tetap terjaga
ditopang peningkatan harga komoditas pangan global.
Dari sisi keuangan syariah, likuiditas perekonomian yang
relatif longgar di tengah normalisasi, tetap menyediakan
ruang yang cukup untuk penyaluran pembiayaan dalam
memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi syariah.
Keuangan sosial syariah juga terus berperan secara
inklusif, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat
di tengah kenaikan inflasi. Pada tahun 2023, ekonomi
syariah nasional diperkirakan akan terus tumbuh di
tengah berbagai faktor risiko dan ketidakpastian yang
masih tinggi.

Laporan Tahunan Annual Report

The IMF further stated that in most economies, amid
cost-of-living crisis, sustainable disinflation remains to
be top priority. Given tighter monetary conditions and
lower growth that have the potential to affect financial
and debt stability, macroprudential tools are needed
and debt restructuring framework shall be strengthened.
Accelerating China's COVID-19 vaccination will protect
recovery with positive cross-border spillover. Fiscal
support shall be improved and targeted at those most
affected by rising food and energy prices. Stronger
multilateral cooperation is crucial to sustain the
advantages of a rule-based multilateral system and
to mitigate climate change by limiting emissions and

increasing green investment.

In the Islamic Economic and Financial Study ("KEKS")
2022, Bank Indonesia stated that global economic
development also affected OKI countries as trading
partners for Indonesia's halal products, despite
continued growth of transaction values in leading
sectors of global sharia economy. In the midst of various
global economic pressures and its spillover effects on
domestic economy, the sharia economy, represented
by the leading halal value chain sector, managed to
continue to grow to support national economic recovery.
In the external sector, export performance of halal food
ingredients remained stable, supported by an increase
in global food commodity prices. On the sharia financial
front, relatively loose liquidity amid normalization still
provided sufficient room for loan disbursement for the
fulfillment of sharia economic growth needs. Sharia
social finance also continued to play an inclusive role,
especially in maintaining purchasing power amid
rising inflation. In 2023, the national sharia economy is
expected to continuously grow amid various risk factors

and increasing uncertainties.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Perekonomian Nasional

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Badan Pusat
Statistik (“BPS”), Ekonomi Indonesia tahun 2022
tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dari capaian tahun
2021 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,70%.
Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung
berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar
harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per
kapita mencapai Rp71,0 juta atau US$4.783,9.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada
Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan
sebesar 16,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor
Barang dan Jasa sebesar 14,93 persen.

Sedangkan dari sisi inflasi, BPS telah mengubah
perhitungan inflasi pada tahun 2020 dari yang
sebelumnya berpatokan pada tahun dasar 2012 saat
ini digunakan tahun dasar 2018, karena terjadinya
pergeseran konsumsi dan kebutuhan di masyarakat
yang lebih beranekamacam. Perubahan tersebut dari
sisi cakupan komoditas yang dipakai lebih banyak,
pada tahun 2018 terdiri dari 248-473 komoditas yang
dikelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran
rumah tangga dan 43 subkelompok pengeluaran, yang
pada tahun 2012 hanya mencakup 225-462 komoditas
yang dikelompokkan menjadi tujuh  kelompok
pengeluaran rumah tangga. Kota yang menjadi rujukan
penghitungan inflasi juga berubah dari sebelumnya 82
kota maka pada tahun 2020 mencakup 90 kota terjadi
penambahan 8 kota sebagai rujukan penghitungan
angka inflasi.

Menurut BPS dalam Laporan Tahunan Tahun 2022
bahwa Inflasi dihitung dari Indeks Harga Konsumen
(IHK) yang merupakan salah satu indikator ekonomi
yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan

Badan Pengelola Keuangan Haji

As reported by the Statistics Indonesia ("BPS"),
Indonesia's economy in 2022 grew by 5.31 percent,
higher than that of in 2021 with a growth rate of 3.70
percent. Indonesia’s economy in 2022 which was
calculated based on Gross Domestic Product (GDP) at
current prices reached Rp19,588.4 trillion and GDP per
capita reached Rp71.0 million or US$ 4,783.9.

In view of production, Transportation and Warehousing
Business Sector recorded the highest growth of 16.99
percent. While from the expenditure side, the highest
growth was achieved by Goods and Services Export
Component of 14.93 percent.

Whereas in terms of inflation, BPS had updated the
base year for calculation of inflation for the period of
2020 onwards, from the use of base year 2012 to 2018
instead, due to shifting people’s consumption and
needs which are currently more diverse. In view of
scope of commodity, more commodities were added
for the calculation in the updated base year, i.e. for base
year 2018 there were 248-473 commodities divided into
11 household expenditure group and 43 expenditure
subgroup, which for base year 2012, there were only
225-462 commodities divided into seven household
expenditure group. Cities as a reference of inflation
calculation were also renewed, from 82 to 90 cities.
Thus, for the period of 2020, there were 8 more cities
added as a reference of inflation calculation.

According to BPS in its Annual Report 2022, inflation is
calculated from the Consumer Price Index (CPI), which
is an economic indicator used to measure the level of
price changes at the consumer level. Inflation is one of

Laporan Tahunan Annual Report
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harga di tingkat konsumen. Inflasi sebagai salah satu
indikator makro ekonomi untuk mengukur tingkat daya
beli masyarakat. Tugas pemerintah selalu berusaha dan
menjaga tingkat inflasi yang terjadi dimasyarakat, karena
itu ketersediaan barang, distribusi dan harga barang
selalu dijaga agar kebutuhan pokok masyarakat dapat
terpenuhi.

Pada tahun 2022, Indonesia yang belum bebas
sepenuhnya dari wabah Covid-19 mencatatkan angka
inflasi yang masin aman dan cukup terkendali. Diawali
pada bulan Januari yang dipengaruhi oleh pergerakan
pada seluruh komponen inflasi dengan komponen inti
menjadi penyumbang andil tertinggi terhadap Indeks
Harga Komsumen (IHK), mencatat angka inflasi sebesar
2,18 persen (y-0-y) dan terus meningkat hingga tertinggi
terjadi pada bulan September 2022 yang mencapai
5,95% (y-0-y) dan kemudian kembali melandai pada
akhirtahun 2022 menjadi 5,51% (y-o0-y) yang dipengaruhi
oleh peningkatan inflasi kelompok barang bergejolak
(volatile food) terutama karena masih tingginya harga
minyak goreng dan beberapa komoditas makanan dan
hortikultura yang mengalami kenaikan/lonjakan harga.

Lebih lanjut BPS melaporkan bahwa daya bel
masyarakat terus membaik, ditandai dengan semakin
kuatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga serta
kondisi ketenagakerjaan nasional.Pada Triwulan 1-2022,
konsumsi rumah tangga mampu tumbuh 4,34% (yoy).
Jika dibandingkan dengan Triwulan 1V-2021 (g to @),
konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor
terbesar PDB nasional masih mencatatkan pertumbuhan
positif.

the macroeconomic indicators used to measure the rate
of purchasing power. The government is responsible
for taking every initiative and maintaining inflation rate
in order to ensure the availability of goods and stable
distribution and prices to meet basic needs of the
people.

In 2022, Indonesia, which had not been completely
spared from the Covid-19 outbreak, recorded safe and
fairly controlled inflation rate. Starting in January, the
inflation was influenced by movements of all inflation
components with the core component being the highest
contributor to the Consumer Price Index (CPI). The
inflation rate stood at 2.18 percent (y-o-y) and continued
to increase until reached its peak in September 2022 at
5.95 percent (y-o0-y) and plummeted at the end of 2022
to 5.51 percent (y-0-y) which was contributed by an
increase in volatile food inflation, particularly due to the
still-increasing price of cooking oil and upsurge of food
and horticultural commodity prices.

Furthermore, BPS reported that purchasing power
continued to improve, indicated by an increasingly
strong household consumption growth and nation-
wide manpower conditions. Household consumption
managed to grow by 4.34 percent (yoy) in Q1-2022.
Compared to Q4-2021 (g-to-q), as the largest contributor
to national GDP, household consumption continued to
record positive growth.

Industri Keuangan Syariah

Bank Indonesia menyampaikan di dalam KEKSI Tahun
2022 bahwa sebagai bagian respons kebijakan untuk
pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19, Bank
Indonesia selama 2020 dan 2021 melakukan injeksi
likuiditas (quantitative easing) dalam jumlah besar
ke industri perbankan secara umum untuk menjaga
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In the KEKSI 2022, Bank Indonesia reported that as part
of the response to the Covid-19 economic recovery
policy, during 2020-2021, Bank Indonesia implemented
a large-scale quantitative easing to banking industry
in general in order to maintain the stability of financial
system while supporting banks in disbursing loans
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stabilitas sistem keuangan dan sekaligus mendorong
perbankan dalam penyaluran pembiayaan kepada
dunia usaha. Pada perbankan syariah, relatif longgarnya
kondisi likuiditas ini menyediakan ruang yang cukup
untuk pertumbuhan pembiayaan syariah yang lebih
tinggi dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (“DPK")
syariah.

Pertumbuhan pembiayaan padaNovember 2022 tercatat
sebesar 21,99% (yoy), ditopang oleh peningkatan di
seluruh jenis pembiayaan dan seluruh sektor ekonomi.
Pembiayaan modal kerja tumbuh tinggi sebesar 14,54%
(yoy) sementara pembiayaan investasi dan pembiayaan
konsumsi masing-masing tumbuh 34,14% (yoy) dan
24,04% (yoy). Memasuki triwulan Il 2022, sebagai
respon terhadap pengetatan moneter yang dilakukan
beberapa negara maju, normalisasi likuiditas keuangan
domestik dilakukan secara bertahap melalui kenaikan
giro wajib minimum dan kenaikan suku bunga kebijakan.
Di tengah normalisasi likuiditas ini, likuiditas perbankan
syariah tetap terjaga, sehingga pembiayaan yang
diberikan tetap tumbuh meningkat.

Seiring dengan perbaikan perekonomian Indonesia,
sektor unggulan ekonomi syariah domestik juga terus
tumbuh membaik mencapai 5,5% (yoy) pada triwulan
I 2022, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan
triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,73% (yoy).
Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja sektor
pertanian dan pariwisata ramah muslim (PRM) sejalan
dengan semakin longgarnya pembatasan kegiatan
masyarakat di tengah kasus Covid-19 yang mereda.
Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan
ekonomi syariah seiring dengan ekonomi nasional 2022
diprakirakan bias ke atas dalam kisaran proyeksi Bank
Indonesia pada 4,5-5,3%, yang selanjutnya pada 2023
diprakirakan tetap kuat meskipun sedikit melambat ke
titik tengah kisaran 4,5-5,3%. Pertumbuhan ini didorong
kinerja sektor unggulan ekonomi syariah, khususnya
sektor pertanian dan PRM dengan telah dicabutnya
pemberlakuan  PPKM, serta dengan dukungan
pembiayaan syariah. Namun, sejumlah risiko akan
kemungkinan gejolak dunia dengan segala dampak
rambatan negatifnya.
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to businesses. In the case of sharia banking, it had a
relatively loose liquidity which provided sufficient room
to record higher sharia financing growth than the sharia
Third Party Fund (“DPK”) growth.

Financing growth in November 2022 was recorded at
21.99% (yoy), supported by an increase in all types of
financing and all economic sectors. Working capital
financing soared at 14.54% (yoy) while investment
financing and consumption financing grew respectively
at 34.14% (yoy) and 24.04% (yoy). Entering the third
quarter of 2022, as a response to the monetary
tightening implemented by several developed countries,
the normalization of domestic financial liquidity was
performed in stages by increasing both the minimum
reserve requirementand policy interest rates. In the midst
of this liquidity normalization, sharia banking liquidity
continued to remain under control, thus increasing
financing.

In line with Indonesia’s recovering economy, the leading
sector of domestic sharia economy also continued to
grow to 5.5% (yoy) in the third quarter of 2022, higher
than the previous quarter's rate at 4.73% (yoy). This
increase was mainly driven by the performance of the
Muslim-friendly agriculture and tourism (PRM) sector,
along with the loosening of restrictions on community
activities amid the declining Covid-19 cases. Given
these developments, sharia economic growth in line
with national economy 2022 is predicted to have an
upward bias within the range of Bank Indonesia's
estimates of 4.5-5.3%, which is further predicted to
remain solid in 2023 although slightly declining to the
midpoint of around 4.5-5.3%. This growth is driven by the
performance of the leading sectors of sharia economy,
especially the agricultural and PRM sectors following the
revocation of the implementation of PPKM as well as the
sharia financing support. However, there are a number
of risks that may occur resulting from the global turmoil
along with its negative spillover effects.

Laporan Tahunan Annual Report
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan sektor
jasa keuangan Syariah dalam 3 (tiga) kelompok besar
yaitu Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah, Unit
Usaha Syariah dan BPR Syariah), Pasar Modal Syariah,
Industri Keuangan Non-Bank Syariah (Asuransi Syariah,
Lembaga Pembiayaan Syariah, Dana Pensiun Syariah,
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, Lembaga
Keuangan Mikro Syariah, dan Penyelenggara Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
(Fintech) Syariah).

Berdasarkan laporan OJK, dengan memperhatikan
jenis-jenis keuangan Syariah dapat digambarkan kinerja
keuangan Syariah sebagai berikut:

The Financial Services Authority (OJK) classifies sharia
financial services sector into 3 (three) major groups,
namely Sharia Banking (Sharia Commercial Banks,
Sharia Business Units and Sharia Rural Banks), Sharia
Capital Markets, Sharia Non-Bank Financial Industry
(Sharia Insurance, Sharia Financing Institutions, Sharia
Pension Funds, Special Sharia Financial Services
Institutions, Sharia Microfinance Institutions, and Sharia

Fintech Peer-to-Peer Lending Company.

Based on the OJK report, by considering the types of
Sharia finance, the performance of sharia finance can be
described as follows:

Sharia Commercial Bank Financial Performance

(angka dalam Miliar Ruliah; rasio kinerja dalam %)
(numbers in Billion Rupiah; ratios in %)

. Desember Desember
Indikator
Indicator December December
2021 2022
CAR (%) 21,64 25,71 26,28
ROA (%) 1,40 1,65 2,00
NPF (%) 313 2,59 2,35
NPF Net (%) 1,57 0,81 0,64
FDR (%) 76,36 7012 75,19
BOPO (%) 85,65 84,33 77,28
Profitabilitas/Net Operational Margin (%)
Profitability / Net Operational Margin (%) 146 1.66 259
Kualitas Aktiva Produktif (KAP) (%)
Productive Asset Quality 265 1.94 L=
Likuiditas /Short Term Missmatch (%)
Liquidity/Short Term Missmatch 28,67 26.21 2112
Imbal Hasil (%) 44,67 4710 49,35
Return (%)
Total Aset
Total Assets 397.073 441.789 531.860

Sumber: Statistik OJK bulan Desember 2022 (diolah)
Source: OJK Statistics in December 2022 (processed)

Perbankan syariah memiliki ketahanan modal yang
terjaga, ditunjukkan oleh pertumbuhan rasio CAR
yang semakin meningkat dari tahun 2020 sebesar
21,64% menjadi 26,28 pada bulan Desember 2022.
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Sharia banking has good capital resilience, indicated
by the growth of CAR ratio which continued to increase
from 21.64% in 2020 to 26.28 in December 2022. The
intermediary function of sharia banking also experienced
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Fungsi intermediasi perbankan syariah juga mengalami
pertumbuhan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan
Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp143,12 triliun pada
2020 menjadi sebesar Rp177,03 triliun, sedangkan
pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank juga
mengalami peningkatan dari sebesar Rp137,41 triliun
pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp168,89 triliun, hal
ini menunjukkan sinyal positif intermediasi perbankan
yang mulai menyalurkan pembiayaan sebagai dampak
pandemi yang mulai mereda. Likuiditas perbankan
syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio
FDR yang terjaga pada kisaran 70% - 75%. Risiko kredit
perbankan Syariah terjaga di bawah threshold 5% pada
Desember 2022 dengan rasio NPF Gross sebesar 2,35%.

» BPKH
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growth as indicated by Third Party Funds (DPK) growth
from Rp143.12 trillion in 2020 to Rp177.03 trillion, while
financing to Non-Bank Third Parties also increased from
Rp137.41 trillion in 2020 to Rp168.89 trillion. This showed
a positive signal of banking intermediation where banks
began to provide lending, which was also a result of
a dampening pandemic impact. Sharia banking also
showed adequate liquidity, as proven by the maintained
FDR ratio at around 70% - 756%. Sharia banking credit risk
was maintained below the threshold of 5% in December
2022 with a Gross NPF ratio of 2.35%.

Sharia Business Unit Financial Performance (UUS)

(angka dalam Miliar Ruliah; rasio kinerja dalam %)
(numbers in Billion Rupiah; ratios in %)

. Desember Desember
Indikator
Indicator December December
plop]| 2022
ROA (%) 1,81 2,05 1,69
NPF (%) 3,01 2,55 2,23
NPF Net (%) 1,93 1,11 0,97
FDR (%) 96,01 89,66 95,40
BOPO (%) 78,96 72,70 77,97
Profitabilitas/Net Operational Margin (%)
Profitability / Net Operational Margin (%) 73 213 7
Kualitas Aktiva Produktif (KAP) (%)
Productive Asset Quality 274 2.28 2.24
Likuiditas /Short Term Missmatch (%)
Liquidity/Short Term Missmatch 27.94 25,08 £k
i 0,

Imbal Hasil (%) 63,44 6705 6736
Return (%)
Total Aset 196.875 234.947 250.240

Total Assets

Sumber: Statistik OJK bulan Desember 2022 (diolah)
Source: OJK Statistics in December 2022 (processed)

Sedangkan kinerja UUS juga masih membukukan kinerja
yang baik yang ditandai dengan risiko kredit yang tetap
terjaga di bawah threshold 5% pada Desember 2022
dengan rasio NPF Gross sebesar 2,23%. Angka likuiditas
yang meningkat dari sebesar 27,94% pada tahun 2020
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Meanwhile, UUS performance also recorded good
performance as indicated by credit risk which was under
control at below the 5% threshold in December 2022
with a Gross NPF ratio of 2.23%. Liquidity increased from
27.94% in 2020 to 32.39% in December 2022. UUS Total
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menjadi sebesar 32,39% pada Desember 2022. Total
Aset UUS juga meningkat cukup signifikan yaitu dari
sebesar Rp196,88 triliun pada tahun 2020 menjadi
sebesar Rp250,24 triliun pada Desember 2022.

DariPasar Modal Syariah, OJKdidalam Laporan Triwulan
Il Tahun 2022 menyampaikan bahwa perkembangan
produk Pasar Modal Syariah selama periode triwulan IlI-
2022 secara umum terdapat peningkatan pada seluruh
indeks saham syariah, sukuk korporasi, dan sukuk
negara. Pada akhir triwulan [11-2022, nilai indeks ISSI
mengalami peningkatan sebesar 1,85% dibandingkan
periode sebelumnya, dengan peningkatan kapitalisasi
pasar sebesar 2,20%. Selanjutnya, nilai outstanding
sukuk korporasi melalui penawaran umum mencapai
Rp39,85 meningkat sebesar 5,44%
dibandingkan periode sebelumnya, dengan jumlah

triliun  atau
sukuk outstanding sebanyak 211 seri atau meningkat
sebesar 5,560% dibandingkan jumlah pada periode
sebelumnya. Selain itu, jumlah sukuk negara juga
mengalami peningkatan sebesar 11,27% dan nilai
outstanding sukuk negara meningkat sebesar 8,01%
dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi Reksa
Dana syariah, jumlah produk Reksa Dana syariah
hingga triwulan 111-2022 tercatat menurun 3,21% dari
periode sebelumnya menjadi 271 Reksa Dana Syariah.
Sedangkan NAB Reksa Dana syariah mencapai
Rp40,34 triliun atau turun 1,27% dibandingkan periode
sebelumnya.

Assets also increased quite significantly, from Rp196.88
trillion in 2020 to Rp250.24 trillion in December 2022.

In respect of Sharia Capital Market, OJK in its Q3-2022
report stated that the development of Sharia Capital
Market products during the third quarter of 2022
generally experienced an increase in all sharia stock
indices, corporate sukuk, and sovereign sukuk. At the
end of Q3-2022, the ISSIindex value increased by 1.85%
compared to the previous period, with an increase
in market capitalization of 2.20%. Furthermore, the
outstanding value of corporate sukuk through public
offerings reached Rp39.85 trillion, an increase of 5.44%
compared to the previous period with a total of 211 series
of outstanding sukuk or an increase of 5.50% compared
to that of in the previous period. In addition, the number
of sovereign sukuk also increased by 11.27%, along
with the outstanding sovereign sukuk that also rose
by 8.01% compared to the previous period. In terms of
sharia Mutual Funds, the number of sharia Mutual Fund
products until the third quarter of 2022 was recorded
to decrease by 3.21% from the previous period to 271
sharia mutual funds. Meanwhile, NAV of sharia Mutual
Funds reached Rp40.34 trillion, a decrease of 1.27%
compared to the previous period.

Jumlah Industri

Jumlah Perusahaan Paket Investasi
Syariah / Unit Usaha Syariah

Keterangan SRl . Number of Sharia Investment
. Number of Sharia
Description : Package Company /
Industries . . .
(Unit) Sharia Business Unit
(Unit)
1. Asurfan5| Syariah 15 43
Sharia Insurance
a. Asuransi Jiwa Syariah
Sharia Life Insurance 8 21
b. Asuransi Umum Syariah
Sharia General Insurance 6 19
c. Reasuransi Syariah 1 3

Sharia Reinsurance
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Total aset IKNB Syariah pada triwulan [11-2022 mengalami
peningkatan sebesar 10,73% dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya. Total aset pada triwulan 111-2022
menjadi Rp139,77 triliun atau meningkat sebanyak
Rp13,54 triliun dari triwulan sebelumnya yang sebesar
Rp126,23 triliun. Aset industri lembaga jasa keuangan
Syariah  khusus dan perusahaan perasuransian
Syariah masih mendominasi keseluruhan total aset
IKNB seperti triwulan sebelumnya. Industri Lembaga
jasa keuangan syariah khusus terdiri dari perusahaan
penjaminan syariah, perusahaan pergadaian syariah,
Unit Usaha Syariah (UUS) PT Lembaga Penjaminan
Ekspor Indonesia (LPEI), UUS Perusahaan Pembiayaan
Sekunder Perumahan (PPSP) dan UUS PT Permodalan
Nasional Madani (PNM). Industri perusahaan perasuransi
syariah terdiri dari perusahaan asuransi jiwa Syariah,
perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan
reasuransi syariah. Saat ini, aset industri lembaga jasa
keuangan Syariah khusus mendominasi sebesar 38,49%
dengan nilai Rp53,81 miliar sedangkan aset perusahaan
perasuransian syariah mendominasi sebesar 32,19%
dengan nilai Rp44,99 triliun.

Berikut adalah overview IKNB Syariah per posisi
Desember 2022

» BPKH
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Total assets of Sharia IKNB (Non-Bank Financial
Industry) in Q3-2022 increased by 10.73% compared
to the previous quarter. Total assets in the third quarter
of 2022 amounted to Rp139.77 trillion, an increase of
Rp13.54 trillion from the previous quarter of Rp126.23
trillion. Assets of special Sharia financial services
institution industry and Sharia insurance companies
remained to be the largest contributor to total assets of
IKNB as in the previous quarter. Special Sharia financial
services institution industry consists of sharia guarantee
companies, sharia pawnshop operators, Sharia Business
Unit (UUS) of PT Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia
(LPEI, UUS of Perusahaan Pembiayaan Sekunder
Perumahan (PPSP) and UUS of PT Permodalan Nasional
Madani (PNM). The sharia insurance company industry
consists of sharia life insurance companies, sharia
general insurance companies, and sharia reinsurance
companies. Currently, the assets of special Sharia
financial services institution industry accounted for
38.49% with a value of Rp53.81 billion, while the assets of
sharia insurance companies took up the largest portion
of 32.19% at Rp44.99 trillion.

The following is an overview of Sharia IKNB as of
December 2022

Dana Syirkah

Aset Kewajiban Temporer Ekuitas Aset Produktif
Assets Liability Temporary Equity Productive Assets
(Miliar Rp) (Miliar Rp) Syirkah Fund (Miliar Rp) (Miliar Rp)
(Billion Rp) (Billion Rp) (Miliar Rp) (Billion Rp) (Billion Rp)
(Billion Rp)
45,025 14,349 = 30,676 36,489
34,891 8,197 - 26,694 29157
7,728 3,796 - 3,932 5,353
2,406 2,356 - 50 1,979

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Keterangan

Description

2.Lembaga Pembiayaan Syariah
Sharia Financing Institution

a. Perusahaan Pembiayaan Syariah
Sharia Financing Companies

b. Perusahaan Modal Ventura Syariah
Sharia Venture Capital Companies

c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah
Sharia Infrastructure Financing Companies

3. Dana Pensiun
Pension Funds

a. DPPK-PPMP Syariah
Sharia DPPK-PPMP

b. DPPK-PPIP Syariah
Sharia DPPK-PPIP

¢. DPLK Syariah
Sharia DPLK

d. Paket Investasi Syariah DPLK
DPLK Sharia Investment Package

4. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus
Special Sharia Financial Services Institution

a. Penjaminan Syariah
Sharia Guarantee

c. Pergadaian Syariah
Sharia Pawnshop

b. LPEI Syariah
Sharia LPEI

d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan
(PPSP) Syariah
Sharia Secondary Mortgage Facility (PPSP)

e. Permodalan Nasional Madani

5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Sharia Microfinance Institution

6. Finansial Teknologi Syariah
Sharia Financial Technology

JUMLAH
TOTAL

Sumber: Statistik OJK bulan Desember 2022 (diolah)
Source: OJK Statistics in December 2022 (processed)
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Jumlah Industri
Syariah
Number of Sharia

Industries
(Unit)

81

121

Jumlah Perusahaan Paket Investasi
Syariah / Unit Usaha Syariah
Number of Sharia Investment

Package Company /

Sharia Business Unit
(Unit)

30

27

1

920
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Aset Kewajiban Temporer Ekuitas Aset Produktif

Assets Liability Temporary Equity Productive Assets

(Miliar Rp) (Miliar Rp) Syirkah Fund (Miliar Rp) (Miliar Rp)
(Billion Rp) (Billion Rp) (Miliar Rp) (Billion Rp) (Billion Rp)
(Billion Rp)

33,100 18,741 983 13,376 28,024
21,879 13,224 - 8,654 18,661
4,229 3,307 - 923 2,911
6,992 2,211 983 3,798 6,452
2,883 2,883 - - 2,784

662 662 - - 596
712 712 - - 691
1,510 1,510 - - 1.497
6,973 6,973 - - 6,906

57,424 42,601 100 14,723 3,701
5,089 3,060 2,029 -
11,146 5,441 5,705 -
8,876 6,431 - 2,445 -
3,872 3,479 100 293 3,701
28,441 24,190 - 4,251 -

581
134
146,119 85,5647 1,083 58,775 77,905
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BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan
Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan
kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang
terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta
semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang
dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari
jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak
mengikat. Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan pada
prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba,
transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji
bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan
Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH
dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

BPKH merupakan badan usaha yang unik karena satu-
satunya badan hukum milik pemerintah yang bertugas
melakukan pengelolaan keuangan haiji. Pada dasarnya
dalam mengelola keuangan haji, tugas BPKH meliputi
pengembangan, pengeluaran, dan
pertanggungjawaban Keuangan Haji.

penerimaan,

Karena pandemi, pada 2020 dan 2021 tidak terdapat
pemberangkatan jemaah haji dari negara-negara di
luar Arab Saudi. Sehingga, pemberangkatan jemaah
haji tahun 1443H/2022M menjadi momentum yang
ditunggu-tunggu jemaah. Namun demikian, kuota dari
Arab Saudi saat itu hanya 100.051, terdiri atas 92.825
jemaah haji regular dan 7.226 jemaah haji khusus. Sesuai
dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun
2022, kuota haji tersebut diperuntukkan bagi jemaah
haji yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji
(Bipih) Tahun 1441H/2020M.

Di tengah hiruk pikuk persiapan penyelenggaraan
ibadah haji tahun 1443H/2022M, pada saat seluruh
jemaah telah melunasi Bipih dan kloter pertama hampir
diberangkatkan,
kebijakan untuk menaikkan biaya layanan di Masyair
(Arafah, Muzdalifah, dan Mina) menjadi sebesar
SARb.656,87 per jemaah. Jika ditambah biaya visa
dan asuransi jemaah menjadi SAR6.066,12. Padahal
sebelumnya hanya sebesar SAR1.940,85. Sehingga,
terdapat kenaikan biaya sebesar SAR4.125,27 per
jemaah haji. Kenaikan tersebut berimbas pada kenaikan
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) secara total
kurang lebih 1,472 Triliun.

Pemerintah Arab Saudi membuat

Laporan Tahunan Annual Report

BPKH is an agency managing Hajj Fund. Hajj Fund shall
mean all rights and obligations of the government which
can be valued by money in connection with the hajj
pilgrimage operations and all assets in the form of money
and goods which can be valued by money as a result of
the implementation of such rights and obligations, either
from pilgrims or other legal and non-binding sources.
Hajj Fund is managed based on sharia and prudence
principles, benefit, and
accountability. Hajj Fund management aims atimproving

non-profit, transparency,
the quality of Hajj Pilgrimage Operations, rationality and
efficiency of use of Hajj Pilgrimage Operational Cost
(BPIH) as well as benefit for the welfare of Muslims.

BPKH is a unique business entity as it is the only
government-owned legal entity in charge of managing
hajj fund. Basically, in hajj fund management, BPKH's
duties include receipt, development, expenditure, and
accountability of Hajj Fund.

Due to the pandemic, in 2020 and 2021 there was no
departure of pilgrims from countries outside Saudi Arabia.
Therefore, the departure of pilgrims for 1443H/2022M
became the most highly-anticipated momentum for
the pilgrims. However, the quota from Saudi Arabia at
that time was only 100,051, consisting of 92,825 regular
pilgrims and 7,226 special pilgrims. In accordance with
the Decree of the Minister of Religious Affairs Number
405 of 2022, the hajj quota is allocated for pilgrims who
have paid the Haijj Pilgrimage Operational Cost (Bipih) for
1441H/2020M.

In the midst of the hustle and bustle of preparations for
the 1443H/2022M hajj pilgrimage operations, when all
the pilgrims had paid off their Bipih and the first batch
was almost departing, the Government of Saudi Arabia
enforced a policy to increase service fee in Masyair
(Arafah, Muzdalifah and Mina) to SARb,656.87 per
pilgrim. If added with the visa cost and insurance of the
pilgrim, it added up to SAR6,066.12, whereas previously
it amounted to only SAR1,940.85. Thus, there was an
increase of SAR4,125.27 per pilgrim. This increase
resulted in an increase in the Hajj Pilgrimage Operational
Cost (BPIH) in total of approximately Rp1.472 trillion.
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Bila kenaikan biaya tersebut dipungut dari calon jemaah
haji, bisa dipastikan akan berimbas terhadap kesiapan
calon jemaah haji dalam keberangkatan ke Tanah
Suci yang sudah tertahan sejak tahun 1441H/2020M.
Kebijakan pemerintah yang paling tepat saat itu adalah
kenaikan biaya tersebut dibebankan kepada nilai
manfaat keuangan haji.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019,
BPIH terdiri dari Bipih, APBN, Nilai Manfaat, Dana
Efisiensi, dan Sumber Lain yang Sah. Sesuai dengan
Undang-Undang tersebut, pembiayaan petugas haji
dibiayai dari APBN. Dana efisiensi adalah sisa yang
diperoleh setelah operasional haji berakhir, dan menjadi
sumber BPIH tahun berikutnya. Sedangkan sumber lain
yang sah berasal dari selain Bipih, APBN, Nilai Manfaat,
dan Dana Efisiensi. Sumber lain yang sah tersebut tidak
signifikan perolehannya. Oleh karena itu, komponen
terpenting dalam BPIH tersebut adalah Bipih dan Nilai
Manfaat.

Bipih
Hajj Travel Cost

Nominal persen
Percent
2010 30.048 87,09%
2011 32.037 81,43%
2012 37162 80,91%
2013 43.003 75,30%
2014 40.032 67,54%
2015 37.486 60,90%
2016 34.600 57,67%
2017 34.890 56,47%
2018 35.236 51,10%
2019 356.236 50,95%
2020 =
2021 -
2022 39.886 40,79%

Sumber: Kementerian Agama
Source: The Ministry of Religious Affairs
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If such increase was covered by collecting more money
from the prospective pilgrims, it was undeniable that it
would affect the readiness of prospective pilgrims to
depart for the Holy Land which had been postponed
since 1441H/2020M. The most appropriate policy
made by the government at that time was to cover such
increase using hajj fund return.

Pursuant to Law Number 8 of 2019, BPIH consists of
Hajj Travel Cost (Bipih), State Budget, Return, Efficiency
Funds, and Other Legal Sources. In accordance with
the law, the financing of hajj officers is sourced from the
state budget. Efficiency funds are the remaining funds
acquired after the Hajj operation ends, and become a
source of fund or the following year's BPIH. Meanwhile,
other legal sources come from sources other than Bipih,
State Budget, Return, and Efficiency Funds, yet the
revenues from other legal sources were not significant.
Therefore, the most important components in the BPIH
are Bipih and Return.

angka dalam ribuan rupiah
number in thousand rupiah

BPIH
Hajj Pilgrimage
Operational Cost

Nilai Manfaat
Return

Nominal Persen Nominal persen

Percent Percent
4.454 12,91% 34.502 100%
7.306 18,57% 39.343 100%
8.769 19,09% 45.931 100%
14109 24,70% 57112 100%
19.242 32,46% 59.274 100%
24.072 39,10% 61.558 100%
25.399 42,33% 59.999 100%
26.896 43,563% 61.786 100%
33.720 48,90% 68.956 100%
33.924 49,05% 69.160 100%
57.905 59,21% 97.791 100%
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Dari data tersebut di atas terlihat perbandingan Bipih
dan Nilai Manfaat yang menunjukkan bahwa rata-rata
penggunaan nilai manfaat semakin meningkat dari
tahun ke tahun dibandingkan Bipih. Dari data tersebut
juga tampak bahwa BPIH makin lama semakin naik.
Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, baik di dalam
negeri maupun di Arab Saudi, antara lain: kenaikan
harga, pengenaan pajak di Arab Saudi, peningkatan
layanan, kenaikan nilai kurs, kenaikan biaya masyair, dan
faktor-faktor lain yang sangat signifikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014,
sejak tahun 2018, dana haiji telah dikelola oleh BPKH.
Dengan demikian, maka
dilakukan oleh BPKH untuk menghasilkan nilai manfaat
yang akan menjadi salah satu sumber utama besaran
BPIH.

investasi  keuangan haji

BPKH menginvestasikan sebagian dana kelolaannya
dalam berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan
ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, berupa investasi
jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap
kehati-hatian,
nilai manfaat, dan likuiditas. Investasi jangka pendek
dilakukan BPKH dalam bentuk Sukuk dan investasi PYD
pada perbankan syariah. Sedangkan investasi jangka
panjang merupakan investasi dana setoran jemaah,
dana nilai manfaat, dan dana abadi umat dalam bentuk
sukuk, reksadana dan penyertaan saham pada Bank

mengedepankan aspek keamanan,

Muamalat Indonesia.

Based on the data above, from the comparison of Bipih
and Return, it can be seen that the average use of
Return was increasing from year to year compared to
that of Bipih. The data also shows that BPIH continued
to increase over time. This was contributed by various
factors, either those occurred at home or in Arab Saudi,
among others: price hike, tax imposition in Saudi Arabia,
service improvements, exchange rate increase, increase
in masyair fee, and other very significant factors.

Based on Law Number 34 of 2014, since 2018, haijj
funds have been managed by BPKH. Thus, hajj fund
investment is carried out by BPKH to generate return
which will be one of the main sources of BPIH.

BPKH invests some portion of its managed funds in
various investment instruments in accordance with
the provisions of Article 26 of Government Regulation
of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018, in the
form of shortterm and long-term investments while
continuously upholding security, prudence, return, and
liquidity aspects. BPKH makes short-term investments in
the form of Sukuk and loan investments in sharia banking.
Meanwhile, long-term investments are investment
of deposits from pilgrims, return funds, and ummatic
trust fund in the form of sukuk, mutual funds and share

participation in Bank Muamalat Indonesia.

Tinjauan Operasional per Segmen Usaha

BPKH dan Entitas Anak melayani jemaah dan masyarakat
sebagainasabah bank yang tersebar di berbagai wilayah
di Indonesia. Pelayanan kepada jemaah dalam bentuk
penerimaan setoran dana jemaah dan pengelolaan
dana untuk mendapatkan hasil investasi yang akan
memberikan manfaat bagi jemaah yang sebagian besar
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BPKH and Subsidiary serve pilgrims and the public as
bank customers spread across regions in Indonesia.
Services to the pilgrims are provided by way of receiving
pilgrims’ initil deposits and managing funds to obtain
investment returns that will benefit the pilgrims mostly
concentrated in the Java Island. Subsidiary also serve
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terkonsentrasi di masyarakat Pulau Jawa. Entitas Anak
juga melayani debitur dan nasabah yang tersebar di
berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri seperti di
Malaysia dan beberapa negara lain. Konsentrasi terbesar
nasabah dan debitur bank berada disekitar Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. BPKH masih
mendalami lebih lanjut untuk menyusun pengungkapan
informasi segmen secara lebih rinci.

Tinjauan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 disusun dan
disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji
("BPKH") kepada Presiden Rl dan DPR RI melalui Menteri
Agama RI, sesuai dengan amanah Pasal 52 Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Haiji, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Haji, Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun
2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),
dan Pasal 10 Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan,
Penerapan Good Governance, Kode Etik, dan Pakta
Integritas Badan Pengelola Keuangan Haji, yaitu Badan
Pelaksana wajib menyampaikan Laporan Kinerja dan
Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 terdiri dari Neraca Konsolidasian,
Laporan Operasional Konsolidasian, Laporan
Perubahan Aset Neto Konsolidasian, Laporan Arus
Kas Konsolidasian, Laporan Realisasi Anggaran, dan
Catatan atas Laporan Keuangan, disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang
berlaku dalam rangka perwujudan transparansi BPKH
dalam pengelolaan Keuangan Haji, dan pemeriksaan
(reviu) telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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debtors and customers spread across regions in
Indonesia and abroad, such as in Malaysia and several
other countries. The bank customers and debtors are
mostly concentrated around Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, and Bekasi. BPKH continues to explore
further to prepare more detailed disclosure of segment
information.

The Financial Statements 2022 were prepared and
submitted by the Hajj Fund Management Agency
("BPKH") to the President of the Republic of Indonesia
and the House of Representatives of Rl through the
Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia,
in accordance with the mandate of Article 52 Law
Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management, Article
41 of Government Regulation Number 5 of 2018 on
Implementation of Law Number 34 of 2014 on Hajj
Fund Management, Article 17 of Presidential Regulation
Number 110 of 2017 on Hajj Fund Management Agency
(BPKH), and Article 10 of Hajj Fund Management Agency
Regulation Number 3 of 2018 on Compliance Policy,
Implementation of Good Governance, Code of Ethics,
and Integrity Pact of Hajj Fund Management Agency,
stating that the Executive Board is required to submit
Performance Reports and Financial Statements.

The Financial Statements ending December 31, 2022
consisted of Consolidated Balance Sheet, Consolidated
Statements of Operations, Consolidated Statements
of Changes in Net Assets, Consolidated Statements
of Cash Flows, Budget Realization Report, and Notes
to Financial Statements, prepared and presented in
accordance with the prevailing Financial Accounting
Standards (SAK) for the purpose of realizing BPKH
transparency in the management of Hajj Fund, and the
audit (review) has been carried out by the Audit Board
(BPK) using the State Financial Audit Standards.

Laporan Tahunan Annual Report
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Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas
mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi
serta pengakuan,
pelaporan transaksi sesuai dengan SAK yang berlaku.

kesesuaian pengukuran, dan
Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit
dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan
untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan
secara keseluruhan, oleh karenanya tidak memberikan

pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) tidak terdapat perbedaan signifikan,
sebagaimana tersebut di atas tidak disajikan sesuai
dengan SAK yang berlaku.

Tahun 2022
menyusun

adalah BPKH
laporan keuangan konsolidasian yang
mengkonsolidasikan laporan keuangan induk dan
anak usaha PT Bank Muamalat Indonesia (“BMI")
sehubungan dengan telah diakuisisinya sebesar 82,65%
kepemilikan saham BMI pada tahun 2021.

tahun  pertama

Kinerja keuangan terdiri atas kinerja Laporan Neraca
Tersendiri, Laporan Operasional Tersendiri dan serta
Laporan Arus Kas Tersendiri disajikan sebagai berikut.

Laporan Neraca Konsolidasian

Neraca keuangan BPKH pada periode efektif 1 Januari
2022 BPKH tidak lagi mengkategorikan aset dan
kewajiban pada neraca berdasarkan lancar dan tidak
lancar (unclassified basis).

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat
peningkatan pada jumlah aset, aset neto dan liabilitas
masing-masing sebesar Rp52,19 triliun atau 32,50%,
Rp3,83 triliun atau 21,63% dan Rp15,19 trliun atau
10,63% dibandingkan dengan posisi tanggal 31
Desember 2021, dan pada tanggal tersebut BPKH juga
mencatatkan dana syirkah temporer sebesar Rp33,17
triliun yang pada tanggal 31 Desember 2021 bersaldo
nihil karena baru dikonsolidasikan pada tanggal 31
Desember 2022.
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The review aims to provide limited assurance regarding
the accuracy, reliability, validity of information and the
conformity of recognition, measurement, and reporting
of transactions with the applicable SAK. The review has
amuch narrower scope than the audit scope which aims
to express an opinion on the Financial Statements as a
whole, and therefore does not provide such an opinion.

Based on the review conducted by BPK, there were no
significant differences, as mentioned above, that were
not presented in accordance with the applicable SAK.

2022 was the first year BPKH prepared the consolidated
financial statements that consolidated the financial
statements of both the parent and subsidiary, namely
PT Bank Muamalat Indonesia (“BMI”), in connection with
the acquisition of 82.65% shares of BMIin 2021.

FINANCIAL PERFORMANCE

Financial performance consists of the performance
of Statements of Separate Balance Sheet, Separate
Statements of Operations, and Separate Statements of
Cash Flows presented as follows.

Consolidated Statements

of Balance Sheet

Based on balance sheet of BPKH for the effective period
of January 1, 2022, BPKH no longer categorizes assets
and liabilities on the balance sheet based on current and
non-current basis (unclassified basis).

On December 31, 2022, BPKH recorded an increase in
total assets, net assets and liabilities of Rp52.19 trillion
or 32.50%, Rp3.88 trillion or 21.53% and Rp15.19 trillion
or 10.63%, respectively compared to the position
on December 31, 2021, and on that date BPKH also
recorded temporary syirkah funds of Rp33.17 trillion
which on December 31, 2021, it was recorded nil as
itwhad just been consolidated on December 31, 2022.
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Table of Consolidated Balance Sheet Highlights

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless stated otherwise)

Perubahan
. Changes
Ura.lar.1 2022
Description Persentase
Nominal
Percentage

Jumlah Aset 212.790.022 160.56956.940 52.194.082 32,60%
Total Assets
Jumlah Aset Neto 21.642.851 17.711.413 3.831.438 21,63%
Total Net Assets
Dana Syirkah Temporer 33173.839 33.173.839 100,00%
Temporary Syirkah Funds
Jumlah Liabilitas 158.073.332 142.884.526 165.188.806 10,63%

Total Liabilities

Padatanggal 31 Desember 2022, total aset BPKH tercatat
sebesar Rp212,79 triliun, mengalami peningkatan
sebesar Rp52,19 triliun atau 32,50% dibandingkan
posisi tanggal 31 Desember 2021 vyaitu sebesar
Rp160,60 triliun. Peningkatan tersebut terutama karena
peningkatan yang signifikan dari aset tetap bersih yaitu
sebesar Rp1,568 triliun atau 23.835,01% serta kas dan
setara kas yang meningkat sebesar Rp1,26 triliun atau
13.603,77% dibandingkan tanggal 31 Desember 2021.

ASSETS

As of December 31, 2022, total assets of BPKH were
recorded at Rp212.79 trillion, an increase of Rp52.19
trillion or 32.60% compared to the position on December
31, 2021 which was Rp160.60 trillion. The increase
was mainly due to a significant increase in net fixed
assets of Rp1.568 trillion or 23,835.01% and cash and
cash equivalents which increased by Rp1.26 trillion or
13,603.77% compared to that of in December 31, 2021.

Table of Assets

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless stated otherwise)

Perubahan
. Changes
5 Ura.latr.\ 2022
escription . Persentase
Nominal
Percentage

ASET
ASSETS
Kas dan setara kas 1.267187 9.247 1257940  13603,77%
Cash and cash equivalents
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia
Current accounts and placement in Bank 7191.471 7.191.471 100,00%
Indonesia
Penempatan pada bank 38511128 45.636.508 (7125.380) 15,61%

Placement in the Banks

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Table of Assets

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless stated otherwise)

Perubahan
. Changes
5 Ura.latr? 2022
escription . Persentase
Nominal
Percentage

Piutang pembiayaan 6.489.259 - 6.489.259 100,00%
Financing receivables
Pembiayaan bag hasil 10.004.979 - 10.004.979 100,00%
Profit sharing financing
Pendapatan yang masih harus diterima 4.086.311 1725.851 2.360.460 136,77%
Accrued income
Uang muka Investasi 1.000.000 (1.000.000) 100,00%
Advances for Investment
Investasi surat berharga 140.847514 110.909.319 29938196 26,99%
Securities investment
Penyertaan.sahamlpzlada entitas anak 276.650 (976.650) 100,00%
Investment in subsidiary
Investasi langsung dan lainnya 1126535 964.290 162.244 16,83%
Direct and other investments
Aset tetap - bersih 1585.601 6.625 1578976  23835,01%
Net fixed assets
nvestasi emas 425 . 425 100,00%
Gold investment
Aset lainnya 1679.612 67.450 1612162  2390,16%
Other assets
JUMLAH ASET o
TOTAL ASSETS 212.790.023 160.595.940 52.194.083 32,50%

Akun kas dan setara kas terdiri atas uang kertas dan
logam, dan giro bank yang dikuasai dan dikelola BPKH
untuk keperluan program keuangan haji dan kegiatan
operasional BPKH yang ditempatkan pada rekening
operasional, rekening kustodi investasi dan rekening
program kemaslahatan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo kas dan setara
kas tercatat sebesar Rp1.27 triliun, meningkat sebesar
Rp1,26 triliun atau 13.603,77% dibandingkan posisi
tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp9,25 miliar.

Laporan Tahunan Annual Report

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents account consist of banknotes
and coins, and bank current accounts controlled and
managed by BPKH for the purposes of hajj fund program
and BPKH operational activities which are placed in
operational accounts, investment custodial accounts,
and philanthropic program accounts.

As of December 31, 2022, the balance of cash and cash
equivalents was recorded at Rp1.27 trillion, an increase
of Rp1.26 trillion or 13,603.77% compared to the position
on December 31, 2021 which was Rp9.25 billion.
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Peningkatan terbesar berasal dari saldo kas dan setara
kas untuk entitas anak sebesar Rp1,27 triliun dari posisi
tanggal 31 Desember 2021 yang bersaldo nihil karena
baru dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2022.
Disisilain, jumlahkasentitasinduk mengalamipenurunan
sebesar Rp7,93 miliar atau 85,76% dibandingkan posisi
31 Desember 2021 dikarenakan nilai daftar kewajiban
tahun 2022 yang semakin berkurang.

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat total
giro dan penyertaan pada Bank Indonesia sebesar
Rp719 triliun yang pada tanggal 31 Desember 2021
mencatatkan saldo nihil karena baru dikonsolidasikan
pada tanggal 31 Desember 2022. Giro dan penyertaan
pada Bank Indonesia tersebut keseluruhannya berasal
dari entitas anak yaitu PT Bank Muamalat Indonesia
("BMI").

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat
penempatan pada bank sebesar Rp38,51triliun,
mengalami penurunan sebesar Rp713 triliun atau
15,61% dibandingkan posisi 31 Desember 2021 yaitu
sebesar Rp4b,64 triliun. Penempatan pada bank
ini - keseluruhannya merupakan penempatan yang
dilakukan oleh entitas induk, berupa saldo penempatan
dana haji pada produk perbankan berupa tabungan,
giro dan deposito yang terdiri dari dana setoran jemaah,
dana nilai manfaat dan dana abadi umat.

Penurunan terbesar berasal dari dana BPIH vyaitu
sebesar Rp7,25 triliun atau 15,94% dibandingkan posisi
31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp45,51 triliun.

Dalam penempatan pada bank, BPKH menggunakan
akad mudharabah dan wadiah.

Atas dana Penempatan pada BPS BPIH berupa giro,
tabungan dan deposito yang bersumber dari Setoran
Awal, Setoran Lunas dan Nilai Manfaat Virtual Account
tidak dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(CKPN) karena telah dijamin oleh Lembaga Penjamin
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The largest increase came from cash and cash
equivalents for subsidiary amounting to Rp1.27 trillion
from the position on December 31, 2021, which was
zero, as it had just been consolidated on December 31,
2022. On the other hand, total cash of the parent entity
decreased by Rp7.93 billion or 85.76% compared to the
position on December 31, 2021 due to the decreasing
value of list of liabilities in 2022.

Current Accounts and Investments

in Bank Indonesia

On December 31, 2022, BPKH recorded total current
accounts and investments in Bank Indonesia of Rp7.19
trillion, which on December 31, 2021 recorded a nil
balance because they had just been consolidated
on December 31, 2022. These current accounts and
investments in Bank Indonesia came from subsidiary
namely PT Bank Muamalat Indonesia ("BMI").

Placement in the Banks

On December 31, 2022, BPKH recorded placement in
the banks of Rp38.51 trillion, a decrease of Rp7.13 trillion
or 15.61% compared to the position on December 31,
2021, which was Rp45.64 trillion. The placement in the
banks is placement made by the parent entity, in the
form of placement of hajj funds in banking products in
the form of savings, current accounts, and time deposits
consisting of initial deposits, return, and ummatic trust
fund.

The largest decrease came from BPIH funds, which
amounted to Rp7.25 trillion or 15.94% compared to the
position on December 31, 2021 which amounted to
Rp45.51 trillion.

In placement in the banks, BPKH used mudharabah and
wadiah contracts.

In respect of Placement funds at BPS BPIH in the form of
current accounts, savings and time deposits originating
from Initial Deposits, Paid Deposits and Virtual Account
Return were not used to make Allowance for Impairment
Losses (CKPN) as they have been guaranteed by
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Simpanan (LPS). Sedangkan dana Penempatan berupa
Nilai Manfaat Non Virtual Account, Likuiditas dan DAU
masih dalam proses pengkajian untuk pembentukan
CKPN. Namun selama BPKH menempatkan dananya
pada BPS BPIH, baik setoran awal, setoran lunas,
maupun nilai manfaat tidak ada peristiwa atau kejadian
terjadinya default sehingga nilai CKPN atas penempatan
sebesar Rp0,00

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat
piutang pembiayaan bersih sebesar Rp6,49 triliun,
merupakan piutang pembiayaan entitas anak (“BMI”)
yang pada posisi 31 Desember 2021 tercatat nihil karena
baru dikonsolidasikan pada tanggal 31
2022. Piutang pembiayaan tersebut terdiri dari piutang
murabahah, piutang istishna, piutang ijarah dan piutang
gardh. Komponen piutang pembiayaan terbesar adalah
piutang murabahah vyaitu 8749% dari total piutang
pembiayaan bersih tanggal 31 Desember 2022.

Desember

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga
jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan
yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan
biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara
mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Istishna adalah akad penjualan antara al-mustashni
(pembeli) dan al-shani (produsen yang juga bertindak
sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli
menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan
al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang
disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga
yang disepakati.

Piutang ijarah (porsi sewa)
akrual piutang sewa atas porsi pokok yang belum
direalisasikan oleh nasabah dan; piutang pendapatan
ijarah merupakan akrual piutang sewa atas bagian
keuntungan (ujroh) transaksi ijarah muntahiyah bittamlik
dari angsuran nasabah pada bulan berikutnya yang

diakui secara proporsional.

pokok merupakan
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the Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS).
Meanwhile, Placement funds in the form of Non-Virtual
Account Return, Liquidity and DAU were still being
reviewed for the purpose of providing CKPN. However,
as long as BPKH places its funds at BPS BPIH, and the
initial deposit, paid deposit, and return do not experience
event or occurrence of a default, the CKPN value for the
placement would be Rp00.

Financing Receivables

On December 31, 2022, BPKH recorded financing
receivables of Rp6.49 trillion, which were financing
receivables of subsidiary (“BMI”) recorded at nil on
December 31, 2021 as they had just been consolidated
on December 31, 2022. These financing receivables
consisted of murabahah receivables, istishna
receivables, ijarah receivables and gardh receivables.
The largest component of financing receivables was
murabahah receivables, which accounted for 87.49% of
the total net financing receivables as of December 31,

2022.

Murabahah is a contract of sale and purchase of goods
at a selling price of the acquisition cost plus an agreed
profit, and the seller must disclose the acquisition cost
of the goods to the buyer. Payment for this financing is
made in installments within a specified period.

Istishna is a sales contract between al-mustashni (buyer)
and al-shani (manufacturer who also acts as a seller).
Based on the contract, the buyer orders to the producer
to make or procure al-mashnu (ordered goods)
according to the specifications required by the buyer

and sell them at an agreed price.

ljarah receivables are based on customer’s unrealized
accrual rent income from principal portion and; ijarah
revenue receivables represent profit portion (ujroh)
of accrual rent income from the following month’s
installment of ijarah muntahiyah bittamlik transaction
which is recognized proportionally.

Badan Pengelola Keuangan Haji



Pinjaman gardh adalah penyaluran dana dengan akad
qgardh. Akad gardh adalah akad pinjaman dana kepada
nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib
mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu
yang telah disepakati.

Untuk piutang murabahah, piutang istishna, dan
pinjaman gardh berasal dari laporan penilaian aset
dan liabilitas anak usaha BPKH (BMI) yang dilakukan
oleh KJPP Amin, Nirwana, Alfiantori, dan Rekan nomor
00012/2.0044-09/BS/09/0421/1/1/2023  tanggal 31
Januari 2023.

Terhadap piutang pembiayaan tersebut waijib dibentuk
cadangan kerugian minimum sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang pada posisi
31 Desember 2022 adalah sebesar Rp343,79 miliar,
meningkat 100% karena pada posisi 31 Desember
2021 bersaldo nihil karena baru dikonsolidasikan pada
tanggal 31 Desember 2022.

Pembiayaan Bagi Hasil

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat
jumlah pembiayaan bagi hasil sebesar Rp10,00 triliun,
merupakan piutang pembiayaan bagi hasil entitas
anak ("BMI") yang pada posisi 31 Desember 2021
tercatat nihil karena baru dikonsolidasikan pada tanggal
31 Desember 2022. Piutang pembiayaan bagi hasil
tersebut terdiri dari piutang musyakarah dan piutang
mudharabah. Komponen piutang pembiayaan terbesar
adalah piutang musyakarah yaitu 94,77% dari total
piutang pembiayaan bagi hasil bersih tanggal 31
Desember 2022.

Terhadap pembiayaan bagi hasil tersebut wajib
dibentuk cadangan kerugian minimum sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang pada
posisi 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp285,75
miliar, meningkat 100% karena pada posisi 31 Desember
2021 bersaldo nihil karena baru dikonsolidasikan pada
tanggal 31 Desember 2022.
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Qardh loan is the disbursement of funds with a gardh
contract. A gardh contract is a customer’s loan contract
with conditions that the customer is required to return
the funds received at an agreed time.

Murabahah receivables, istishna receivables, and gardh
loans came from the valuation report on the assets
and liabilities of BPKH (BMI) subsidiary conducted by
KJPP Amin, Nirwana, Alfiantori, and Partners number
00012/2.0044-09/BS/09/0421/1/ 1/2023 on January 31,
2023.

For these financing receivables, a minimum loss reserve
must be established in accordance with the Financial
Services Authority Regulation (POJK), which as of
December 31, 2022, it amounted to Rp343.79 billion, an
increase of 100%, since as of December 31, 2021, the
balance was nil because it had just been consolidated
on December 31 2022.

Profit-Sharing Financing

On December 31, 2022, BPKH recorded total profit-
sharing financing of Rp10.00 trillion, which represented
profit sharing financing receivables of subsidiary (“BMI")
which on December 31, 2021 was recorded as nil since
it had just been consolidated on December 31, 2022.
The profit-sharing financing receivables consisted of
musyarakah receivables and mudharabah receivables.
The largest financing receivables component was
musyarakah receivables, which was 94.77% of the total
net profit-sharing financing receivables as of December
31, 2022.

For this profit-sharing financing, a minimum loss reserve
must be established in accordance with the Financial
Services Authority Regulation (POJK), which as of
December 31, 2022, it amounted to Rp285.75 billion, an
increase of 100%, since as of December 31, 2021, the
balance was nil because it had just been consolidated
on December 31 2022.
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Penyesuaian nilai wajar saat akuisisi untuk pembiayaan
musyarakah dan pembiayaan mudharabah berasal
dari laporan penilaian aset dan liabilitas anak usaha
BPKH (BMI) yang dilakukan oleh KJPP Amin, Nirwana,
Alfiantori, dan Rekan nomor 00012/2.0044-09/
BS/09/0421/1/1/2023 tanggal 31 Januari 2023.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Pendapatan yang masih harus diterima adalah
pendapatan yang telah menjadi hak BPKH dikarenakan
dari hasil penempatan, investasi dan usaha lainnya akan
tetapi pembayarannya belum diterima.

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat
pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp4,09
triliun mengalami peningkatan sebesar Rp2,36 triliun
atau 136,77% dibandingkan posisi 31 Desember 2021
yaitu sebesar Rp1,73 triliun.

Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari
entitas induk, terdiri dari dana BPIH dan dana abadi
umat yang pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat
total sebesar Rp1,80 triliun meningkat sebesar Rp76,36
miliar atau 4,42% dibandingkan dengan posisi tanggal
31 Desember 2021, serta entitas anak sebesar Rp2,28
triliun dari posisi 31 Desember 2021 tercatat nihil karena
baru dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2022.

Perhitungan pendapatan nilai manfaat yang masih
harus diterima dilakukan berdasarkan perhitungan
sesuai dengan indicative return yang diharapkan.
Realisasi penerimaan pendapatan pada tahun berikut
dapat berbeda sesuai dengan nisbah yang dihitung
berdasarkan net profit pada masing-masing BPS BPIH.

Uang Muka Investasi

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat uang
muka investasi nihil setelah pada posisi 31 Desember
2021 tercatat sebesar Rp1,00 triliun, yang merupakan
uang muka dalam proses penyertaan investasi pada
BMI Tbk melalui HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu) yang sudah terealisasi di tahun 2022 dan
tercatat sebagai tambahan investasi pada entitas anak.
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Adjustment to fair value at acquisition for musyarakah
financing and mudharabah financing came from the
valuation report on the assets and liabilities of a BPKH
subsidiary (BMI) conducted by KJPP Amin, Nirwana,
Alfiantori and Partners number 00012/2.0044-09/
BS/09/0421/1 /112023 on January 31, 2023.

Accrued Income

Accrued income represented income that was the right
of BPKH to earn as a result of placements, investments
and other businesses whose payment had not yet been
received.

2022, BPKH recorded accrued
income of Rp4.09 trillion, an increase of Rp2.36 trillion

On December 31,

or 136.77% compared to the position on December 31,
2021 which was Rp1.73 trillion.

Accrued income came from the parent entity, consisting
of BPIH funds and ummatic trust fund which on
December 31, 2022 was recorded at a total of Rp1.80
trillion, an increase of Rp76.36 billion or 4.42% compared
to the position on December 31, 2021, and from
subsidiary at the amount of Rp2.28 trillion, which as of
December 31, 2021 was recorded as nil since it had just
been consolidated on December 31, 2022.

The calculation of the accrued income was carried
out based on the calculation in accordance with the
expected indicative return. Realization of revenue
receipts in the following year may differ according to the

ratio calculated based on net profit at each BPS BPIH.

Advances for Investment

On December 31, 2022, BPKH recorded advances for
investment as nil after recording Rp1.00 trillion as of
December 31, 2021, which was advances for investment
in BMI Tbk through HMETD (Pre-emptive Rights) which
were realized in 2022 and recorded as an additional
investment in subsidiary.
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Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat
investasi surat berharga bersih total sebesar Rp140,85
triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp29,94 triliun
atau 26,99% dibandingkan posisi 31 Desember 2021
yaitu sebesar Rp110,91 triliun.

Investasi surat berharga tersebut di atas terdiri dari
investasi surat berharga yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi dan yang diukur pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensiflain pada entitasinduk
total sebesar Rp112,96 triliun, mengalami peningkatan
sebesar Rp2,05 triliun atau 1,85% dibandingkan posisi
31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp110,91 triliun. Selain
itu, terdapat investasi surat berharga pada entitas anak
yang terdiri dari investasi surat berharga yang diukur
pada nilai wajar dan yang diukur pada biaya perolehan
total sebesar Rp27,88 triliun, meningkat 100% dari posisi
tanggal 31 Desember 2021 yang bersaldo nihil karena
baru dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2022.

Investasi surat berharga yang dilakukan pada entitas
induk berupa Sukuk yang terdiri dari dua jenis instrumen
sukuk negara yaitu dalam bentuk Sukuk Dana Haji
Indonesia (SDHI) yang bersifat non-tradeable dan Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) Rupiah yang dapat
diperdagangkan, serta Sukuk Korporasi. Selain itu BPKH
juga memiliki Reksadana Syariah Penyertaan Terbatas
(“RDSPT").

Sedangkan entitas anak, memiliki investasi surat
berharga berupa Sukuk Pemerintah dan Sukuk
Korporasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, penyertaan saham
pada entitas anak bersaldo nihil setelah pada tanggal 31
Desember 2021 tercatat saldo sebesar Rp276,65 miliar
sebagai dampak dari penyusunan laporan keuangan
konsolidasian yang mensyaratkan ketentuan eliminasi
saldo penyertaan saham pada entitas anak.
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Securities Investment

On December 31, 2022, BPKH recorded total net
securities investment of Rp140.85 trillion, an increase of
Rp29.94 trillion or 26.99% compared to the position on
December 31, 2021 which was Rp110.91 trillion.

The above investment in securities consisted of
securities investment measured at amortized cost and
measured at fair value through other comprehensive
income in the parent entity totaling Rp112.96 trillion,
an increase of Rp2.05 trillion or 1.85% compared to the
position on December 31, 2021 of Rp110.91 trillion. In
addition, there were securities investments in subsidiary
which consisted of securities investment measured at fair
value and measured at cost of a total of Rp27.88 trillion,
an increase of 100% from the position on December
31, 2021 which recorded nil balance as it had just been
consolidated on December 31, 2022.

The securities investment made in the parent entity was
in the form of Sukuk which consisted of two types of
government sukuk instruments, namely in the form of
non-tradeable Indonesian Hajj Fund Sukuk (SDHI) and
tradeable Rupiah-based Government Sharia Securities
(SBSN) as well as Corporate Sukuk. In addition, BPKH
also had Islamic Limited Equity Fund ("RDSPT").

Meanwhile, the subsidiary had securities investment in
the form of Government Sukuk and Corporate Sukuk.

Investment in Shares in Subsidiary

As of December 31, 2022, investment in shares in
subsidiary entity was recorded as nil after recording
Rp276.56 billion on December 31, 2021. This was as a
result of the preparation of the consolidated financial
statements which required the fulfillment of provision on
elimination of balance of share participationin subsidiary.

Laporan Tahunan Annual Report
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Investasi Langsung dan Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat
jumlah investasi langsung dan lainnya sebesar Rp1,13
triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp162,24 miliar
atau 16,83% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember
2021.

Peningkatan berasal dari entitas anak yang baru
dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu
sebesar Rp347,47 miliar. Sedangkan pada entitas induk
mengalami penurunan sebesar Rp185,22 miliar atau
19,21%, terutama karena perubahan nilai aset bersih.

Atas Investasi yang disajikan pada nilai amortisasi dan
nilai wajar pada komprehensif lainnya di entitas induk,
tidak ada nilai CKPN berdasarkan perhitungan menurut
ketentuan yang berlaku.

Sedangkan untuk investasi langsung dan lainnya pada
entitas anak telah dibentuk CKPN sebesar Rp60,24
miliar, dan manajemen berpendapat bahwa jumlah
cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk
menutupi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul.

Aset Tetap

Nilai buku aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022
tercatat sebesar Rp1,59 triliun mengalami peningkatan
sebesar Rp1,58 triliun atau 23.835,01% dibandingkan
posisi tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp6,62
miliar, terutama karena dikonsolidasikannya BMI.

Sedangkan jumlah akumulasi penyusutan pada tanggal
31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1,73 triliun
meningkat sebesar Rp1, 72 triliun atau 20.290,26%
dibandingkan posisi 31 Desember 2021, terutama
karena dikonsolidasikannya BMI.

Aset tetap entitas induk merupakan aset berwujud yang
dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau
tujuan administratif dan diperkirakan akan digunakan
selama lebih dari satu periode. Aset tetap diantaranya
terdiri atas tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan
aset dalam penyelesaian/ konstruksi, termasuk aset
tetap yang dipinjamkan kepada pihak lain. Aset tetap
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Direct and Other Investments

On December 31, 2022, BPKH recorded total direct and
otherinvestments Rp1.13 trillion, an increase of Rp162.24
billion or 16.83% compared to the position on December
31, 2021.

The increase came from a newly consolidated subsidiary
on December 31, 2022, which amounted to Rp347.47
billion. Meanwhile, the investment in the parent entity
decreased by Rp185.22 billion or 19.21%, mainly due to
changes in net asset value.

Inrespect of Investments presented at amortization value
and other comprehensive fair values in the parent entity,
there was no allowance for impairment losses (CKPN)
based on calculations according to THE applicable
regulations.

Meanwhile, for direct and otherinvestmentsin subsidiary,
CKPN of Rp60.24 billion had been established, and the
management believed that the allowance forimpairment
losses was sufficient to cover possible losses that might
arise.

Fixed Assets

The book value of fixed assets on December 31, 2022
was recorded at Rp1.59 trillion, an increase of Rp1.58
trillion or 23,835.01% compared to the position on
December 31 2021 which was Rp6.62 billion, mainly
due to the consolidation of BMI.

Meanwhile, the accumulated depreciation on December
31, 2022 reached Rp1.73 trillion, an increase of Rp1.72
trillion or 20,290.26% compared to the position on
December 31, 2021, particularly due to the consolidation
of BMI.

Fixed assets are tangible assets held for use in the
provision of services or administrative purposes and are
expected to be used for more than one period. Fixed
assets, among others, consist of land, buildings, vehicles,
equipment, and assets under completion/construction,
including fixed assets that are lent to other parties. Fixed
assets are measured using the cost model, namely

Badan Pengelola Keuangan Haji



diukur dengan menggunakan model biaya, yaitu dicatat
pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan
dan akumulasi rugi penurunan nilai sesuai ketentuan
yang berlaku.

Efektif sejak tanggal 1 November 2014, PT. Bank
Muamalat Indonesia Tbk (Entitas Anak) merubah
kebijakan akuntansinya dari metode harga perolehan
menjadi metode revaluasi. Bank melakukan penilaian
kembali atas seluruh aset tetap yang dimiliki Bank
dengan menggunakan jasa dari penilai independen
eksternal yang telah terdaftar di OJK. Metodologi
penilaian yang digunakan Bank dalam metode revaluasi
yaitu pendekatan data pasar (market data approach).
Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset
tetap dikreditkan pada “surplus revaluasi atas aset tetap”
sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya.
Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang
sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap
“surplus revaluasi atas aset tetap” sebagai bagian
dari penghasilan komprehensif; penurunan lainnya
dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain. Revaluasi aset tetap dilakukan setiap
tahun atau memiliki keteraturan yang cukup reguler
untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda
secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan
menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan,
dan jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset
tetap dalam kelas yang sama direvaluasi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat
investasi emas yang keseluruhannya merupakan
investasi entitas induk, sebesar Rp425,13 juta
mengalami peningkatan 100% dibandingkan posisi
tanggal 31 Desember 2021 yang bersaldo nihil. Investasi
tersebut berupa rekening emas yang ditempatkan pada
Pegadaian.

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat
jumlah aset lainnya sebesar Rp1,68 triliun, mengalami
peningkatan sebesar Rp1,61 triliun atau 2.390,16%
dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember
2021 vyaitu sebesar Rp6745 miliar, terutama karena
dikonsolidasikannya BMI.
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assets recorded at cost less accumulated depreciation
and accumulated impairment losses in accordance with
applicable regulations.

Effective since November 1, 2014, PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk (Subsidiary) changed its accounting
policy from the cost method to the revaluation method.
The Bank reassessed all fixed assets owned by the Bank
using the services of an external independent appraiser
registered with the OJK. The valuation methodology
used by the Bank in the revaluation method was the
market data approach. The increase in the carrying
amount arising from the revaluation of fixed assets was
credited to “revaluation surplus on fixed assets” as part of
other comprehensive income. A decrease that wrote off
the previous increase in the value of the same asset was
charged against “revaluation surplus on fixed assets” as
part of comprehensive income; other decreases were
charged to the statement of profit or loss and other
comprehensive income. Revaluation of fixed assets is
carried out annually or has sufficient regularity to ensure
that the carrying amount does not differ materially from
the amount determined using fair value at the end of the
reporting period, and if a fixed asset is revalued, then all
fixed assets in the same class are revalued.

Gold Investment

OnDecember 31, 2022, BPKHrecorded gold investment,
which was entirely an investment in the parent entity, at
Rp425.13 million, an increase of 100% compared to the
position on December 31, 2021 which was previously
zero. The investment was in the form of a gold account
placed at Pegadaian.

Other Assets

On December 31, 2022, BPKH recorded other assets of
Rp1.68 trillion, an increase of Rp1.61 trillion or 2,390.16%
compared to the position on December 31, 2021
which amounted to Rp67.45 billion, mainly due to the
consolidation of BMI.
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Pada entitas induk, aset lainnya tercatat sebesar
Rp260,58 miliar, mengalami peningkatan sebesar
Rp193,13 miliar atau 286,33% dibandingkan posisi
tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp67,45 miliar.
Aset lainya terdiri dari kas yang dibatasi penggunaannya,
aset tidak berwujud - bersih, beban dibayar dimuka,
piutang - lain-lain.
Peningkatan tertinggi berasal dari piutang - bersih yaitu
sebesar Rp215,45 miliar atau 4.784,97%.

bersih, persediaan, dan aset

Pada entitas anak, aset lainnya tercatat sebesar Rp1,42
triliun, mengalami peningkatan 100% dibandingkan
posisi tanggal 31 Desember 2021
dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2021.
Aset lainya terdiri dari aset pajak tangguhan, tagihan

karena baru

akseptasi - bersih, Aset yang diperoleh untuk ijarah -
bersih, dan aset lain-lain. Komponen terbesar adalah
aset lain-lain (terbesar adalah aset terbengkalai - bersih)
yaitu sebesar 87,68% dari total aset lainnya posisi 31
Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat total
liabilitas sebesar Rp158,07 triliun, meningkat Rp15,19
triliun atau 10,63% dibandingkan posisi 31 Desember
2021 yaitu sebesar Rp142,88 triliun. Peningkatan liabilitas
terbesar berasal dari dana simpanan nasabah bank yaitu
sebesar Rp9,27 triliun atau 100% dari posisi tanggal 31
Desember 2021 karena pada saat ini bersaldo nihil.

In the parent entity, other assets were recorded at
Rp260.58 billion, an increase of Rp193.13 billion or
286.33% compared to the position on December 31,
2021, which was Rp67.45 billion. Other assets consisted
of restricted cash, intangible assets - net, prepaid
expenses, receivables - net, inventories and other
assets. The highest increase came from receivables - net
which amounted to Rp2156.45 billion or 4,784.97%.

In subsidiary, other assets were recorded at Rp1.42
trillion, an increase of 100% compared to the position on
December 31, 2021 as they had just been consolidated
on December 31, 2021. Other assets consisted of
deferred tax assets, acceptance receivables - net, assets
acquired for ijarah - net, and and other assets. The
largest component was other assets (the largest was idle
assets - net) which accounted for 87.68% of total other
assets as of December 31, 2022.

LIABILITIES

On December 31, 2022, BPKH recorded total liabilities of
Rp1568.07 trillion, an increase of Rp15.19 trillion or 10.63%
compared to the position on December 31, 2021 which
was Rp142.88 trillion. The biggest increase in liabilities
came from bank customer deposits which amounted to
Rp9.27 trillion or 100% from the position on December
31, 2021, because at the moment it has a zero balance.

Table of Liabilities

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless stated otherwise)

Perubahan
. Changes
Ura.lar.l 2022
Description Persentase
Nominal
Percentage
Utangjemaahtunda — 5.150.935 9.180.651 (4.020.717) 43,80%
Payable of postponed pilgrims
Utang lainnya 995.769 211.249 784.520 371,37%
Other payables
Dana simpanan nasabah bank 0.974.339 i 0.974.339 100,00%

Bank customer deposit
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Table of Liabilities

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless stated otherwise)

Perubahan
. Changes
Uraian 2022
Description YA TR
Nominal
Percentage

Dana titipan Jemaah 142.143.290 133.254.548 8.888742 6,67%
Pilgrimage fund
Pend‘apatan nilai manfaat yang ditangguhkan 238,079 (238.079) 100,00%
Deferred Income
Pinjaman yang diterima 500.000 - 500.000 100,00%
Loan received
JUMLAH LIABILITAS 158.073.332 142.884.526 15.188.806 10,63%

TOTAL LIABILITIES

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat
jumlah utang Jemaah tunda sebesar Rp5,16 triliun,
mengalami penurunan sebesar Rp4,02 triliun atau
43,80% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021
yaitu sebesar Rp9,18 triliun.

Utang Jemaah tunda merupakan utang entitas induk
kepada jemaah haji yang telah berhak berangkat
dan telah melunasi BPIH, namun belum dapat
diberangkatkan karena jumlah kuota pemberangkatan
haji yang terbatas dari Pemerintah Arab Saudi.

Padatanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatatjumlah
utang lainnya total sebesar Rp995,77 miliar, mengalami
peningkatan sebesar Rp784,52 miliar atau 371,37%
dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021 yaitu
sebesar Rp211,25 miliar. Peningkatan terbesar berasal
dari entitas anak karena baru dikonsolidasikan pada
tanggal 31 Desember 2022.

Utang lainnya entitas induk terdiri dari utang beban,
utang pajak, dan utang lain-lain yang pada tangal 31
Desember 2022 tercatat total sebesar Rp225,36 miliar,
mengalami peningkatan sebesar Rp14,11 miliar atau
6,68% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021.

Badan Pengelola Keuangan Haji

Payable of Postponed Pilgrims

On December 31, 2022, BPKH recorded payable of
postponed pilgrims amounting to Rp5.16 trillion, a
decrease of Rp4.02 trillion or 43.80% compared to the
position on December 31, 2021 which was Rp9.18
trillion.

Payable of Postponed Pilgrims is the parent entity’s debt
to pilgrims who are entitled to depart and have paid off
Hajj Pilgrimage Operational Cost (BPIH), but cannot
depart due to limited number of hajj departure quotas
from the Government of Saudi Arabia.

Other Payables

On December 31, 2022, BPKH recorded total other
payables of Rp995.77 billion, an increase of Rp784.52
billion or 371.37% compared to the position on
December 31 2021, which was Rp211.25 billion. The
biggest increase came from the subsidiary because it
had just been consolidated on December 31, 2022.

Other payables of the parent entity consisted of
expenses payable, taxes payable, and other payables
which on December 31, 2022 were recorded at a total of
Rp225.36 billion, an increase of Rp14.11 billion or 6.68%
compared to the position on December 31, 2021.

Laporan Tahunan Annual Report
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Sedangkan utang lainnya entitas anak terdiri dari
liabilitas segera, liabilitas akseptasi, bagi hasil yang
belum dibagikan, estimasi liabilitas imbalan kerja, utang
pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontijensi, dan
utang lainnya.

Dana Simpanan Nasabah Bank

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH membukukan
dana simpanan nasabah bank (dana pihak ketiga) dari
entitas anak total sebesar Rp9,27 triliun, yang baru
dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2022.
Dana tersebut terdiri dari giro wadiah dan tabungan
wadiah.

Giro  wadiah wadiah
yaddhamanah dimana nasabah dapat memperoleh
bonus berdasarkan kebijakan Bank. Bonus per tahun
untuk simpanan wadiah rupiah adalah berkisaran antara
0,00% sampai dengan 0,02% untuk tahun 2022 dan
antara 0,00% sampai dengan 0,28% untuk tahun 2020.
Bank tidak memberikan bonus untuk simpanan wadiah
dalam mata uang asing.

merupakan  simpanan

Tabungan wadiah merupakan tabungan Haji Arafah
dalam mata uang Rupiah dan tidak mendapatkan bonus.

Dana Titipan Jemaah

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH membukukan
dana titipan jemaah yang merupakan kontribusi dari
entitas induk sebesar Rp142,14 triliun, mengalami
peningkatan sebesar Rp8,89 triliun atau 6,67%
dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021 yaitu
sebesar Rp133,25 triliun

Utang tersebut terjadi atas penerimaan dana setoran
awal yang diterima dari calon jemaah haji yang telah
menyetor ke rekening BPKH dan nilai tambahan
rekening virtual yang dialokasikan oleh BPKH kepada
setiap jemaah waiting list. Saldo Uang Titipan Jemaah
merupakan kewajiban BPKH kepada calon jemaah haji
untuk memberangkatkan ke tanah suci mulai tahun
2023.
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Meanwhile, other payables of subsidiary consisted
of liabilities due immediately, acceptance payable,
undistributed profit sharing, estimated employee
benefit liabilities, taxes payable, estimated losses on

commitments and contingencies, and other payables.

Bank Customer Deposits

On December 31, 2022, BPKH recorded bank customer
deposits (third party funds) from subsidiary amounting
to Rp9.27 trillion, which was consolidated on December
31, 2022. These funds consisted of wadiah current
accounts and wadiah savings accounts.

Wadiah current accounts are wadiah yaddhamanah
deposits where customers can get bonuses based on
Bank policy. Annual bonuses for wadiah rupiah deposits
range from 0.00% to 0.02% for 2022 and between 0.00%
t0 0.28% for 2020. The Bank did not provide bonuses for
wadiah deposits in foreign currencies.

Wadiah savings are Hajj Arafah savings in Rupiah and
not subject to bonuses.

Pilgrimage Fund

On December 31, 2022, BPKH recorded pilgrimage
fund which was a contribution from the parent entity of
Rp142.14 trillion, an increase of Rp8.89 trillion or 6.67%
compared to the position on December 31, 2021 which
amounted to Rp133.25 trillion.

This debt occurred due to the receipt of initial deposit
received from prospective pilgrims who had deposited
into BPKH's account and additional income allocated
to the virtual account by BPKH to each pilgrim on
the waiting list. The balance of the Pilgrimage Fund
represented BPKH's obligation to realize departure of the
prospective pilgrims for the holy land starting in 2023.
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Saldo pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan
merupakan akumulasi saldo nilai manfaat yang belum
digunakan untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat
pendapatan nilai manfaat yang ditangguhkan entitas
induk dengan saldo nihil karena telah digunakan
sebagai biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022
setelah pada tanggal 31 Desember 2021 mencatat
sebesar Rp238,08 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2022, entitas anak BPKH
membukukan pinjaman yang diterima sebesar
Rp500,00 miliar, berupa pembiayaan mudharabah
mugayadah yang diperoleh dari PT Sarana Multigriya
Finansial (Persero) pada tahun 2022 dengan jangka
waktu 1 tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2022, entitas anak BPKH
membukukan dana syirkah temporer yang merupakan
kontribusi dari entitas anak sebesar Rp33,17 triliun, yang
meningkat 100% karena baru dikonsolidasikan pada
tanggal 31 Desember 2022.

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan
akad mudharabah mutlagah dimana pemilik dana
(shahibul maal) memberikan kebebasan kepada
pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan
investasinya dan akan memperoleh bagi hasil sesuai
dengan nisbah yang disepakati. Dana syirkah temporer
terdiri dari tabungan mudharabah, deposito berjangka
mudharababh, sertifikat investasi mudharabah antar bank
dan sukuk mudharabah subordinasi.

Aset neto adalah selisih antara aset dan liabilitas yang
diklasifikasikan berdasarkan sifat sumber daya, yaitu
aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan
pembatasan.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Deferred Income

Deferred income balance was the accumulated balance
of return that had not been used for Hajj Pilgrimage
Operational Cost.

On December 31, 2022, BPKH recorded a nil balance of
the parent entity’s deferred income, since the fund had
been used as hajj pilgrimage operational cost 2022,
after on December 31, 2021 the balance was recorded
at Rp238.08 billion.

Loans Received

On December 31, 2022, BPKH subsidiary recorded loan
received of Rp500.00 billion in the form of mudharabah
mugayadah financing obtained from PT Sarana
Multigriya Finansial (Persero) in 2022 with a 1-year tenor.

TEMPORARY SYIRKAH FUND

On December 31, 2022, BPKH's subsidiary recorded
temporary syirkahfundswhichrepresented contributions
from subsidiary of Rp33.17 trillion, which increased
by 100% since they had just been consolidated on
December 31, 2022.

Temporary syirkah funds represented investments
under a mudharabah mutlagah contract where the
owner of the funds (shahibul maal) gave freedom to
the fund manager (mudharib/bank) in managing the
investment and will receive profit sharing according to
the agreed ratio. Temporary syirkah funds consisted
of mudharabah savings, mudharabah time deposits,
interbank mudharabah investment certificates and
subordinated mudharabah sukuk.

NET ASSETS

Net assets are the difference between assets and
liabilities classified based on the nature of the resource,
namely unrestricted net assets and restricted net assets.
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Nilai aset neto tanpa pembatasan mencakup saldo
awal aset neto tanpa pembatasan, surplus entitas anak,
surplus komprehensif tahun berjalan, koreksi saldo awal
aset neto dan penyesuaian perubahan kepemilikan.

Nilai aset neto dengan pembatasan mencakup saldo
awal aset neto dengan pembatasan, surplus tahun
berjalan PIH dan DAU serta koreksi saldo awal PIH dan
DAU.

Nilai kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas
anak yang dikonsolidasi mencakup pengakuan awal
kepentingan nonpengendali pada tanggal akuisisi,
penyesuaian perubahan kepemilikan dan surplus
komprehensif tahun berjalan.

The value of unrestricted net assets comprised
beginning balance of unrestricted net assets, subsidiary
surplus, comprehensive surplus for the year, corrections
to the beginning balance of net assets balance and
adjustments for changes in ownership.

The value of restricted net assets comprised beginning
balance of restricted net assets, current year's surplus
of Hajj Pilgrimage Operations (PIH) and Ummatic Trust
Fund (DAU), and corrections to the beginning balance
of PIH and DAU.

The value of non-controlling interests in the net
assets of consolidated subsidiary covered the initial
recognition of non-controlling interests at the acquisition
date, adjustments for changes in ownership, and
comprehensive surplus for the year.

Table of Net Assets

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain
(in million Rupiah unless stated otherwise)

Perubahan
. Changes
. Ura_latrj 2022
Sseden . Persentase
Nominal
Percentage

- Asetnelo tanpa pembatasan 1.253.841 488.771 766.070 156,53%
Unrestricted net assets
- Asetneto dengan pembatasan 19.890.316 17.222.643 2667673 15,49%
Restricted net assets
Kepentingan entitas induk - BPKH 21144157 17.711.413 3.432.744 19,38%
Interest of parent entity - BPKH
Kepentingan nonpengendali atas aset neto
entitas anak yang Qkonsohqlam 398.694 i 398.604 100,00%
Non-controlling interest in net assets of
consolidated subsidiary
JUMLAH ASET NETO o
TOTAL NET ASSETS 21.542.851 17.711.413 3.831.438 21,63%

Pada tanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat aset
neto sebesar Rp21,54 triliun, mengalami peningkatan
sebesar Rp3,83 triliun atau 21,83% dibandingkan
posisi 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp17,71 triliun.
Peningkatan tersebut terutama karena meningkatnya
jumlah aset neto dengan pembatasan sebesar Rp2,67
triliun

Laporan Tahunan Annual Report

On December 31, 2022, BPKH recorded net assets of
Rp21.54 trillion, an increase of Rp3.83 trillion or 21.83%
compared to the position on December 31, 2021, which
was Rp17.71 trillion. This increase was mainly due to an
increase in total restricted net assets of Rp2.67 trillion.
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Laporan Operasional Konsolidasian

Pada tahun 2022, dengan dikonsolidasikannya Laporan
Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), BPKH
membagilaporan operasional konsolidasiannya menjadi
2 (dua) bagian besar yaitu Laporan Operasional dengan
Pembatasan dari Pemberi Sumber Dana dan Laporan
Operasional dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber
Dana yang masing-masing memberikan surplus sebesar
Rp2.68 triliun dan Rp25,31 miliar. Namun demikian
penjelasan pos laba rugi dikategorikan berdasarkan
saldo-saldo Entitas Induk (BPKH) dan Entitas Anak
(BMI), yang belum digabungkan berdasarkan klasifikasi
rincian tiap unsur yang membentuk akun sesuai sifat dan
karakteristik transaksi.

» BPKH
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Consolidated Statements

of Operations

In 2022, with the consolidation of the Financial
Statements of PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), BPKH
divides its consolidated statements of operations into 2
(two) major sections, namely Statements of Operations
with Restrictions from Provider of Funding Sources
and Statements of Operations with Restrictions from
Provider of Funding Sources, each of which provided a
surplus of Rp2.68 trillion and Rp25.31 billion. However,
explanations of profit and loss items are categorized
based on the balances of the Parent Entity (BPKH) and
Subsidiary (BMI), which have not been combined based
on the detailed classification of each element that forms
an account according to the nature and characteristics
of the transaction.

Table of Statements of Operations

Uraian

Description

A.Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya
With Restrictions from Provider of Resources

Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)
Haijj Pilgrimage Operational Funds (PIH)

- Pendapatan setoran jemaah berangkat

2022

(angka dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(figure in million Rupiah unless stated otherwise)

Pertumbuhan
Growth

Persentase
Percentage

Nominal

| DETANS? 3777.867 - 3777867 100,00%

Income earned from departing pilgrims

- Beban PIH (9.033.246) - (9.033.246) 100,00%
PIH Expenses

Surplus (Defisit) (5.255.379) ; (5.255.379) 100,00%

Surplus (Deficit)

- Pendapatan nilal manfaat 0.880.974 0764.218 125757 1,29%
Income earned

- Pendqpatan hibah 2165
Grantincome

- Penyaluran untuk rekening virtual (2.064.059) (2.500.000) 435.941 17.44%
Return allocated to virtual account

- Beban operasional BPKH (250.172) (234.005) (16.166) 6,91%

BPKH operating expenses

Badan Pengelola Keuangan Haji
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Table of Statements of Operations

(angka dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(figure in million Rupiah unless stated otherwise)

Pertumbuhan
. Growth
5 Ura.lar.1 2022
escription . Persentase
Nominal
Percentage
- Beban hibah (2.165) (64.957) 62.792 -96,67%
Grant expenses
Nilai Manfaat tersedia untuk PIH 7.575.744 6.965.256 610.488 8,76%
Return available for PIH
Surplus Dana PIH .
Surplus of PIH Funds 2.320.365 6.965.256 (4.644.891) -66,69%
Dana Abadi Umat (DAU)
Ummatic Trust Fund (DAU)
- Pendapatan nilai manfaat DAU 242 997 237616 4682 1.97%

Income earned from DAU

- Penyaluran program kemaslahatan
Disbursement for BPKH Trust Fund - (130.319) (189.446) 59.128 -31,21%
Philanthropic Program

Surplus DAU

Surplus of DAU 111.978 48.169 63.809 132,47%

Akumulasi Surplus

2.432.343 7.013.425 (4.581.082) -65,32%
Accumulated Surplus

- Penggunaan Nilai Manfaat Akumulasi Tahun
Sebelumnya
Use of Accumulated Return of the Previous
Year

238.079 - 238.079 100,00%

- Pendapatan lain-lain - bersih

) 26.069 506.558 (480.489) -94,85%
Otherincome - net

Surplus Sebelum Pajak Penghasilan

2.696.491 7.519.983 (4.823.492) -64,14%
Surplus Before Income Tax

Beban pajak penghasilan - induk

(21.314) (52.126) 30.812 -69,11%
Income tax expenses - parent

Surplus dengan Pembatasan

Surplus with Restrictions 2.675.177 7.467.857 (4.792.680) -64,18%

B.Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya
Without Restrictions from Provider of Resources

- Pendapatan hibah

i 236.935 (236.935) -100,00%
Grantincome

- Pendapatan usaha entitas anak

L 2.699.894 - 2.699.894 100,00%
Income of subsidiary

- Beban usaha dan operasional entitas anak

Trade and operating expenses of subsidiary e i (2:635.364) 100,00%
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Table of Statements of Operations

Uraian

Description 2022
- Beban lain-lain entitas anak - bersih (14.150)
Other expenses of subsidiary - net '
Surplus sebelum pajak penghasilan
. 50.380

Surplus before income tax

Beban pajak penghasilan - gnlak (25.072)

Income tax expenses - subsidiary

Surplus Tanpa Pembatasan

Surplus Without Restrictions 25.308
Surplus Tahun Berjalan
Surplus for the Year AN
Penghasilan komprehgnsﬁ lain 668.921
Other comprehensive income
Surplus Komprehensif 3.369.406

Comprehensive Surplus

Surplus Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada:
Surplus for the Year Attributable to:

- Entitas Induk (BPKH)

Parent Entity (BPKH) 2.696.097

- KepentmgaﬁNonpengendah 4388
Non-controlling Interest

2.700.485

» BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji

(angka dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(figure in million Rupiah unless stated otherwise)

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada:

Other Comprehensive Income for the Year Attributable to:

- Entitas Induk (BPKH)

Parent Entity (BPKH) 668.900
- Kepentingan Nonpengendali
. 20
Non-controlling Interest
668.921
Surplus Komprehensif
Comprehensive Surplus
- Entitas Induk (BPKH)
Parent Entity (BPKH) 3.364.998
- KepentmgaﬁNonpengendah 4408
Non-controlling Interest
3.369.406

Badan Pengelola Keuangan Haji

Pertumbuhan
Growth
. Persentase
Nominal
Percentage
- (14.150) 100,00%
236.935 (186.556) 100,00%
- (25.072) 100,00%
236.935 (211.627) -89,32%
7.704.792 (5.004.307) -64,95%
21.676 647244 2985,97%
7.726.468 (4.357.063) -66,39%
7.704.792 (5.008.695) -65,01%
- 4.388 100,00%
7.704.792 (5.004.307) -64,95%
21.676 647224 2985,88%
- 20 100,00%
21.676 647.244 2985,97%
7.726.468 (4.361.471) -56,45%
- 4.408 100,00%
7.726.468 (4.357.063) -56,39%
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Selama tahun 2022, BPKH membukukan pendapatan
setoran jemaah berangkat sebesar Rp3,78 triliun yang
pada tahun 2021 bersaldo nihil. Pendapatan setoran
jemaah berangkat merupakan dana yang berasal dari
jemaah haji yang berangkat pada tahun 2022/ 1443H.

Selama tahun 2022, BPKH membukukan beban
sebesar Rp9.03 triliun yang pada tahun 2021 bersaldo
nihil. Beban BPIH ke Kementerian Agama merupakan
dana yang ditansfer ke Kementerian Agama sebagai
biaya penyelenggaraan ibadah haji periode tahun
2022/1443H.

Dengan demikian pada tahun 2022, BPKH membukukan
defisit PIH sebesar Rp5,26 triliun yang pada tahun 2021
bersaldo nihil.

Pendapatan Nilai Manfaat

Pada tahun 2022, BPKH membukukan pendapatan nilai
manfaat sebesar Rp9,89 triliun, mengalami peningkatan
sebesar Rp125,76 miliar atau 1,29% dibandingkan
dengan perolehan selama tahun 2021 yaitu sebesar
Rp9,76 triliun.

Pendapatan nilai manfaat merupakan nilai manfaat
bersih setelah beban pajak dan beban lainnya dari bagi
hasil penempatan dan investasi selama satu periode,
yang terdiri dari bagi hasil penempatan keuangan haji di
BPS-BPIH dan imbal hasil investasi dari surat berharga
syariah dalam perhitungan basis akrual.

Pendapatan Hibah

Selama tahun 2022, BPKH membukukan pendapatan
hibah sebesar Rp2,17 miliar sedangkan pada tahun
2021 bersaldo nihil. Pendapatan Hibah BMH kepada
Kementerian Agama merupakan hibah aset BMH dari
Kementerian Agama kepada BPKH berupa aset tetap
dan aset tak berwujud dari pengadaan BMH tahun 2018
dan 2019
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INCOME EARNED FROM DEPARTING
PILGRIMS AND PIH EXPENSES

In 2022, BPKH recorded income earned from departing
pilgrims of Rp3.78 trillion which was previously zero
in 2021.
represented
2022/1443H.

Income earned from departing pilgrims

funds from pilgrims departing in

During 2022, BPKH recorded expenses of Rp9.03 trillion
which was previously zero in in 2021. BPIH expenses
to the Ministry of Religious Affairs represented funds
transferred to the Ministry of Religious Affairs as the haijj
pilgrimage operational cost for the 2022/1443H period.

Thus, in 2022, BPKH recorded PIH deficit of Rp 5.26
trillion which was previously zero in 2021.

Income Earned

In 2022, BPKH posted income earned of Rp9.89 trillion,
an increase of Rp125.76 billion or 1.29% compared to
that of in 2021 at Rp9.76 trillion.

Income earned was netincome earned after tax expense
and other expenses from placement and investment
profit sharing for one period, which consisted of profit
sharing on hajj fund placements at Receiving Bank for
Hajj Pilgrimage Deposit (BPS-BPIH) and investment
returns on sharia securities in the accrual basis

calculation.

Grant Income

During 2022, BPKH booked grant income of Rp2.17
billion which was previously zero in 2021. BMH Grant
Income to the Ministry of Religious Affairs is a BMH asset
grant from the Ministry of Religious Affairs to BPKH in
the form of fixed assets and intangible assets from BMH
procurement in 2018 and 2019.
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Pada tahun 2022, BPKH mencatat penyaluran untuk
rekening virtual sebesar Rp2,06 triliun, mengalami
penurunan sebesar Rp435,94 miliar atau 17,44%
dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp2,50 triliun.

Beban penyaluran untuk rekening virtual adalah
merupakan penyaluran NMVA spesial yang diberikan
kepada jemaah berhak berangkat haji tahun 2022
M/1443 H dan cadangannya.

Pada tahun 2022, BPKH membukukan dana operasional
sebesar Rp250,177 miliar mengalami peningkatan
sebesar Rp16,17 miliar atau 6,91% dibandingkan tahun
2021 vyaitu sebesar Rp234,01 miliar. Peningkatan
tertinggi berasal dari komponen beban operasional
kantor yaitu sebesar Rp22,25 miliar atau 22,74%.

Dari total beban operasional tahun 2022, sebesar Rp1.22
miliar merupakan pembayaran pajak insentif tahun 2021
yang dibayarkan di tahun 2022.

Pada tahun 2022, BPKH membukukan beban hibah
sebesar Rp2,17 miliar, mengalami penurunan sebesar
Rp62,79 miliar atau 96,67% dibandingkan tahun 2021
yaitu sebesar Rp64,96 miliar.

Beban hibah merupakan merupakan hibah aset BMH
dari BPKH kepada Kementerian Agama berupa aset
tetap dan aset tak berwujud dari pengadaan BMH tahun
2018 dan 2019.

Pada tahun 2022, BPKH membukukan nilai manfaat
tersedia untuk PIH sebesar Rp7,58 triliun, mengalami
peningkatan sebesar Rp610,49 miliar dibandingkan
pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp6,97 triliun, terutama
karena penurunan penyaluran rekening virtual tahun
2022 yang nilainya cukup besar.
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Return Allocated to Virtual Account

In 2022, BPKH recorded return allocated to virtual
account of Rp2.06 trillion, a decrease of Rp435.94 billion
or 17.44% compared to 2021 which amounted to Rp2.50
trillion.

Returnallocatedtovirtualaccountexpensesrepresented
special return allocated to virtual account that was given
to pilgrims entitled to depart for Hajj in 2022 M/1443 H
along with tis reserves.

BPKH Operating Expenses

In 2022, BPKH recorded operating funds of Rp250.17
billion, an increase of Rp16.17 billion or 6.91% compared
to 2021 which amounted to Rp234.01 billion. The
highest increase came from office operational expense
component, which was Rp22.25 billion or 22.74%.

Of the total operating expenses in 2022, there was tax
incentive payment amounting to Rp1.22 billion that was
paid in 2022.

Grant Expenses

In 2022, BPKH recorded sgrant expenses of Rp2.17
billion, adecrease of Rp62.79 billion or 96.67% compared
to 2021 which amounted to Rp64.96 billion.

Grant expenses represented a BMH asset grant from
BPKH to the Ministry of Religious Affairsin the form of fixed
assets and intangible assets from BMH procurement in
2018 and 2019.

Return Available for PIH

In 2022, BPKH recorded return available for PIH of
Rp7.58 trillion, an increase of Rp610.49 billion compared
to 2021 which was Rp6.97 trillion, particularly due to a
quite significant decrease in return allocated to virtual
accountin 2022.
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Surplus Dana PIH

Pada tahun 2022, BPKH membukukan surplus dana PIH
sebesar Rp2,32 triliun, mengalami penurunan sebesar
Rp4,64 triliun terutama karena pada tahun 2022 BPKH
membukukan pendapatan Jemaah berangkan dan
beban PIH yang jumlahnya cukup tinggi yang pada
tahun 2021 bersaldo nihil.

Dana Abadi Umat (DAU)

Pada tahun 2022, BPKH membukukan pendapatan
nilai manfaat DAU sebesar Rp242,30 miliar, mengalami
peningkatan sebesar Rp4,68 miliar dibandingkan tahun
2021 yaitu sebesar Rp237,62 miliar. Disisilain, padatahun
2022, BPKH juga membukukan penyaluran program
kemaslahatan sebesar Rp130,32 miliar, mengalami
penurunan Rp59,13 miliar atau 31,21% dibandingkan
tahun 2021 yaitu sebesar Rp 189,45 miliar.

Dengan demikian pada tahun 2022, BPKH membukukan
surplus DAU sebesar Rp111,98 miliar, mengalami
peningkatan sebesar Rp63,81 miliar atau 132,47%
dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp48,17 miliar.

Akumulasi Surplus

Dengan perolehan surplus dana PIH dan dana DAU,
maka pada tahun 2022 BPKH membukukan akumulasi
surplus sebesar Rp2,43 triliun, mengalami penurunan
sebesar Rp4,58 triliun atau 65,32% dibandingkan tahun
2021 sebesar Rp7,01 triliun, terutama karena penurunan
surplus PIH yang cukup besar.

Penggunaan Nilai Manfaat

Akumulasi Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022, BPKH mencatat penggunaan nilai
manfaat akumulasi tahun sebelumnya sebesar Rp238,08
miliar meningkat 100% dibandingkan tahun 2021 yang
bersaldo nihil. Penggunaan nilai manfaat akumulasi
tahun sebelumnya adalah untuk biaya penyelenggaraan
ibadah haji tahun 1443H/2022M.

Pendapatan Lain-lain Bersih

Pada tahun 2022, BPKH mencatat pendapatan lain-lain
sebesar Rp26,07 miliar mengalami penurunan sebesar
Rp480,49 miliar atau 94,85% dibandingkan tahun 2021
yaitu sebesar Rp506,57 miliar. Pendapatan lain-lain
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PIH Fund Surplus

In 2022, BPKH recorded PIH fund surplus of Rp2.32
trillion, a decrease of Rp4.64 trillion, mainly because
in 2022 BPKH recorded a quite high income earned
from departing pilgrims and PIH expenses, which were
previously zero in 2021.

Ummatic Trust Fund (DAU)

In 2022, BPKH recorded income earned from DAU of
Rp242.30 billion, an increase of Rp4.68 billion compared
to 2021, which was Rp237.62 billion. On the other hand,
in 2022, BPKH also recorded disbursement of BPKH
Trust Fund - Philanthropic Program of Rp130.32 billion, a
decrease of Rp59.13 billion or 31.21% compared to 2021
which amounted to Rp189.45 billion.

Therefore, in 2022, BPKH recorded a DAU surplus
of Rp111.98 billion, an increase of Rp63.81 billion or
132.47% compared to 2021 which amounted to Rp48.17
billion.

Accumulated Surplus

With the achievement of a surplus of both PIH funds and
DAU funds, in 2022 BPKH recorded an accumulated
surplus of Rp2.43 trillion, a decrease of Rp4.58 trillion or
65.32% compared to 2021 of Rp7.01 trillion, mainly due
to a quite significant decrease in the PIH surplus.

Use of Previous Year's Accumulated Return

In 2022, BPKH recorded use of the previous year's
accumulated return of Rp238.08 billion, an increase of
100% compared to 2021 which was zero. The previous
year's accumulated return was used for hajj pilgrimage
operations in 1443H/2022M.

Other Income - Net

In 2022, BPKH recorded other income of Rp26.07 billion,
a decrease of Rp480.49 billion or 94.85% compared to
2021 which amounted to Rp506.57 billion. Otherincome
represented income from realized exchange differences,
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merupakan pendapatan yang berasal dari selisin kurs
yang telah terealisasi, keuntungan dari penjualan aset
tetap BPKH, pendapatan jasa giro, pendapatan atas Gain
on Bargain Purchase dari akuisisi PT BMI, dan lain-lain.

Pada tahun 2022, BPKH membukukan surplus sebelum
beban pajak penghasilan sebesar Rp2,70 triliun,
mengalami penurunan sebesar Rp4,82 triliun atau
64,10% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp7,52
triliun.

Pada tahun 2022, BPKH mencatat pajak penghasilan
induk sebesar Rp21,31 miliar, mengalami penurunan
sebesar Rp30,81 miliar atau 59,11% dibandingkan pada
tahun 2021 yaitu sebesar Rp52,13 miliar.

Pada tahun 2022, BPKH mencatat surplus yang
berasal dari Laporan Operasional dengan Pembatasan
dari Pemberi Sumber Daya sebesar Rp2,68 triliun,
mengalami penurunan sebesar Rp4,79 triliun atau
64,18% dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar
Rp7,47 triliun.

Pada tahun 2022, BPKH mencatat saldo pendapatan
hibah dari Laporan Operasional Tanpa Pembatasan
dari Pemberi Sumber Daya nihil, setelah tahun 2021
mencatat saldo sebesar Rp236,94 miliar.

Pada tahun 2022, BPKH membukukan pendapatan
di entitas anak sebesar Rp2,70 triliun mengalami
peningkatan 100% dibandingkan tahun 2021 karena
baru dikonsolidasikan pada tahun 2022. Pendapatan
usaha entitas anak tahun 2022 terdiri dari pendapatan
pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib
sebesar Rp1,76 triliun dan pendapatan operasional
lainnya sebesar Rp1,10 triliun, serta dikurangi dengan
pendapatan  sebelum  akuisisi/praakuisisi  sebesar
Rp162.25 miliar.
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gain from sale of BPKH fixed assets, current account fee
income, income from gain on Bargain Purchase from the
acquisition of PT BMI, and others.

Surplus Before Income Tax

In 2022, BPKH recorded a surplus before income tax
expense of Rp2.70 trillion, a decrease of Rp4.82 trillion
or 64.10% compared to 2021 which amounted to Rp7,52
trillion.

Income Tax Expenses of the Parent

In 2022, BPKH recorded income tax expenses of the
parent amounting to Rp21.31 billion, a decrease of
Rp30.81 billion or 59.11% compared to 2021 which was
Rp52.13 billion.

Surplus With Restrictions

In 2022, BPKH recorded a surplus from Statements of
Operations with Restrictions from Provider of Resources
at the amount of Rp2.68 trillion, a decrease of Rp4.79
trillion or 64.18% compared to 2021 of Rp7.47 trillion.

GRANT INCOME FROM STATEMENTS

OF UNRESTRICTED OPERATIONS

FROM RESOURCE PROVIDER

In 2022, BPKH recorded balance of grant income from
Statements of Unrestricted Operations from Resource
Provider as nil, after booking Rp236.94 billion in 2021.

Income of Subsidiary

In 2022, BPKH recorded income in subsidiary of Rp2.70
trillion, an increase of 100% compared to 2021 since it
had just been consolidated in 2022. Income of subsidiary
in 2022 consisted of income from fund management by
pank as mudharib that amounted to Rp1.76 trillion and
other operating income of Rp1.10 trillion, and deducted
by pre-acquisition profit of Rp162.25 billion.
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Beban Usaha dan Operasional Entitas Anak

Pada tahun 2022, BPKH membukukan beban usaha
dan operasional di entitas anak sebesar Rp2,64 triliun
mengalami peningkatan 100% dibandingkan tahun
2021 karena baru dikonsolidasikan pada tahun 2022.
Beban usaha dan operasional entitas anak tahun 2022
terdiri dari hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah
temporer. sebesar Rp1,43 triliun beban operasional
sebesar Rp1,36 triliun, serta dikurangi dengan beban
sebelum akusisi/praakusisi sebesar Rp159,20 miliar.

Beban Lain-lain Entitas Anak Bersih

Pada tahun 2022, BPKH membukukan beban lain-lain
entitas anak bersih sebesar Rp14,15 miliar mengalami
peningkatan 100% dibandingkan tahun 2021 karena
baru dikonsolidasikan pada tahun 2022. Beban lain-lain
entitas anak terdiri dari keuntungan selisih kurs sebesar
Rp28,52 miliar dan pendapatan (beban) non operasional
sebesar (Rp42.67 miliar).

Surplus sebelum pajak penghasilan dari
Laporan Operasional Tanpa Pembatasan

dari Pemberi Sumber Daya

Pada tahun 2022, BPKH membukukan surplus sebelum
pajak penghasilan dari Laporan Operasional Tanpa
Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya sebesar
Rp50,38 miliar mengalami penurunan sebesar Rp186,56
miliar atau 76,74% dibandingkan dengan tahun 2021
yaitu sebesar Rp236,94 miliar.

Jumlah Surplus Laporan Operasional Tanpa
Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

Pada tahun 2022, BPKH membukukan surplus dari
Laporan Operasional Tanpa Pembatasan dari Pemberi
Sumber Daya sebesar Rp25,31 miliar, mengalami
penurunan sebesar Rp211,63 miliar atau 89,32%
dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp236,94
miliar, terutama karena penurunan yang cukup signifikan
pada pendapatan hibah dari Laporan Operasional
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya.
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Trade and Operating Expenses of Subsidiary

In 2022, BPKH recorded trade and operating expenses
in subsidiary of Rp2.64 trillion, an increase of 100%
compared to 2021 since it had just been consolidated
in 2022. Trade and operating expenses of subsidiary
in 2022 consisted of third-party rights to profit sharing
of temporary syirkah funds of Rp1.43 trillion, operating
expenses of Rp1.36 trillion, and deducted by pre-
acquisition profit expenses of Rp159.20 billion.

Other Net Expenses of Subsidiary

In 2022, BPKH recorded other net expenses of subsidiary
of Rp14.15 billion, an increase of 100% compared to
2021 since they had just been consolidated in 2022.
Other expenses of subsidiary consisted of gain on
foreign exchange amounting to Rp28.52 billion and non-
operating income (expenses) of (Rp42.67 billion).

Surplus before income tax from

Statements of Unrestricted Operations

from Resource Provider

In 2022, BPKH recorded a surplus before income tax from
Statements of Unrestricted Operations from Resource
Provider of Rp50.38 billion, a decrease of Rp186.56
billion or 76.74% compared to 2021 which amounted to
Rp236.94 billion.

Total Surplus from Statements of Unrestricted
Operations from Resource Provider

In 2022, BPKH recorded a surplus from Statements
of Unrestricted Operations from Resource Provider of
Rp25.31 billion, a decrease of Rp211.63 billion or 89.32%
compared to 2021 of Rp236.94 billion, mainly due to a
significant decrease on grantincome from Statements of
Unrestricted Operations from Resource Provider.
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Dengan demikian, BPKH membukukan beban pajak
pada entitas anak pada tahun 2022 sebesar Rp25,07
miliar, mengalami peningkatan 100% dibandingkan
dengan tahun 2021 karena baru dikonsolidasikan pada
tahun 2022.

Pada tahun 2022, BPKH membukukan surplus tahun
berjalan sebesar Rp2,70 triliun mengalami penurunan
sebesar Rp4,38 triliun atau 64,95% dibandingkan tahun
2021 yaitu sebesar Rp7,70 triliun.

Penurunan tersebut terutama karena adanya defisit
dana PIH yang tidak dialami pada tahun 2021 sebesar
Rp5,26 triliun.

Pada tahun 2022, BPKH membukukan penghasilan
komprehensif lain sebesar Rp668,9 miliar mengalami
peningkatan sebesar Rp647,24 miliar atau 2.985,97%
dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp21,68 miliar.
Peningkatan tersebut terutama berasal dari penghasilan
komprehensif lain dari entitas anak sebesar Rp529,19
miliar karena baru dikonsolidasikan pada tahun 2022.
Selain itu terdapat keuntungan revaluasi/transaksi dalam
mata uang asing yang meningkat sebesar Rp127,564
miliar atau 1.241,11% dibandingkan tahun 2021.

Pada tahun 2022, BPKH membukukan jumlah surplus
komprehensif sebesar Rp3,37 triliun, mengalami
penurunan sebesar Rp4,36 triliun atau 56,39%
dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar Rp7,73 triliun.

Laporan Arus Kas

Padatanggal 31 Desember 2022, BPKH mencatat jumlah
Kas dan Setara Kas sebesar Rp8,46 triliun, mengalami
peningkatan sebesar Rp8,45 triliun atau 91.374,65%
dibandingkan posisi 31 Desember 2021 yaitu sebesar
Rp9,25 miliar. Peningkatan/Penurunan terbesar berasal
dari arus kas digunakan untuk aktivitas investasi sebesar
Rp14,48 triliun.
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Income Tax Expense of Subsidiary

Thus, BPKH recorded tax expense of subsidiary of
Rp25.07 billion in 2022, an increase of 100% compared
to 2021 since it had just been consolidated in 2022.

Surplus for the Year

In 2022, BPKH posted surplus for the year of Rp2.70
trillion, a decrease of Rp4.38 trillion or 64.95% compared
to 2021 which was Rp7.70 trillion.

This decrease was primarily due to a deficit of Rp5.26
trillion in PIH funds that was not experienced in 2021.

Other Comprehensive Income

In 2022, BPKH posted other comprehensive income
of Rp668.9 billion, an increase of Rp647.24 billion
or 2,98597% compared to 2021 which reached
Rp21.68 billion. This increase mainly came from other
comprehensive income from subsidiary of Rp529.19
billion since it had just been consolidated in 2022. In
addition, there was a gain on revaluation/transaction in
foreign currencies which increased by Rp127.54 billion
or 1,241.11% compared to 2021.

Total Comprehensive Surplus

In 2022, BPKH recorded total comprehensive surplus of
Rp3.37 trillion, a decrease of Rp4.36 trillion or 56.39%
compared to 2021 which was Rp7.73 trillion.

Statements of Cash flows

On 31 December 2022, BPKH recorded cash and cash
equivalents of Rp8.46 trillion, an increase of Rp8.45
trillion or 91,374.65% compared to the position on
December 31, 2021 which amounted to Rp9.25 billion
billion. The largest increase/decrease came from cash
flows used for investing activities of Rp14.48 trillion.
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Statements of Cash Flows Highlights

Uraian

Description

Arus kas diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas operasi

Cash flows provided by (used

for) operating activities

Arus kas diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas investasi

Cash flows provided by (used

for) investing activities

Arus kas diperoleh dari (digunakan
untuk) aktivitas pendanaan

Cash flows provided by (used

for) financing activities

Kenaikan / (Penurunan) Bersih
Kas dan Setara Kas

Net Increase/(Decrease) of Cash
and Cash Equivalents

Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun
Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year

Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun
Cash and Cash Equivalents at End of Year

Pada tahun 2022, BPKH memperoleh arus kas bersih
dari aktivitas operasi sebesar Rp6,10 triliun, mengalami
Rp3,14 triliun atau 34,00%
dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp9,25
triliun. Penurunan terbesar terutama karena pengeluaran

penurunan sebesar

kas bersih untuk aktivitas operasi entitas anak sebesar
Rp6,02 triliun, mengalami peningkatan 100% karena
baru dikonsolidasikan pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, BPKH mencatat penggunaan arus
kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar Rp142,27
miliar, angka tersebut mengalami penurunan sebesar
Rp14,48 triliun atau 99,03% dibandingkan penggunaan
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2022

6.102.274

(142.267)

2.489.404

8.449.41

9.247

8.458.658

(angka dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(figure in million Rupiah unless stated otherwise)

Pertumbuhan
Growth

Persentase
Percentage

Nominal

9.245.307 (3.143.033) -34,00%

(14.626.207) 14.483.940 -99,03%

5.372.195 (2.882.791) -63,66%

(8.705) 8.468116  -97167,33%

17.952 (8.705) -48,49%

9.247 8.449.411 91374,65%

Net Cash Flows Provided by

Operating Activities

In 2022, BPKH obtained net cash flows from operating
activities of Rp6.10 trillion, a decrease of Rp3.14 trillion or
34.00% compared to 2021 which amounted to Rp9.25
trillion. The largest decrease was mainly due to net cash
incurred for operating activities of subsidiary amounting
to Rp6.02 trillion, an increase of 100% since it had just
been consolidated in 2022.

Net Cash Flows Used for Investing Activities

In 2022, BPKH recorded the use of net cash flows
for investing activities of Rp142.27 billion. This figure
decreased by Rp14.48 trillion or 99.03% compared to the
use in 2021 of Rp14.63 trillion. The decrease in the use
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tahun 2021 yaitu sebesar Rp14,63 triliun. Penurunan
penggunaan arus kas bersih untuk aktivitas investasi
tersebut terutama karena adanya penurunan perolehan
investasi entitas induk sebesar Rp14,24 triliun atau
59,84% dibandingkan tahun 2021.

Pada tahun 2022, BPKH mencatat perolehan arus
kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp2,49
triliun, mengalami penurunan sebesar Rp2,88 triliun
atau 53,66% dibandingkan perolehan tahun 2021 yaitu
sebesar Rp5,37 triliun. Penurunan perolehan tersebut
terutama karena pengeluaran transfer penyelenggaraan
ibadah haji dari setoran jamaah sebesar Rp3,78 triliun
atau 100% dari tahun 2021 yang bersaldo nihil.
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of net cash flows for investing activities was particularly
due to a decrease in the parent entity's investment gains
of Rp14.24 trillion or 59.84% compared to 2021.

Net Cash Flows Used for Financing Activities

In 2022, BPKH recorded net cash flows for financing
activities of Rp2.49 trillion, a decrease of Rp2.88 trillion
or 63.66% compared to that of in 2021 amounting to
Rp5.37 trillion. The decrease in net cash was mainly due
to expenditure on transfer for the implementation of hajj
pilgrimage from pilgrims’ initial deposits amounting to
Rp3.78 trillion or 100% of 2021 which was zero.

Kemampuan Membayar Utang dan
Tingkat Kolektibilitas Piutang BPKH

Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang
atas pinjaman dapat dijelaskan melalui kemampuan
membayar utang jangka pendek dan jangka panjang
tahun 2022, sebagai berikut.

Untuk mengukur tingkat kemampuan BPKH dalam
memenuhi liabilitas/utang jangka pendek berdasarkan
rasio likuiditas. Tingkat likuiditas dapat ditunjukkan
dengan Rasio Kas dan Rasio Lancar. Rasio Kas
menijelaskan kemampuan BPKH untuk melunasi liabilitas
jangka pendeknya melalui kas dan setara kas (aset yang
paling likuid) yang dimiliki. Rasio Lancar merupakan
rasio yang digunakan untuk melihat kkmampuan BPKH
untuk membayar hutang dengan menggunakan aktiva
lancar.
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The ability of BPKH to pay debts on loans can be
explained through the ability to pay short-term and long-
term debt in 2022, as described below.

ABILITY TO PAY SHORT-TERM DEBT

Liquidity ratio is used to measure the level of ability of
BPKH to meet short-term liabilities/debt. Liquidity ratio
is derived from Cash Ratio and Current Ratio. Cash
Ratio describes the ability of BPKH to pay off its current
liabilities through its cash and cash equivalents (the most
liquid assets) it owns. Current Ratio is the ratio used to
see the ability of BPKH to pay debts using current assets.
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Mengingat BPKH tidak lagi mengkategorikan aset dan
liabilitasnya menjadijangka pendek dan jangka Panjang,
maka tidak dapat dilakukan analisis atas kemampuan
membayar utang jangka pendek melalui rasio-rasio
likuiditas.

Sedangkan untuk mengukur tingkat kemampuan BPKH
dalam memenuhi segala liabilitasnya termasuk liabilitas/
utang jangka panjang berdasarkan rasio solvabilitas.
Dalam hal ini, rasio solvabilitas adalah ukuran yang
dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan
BPKH dalam memenuhi segala liabilitasnya apabila saat
ini BPKH dan entitas anak dilikuidasi.

Mengingat BPKH tidak memiliki ekuitas maka rasio
solvabilitas hanya diperhitungkan untuk liabilitas
terhadap aset.

Berikut adalah tabel perhitungan rasio solvabilitas tahun
2022 dan 2021:

Uraian
Description

Liabilitas terhadap Aset
Liabilities to Assets

Pada posisi 31 Desember 2022, perusahaan dalam
kondisi solvable atau mampu menyelesaikan seluruh
kewajibannya baik dari likuidasi aset maupun dengan
menggunakan asetnya. Haltersebut tercermin dariangka
rasio solvabilitas sebagaimana di dalam perhitungan di
dalam tabel tersebut di atas.

Angka-angka rasio solvabilitas tersebut mengalami
peningkatan dibandingkan rasio tahun 2021, karena
jumlah peningkatan liabilitas sebesar 10,63% lebih
rendah dari peningkatan jumlah aset yaitu 32,50%.
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Considering that BPKH no longer categorizes its assets
and liabilities into short-term and long-term assets,
analysis of the ability to pay short-term debts through
liquidity ratio cannot be conducted.

ABILITY TO PAY LONG-TERM DEBT

Meanwhile, solvency ratio is used to measure the level of
the ability of BPKH to fulfill all its liabilities, including long-
term liabilities/debt. In this case, the solvency ratio is a
measure used to calculate the level of the ability of BPKH
to fulfill all of its liabilities if the BPKH and its subsidiary
are currently liquidated.

Considering that BPKH does not have equity, the
solvency ratio is only calculated for liabilities to assets.

The following is table of calculation of solvency ratios in

2022 and 2021:

(angka dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(figure in million Rupiah unless stated otherwise)

Tahun 2022 Tahun 2021
Year 2022 Year 2021
74,29% 88,97%

As of December 31, 2022, the company was in a solvable
position or is able to pay all of its liabilities both from
liquidating assets and by using its assets. This is reflected
on the solvency ratio as shown in the calculation in the
table above.

The solvency ratio increased compared to that of in
2021, as the total increase in liabilities reached 10.63%,
lower than the increase in total assets which was 32.50%.

Badan Pengelola Keuangan Haji



Kolektibilitas Piutang

Terdapat 2 (dua) jenis aset yang dapat digolongkan
sebagai piutang dalam pencatatan BPKH dan keduanya
berasal dari entitas anak, yaitu piutang pembiayaan yang
meliputi piutang pembiayaan dan pembiayaan bagi
hasil. Terhadap kedua pencatatan piutang tersebut telah
disusun berdasarkan sisa umur jatuh tempo.

Berikut adalah rincian piutang pembiayaan berdasarkan
sisa umur jatuh temponya:

Uraian

Description

Pihak Ketiga
Third Party

Jatuh tempo:
Due:

1tahun

f 3042106 -

1year

1tahun < 2 tahun
1year < 2 years

VoV

2 tahun < 5 tahun
2 years<byears

\%

2.064.866 -

\%

5 tahun
> byears

\%

1.981.650 -

Total Pihak Ketiga
Total Third Party

Pihak Berelasi
Related Party

Jatuh tempo:
Due:

1 tahun
1year

AN

\%

1tahun < 2 tahun
1year <2 years

\%

2 tahun < 5 tahun
2 years<byears

vV oV

> btahun
> 5years

Total Pihak Ketiga
Total Third Party

Badan Pengelola Keuangan Haji

2022

470.699 - 470.699

7.559.221 -
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Receivables Collectability

There are 2 (two) types of assets that can be classified as
receivables in BPKH recording, and both come from the
subsidiary, namely financing receivables which include
financing receivables and profit sharing financing.
These receivables were detailed based on the remaining
maturity.

The following is a breakdown of financing receivables
based on their remaining maturity:

(angka dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(figure in million Rupiah unless stated otherwise)

Pertumbuhan
Growth

Persentase
Percentage

Nominal

3.042.106 100,00%
100,00%
2.064.866 100,00%

1.981.550 100,00%

7.559.221 100,00%

100,00%
233 - 233 100,00%
2.874 - 2.874 100,00%

118 - 118 100,00%

3.307 - 3.307 100,00%
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(angka dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(figure in million Rupiah unless stated otherwise)

Pertumbuhan
. Growth
. Ura_la: 2022
cTdiljedieln . Persentase
Nominal
Percentage

Total Piutang Pembiayaan 7.562.528 - 7562528 100,00%
Total Financing Receivables
Cadangan kerugian penurunan nila (343.797) - (343797 100,00%
Allowance for impairment losses
Jumlah sebelum penyesuaian 7.218.736 - 7218736  100,00%
Total before adjustment
Pehyesua|an mle‘u‘wajarsaat akIUISISI o (729.477) i (729.477) 100,00%
Adjustment of fair value at the time of acquisition
Total Piutang Pembiayaan Bersih 6.489.259 ) 6.489.259 100,00%

Total Net Financing Receivables

Berkutadalahrincian pembiayaan bagihasilberdasarkan  The following is details of profit sharing financing based
sisa umur jatuh temponya: on the remaining maturity:

(angka dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(figure in million Rupiah unless stated otherwise)

Pertumbuhan
. Growth
Ura.lar.m 2022
Description Persentase
Nominal
Percentage
Pihak Ketiga -
Third Party
Jatuh tempo:
Due:
< Ttahun
2.595.029 - 2.595.029 100,00%
< 1year
> 1tahun <2 tahun 942.320 - 942.320 100,00%
> 1year < 2years
> 2tahun <5 tahun 2.668.408 - 2.668.408 100,00%
> 2years < byears
> 5tahun 5.052.378 - 5.052.378 100,00%
> byears
Total Pihak Ketiga 11.258.136 - 11.258.136 100,00%

Total Third Party

Pihak Berelasi
Related Party

Jatuh tempo:
Due:
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(angka dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)
(figure in million Rupiah unless stated otherwise)

Pertumbuhan
. Growth
5 Ura‘latr? 2022
escription . Persentase
Nominal
Percentage

> 2tahun < 5 tahun 455 455 100,00%
> 2years < byears
> Stahun 315 315 100,00%
> byears
Total Pihak Ketiga o
Total Third Party o ) 770 100,00%
Total Piutang Pembiayaan 11.258.905 - 11.258.905  100,00%
Total Financing Receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai (285.747) - (285.747) 100,00%
Allowance for impairment losses
Jumlah sebelum penyesuaian 10.973.158 - 10.973158  100,00%
Total before adjustment
Pehyesua|an n|l§|wajarsaataklU|S|3| o (968.179) i (968.179) 100,00%
Adjustment of fair value at the time of acquisition
Total Pembiayaan Bagi Hasil 10.004.979 - 10.004.979  100,00%

Total Profit Sharing Financing

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai
atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif
dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang
yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi
piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu
(probability of default). Berdasarkan penelaahan atas
kolektibilitas masing-masing piutang usaha pada akhir
periode, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan
kerugian penurunan nilai atas piutang usaha kepada
pihak ketiga adalah cukup karena tidak terdapat
perubahan signifikan terhadap kualitas kredit atas
piutang usaha.

Menggunakan metode net flow rate dan migration
analysis yang merupakan suatu metode analisis statistik,
untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas
piutang yang diberikan secara kolektif. Menggunakan
data historis minimal tiga tahun dalam menghitung
Probability of Default (PD) dan Loss of Given Default
(LGD).

Badan Pengelola Keuangan Haji

In terms of calculation, allowance for impairment
losses on financial assets that are assessed collectively
are grouped based on the same receivable risk
characteristics by considering the segmentation of
receivables based on past loss experience (probability
of default). Based on a review of the collectibility of
each trade receivable at the end of the period, the
management believes that the allowance forimpairment
losses on trade receivables from third parties is sufficient
because there has been no significant change in the
credit quality of the trade receivables.

Using the net flow rate and migration analysis methods,
which constitute a method of statistical analysis, to assess
he allowance forimpairment losses on receivables given
collectively. Using historical data for at least three years
in calculating the Probability of Default (PD) and Loss of
Given Default (LGD).
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Struktur Modal dan Kebijakan
Manajemen atas Struktur Modal

BPKH tidak memiliki modal sebagaimana diatur dalam  BPKH does not have capital as stipulated in PSAK. Thus,
PSAK sehingga tidak memiliki informasi tentang struktur it does not have information about capital structure,
modal, komposisi struktur modal, dan kebijakan  capital structure composition, and management policies
manajemen atas struktur modal. on capital structure.

lkatan Material untuk Investasi
Barang Modal Pada Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, BPKH tidak melakukan ikatan material ~ In 2022, BPKH did not have material commitments for
untuk investasi barang modal. capital goods investment.

Material Information

Dalam Hal terdapat

Nama

Pihak van Pemenuhan hubungan afiliasi,
Tanggal, Nilai, dan yang Sifat Ketentuan selain mengungkapkan
. . Melakukan . . . A
Objek Transaksi Transaksi Hubungan Terkait informasi sebagaimana
Date, Value, and Object . Nature of Compliance dimaksud
X Parties . . . I
of Transaction . Relationship with Related In Case of Affiliation,
Conducting . .
Transaction Rule Other Than Disclosing
Information As Explained
1 Investasi Langsung dalam 1. Badan Afiliasi Telah BPKH sebagai Pemegang
bentuk saham pada PT Bank Pengelola Affiliation terpenuhi Saham Mayoritas BMI
Muamalat Indonesia Tbk Keuangan Haji Complied BPKH as Majority
Direct investment in the 2. PT Bank Shareholder of BMI
form of shares in PT Bank Muamalat
Muamalat Indonesia Thk Indonesia Tbk

Tanggal: 12 Januari 2022
(Berdasarkan Surat Keterangan
Komposisi Pemegang Saham
Bank Muamalat Indonesia

dari Biro Administrasi Efek)

On: January 12, 2022

(Based on Statement of
Composition of Bank Muamalat
Indonesia Shareholders

from the Share Registrar)
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Material Information

Dalam Hal terdapat

Pih':?(m:n Pemenuhan hubungan afiliasi,
Tanggal, Nilai, dan yang Sifat Ketentuan selain mengungkapkan
5 . Melakukan . . . .
Objek Transaksi Transaksi Hubungan Terkait informasi sebagaimana
Date, Value, and Object Nature of Compliance dimaksud

Parties
Conducting
Transaction

Relationship with Related In Case of Affiliation,
Rule Other Than Disclosing
Information As Explained

of Transaction

Nilai: Rp 1 Triliun
Value: Rp1 Trillion

Objek Transaksi: PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk
Transaction Object: PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk

2 Investasi Langsung dalam 1. Badan Afiliasi Telah BPKH sebagai Pemegang
bentuk Sukuk Subordinasi Pengelola Affiliation terpenuhi Saham Mayoritas BMI
Direct investment in the form Keuangan Haji Complied BPKH as Majority
of Subordinated Sukuk 2. PT Bank Shareholder of BMI

Muamalat
Tanggal: 15 Maret 2022 Indonesia Tbk

On: March 15, 2022

Nilai: Rp 2 Triliun
Value: Rp2 Trillion

Objek Transaksi: PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk
Transaction Object: PT Bank
Muamalat Indonesia Tbk

Investasi Barang Modal yang
Direalisasikan pada Tahun Buku Terakhir

Pada tahun 2022, BPKH tidak melakukan investasi In 2022, BPKH did not have capital goods investment.
barang modal.
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Informasi dan Fakta Material yang Terjadi
Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi
setelah tanggal laporan akuntan.

Prospek Usaha

Bank Indonesia di dalam Kajian Ekonomi Syariah
menyatakan  akan terus mendukung peningkatan
peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber
baru pertumbuhan ekonomi, serta Upaya akselerasi
pencapaian visi. Akselerasi implementasi ekosistem
halal value chain, baik lokal maupun global, semakin
diperluas baik dari aspek pelaku, kelembagaan, maupun
infrastruktur pendukung.

Fokus pengembangan ekosistem halal value chain
("HVC") ini akan tetap diutamakan pada sektor unggulan
makanan halal dan fesyen muslim, serta sektor PRM
dengan berakhirnya pemberlakukan PPKM.

Dari sisi keuangan syariah, kebijakan pendalaman
pasar uang Syariah guna mendukung pembiayaan
syariah ditempuh antara lain melalui implementasi
instrumen  transaksi
serta pengembangan instrumen lainnya. Dukungan
peningkatan optimalisasi

valas dan Sukuk BI inklusif,

keuangan sosial syariah
sebagai alternatif sumber pembiayaan sektor unggulan
ekonomi syariah tersebut, terus didorong, terutama
melalui wakaf produktif termasuk dengan dukungan
digitalisasi. Di samping itu, peningkatan business linkage
dalam rangkaian kegiatan Fesyar di tiga wilayah (Jawa,
Sumatera, Wilayah Indonesia Timur) dan ISEF bertaraf
internasional. Penguatan riset dan keilmuan ekonomi
dan keuangan syariah juga terus ditingkatkan, melalui

Laporan Tahunan Annual Report

There is no subsequent event.

INDUSTRIAL CONDITIONS

In the Sharia Economic Study, Bank Indonesia stated that
it would continuously support the improvement of sharia
finance and economy role as a new source of economic
growth and efforts to accelerate the achievement of
the vision. Acceleration of the implementation of the
halal value chain ecosystem, both locally and globally,
is increasingly improved in terms of actors, institutions,
and supporting infrastructure aspects.

The focus on developing the halal value chain ("HVC")
ecosystem will continue to be prioritized on the leading
sectors of halal food and Muslim fashion, as well as the
PRM sector with the end of PPKM implementation.

In terms of sharia finance, the policy of deepening the
sharia money market to support sharia financing was
pursued, among others, through the implementation
of foreign currency transaction instruments and
inclusive Sukuk B, as well as the development of other
instruments. Support for increasing the optimization
of sharia social finance as an alternative source of
financing for the leading sector of the sharia economy
is continuously strengthened particularly through
productive wagf, including the digitalization support.
In addition, increasing business linkage in a series of
Fesyar activities in three regions (Java, Sumatra, Eastern
Indonesia Region) and international standard ISEF.

Strengthening of sharia economics and finance research
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pendidikan tinggi, sebagai bagian penting dalam
implementasi strategi pengembangan dan peningkatan
literasi masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa
memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik
di dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan
Syariah (“KNEKS") maupun dengan pondok pesantren,
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), asosiasi pengusaha,
perbankan, serta para ulama, akademisi, dan masyarakat
luas.

OJK sendiri dalam Laporan Perkembangan Keuangan
Syariah Indonesia menyampaikan Arah Kebijakan
Prioritas OJK Tahun 2023 sebagai berikut:
1. Penguatan Sektor Jasa Keuangan melalui:
a. Penguatan pengaturan, pengawasan, dan
pengembangan industri jasa keuangan.
b. Peningkatan integritas, akuntabilitas, dan
kredibilitas pengelolaan investasi.
c. Peningkatan perlindungan konsumen dan
masyarakat.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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and science will also be constantly improved, through

higher education, as an important part of implementing
development strategies and increasing community
literacy. Therefore, Bank Indonesia continues to
strengthen synergy with various parties, both within
the National Sharia Economic and Finance Committee
("KNEKS") and with islamic boarding schools, the Sharia
Economic Community (MES), business associations,
banks, as well as scholars, academicians, and wider
community.

OJKitselfin the Indonesian Sharia Finance Development
Report explains the OJK Priority Policy Directions for
2023 as follows:
1. Strengthening of the Financial Services Sector
through:
a. Strengthening of regulation, supervision, and
development of the financial services industry.
b. Improvement of integrity, accountability and
credibility of investment management.
c. Improvement of consumer and public protection.

Laporan Tahunan Annual Report
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2. Menjaga Pertumbuhan Ekonomi:
a. Indonesia menjadi pusat investasi syariah dan
investasi hijau global.
b. Meningkatkan daya
keuangan domestik.

tarik investasi pasar
c. Dukungan reformasi perekonomian dan Program
Strategis Pemerintah.

d. Perluasan akses keuangan kepada UMKM.

3. Peningkatan Layanan dan Penguatan Kapasitas OJK

a. Penguatan layanan OJK.
b. Penguatan kapasitas kelembagaan baik OJK
maupun di SJK.

Hal-haltersebut dilakukan sebagai upaya agar Indonesia
Menjadi Pusat Investasi Syariah dan Berkelanjutan
di Dunia, dengan mendorong penerbitan instrumen
investasi yang baru dan inovatif sesuai dengan
kebutuhan para investor dengan sinergi dan kolaborasi
dengan Pemerintah, otoritas lain, dan seluruh pemangku

kepentingan.

Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH) rencana jangka
panjang dalam keberlanjutan pengelolaan keuangan

harus mempertimbangkan

haji dan target yang telah ditetapkan dalam rencana
strategi BPKH, sehingga menjadi kesinambungan dan
optimalisasi dalam pengelolaan keuangan haji.

BPKH diharapkan dapat mempertimbangkan
perekonomian nasional dan perekonomian secara
global serta peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah
haji yang meningkat secara drastis dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan investasi
dan penempatan yang dilakukan BPKH harus dapat
menjelaskan bagaimana target capaian nilai manfaat
yang akan diperoleh pada tahun 2023 dan biaya
operasional BPKH harus mencerminkan upaya untuk
mencapai target nilai manfaat yang akan diperoleh
tahun 2023.
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2. Maintaining Economic Growth:
a. Indonesia is a center for sharia investment and
global green investment.
b. Increasing investment attractiveness of domestic
financial market.
c. Economic reforms and the Government's
Strategic Programs support.

d. Expansion of financial access to MSMEs.

3. Service Improvement and Capacity Strengthening of
OJK:
a. Strengthening OJK services.
b. Strengthening the institutional capacity of both
OJKand SJK.

These initiatives are taken in order to make Indonesia
a Center for Sharia and Sustainable Investment in
the World by encouraging the issuance of new and
innovative investment instruments according to the
needs of investors with synergy and collaboration with
the Government, other authorities and all stakeholders.

STRATEGY AND BUSINESS
DEVELOPMENT

The Executive Board of Hajj Fund Management
Agency (BPKH) must consider a long-term plan for the
sustainability of hajj fund management and the targets
set in the BPKH strategic plan in order to become
sustainable and to optimize the management of hajj

fund.

BPKH is expected to be able to take into account national
and global economy as well as the sharp increase in
hajj pilgrimage operational costs compared to that
of the previous years. Therefore, the investment and
placement policies carried out by BPKH must be able to
explain how the return target in 2023 will be achieved
and that BPKH's operational costs must reflect efforts to
achieve the return target in 2023.
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Dari industri perbankan syariah OJK menyampaikan
Arah Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
pada tahun 20283, berdasarkan pencapaian selama
2 tahun terakhir dimana perbankan syariah telah
semakin baik dalam efisiensi dan penguatan modalnya
serta mengembangkan produknya untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, yang didukung dengan
ketentuan yang mengedepankan outcome dan
mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas
bank syariah, maka di tahun 2023 OJK akan terus
mendorong Upaya Sinergi Perbankan Syariah dalam
Ekosistem Ekonomi Syariah. Secara khusus di tahun
20283, OJK akan mendorong Sinergi Perbankan Syariah
dengan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya Termasuk
Sinergi Perbankan (dengan Bank Induk) dalam rangka
Perluasan Akses Layanan Perbankan Syariah.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didapuk sebagai Bank
Umum Syariah (BUS) terbaik dalam survei Satisfaction,
Loyalty, and Engagement (SLE) 2023. Pionir bank
syariah Tanah Air ini meraih nilai tertinggi dalam hal
kepuasan dan loyalitas nasabah.

Inovasi terbaru yang dilakukan Bank Muamalat adalah
Digital Customer On Board yang memungkinkan
calon nasabah membuka rekening baru cukup melalui
aplikasi mobile banking Muamalat DIN. Langkah ini
sejalan dengan tren nasabah yang sebagian besar
telah beralih ke kanal digital. Saat ini, 90% transaksi
yang dilakukan oleh nasabah perseroan sudah melalui
kanal digital dimana mayoritas dilakukan menggunakan
aplikasi Muamalat DIN. Selain itu, Bank Muamalat terus
memberikan layanan terbaik kepada nasabah, baik di
kantor cabang, call center SalaMuamalat, dan platform
layanan digital. Hasil survei yang menggembirakan
adalah buah dari kerja keras seluruh Insan Muamalat
dari Aceh sampai Papua. Kami jadikan capaian positif
ini sebagai pemacu semangat untuk terus memberikan
pelayanan terbaik bagi nasabah Bank Muamalat.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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In view of the sharia banking industry, OJK has explained
Indonesia Sharia Banking Development Directions in
2023. Based on the achievements over the past 2 years
where sharia banking has improved in terms of efficiency
and capital strengthening, as well as its product
development to meet the needs of the society, which
is supported by provisions that put forwards outcomes
and take into account characteristics and complexities
of sharia banks, in 2023, OJK will continue to encourage
Sharia Banking Synergy Efforts in the Sharia Economic
Ecosystem. Specifically in 2023, OJK will promote Sharia
Banking Synergy with Other Sharia Financial Institutions
Including Banking Synergy (with Parent Bank) in order to
Expand Access to Sharia Banking Services.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk was declared the
best Sharia Commercial Bank (BUS) in the Satisfaction,
Loyalty, and Engagement (SLE) survey 2023. The
pioneer of Indonesia sharia bank attained the highest
score in customer satisfaction and loyalty.

The latest innovation made by Bank Muamalat is Digital
Customer On Board which allows prospective customers
to open new accounts simply through the Muamalat
DIN mobile banking application. This step is in line with
the trend of customers who have mostly switched to
digital channels. Currently, 90% of transactions made
by the company’s customers have gone through digital
channels where the majority are carried out using the
Muamalat DIN application. Furthermore, Bank Muamalat
continues to provide the best service to customers, be
it at branch offices, SalaMuamalat call centers, or digital
service platforms. The encouraging survey results are
the fruit of hard work of all Muamalat personnel from
Aceh to Papua. We make this positive achievement a
driving force to continuously provide the best service for
Bank Muamalat customers.
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Survei yang dilakukan oleh Marketing Research
Indonesia (MRI) bersama Majalah Infobank ini mengukur
empat indeks yaitu loyalty, engagement, marketing
engagement dan satisfaction. Survei dilakukan terhadap
1.437 responden di delapan kota besar di Indonesia.
Adapun total skor indeks SLE Bank Muamalat tercatat
sebesar 65,34%. Angka ini di atas skor rata-rata indeks
SLE industri perbankan secara umum yang sebesar
61,18% dan skor rata-rata industri bank syariah yang

tercatat sebesar 60,97 %.

The survey conducted by Marketing Research
(MRI)
measures four indices, namely loyalty, engagement,

Indonesia together with Infobank Magazine
marketing engagement, and satisfaction. The survey
was conducted on 1,437 respondents in eight major
cities in Indonesia. The total SLE index score of Bank
Muamalat was recorded at 65.34%. This figure is above
the average SLE index score of the banking industry in
general which is 61.18% and the average score of the

sharia banking industry which is recorded at 60.97%.

Perbandingan Target dengan Realisasi
Tahun 2022 dan Proyeksi 2023

BPKH telah menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahunan (RKAT) yang hanya merupakan informasi
pada entitas induk saja. BPKH masih memerlukan
tahapan untuk menyajikan informasi terkait dengan
realisasi anggaran pada tingkat Laporan Keuangan

Konsolidasian.

Berikut adalah tabel perbandingan RKAT 2022 dengan
realisasi 2022 (audited) dan RKAT 2023.

Uraian
Description

A. Pendapatan

BPKH has established an Annual Work Plan and Budget
(RKAT) which is information on the parent entity only.
BPKH still needs to complete the phase of presenting
to budget

Consolidated Financial Statements.

information related realization in the

The following is a table of comparison between RKAT
2022 and realization 2022 (audited) and RKAT 2023.

(dalam jutaan Ruliah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless stated otherwise)

Tahun 2022

Year 2022 RKAT 2023

Realisasi
Realization

Pencapaian
Achievement

Revenues
Nilai manfaat - penempatan 1163.000 1533.229 131,83% 1.019.000
Return - placement
Nilai manfaat - investasi 7.906.000 8799449 111,30% 8.993.000
Return - investment
Penda'patan lain-lain 1177 100,00%
Otherincome
Jumlah Pendapatan 9.069.000 10.333.854 113,95% 10.012.000

Total Revenues
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Uraian
Description

B. Belanja
Expenditure

1 Belanja Dana BPIH
BPIH Fund Expenditure
- Belanja PIH - Bipih
PIH - Bipih Expenditure

- Belanja PIH - subsidi PIH
PIH Expenditure - PIH subsidy

7.903.980

9.119.193

» BPKH
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(dalam jutaan Ruliah kecuali dinyatakan lain)
(in million Rupiah unless stated otherwise)

Tahun 2022

Year 2022 RKAT 2023

Pencapaian
Achievement

Realisasi

Realization g

3.777.867 47,80% 10.870.000

5.473.412 60,02% 10.870.000

Jumlah Belanja Dana BPIH
Total BPIH Fund Expenditure

17.023.173

9.251.279 54,35% 21.540.000

2 Belanja Dana Abadi Umat
Ummatic Trust Fund Expenditure

Belanja program kemaslahatan

BPKH Trust Fund - Philanthropic 230.000 130.549 56,76% 232.000

program expenditure

3 Belanja Operasional BPKH
BPKH operational expenditure

Belanja pegawai
Employee expenditure

Belanja operasional kantor
Office operational expenditure

Belanja modal
Capital expenditure

387.000

177165 116.471 65,18% -

212.695 120.303 56,69%

8.5699 1128 1312% -

Jumlah belanja operasional BPKH
Total BPKH operational expenditure

398.359

236.902 59,47% 387.000

Dari laporan realisasi RKAT tahun 2022 terlihat bahwa
BPKH telah membukukan pendapatan sebesar Rp10,33
triliun mencapai 113,95% dari target yang ditetapkan
dalam RKAT 2022. Sedangkan untuk beban belanja
BPIH, realisasi sebesar Rp9,25 triliun atau 54,35%
dari pagu anggaran dalam RKAT 2022 dikarenakan
Jemaah Haji yang diberangkatkan tahun 2022 belum
kuota penuh seperti tahun sebelumnya, belanja abadi
umat mencapai sebesar Rp130,565 miliar atau 56,76%
dari pagu anggaran dalam RKAT 2022, dan belanja
operasional BPKH sebesar Rp236,90 miliar atau 59,47%
dari pagu anggaran dalam RKAT 2022.
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Based on the RKAT realization report 2022, it can be
seen that BPKH recorded revenue of Rp10.33 trillion,
reaching 113.95% of the target set in the RKAT 2022. As
for BPIH spending expenses, it was realized at Rp9.25
trillion or 54.35% of the budget ceiling in the RKAT 2022.
This was because the quota of pilgrims for departure
in 2022 had not yet full as that of the previous year.
Spending on ummatic trust fund reached Rp130.55
billion or 56.76% of the budget ceiling in the RKAT 2022,
and BPKH operational spending of Rp236.90 billion or
59.47% of the budget ceiling in the RKAT 2022.
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Aspek Pemasaran

Pengelolaan Keuangan Haji meliputi 3 (tiga) besaran
utama, yaitu penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan.
Adapun penerimaan Keuangan Haji
setoran BPIH dan/atau BPIH khusus, nilai manfaat
Keuangan Haji, dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah
Haiji, DAU, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sejak terbentuknya BPKH, Kementerian Agama hanya

yaitu meliputi

mengelola pembiayaan operasional haji.

Sejak meredanya Pandemi COVID-19 yang membatasi
mobilitas masyarakat selama ini dan menyebabkan
resesi ekonomi di berbagai negara, penyelenggaraan
badah haji pada 1443 H/2022 M bisa terselenggara
dengan baik, meski waktu persiapannya cukup mepet.
Kepastian kuota haji baru diinformasikan Arab Saudi
pada pertengahan April. Sementara keberangkatan
jemaah haji mulai 4 Juni 2022.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan
bahwa Kemenag dan BPKH memiliki peran masing-
masing dalam penyelenggaraan ibadah haji. Untuk
itu, mempererat sinergi dan memperkuat koordinasi di

antara keduanya menjadi sangat penting.

Strategi pemasaran yang dilakukan guna meningkatkan

minat masyarakat untuk mendaftar haji sebagai berikut:

1. Kolaborasi aktif dengan mitra BPS BPIH;

2. Sinergi dengan Kementerian Agama dan stakeholder
lainnya;

3. Upaya peningkatan pendaftar haji bersama mitra
BPKH;

4. Sosialisasi dan diseminasi bersama stakeholder
Perhajian;

5. Apresiasi kepada Komunitas Perhajian.
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Hajj fund management covers 3 (three) main aspects,
namely receipt, expenditure, and assets. The receipt
of Hajj Fund includes deposits from BPIH and/or
special BPIH, return of Hajj Fund, efficiency fund of
Hajj Pilgrimage, DAU, and other legal and non-binding
sources. Since the formation of BPKH, the Ministry of
Religious Affairs only managed hajj operational costs.

Since the easing of the COVID-19 Pandemic which has
limited people’s mobility so far and caused an economic
recession in various countries, the Hajj pilgrimage in
1443 H/2022 M can be well implemented despite tight
preparation time. Saudi Arabia announced the certainty
of the hajj quota in mid-April, while the departure of
pilgrims started from June 4, 2022.

Qoumas
emphasized that the Ministry of Religious Affairs

The Minister of Religious Affairs Cholil

and BPKH have their respective roles in organizing
the pilgrimage. Thus, strengthening synergy and

coordination between the two is crucial.

STRATEGI PEMASARAN

DAN PANGSA PASAR

The marketing strategy undertaken to increase public

interest in registering for Hajj is as follows:

1. Active collaboration with BPS BPIH partners;

2. Synergy with the Ministry of Religious Affairs and
other stakeholders;

3. Efforts to increase the number of Hajj registrants with
BPKH partners;

4. Dissemination with Hajj stakeholders;

5. Appreciation to the Hajj Community.
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Pangsa pasar BPKH merupakan masyarakat muslim
yang memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah
haji ketika memiliki kemampuan baik secara fisik,
mental dan finansial. Mayoritas penduduk di Tanah
Air yang merupakan kaum muslim, sebagaimana
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah
penduduk Indonesia sebesar 277,75 juta jiwa pada 31
Desember 2022. Angka tersebut bertambah 3,88 juta
jiwa dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021
sebanyak 273,88 juta jiwa. Terdapat 241,7 juta jiwa atau
87,02% penduduk Indonesia yang tercatat beragama
Islam pada akhir 2022. Dengan penjelasan data
tersebut, dapat disimpulkan bahwa pangsa pasar BPKH
sangat besar, karena merupakan mayoritas penduduk
di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah
jemaah haji tunggu yang terdaftar di BPKH telah
mencapai 5.358.778 jemaah, yang terdiri dari 5.250.784

jemaah haji reguler dan 107.994 jemaah haji khusus.

Kebijakan Dividen

BPKH tidak membagikan dividen sehingga pada tahun
2022 tidak terdapat informasi mengenai kebijakan
dividen, dan pembagian dividen.

"5 BPKH
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Market share of BPKH is Muslims who have an obligation
to perform the pilgrimage when they have the capacity,
both physically, mentally and financially. The majority
of the population in the country are Muslims. The
Directorate General of Population and Civil Registration
(Dukcapil) of the Ministry of Home Affairs recorded
that the population of Indonesia was 27775 million
on December 31, 2022. This figure increased by 3.88
million compared to the position on December 31, 2021
of 273.88 million. There were 241.7 million people or
87.02% of Indonesia's population who were recorded as
Muslims by the end of 2022. Given the data, it can be
concluded that BPKH has a huge market share. Until
the end of 2022, the number of pilgrims on the waiting
list registered at BPKH reached 5,358,778 pilgrims,
consisting of 5,250,784 regular pilgrims and 107,994
special pilgrims.

BPKH does not distribute dividends so that in 2022
there was no information regarding dividend policy and
dividend distribution.

Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum

BPKH tidak melakukan penawaran umum sehingga
pada tahun 2022 tidak terdapat informasi tentang
total perolehan dana penawaran umum, rencana
penggunaan dana, dan rincian penggunaan dana
penawaran umum.
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BPKH did not conduct public offering so that in 2022
there was no information regarding total proceeds of
from public offering, plans for using the proceeds, and
details on the use of proceeds from public offering.
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Informasi Transaksi Material
dengan Pihak Berelasi/Afiliasi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, BPKH
dikendalikan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi
regulasi, pembinaan, pengawasan dan penunjukkan
pengurus. Fungsi regulasi dalam bentuk penetapan
peraturan pelaksanaan dari UU yang mengatur BPKH,
misal; peraturan pemerintah, peraturan presiden dan
atau keputusan presiden. Fungsi pembinaan dan
pengawasan dilakukan secara bersama-sama antara
Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan
sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian tersebut.
Pengurus BPKH terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan
Pelaksana. Badan Pelaksana ditunjuk dan ditetapkan
oleh Presiden berdasarkan usulan panitia seleksi
yang dibentuk pemerintah yang beranggotakan dari
berbagai unsur termasuk unsur dari kedua kementerian
tersebut dan masyarakat. Dewan Pengawas ditetapkan
oleh presiden berdasarkan usulan dari panitia seleksi
tersebut yang terlebih dahulu dipilih dan disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pihak Berelasi

Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak berelasi
sesuai dengan PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak
Berelasi”. Suatu pihak dianggap pihak berelasi jika:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai
relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
1) memiliki pengendalian pengendalian
bersama atas entitas pelapor;
2) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor;

atau

atau
3) merupakan personil manajemen kunci entitas
pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
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Pursuant to laws and regulations, BPKH is controlled
by the Central Government through the functions of
regulation, guidance, supervision and appointment of
the management. The regulatory function is in the form
of establishing implementing regulations from laws
governing BPKH, for example; government regulations,
presidential regulations and or presidential decrees.
The guidance and supervision functions are carried out
jointly between the Ministry of Religious Affairs and the
Ministry of Finance in accordance with the duties and
functions of these ministries. The BPKH management
consists of Supervisory Board and Executive Board.
The Executive Board is appointed and determined
by the President based on the recommendation of a
selection committee formed by the government which
consists of various elements including the two ministries
and the public. The Supervisory Board is appointed by
the president based on a proposal from the selection
committee which was previously selected and approved
by the House of Representative (DPR).

Related Parties

In this financial report, the term related party refers
to PSAK No. 7 “Related Party Disclosures”. A party is
considered a related party if:

a. A person or close family member has a relationship

with the reporting entity if that person:

1) has control or joint control over the reporting
entity;

2) hassignificant influence over the reporting entity;
or

3) are key management personnel of the reporting
entity or parent entity of the reporting entity.

Badan Pengelola Keuangan Haji



b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika b.

memenuhi salah satu hal berikut

1) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari
kelompok usaha yang sama (artinya entitas
induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya
saling berelasi dengan entitas lainnya);

2) atauventura bersama darientitas lain (atau entitas
asosiasi atau ventura bersama yang merupakan
anggota suatu kelompok usaha, yang mana
entitas lain tersebut adalah anggotanya);

3) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama
dari pihak ketiga yang sama;

4) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas
ketiga dan entitas yang lain adalah entitas
asosiasi dari entitas ketiga;

5) entitas tersebut adalah suatu program imbalan
pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu
entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan
entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah
entitas yang menyelenggarakan program
tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi
dengan entitas pelapor;

6) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan
bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam
huruf a);

7) orang yang diidentifikasi dalam huruf a)1)
memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau
merupakan personil manajemen kunci entitas
(atau entitas induk dari entitas).

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan
dengan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah
pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak
sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak
ketiga.

Badan Pengelola Keuangan Haji
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An entity is related to the reporting entity if it fulfills

one of the following conditions

1) the entity and the reporting entity are members
of the same business group (meaning that
the parent entity, subsidiary and subsequent
subsidiaries are related to each other with other
entities);

2) orajoint venture of another entity (or an associate
or joint venture of a member of a business group,
of which the other entity is a member);

3) the two entities are joint ventures of the same
third party;

4) one entity is a joint venture of the third entity and
the other entity is an associate entity of the third
entity;

5) the entity is a post-employment benefit plan
for employee benefits from a reporting entity
or an entity related to the reporting entity. If the
reporting entity is the entity administering the
program, then the sponsoring entity is also
related to the reporting entity;

6) theentity thatis controlled or jointly controlled by
the person identified in point a);

7) the person identified in point a)1) has significant
influence over the entity or is a key management
personnel of the entity (or the parent of the entity).

Transactions with related parties are carried out on
terms agreed by both parties, where these terms may
not be the same as transactions with third parties.

Laporan Tahunan Annual Report
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Transaksi dengan Pihak Berelasi
BPKH melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi
yang dijelaskan dibawah ini.

Pihak Berelasi
Related Party

Anak Perusahaan
Subsidiary

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)

BPKH masih memerlukan data dan upaya lebih lanjut
untuk mengungkapkan transaksi dan saldo dengan
pihak-pihak berelasi konsolidasian tersebut, termasuk
jumlah remunerasi untuk manajemen kunci pada tingkat
Laporan Keuangan Konsolidasian.

Mengingat BPKH masih memerlukan data dan upaya
lebih lanjut untuk mengungkapkan transaksi dan saldo
dengan pihak-pihak berelasi konsolidasian tersebut,
termasuk jumlah remunerasi untuk manajemen kunci
pada tingkat Laporan Konsolidasian,
maka pada tahun 2022 BPKH belum secara spesifik
menetapkan kebijakan BPKH tentang mekanisme reviu

Keuangan

atas transaksi dan pemenuhan peraturan terkait pihak
berelasi dan penyajian realisasi transaksi berelasi.

Sifat Hubungan

Nature of Relationship

Transactions with Related Parties
BPKH entered into transactions with related parties
which are described below.

Transaksi yang Signifikan
Significant Transaction

Penyertaan Saham
Investment in Share

REASONABLENESS OF TRANSACTION
BPKH still requires further data and efforts to disclose
transactions and balances with these consolidated
related parties, including the amount of remuneration
for key management at the Consolidated Financial
Statements level.

BPKH POLICY CONCERNING

REVIEW MECHANISM OF
TRANSACTIONS AND COMPLIANCE
WITH RELATED REGULATIONS
Considering that BPKH still requires further data and
efforts to disclose transactions and balances with these
consolidated related parties, including the amount of
remuneration for key management at the Consolidated
Financial Statements level, then in 2022 BPKH had
not specifically stipulated BPKH policy regarding the
mechanism for reviewing transactions and compliance
with regulations on related parties and presentation of
the realization of related transactions.

Perubahan Peraturan Perundang-
undangan yang Berpengaruh Signifikan

Pada tahun 2022, tidak terdapat perubahan peraturan
perundang-undangan yang berpengaruh signifikan
kepada BPKH:
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In 2022, there were no changes in laws and regulations
that had a significant impact on BPKH:
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Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tahun 2022, BPKH telah menerapkan semua
standar akuntansi revisi serta interpretasi yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan
dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan
operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang
dimulai pada tanggal 1 Januari 2022.

DSAK-IAIl telah menerbitkan beberapa standar baru,

amandemen dan penyesuaian atas standar, serta

interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif

untuk periode yang dimulai atau setelah 1 Januari 2022

dan 2023, yaitu:

1. Amendemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi
dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan”

2. Penyesuaian Tahunan PSAK 71 “Instrumen
Keuangan”

3. Penyesuaian Tahunan PSAK 73 "Sewa”

4. Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan
Tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi”

5. Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap”

6. Amendemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”

7. Amendemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan”

8. PSAK 107 "Akuntansi ljarah”

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan
konsolidasi, BPKH sedang mempertimbangkan implikasi
dari penerapan standar-standar tersebut, terhadap
laporan keuangan konsolidasi.

Dengan dikonsolidasikannya BMI, dalam penyusunan
Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2022, terdapat
beberapa perbedaan kebijakan akuntansi antara BPKH
selaku entitas induk dengan PT BMI selaku entitas anak,
yaitu terkait dengan kebijakan:
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In 2022, BPKH implemented all revised accounting
standards and interpretations issued by the Financial
Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia
Chartered Accountants that are relevant to its operations
and effective for the accounting period starting on
January 1, 2022.

DSAK-IAlhasissued severalnew standards, amendments
and adjustments to standards, as well as interpretations
of standards but not yet effective for periods starting on
or after January 1, 2022 and 2023, namely:

1. Amendments to PSAK 57 “Provisions, Contingent
Liabilities and Contingent Assets regarding Onerous
Contracts”

2. Annual Adjustment to PSAK 71 “Financial
Instruments”

3. Annual Adjustment to PSAK 73 “Lease”

4. Amendments to PSAK 1 “Presentation of Financial
Statements Regarding Disclosure of Accounting
Policies”

5. Amendments to PSAK 16 “Fixed Assets”

6. Amendments to PSAK 25 “Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors”

7. Amendment to PSAK 46 “Income Tax”

8. PSAK 107 "Accounting for ljarah”

On the authorization date of the consolidated financial
statements, BPKH is considering the implications of
applying these standards to the consolidated financial
statements.

With the consolidation of BMI, in the preparation of
the Consolidated Financial Statements 2022, there are
several differences in accounting policies between
BPKH as the parent entity and PT BMI as a subsidiary,
which are related to the following policies:

Laporan Tahunan Annual Report
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1. BPKH menggunakan kebijakan kurs yang ditetapkan
Bl pada saat transaksi dan penggunaan kurs tengah
Bl pada saat pelaporan keuangan, sedangkan BMI
menggunakan kebijakan kurs market pada saat
transaksi dan penggunaan kurs Reuters pada saat
pelaporan keuangan.

2. Sehubungan dengan umur manfaat Aset Tetap
berupa peralatan dan mesin dan Aset Tak Berwujud
berupa software, BPKH menggunakan kebijakan
umur manfaat selama 4 tahun untuk aset tetap
berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tak Berwujud
berupa software, sedangkan PT BMI menggunakan
kebijakan umur manfaat selama 5 tahun untuk aset-
aset tersebut.

1. BPKH uses the exchange rate policy set by Bl at
the time of transaction and uses the Bl middle rate
at the time of financial reporting, while BMI uses the
market rate policy at the time of transaction and uses
the Reuters exchange rate at the time of financial
reporting.

2. In connection with the useful life of Fixed Assets in
the form of equipment and machinery and Intangible
Assets in the form of software, BPKH uses a useful
life policy of 4 years for fixed assets in the form of
Equipment and Machinery and Intangible Assets in
the form of software, while PT BMI uses a useful life
policy of & year for these assets.

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal yang Berpotensi

Berpengaruh Signifikan Terhadap
Kelangsungan Usaha

Berdasarkan hasil penilaian manajemen, sampai dengan
akhir tahun 2022 terdapat hal-hal yang akan berpengaruh
secara signifikan terhadap kelangsungan usaha BPKH.
Manajemen terus memantau hal ini dan mengatasi risiko
dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

Hasil dari kebijakan strategis yang telah dilakukan BPKH,
kelangsungan usaha tetap terjaga dan terlihat dalam
pencapaian kinerja BPKH pada tahun 2022, yang dapat
memenuhi target yang ditetapkan sebagaimana hasil
audit yang dilakukan oleh BPK mendapat opini wajar,
dalam semua hal yang material, Neraca dan Laporan
Operasional serta Laporan Arus Kas konsolidasian
tanggal 31 Desember 2022.
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Matters that have the

Potential to Significantly

Affect Business Continuity

Based on the management’s assessment results, until
the end of 2022, there are matters that will significantly
affect business continuity of BPKH. The management
continues to monitor this matter and address risks and
uncertainties related to this going forward.

As for the results of the strategic policies performed by
BPKH, business continuity is maintained and seen in the
achievement of BPKH performance in 2022 where BPKH
managed to meet the targets set, as reflected on the
results of audit conducted by BPK, namely fair opinion
in all material respects, Balance Sheet and Statements
of Operations, and the Consolidated Statement of Cash
Flows dated December 31, 2022.
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Pencapaian tersebut merupakan bagian dari usaha dan
strategi untuk terus mengembangkan bisnis utamanya,
dengan melakukan berbagai terobosan untuk
meningkatkan kinerja BPKH.

Assessment Manajemen

Atas Hal yang Berpotensi
Berpengaruh Signifikan Terhadap
Kelangsungan Usaha

Manajemen secara rutin melakukan evaluasi dan
assessment  terkait dengan  kemampuan dan
pencapaian target kinerja dari seluruh unit sesuai
dengan rencana bisnis BPKH yang telah disusun.
Evaluasi dilakukan secara berkala untuk setiap level
meliputi efisiensi, likuiditas serta indikator-indikator
lain yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian
dan evaluasi yang rutin dilakukan secara berkala,
Manajemen BPKH berkeyakinan bahwa BPKH memiliki
sumber daya yang cukup untuk melakukan kegiatan
usaha di masa mendatang. Perusahaan tidak memiliki
ketidakpastian material yang dapat menimbulkan
keraguan yang signifikan terhadap kemampuan BPKH
untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Asumsi yang Digunakan dalam
Melakukan Assessment

Dalam melaksanakan penilaian atas kemampuannya
untuk melanjutkan kelangsungan usaha di masa yang
akan datang, manajemen menggunakan beberapa
asumsi dan pertimbangan. Asumsi dan pertimbangan
tersebut, antara lain kinerja keuangan, solvabilitas, dan
efisiensi, permasalahan internal dan perkara hukum
yang dihadapi Perusahaan, serta kondisi ekonomi mikro
dan makro pada saat ini dan masa yang akan datang.

Badan Pengelola Keuangan Haji

"5 BPKH

) Badan Pengelola Keuangan Haji

This achievement is part of the effort and strategy to
continuously develop its main business by making
various breakthroughs to improve BPKH's performance.

Management’s Assessment of Matters
Having with Potential to Significantly
Affect Business Continuity

The management routinely conducts evaluations
and assessments on the ability and achievement of
performance targets of all units in accordance with
the prepared business plan of BPKH. Evaluation is
carried out periodically for each level, which comprises
efficiency, liquidity, and other set indicators. Based on
the results of periodical assessments and evaluations,
the Management of BPKH believes that BPKH has
sufficient resources to carry out business activities in
the future. BPKH has no material uncertainties that could
cast significant doubt on the ability of BPKH to continue
as a going concern.

Assumptions Used in

Conducting Assessment

In assessing its ability to continuously maintain its
business operations in the future, the management
uses several assumptions and considerations. These
assumptions and considerations include financial
performance, solvency and efficiency, internal problems
and lawsuits faced by the Company, as well as current
and future micro and macroeconomic conditions.
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